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Feminis di Mumbai
Email: chayanikashah@gmail.com 

Seksualitas adalah pengalaman yang 
sangat pribadi, dinamis, dan individual 
yang juga merupakan aspek utama yang 
tidak dapat dipisahkan dari seorang 
manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. 
Definisi kerja WHO tentang hak-hak 
seksual menyatakan bahwa semua orang 
harus memiliki hak atas standar kesehatan 
tertinggi sehubungan dengan seksualitas, 
yang mencakup akses ke layanan KSR; 
untuk mencari, menerima dan 
menyebarkan informasi yang berhubungan 
dengan seksualitas; pendidikan 
seksualitas; penghormatan pada integritas 
tubuh; pilihan pasangan; memutuskan 
untuk aktif secara seksual atau tidak; 
hubungan seksual suka sama suka; 
perkawinan suka sama suka; untuk 
memutuskan apakah akan (atau tidak 
akan), dan kapan akan memiliki anak; dan 
untuk memiliki kehidupan seksual yang 

1memuaskan, aman serta menyenangkan.  
Namun, perbincangan terkait hak atas 
seksualitas masih menjadi salah satu topik 
yang diperdebatkan dengan panas di 
tingkat global, karena seksualitas 
diciptakan, dibentuk, dan dipengaruhi oleh 
lingkungan sosial-budaya dan ekonomi.

Wacana seputar seksualitas, sebagai 
sesuatu yang melampaui hasrat jasmani 
seorang manusia, dimulai pada 
pertengahan abad ke-20, terutama melalui 
gerakan feminis dan perjuangan LGBTQIA+ 
di berbagai belahan dunia, serta artikulasi 
baru mereka terkait bagaimana gender dan 
seksualitas dikonstruksikan secara sosial. 
Dalam beberapa tahun terakhir, 
pengalaman para trans dan penyandang 
disabilitas telah membuka pemahaman 
yang lebih kompleks dan beragam tentang 
(seksualitas sebagai) konstruksi sosial 
maupun pengalaman jasmani.

Seksualitas berkaitan dengan pilihan 
individu, sekaligus lingkungan sosial di 
mana hak individu tersebut dapat 
dibayangkan, direalisasikan, dan dihayati. 
Karena pandangan tentang norma 
seksualitas bervariasi di seluruh dunia, 
salah satu cara untuk membahasnya 
adalah dengan memetakan tren bagaimana 
hak-hak untuk semua orang dipenuhi, dan 

melalui cara yang seperti apa. Salah satu 
indikator pemetaan yang telah dipilih 
secara global adalah pemenuhan hak-hak 
mereka yang terpinggirkan dari sebagian 
besar wacana. Perempuan, orang muda 
dan remaja, serta LGBTIQ+ dianggap 
sebagai orang-orang pinggiran, dalam 
pengertian yang berbeda-beda, di 
kebanyakan negara.

Biasanya, segala bentuk 
penegasan tentang hak atas 
seksualitas bagi setiap orang 
akan langsung dibenturkan 
dengan perdebatan budaya, 
tradisi dan bahkan agama di 
tempat mereka masing-masing.

Dalam editorial ini, alih-alih mengulas 
tentang akses atas hak seksualitas di 
seluruh dunia, saya akan berusaha untuk 
melihat secara kritis paradigma yang 
mengevaluasi hak atas seksualitas ini. 
Saya berpendapat bahwa meskipun akses 
ke seksualitas adalah hal yang penting, 
kritik terhadap pemenuhan hak atas 
seksualitas ini harus terus dibangun. 
Pertimbangan yang menyertakan beragam 
realitas harus mengubah dan memodifikasi 
kerangka serta makna gender dan 
seksualitas yang sudah ada. Saya 
berpendapat bahwa inklusi dan akses yang 
sebenar-benarnya memerlukan perubahan 
sistem dari dalam untuk membantu 
mewujudkan visi yang lebih luas tentang 
hak atas seksualitas.

Hak Seksualitas dan 
Homonasionalisme. Ketika wacana hak 
asasi manusia berkembang di seluruh 
dunia, ‘pelanggaran terhadap hak untuk 
memilih’ (violation of choice) dipandang 
sebagai pelanggaran mendasar terhadap 
martabat eksistensi diri seorang manusia. 
Pengertian awal tentang pengingkaran hak 
atas seksualitas umumnya berkembang 
dari konteks pelanggaran terhadap hak-
hak mereka yang seolah-olah tidak 
menemukan ruang dalam wacana 
normatif, seperti perempuan, anak muda, 
dan kelompok LGBTQIA+.

Selama bertahun-tahun, beragam upaya 
telah dilakukan unntuk membantu 
memahami bagaimana mereka yang 
terpinggirkan dikendalikan hidupnya, 
dibatasi kebebasannya, serta dilanggar 
hak-haknya melaluu berbagai macam cara 
– di konteks budaya, waktu, dan tempat 
yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan 
bagaimana konsep ‘kenormalan’ 
dikonstruksikan, meskipun proses 
konstruksi ini terjadi melalui cara yang 
berbeda-beda di berbagai tempat di dunia. 
Namun, jelas bahwa norma yang dominan 
adalah sistem yang berorientasi 
heteroseksual dan bergender biner, yang 
dipelihara melalui praktik-praktik budaya, 
sosial, religi, legal dan ekonomi yang 
merupakan produk dari struktur hierarkis 
yang kompleks.

Biasanya, segala bentuk penegasan 
tentang hak atas seksualitas bagi setiap 
orang akan langsung dibenturkan dengan 
perdebatan budaya, tradisi dan bahkan 
agama di tempat mereka masing-masing. 
Perdebatan ini terjadi di mana-mana, 
mulai dari ruang intim seperti keluarga, 
hingga platform internasional modern 
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang 
berupaya menciptakan wacana global 
tentang hak asasi manusia – baik untuk 
individu maupun kelompok. Dalam forum 
internasional, perdebatan hadir dengan 
membawa budaya dan agama bangsa-
bangsa yang terlibat; dan jika perdebatan 
terjadi di tingkat nasional, cerita terkait 
komunitas lokal serta praktik-praktik 
mereka akan dikemukakan. Dalam konteks 
rumah tangga dan kekeluargaan, 
meskipun perdebatan yang terjadi adalah 
tentang tradisi dan budaya, hal ini 
dibahasakan sebagai kehormatan dan 
martabat keluarga.

Secara global, diskusi ini berkembang 
dengan cara yang membenarkan 
hegemoni pasar dan kapital global. 
Masyarakat yang tampaknya menaati 
wacana kebebasan tertentu terkait 
kebebasan pilihan individu dipandang 
sebagai "liberal" dan karenanya 
membebaskan, sementara masyarakat lain 
yang tampaknya menempatkan individu ke 

dalam narasi kolektif dipandang sebagai 
masyarakat yang mengatur, dan dianggap 
non-liberal serta terbelakang. Akan tetapi, 
realitas tentang hak atas seksualitas lebih 
kompleks daripada oposisi biner yang 
disederhanakan ini. Generalisasi ini tidak 
dapat menggambarkan kompleksitas 
masyarakat dan praktik-praktik mereka. 
Namun sekarang, inilah cara bagaimana 
seksualitas, hak atas seksualitas, serta isu-
isu lain yang terkait dipahami.

Jasbir Puar menyebut hal ini sebagai 
homonasionalisme, "sebuah kategori 
analitik yang digunakan untuk memahami 
dan menjabarkan sejarah bagaimana dan 
mengapa status suatu negara yang 'ramah 
gay' menjadi suatu hal yang dipandang 

2baik."  Puar melanjutkan dengan 
menyatakan bahwa kita dapat menolak 
dan memaknai ulang homonasionalisme, 
seperti yang dilakukan terhadap 
modernitas, tetapi hal ini adalah model 
analisa yang relevan di masa kini. Dalam 
kata-kata Puar, "(Homonasionalisme 
adalah) suatu aspek modernitas dan 
pergeseran historis yang ditandai dengan 
masuknya (beberapa) badan (bodies) 
homoseksual yang layak dilindungi oleh 
negara-bangsa, reorientasi konstitutif dan 
fundamental dari hubungan antara negara, 
kapitalisme, dan seksualitas."

Dalam kerangka dominan ini, hak atas 
seksualitas dialihkan ke ranah pribadi. Hal 
ini memungkinkan publik untuk tetap 
senormatif mungkin, tidak hanya dalam 
masalah gender dan seksualitas, tetapi 
dalam masalah dominasi sosial lainnya 
seperti kasta, ras, agama, disabilitas, 
wilayah serta bangsa. Hal ini juga 
tercermin dalam pergeseran lain yang 
terlihat dalam ekonomi pasar global yang 
merambah dunia. Pemerintah dari 
berbagai negara bergerak mengadopsi 
ideologi sayap kanan, dan hal ini terjadi di 
berbagai negara demokratis di seluruh 
dunia. Fenomena ini menunjukkan 
kebangkitan nasionalisme budaya, serta 
hilangnya ruang untuk demokrasi dan hak 
asasi manusia bagi banyak kelompok 
masyarakat yang terpinggirkan. Gejala ini 
terlihat di hampir semua pemilu 
demokratis baru-baru ini di Asia, Amerika 
Selatan, dan Eropa.

Ketika hak-hak lain dikompromikan, 
tentunya  kondisi yang memungkinkan 
penegasan dan realisasi hak atas 

seksualitas yang komprehensif juga turut 
mendapatkan serangan. Perjuangan 
panjang untuk akses ke aborsi yang aman, 
untuk pengakuan atas konsep perkosaan 
dalam perkawinan, menentang 
perkawinan dini dan anak, untuk hak 
memilih pasangan - tidak bergerak maju. 
Tuntutan-tuntutan dasar seputar hak atas 
seksualitas perempuan dan anak 
perempuan ini tidak dibahas. Malahan, 
melalui perangkat pembentuk hukum 
informal seperti panchayat dan jamaat, 
masyarakat memperkenalkan lebih banyak 
mekanisme untuk mengontrol seksualitas 
perempuan yang bertentangan dengan 
hukum di negara-negara demokratis.

Pada saat yang sama, pembahasan terkait 
hak atas seksualitas dimainkan di level 
politik internasional. Negara-negara 
seperti Amerika Serikat mencoba 
membangun pemahaman mereka tentang 
politik liberal terkait hak atas pilihan 
seksual bagi perempuan di negara-negara 
lain, tetapi terus menolak hak atas aborsi 
bagi perempuan di negaranya sendiri, 
yang merupakan langkah pertama untuk 
membebaskan perempuan dari rasa takut 
akan kehamilan yang tidak diinginkan, dan 
menjamin kebebasan memilih mereka. Hal 
yang juga ironis, Amerika Serikat 
menyebut diri mereka liberal karena 
mengasimilasi beberapa gay, dengan 
memberi mereka sejumlah kecil hak 
melalui perkawinan, akan tetapi pada saat 
yang sama, terdapat peningkatan angka 
kekerasan terhadap warga trans kulit 
hitam dan Latin, serta kemunduran hak 
bagi kelompok transgender di bawah 

3rezim saat ini.  

Inklusi asimilatif liberal 
kelompok LGBTIQ+ dipandang 
sebagai langkah paling progresif 
untuk mewujudkan hak atas 
seksualitas. Namun, hal ini tidak 
dapat disebut sebagai akses 
‘nyata’ terhadap hak-hak 
seputar seksualitas.

Di negara seperti India, dampak dari rezim 
berkuasa yang dipilih secara demokratis, 
yang dipimpin oleh partai nasionalis 
konservatif, adalah pembatasan berbagai 
kebebasan berekspresi. Ini terlihat dari 
jatuhnya India dalam peringkat global 

kebebasan jurnalistik. Pada saat yang 
sama, terdapat peningkatan pengawasan 
di media sosial dan penahanan para 

4pembela hak asasi manusia.

Sungguh ironis ketika hak-hak demokrasi 
terkait kebebasan berekspresi mengalami 
kemunduran, putusan-putusan pengadilan 
yang mendukung hak-hak kelompok trans 
dan menentang hukum anti-sodomi 
tampaknya menjadi satu dari sedikit 
capaian positif seputar gender dan 

5seksualitas.  Putusan-putusan ini membuat 
orang bertanya-tanya terkait 
penerapannya, mengingat negara telah 
mundur banyak langkah dalam aspek 
kebebasan lainnya.

Dalam skenario ini, dapatkah negara-
negara seperti India dan AS dianggap 
progresif dalam hal hak seksualitas? 
Masalahnya adalah bahwa terjadi 
pergeseran wacana. Inklusi asimilatif 
liberal kelompok LGBTIQ+ dipandang 
sebagai langkah paling progresif untuk 
mewujudkan hak atas seksualitas. Namun, 
hal ini tidak dapat disebut sebagai akses 
‘nyata’ terhadap hak-hak seputar 
seksualitas.

Inklusi Asimilatif saja belum cukup. 
Hak atas seksualitas semestinya 
menciptakan lingkungan di mana berbagai 
hak lainnya dilindungi sehingga hak 
tersebut terjamin. Pemahaman tentang 
hak itu sendiri harus diperluas. Tanpa 
mempertanyakan struktur sosial yang 
mempertahankan mitos tentang norma, 
yang akan terjadi hanyalah 
pengarusutamaan dari mereka yang 
terpinggirkan ke dalam struktur arus 
utama. Pengarusutamaan ini terjadi 
sedemikian rupa sehingga kehidupan dan 
pilihan mereka yang terpinggirkan 
disesuaikan dengan standar masyarakat 
yang lebih luas. Hal ini semakin 
membatasi cara-cara bagaimana 
seksualitas itu sendiri dipahami dalam 
masyarakat, serta melemahkan keragaman 
ekspresi manusia itu sendiri. Suara orang-
orang dari pinggiran menunjukkan dan 
memunculkan hal-hal yang lama diabaikan 
atau dikekang. Mereka yang berada di 
‘pinggir nyatanya membangun dan 
mempertahankan mereka yang berada di 
‘tengah’. Hal ini menunjukkan keterlibatan 
individu, sistem, dan struktur dalam 
menormalisasi, dan dengan demikian 
menaturalisasi, struktur masyarakat 
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tidak dapat dipisahkan dari seorang 
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Definisi kerja WHO tentang hak-hak 
seksual menyatakan bahwa semua orang 
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seksualitas masih menjadi salah satu topik 
yang diperdebatkan dengan panas di 
tingkat global, karena seksualitas 
diciptakan, dibentuk, dan dipengaruhi oleh 
lingkungan sosial-budaya dan ekonomi.

Wacana seputar seksualitas, sebagai 
sesuatu yang melampaui hasrat jasmani 
seorang manusia, dimulai pada 
pertengahan abad ke-20, terutama melalui 
gerakan feminis dan perjuangan LGBTQIA+ 
di berbagai belahan dunia, serta artikulasi 
baru mereka terkait bagaimana gender dan 
seksualitas dikonstruksikan secara sosial. 
Dalam beberapa tahun terakhir, 
pengalaman para trans dan penyandang 
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yang lebih kompleks dan beragam tentang 
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salah satu cara untuk membahasnya 
adalah dengan memetakan tren bagaimana 
hak-hak untuk semua orang dipenuhi, dan 

melalui cara yang seperti apa. Salah satu 
indikator pemetaan yang telah dipilih 
secara global adalah pemenuhan hak-hak 
mereka yang terpinggirkan dari sebagian 
besar wacana. Perempuan, orang muda 
dan remaja, serta LGBTIQ+ dianggap 
sebagai orang-orang pinggiran, dalam 
pengertian yang berbeda-beda, di 
kebanyakan negara.

Biasanya, segala bentuk 
penegasan tentang hak atas 
seksualitas bagi setiap orang 
akan langsung dibenturkan 
dengan perdebatan budaya, 
tradisi dan bahkan agama di 
tempat mereka masing-masing.

Dalam editorial ini, alih-alih mengulas 
tentang akses atas hak seksualitas di 
seluruh dunia, saya akan berusaha untuk 
melihat secara kritis paradigma yang 
mengevaluasi hak atas seksualitas ini. 
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sebenar-benarnya memerlukan perubahan 
sistem dari dalam untuk membantu 
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Homonasionalisme. Ketika wacana hak 
asasi manusia berkembang di seluruh 
dunia, ‘pelanggaran terhadap hak untuk 
memilih’ (violation of choice) dipandang 
sebagai pelanggaran mendasar terhadap 
martabat eksistensi diri seorang manusia. 
Pengertian awal tentang pengingkaran hak 
atas seksualitas umumnya berkembang 
dari konteks pelanggaran terhadap hak-
hak mereka yang seolah-olah tidak 
menemukan ruang dalam wacana 
normatif, seperti perempuan, anak muda, 
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Selama bertahun-tahun, beragam upaya 
telah dilakukan unntuk membantu 
memahami bagaimana mereka yang 
terpinggirkan dikendalikan hidupnya, 
dibatasi kebebasannya, serta dilanggar 
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meskipun perdebatan yang terjadi adalah 
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2baik."  Puar melanjutkan dengan 
menyatakan bahwa kita dapat menolak 
dan memaknai ulang homonasionalisme, 
seperti yang dilakukan terhadap 
modernitas, tetapi hal ini adalah model 
analisa yang relevan di masa kini. Dalam 
kata-kata Puar, "(Homonasionalisme 
adalah) suatu aspek modernitas dan 
pergeseran historis yang ditandai dengan 
masuknya (beberapa) badan (bodies) 
homoseksual yang layak dilindungi oleh 
negara-bangsa, reorientasi konstitutif dan 
fundamental dari hubungan antara negara, 
kapitalisme, dan seksualitas."

Dalam kerangka dominan ini, hak atas 
seksualitas dialihkan ke ranah pribadi. Hal 
ini memungkinkan publik untuk tetap 
senormatif mungkin, tidak hanya dalam 
masalah gender dan seksualitas, tetapi 
dalam masalah dominasi sosial lainnya 
seperti kasta, ras, agama, disabilitas, 
wilayah serta bangsa. Hal ini juga 
tercermin dalam pergeseran lain yang 
terlihat dalam ekonomi pasar global yang 
merambah dunia. Pemerintah dari 
berbagai negara bergerak mengadopsi 
ideologi sayap kanan, dan hal ini terjadi di 
berbagai negara demokratis di seluruh 
dunia. Fenomena ini menunjukkan 
kebangkitan nasionalisme budaya, serta 
hilangnya ruang untuk demokrasi dan hak 
asasi manusia bagi banyak kelompok 
masyarakat yang terpinggirkan. Gejala ini 
terlihat di hampir semua pemilu 
demokratis baru-baru ini di Asia, Amerika 
Selatan, dan Eropa.

Ketika hak-hak lain dikompromikan, 
tentunya  kondisi yang memungkinkan 
penegasan dan realisasi hak atas 

seksualitas yang komprehensif juga turut 
mendapatkan serangan. Perjuangan 
panjang untuk akses ke aborsi yang aman, 
untuk pengakuan atas konsep perkosaan 
dalam perkawinan, menentang 
perkawinan dini dan anak, untuk hak 
memilih pasangan - tidak bergerak maju. 
Tuntutan-tuntutan dasar seputar hak atas 
seksualitas perempuan dan anak 
perempuan ini tidak dibahas. Malahan, 
melalui perangkat pembentuk hukum 
informal seperti panchayat dan jamaat, 
masyarakat memperkenalkan lebih banyak 
mekanisme untuk mengontrol seksualitas 
perempuan yang bertentangan dengan 
hukum di negara-negara demokratis.

Pada saat yang sama, pembahasan terkait 
hak atas seksualitas dimainkan di level 
politik internasional. Negara-negara 
seperti Amerika Serikat mencoba 
membangun pemahaman mereka tentang 
politik liberal terkait hak atas pilihan 
seksual bagi perempuan di negara-negara 
lain, tetapi terus menolak hak atas aborsi 
bagi perempuan di negaranya sendiri, 
yang merupakan langkah pertama untuk 
membebaskan perempuan dari rasa takut 
akan kehamilan yang tidak diinginkan, dan 
menjamin kebebasan memilih mereka. Hal 
yang juga ironis, Amerika Serikat 
menyebut diri mereka liberal karena 
mengasimilasi beberapa gay, dengan 
memberi mereka sejumlah kecil hak 
melalui perkawinan, akan tetapi pada saat 
yang sama, terdapat peningkatan angka 
kekerasan terhadap warga trans kulit 
hitam dan Latin, serta kemunduran hak 
bagi kelompok transgender di bawah 

3rezim saat ini.  

Inklusi asimilatif liberal 
kelompok LGBTIQ+ dipandang 
sebagai langkah paling progresif 
untuk mewujudkan hak atas 
seksualitas. Namun, hal ini tidak 
dapat disebut sebagai akses 
‘nyata’ terhadap hak-hak 
seputar seksualitas.

Di negara seperti India, dampak dari rezim 
berkuasa yang dipilih secara demokratis, 
yang dipimpin oleh partai nasionalis 
konservatif, adalah pembatasan berbagai 
kebebasan berekspresi. Ini terlihat dari 
jatuhnya India dalam peringkat global 

kebebasan jurnalistik. Pada saat yang 
sama, terdapat peningkatan pengawasan 
di media sosial dan penahanan para 

4pembela hak asasi manusia.

Sungguh ironis ketika hak-hak demokrasi 
terkait kebebasan berekspresi mengalami 
kemunduran, putusan-putusan pengadilan 
yang mendukung hak-hak kelompok trans 
dan menentang hukum anti-sodomi 
tampaknya menjadi satu dari sedikit 
capaian positif seputar gender dan 

5seksualitas.  Putusan-putusan ini membuat 
orang bertanya-tanya terkait 
penerapannya, mengingat negara telah 
mundur banyak langkah dalam aspek 
kebebasan lainnya.

Dalam skenario ini, dapatkah negara-
negara seperti India dan AS dianggap 
progresif dalam hal hak seksualitas? 
Masalahnya adalah bahwa terjadi 
pergeseran wacana. Inklusi asimilatif 
liberal kelompok LGBTIQ+ dipandang 
sebagai langkah paling progresif untuk 
mewujudkan hak atas seksualitas. Namun, 
hal ini tidak dapat disebut sebagai akses 
‘nyata’ terhadap hak-hak seputar 
seksualitas.

Inklusi Asimilatif saja belum cukup. 
Hak atas seksualitas semestinya 
menciptakan lingkungan di mana berbagai 
hak lainnya dilindungi sehingga hak 
tersebut terjamin. Pemahaman tentang 
hak itu sendiri harus diperluas. Tanpa 
mempertanyakan struktur sosial yang 
mempertahankan mitos tentang norma, 
yang akan terjadi hanyalah 
pengarusutamaan dari mereka yang 
terpinggirkan ke dalam struktur arus 
utama. Pengarusutamaan ini terjadi 
sedemikian rupa sehingga kehidupan dan 
pilihan mereka yang terpinggirkan 
disesuaikan dengan standar masyarakat 
yang lebih luas. Hal ini semakin 
membatasi cara-cara bagaimana 
seksualitas itu sendiri dipahami dalam 
masyarakat, serta melemahkan keragaman 
ekspresi manusia itu sendiri. Suara orang-
orang dari pinggiran menunjukkan dan 
memunculkan hal-hal yang lama diabaikan 
atau dikekang. Mereka yang berada di 
‘pinggir nyatanya membangun dan 
mempertahankan mereka yang berada di 
‘tengah’. Hal ini menunjukkan keterlibatan 
individu, sistem, dan struktur dalam 
menormalisasi, dan dengan demikian 
menaturalisasi, struktur masyarakat 



Keputusan tentang bagaimana seseorang 
memilih untuk menegaskan 
seksualitasnya, baik secara romantis, 
seksual, maupun sosial, harus menjadi 
pilihan setiap individu yang bebas dari 
stigma dan diskriminasi, pemaksaan, serta 
kekerasan. Hak atas seksualitas adalah 
salah satu hak asasi utama manusia, dan 
tanpa hak untuk mengontrol tubuh dan 
seksualitas mereka sendiri, individu 
LGBTIQ+ tidak dapat sepenuhnya 
memenuhi otonomi tubuh, integritas, dan 
menentukan nasib mereka sendiri. Lebih 
lanjut, tanpa hak untuk mengontrol tubuh 
dan dirinya sendiri, individu LGBTIQ+ tidak 
akan memiliki kemampuan mengontrol 
aspek-aspek lain dalam kehidupannya.

Di kawasan Asia Pasifik, pembahasan 
seputar SOGIESC (Orientasi Seksual, 
Identitas dan Ekspresi Gender, dan 

1Karakteristik Seksual)  sangatlah beragam. 
Penelusuran terhadap produk undang-
undang yang mendiskriminasi LGBT di 
negara-negara Dunia Selatan umumnya 

2bermuara di penerapan Bagian 377 KUHP  
yang diperkenalkan melalui hukum 
kolonial Inggris. Bagian 377 KUHP ini 
mengkriminalkan semua tindakan seksual 
yang "bertentangan dengan tatanan alam" 
termasuk seks anal antara laki-laki dan 

3tindakan homoseksual lainnya.  Melalui 
kolonialisme, gagasan tentang 'menjadi 
yang ideal' diciptakan. 'Manusia ideal' ini 
direpresentasikan sebagai warga 
heteroseksual, yang memiliki tubuh tanpa 
cacat, mampu membantu menghasilkan 
keturunan dan dengan demikian 
melanjutkan proses pembangunan bangsa. 
Dampak dari penerapan Bagian 377 KUHP 
masih terasa hingga hari ini di berbagai 
wilayah: di Afghanistan, homoseksualitas 
adalah kejahatan yang dapat dihukum 
mati; di Malaysia, hukumannya adalah 
cambuk dan penjara hingga 20 tahun; di 
Myanmar, orang-orang LGBTIQ+ 
menghadapi hukuman penjara hingga 10 

4tahun dan denda.  Menariknya, hukum 
seputar identitas gender di negara-negara 
Dunia Selatan jauh lebih progresif jika 

dibandingkan dengan hukum seputar 
orientasi seksual.

Menariknya, hukum seputar 
identitas gender di negara-
negara Dunia Selatan jauh lebih 
progresif jika dibandingkan 
dengan hukum seputar 
orientasi seksual. Sebagai 
contoh, Pakistan mengesahkan 
Undang-Undang (Perlindungan 
Hak) Orang Transgender pada 
2018 silam, yang menetapkan 
perlindungan luas bagi 
transgender di negara tersebut, 
tetapi masih mencantumkan 
semua “tindakan homoseksual” 
sebagai pelanggaran hukum. 

Sebagai contoh, Pakistan mengesahkan 
Undang-Undang (Perlindungan Hak) Orang 

5Transgender  pada 2018 silam, yang 
menetapkan perlindungan luas bagi 
transgender di negara tersebut, tetapi 
masih mencantumkan semua "tindakan 
homoseksual" sebagai pelanggaran 
hukum.

Akan tetapi, kelompok ini tidak homogen. 
Dalam lanskap SOGIESC yang terus 
berubah dan berkembang saat ini, 
sebagian besar wacana arus utama, yang 
diposisikan dari kerangka Barat, berkisar 
pada tekanan untuk melela (coming out) 
dan agar manusia hidup sebagai "diri 
mereka yang paling asli secara terbuka 
dan tanpa rasa takut." Meskipun ini adalah 
cita-cita yang harus diupayakan, hal ini 
cenderung berfokus pada bagian 
masyarakat tertentu saja - terutama 
mereka yang memiliki keistimewaan, 
kekuasaan, dan sarana untuk dapat 
terbuka tentang seksualitasnya tanpa 
ancaman agama, norma-norma 
nasionalistik, budaya dan etnis yang 

diskriminatif, belum lagi ancaman patriarki 
yang bekerja untuk mendefinisikan gender 
secara biner. Di Dunia Selatan, sebagian 
besar wacana seputar melela ini tidak 
dapat digaungkan, sementara hak-hak 
asasi mendasar bagi orang-orang LGBTIQ+ 
hampir tidak diberikan, belum lagi 
banyaknya hambatan keluarga, budaya, 
dan sosial di wilayah yang jauh lebih 
memberikan penghargaan kepada 
keluarga dan kolektivisme dibandingkan 
individualitas.

Inilah mengapa persoalan 
interseksionalitas menjadi bagian penting 
dari wacana saat ini, dan harus diterapkan 
secara lebih luas dalam dialog dan 
aktivisme seputar hak LGBTIQ+. Pada 
tahun 1989, Kimberlé Crenshaw 
menciptakan istilah 'titik temu' 

6(interseksionalitas)  sebagai tanggapan 
atas penindasan sistemik yang dihadapi 
oleh perempuan kulit hitam di Amerika. 
Pandangan ini adalah kritik atas 
penghapusan berbagai poros identitas 
yang bertentangan dengan narasi 
'masukkan dan gabungkan,' dan 
sebaliknya menyatakan bahwa penindasan 
sistematis terhadap individu dan 
kelompok dapat, dan memang, 
bertumpang tindih atas berbagai identitas 
sosial sekaligus, seperti ras, jenis kelamin, 
dan seksualitas. Sejak awal dan bahkan 
hingga saat ini, wacana feminis selalu 
berpusat di sekitar perempuan kulit putih 
cis Barat yang berbadan sehat, dan 
akibatnya, membatasi ruang lingkup serta 
wawasan tentang kelompok-kelompok 
yang mengalami beban ganda. Penting 
untuk memahami tiga bentuk utama titik 
temu dalam politik identitas: struktural, 

7politik, dan representasional.  Titik temu 
struktural mengacu pada cara-cara di 
mana sistem dan struktur sosial tempat 
kita hidup menindas kita, misalnya 
pendidikan, ekonomi, migrasi, dll. Titik 
temu politik melihat siapa yang bisa 
berbicara, siapa yang dibicarakan, dan 
siapa yang dibungkam dalam gerakan dan 
saat mengungkapkan pandangan mereka. 

buatan manusia. Upaya untuk 
memasukkan perspektif-perspektif ini 
memperkaya pemahaman tentang hak atas 
seksualitas serta membantu peninjauan 
ulang atas konsep-konsep hak asasi 
manusia lainnya.

Organisasi hak-hak pekerja seks di 
berbagai belahan dunia mengekspos 
tatanan dunia yang misoginis dan 
eksploitatif; akan tetapi, dengan menyebut 
semua kerja seksual sebagai eksploitasi, 
bentuk eksploitasi yang sebenarnya dalam 
kerja-kerja tersebut malah tidak terbahas. 
Mereka menyorot posisi perempuan di 
pasar tenaga kerja, dan sifat seksual  
termasuk kesetaraan gender dari pasar 
tenaga kerja ini. Mereka juga  
menghubungkan kendala yang dihadapi 
dalam kerja-kerja seksual dengan kendala 
di jenis pekerjaan lainnya, termasuk 
pekerjaan domestik. Pelajaran paling 
mencolok dan penting adalah pelajaran 
seputar seks itu sendiri. Pengalaman 
pekerja seks menunjukkan bahwa semua 
seks pada akhirnya adalah transaksi yang 
seringkali dilakukan atas nama cinta, 
kepedulian, dan kewajiban, tetapi 
terkadang juga dilakukan dengan imbalan 
status, kenyamanan materi, dan uang. 
Pekerja seks menunjukkan bagaimana 
negosiasi dilakukan melintasi garis-garis 
kuasa saat mereka menjalani kehidupan 
dalam transaksi seksual yang mereka pilih, 
sembari berada di bawah pengawasan 
hukum, polisi, dan preman-preman lokal.

Hak atas seksualitas dapat diartikan 
sebagai hak pekerja seks untuk 
menentukan kondisi kerja mereka dalam 
masyarakat yang mendukung 
perwujudannya, di bawah kerangka pilihan 
individu. Hak atas seksualitas untuk semua 
orang akan semakin kaya jika pemahaman 
tentang seks transaksional dan pekerjaan 
bergender (dari pengalaman para pekerja 
seksual) diaplikasikan ke pengertian kita 
tentang konsep keluarga, serta 
pemahaman kita tentang kerja-kerja 
domestik, afeksi, perawatan, reproduksi, 
dan seksual yang secara tradisional 
dilakukan oleh wanita dan menjadi wajah 
dari kerja-kerja tersebut di benak kita. 
Pemahaman ulang atas konsep-konsep di 
atas akan mendukung perluasan hak atas 
seksualitas.

Cara lain untuk memperluas pengertian 
hak atas seksualitas dan maknanya bagi 
masyarakat luas, adalah dengan melihat 

hak-hak lain yang terkait dengannya dari 
sudut pandang mereka yang tampaknya 
masuk dalam sistem norma ini: hak untuk 
memilih pasangan; untuk memberikan 
persetujuan bebas, penuh, dan dengan 
pengetahuan; untuk terlibat dalam seks 
suka sama suka terlepas dari status 
perkawinan; untuk bebas dari kekerasan, 
termasuk seks yang dipaksakan; untuk 
privasi; untuk identifikasi diri; untuk hidup; 
serta untuk informasi dan akses ke 
layanan hak dan kesehatan reproduksi 
seksual. Hak untuk menentukan nasib 
sendiri (self determination) hanya dibahas 
ketika menyangkut mereka yang tidak 
mengikuti norma. Dalam konteks ini, 
mereka – yang menuntut hak untuk 
menentukan nasib sendiri – ditandai 
sebagai ‘yang berbeda,’ yang tidak biasa, 
abnormal, dan tidak wajar. Sejatinya, hak 
untuk menentukannasib sendiri harus 
didorong untuk semua orang tanpa 
berasumsi bahwa mereka secara aktif 
menjalankan pilihan mereka.

Menciptakan standar 
kenormalan, terutama dalam 
ranah pribadi seputar 
seksualitas, akan mengekang 
pengalaman individu yang 
kaya, beragam, sangat personal 
dan dinamis.

Ketika perkawinan menjadi prasyarat agar 
seseorang dapat memiliki ruang untuk 
mengekspresikan seksualitasnya, sulit 
untuk menentukan apakah mereka yang 
terlibat dalam institusi perkawinan 
mengekspresikan seksualitasnya dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip 
persetujuan bebas, penuh, dan dengan 
pengetahuan (free, full, and informed 
consent). Karena institusi perkawinan 
mengistimewakan laki-laki, maka hak 
perempuan dalam perkawinan 
heteroseksual menjadi hal yang harus 
diperhatikan. Namun, jika para pria tidak 
mengedepankan hubungan seksual yang 
bertanggung jawab dan saling 
menghormati – bahkan dalam perkawinan 
– apakah kita perlu menawarkan 
pemaknaan lain terkait konsep 
maskulinitas?

Kesimpulan. Hak atas seksualitas pada 
dasarnya menantang struktur sosial dan 
ekonomi yang mapan dari masyarakat 

yang beragam. Cara menjalani kehidupan 
seksual dan intim berbeda dan beragam di 
seluruh dunia. Namun dalam konteks lokal 
di manapun, terdapat norma-norma 
seputar kehidupan pribadi yang terkait 
dengan norma seksual. Norma-norma ini 
dikatakan sebagai hal yang mutlak 
diperlukan untuk menciptakan keteraturan 
dalam komunitas. Namun, penciptaan 
standar kenormalan dalam bentuk apapun, 
terutama dalam ranah pribadi sekitar 
seksualitas, akan mengekang pengalaman 
individu yang kaya, beragam, sangat 
personal dan dinamis. 

Sangatlah perlu untuk menanyakan 
bagaimana tatanan sosial harus disusun 
sehingga kekayaan pengalaman semua 
individu dapat dipertahankan. Jawabannya 
nampaknya sama dengan hak-hak asasi 
manusia yang lain — realisasi hak individu 
hanya dimungkinkan jika ada etika 
konstitusional yang mengatur hubungan 
antar-individu. Upaya kolektif 
berkelanjutan menuju kesetaraan dan 
keadilan struktural diperlukan agar etika 
ini berlaku dan struktur masyarakat harus 
diubah untuk mengakomodasi episteme 
mereka yang terpinggirkan untuk 
mengalami inklusi yang ‘asli’
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Keputusan tentang bagaimana seseorang 
memilih untuk menegaskan 
seksualitasnya, baik secara romantis, 
seksual, maupun sosial, harus menjadi 
pilihan setiap individu yang bebas dari 
stigma dan diskriminasi, pemaksaan, serta 
kekerasan. Hak atas seksualitas adalah 
salah satu hak asasi utama manusia, dan 
tanpa hak untuk mengontrol tubuh dan 
seksualitas mereka sendiri, individu 
LGBTIQ+ tidak dapat sepenuhnya 
memenuhi otonomi tubuh, integritas, dan 
menentukan nasib mereka sendiri. Lebih 
lanjut, tanpa hak untuk mengontrol tubuh 
dan dirinya sendiri, individu LGBTIQ+ tidak 
akan memiliki kemampuan mengontrol 
aspek-aspek lain dalam kehidupannya.

Di kawasan Asia Pasifik, pembahasan 
seputar SOGIESC (Orientasi Seksual, 
Identitas dan Ekspresi Gender, dan 

1Karakteristik Seksual)  sangatlah beragam. 
Penelusuran terhadap produk undang-
undang yang mendiskriminasi LGBT di 
negara-negara Dunia Selatan umumnya 

2bermuara di penerapan Bagian 377 KUHP  
yang diperkenalkan melalui hukum 
kolonial Inggris. Bagian 377 KUHP ini 
mengkriminalkan semua tindakan seksual 
yang "bertentangan dengan tatanan alam" 
termasuk seks anal antara laki-laki dan 

3tindakan homoseksual lainnya.  Melalui 
kolonialisme, gagasan tentang 'menjadi 
yang ideal' diciptakan. 'Manusia ideal' ini 
direpresentasikan sebagai warga 
heteroseksual, yang memiliki tubuh tanpa 
cacat, mampu membantu menghasilkan 
keturunan dan dengan demikian 
melanjutkan proses pembangunan bangsa. 
Dampak dari penerapan Bagian 377 KUHP 
masih terasa hingga hari ini di berbagai 
wilayah: di Afghanistan, homoseksualitas 
adalah kejahatan yang dapat dihukum 
mati; di Malaysia, hukumannya adalah 
cambuk dan penjara hingga 20 tahun; di 
Myanmar, orang-orang LGBTIQ+ 
menghadapi hukuman penjara hingga 10 

4tahun dan denda.  Menariknya, hukum 
seputar identitas gender di negara-negara 
Dunia Selatan jauh lebih progresif jika 

dibandingkan dengan hukum seputar 
orientasi seksual.

Menariknya, hukum seputar 
identitas gender di negara-
negara Dunia Selatan jauh lebih 
progresif jika dibandingkan 
dengan hukum seputar 
orientasi seksual. Sebagai 
contoh, Pakistan mengesahkan 
Undang-Undang (Perlindungan 
Hak) Orang Transgender pada 
2018 silam, yang menetapkan 
perlindungan luas bagi 
transgender di negara tersebut, 
tetapi masih mencantumkan 
semua “tindakan homoseksual” 
sebagai pelanggaran hukum. 

Sebagai contoh, Pakistan mengesahkan 
Undang-Undang (Perlindungan Hak) Orang 

5Transgender  pada 2018 silam, yang 
menetapkan perlindungan luas bagi 
transgender di negara tersebut, tetapi 
masih mencantumkan semua "tindakan 
homoseksual" sebagai pelanggaran 
hukum.

Akan tetapi, kelompok ini tidak homogen. 
Dalam lanskap SOGIESC yang terus 
berubah dan berkembang saat ini, 
sebagian besar wacana arus utama, yang 
diposisikan dari kerangka Barat, berkisar 
pada tekanan untuk melela (coming out) 
dan agar manusia hidup sebagai "diri 
mereka yang paling asli secara terbuka 
dan tanpa rasa takut." Meskipun ini adalah 
cita-cita yang harus diupayakan, hal ini 
cenderung berfokus pada bagian 
masyarakat tertentu saja - terutama 
mereka yang memiliki keistimewaan, 
kekuasaan, dan sarana untuk dapat 
terbuka tentang seksualitasnya tanpa 
ancaman agama, norma-norma 
nasionalistik, budaya dan etnis yang 

diskriminatif, belum lagi ancaman patriarki 
yang bekerja untuk mendefinisikan gender 
secara biner. Di Dunia Selatan, sebagian 
besar wacana seputar melela ini tidak 
dapat digaungkan, sementara hak-hak 
asasi mendasar bagi orang-orang LGBTIQ+ 
hampir tidak diberikan, belum lagi 
banyaknya hambatan keluarga, budaya, 
dan sosial di wilayah yang jauh lebih 
memberikan penghargaan kepada 
keluarga dan kolektivisme dibandingkan 
individualitas.

Inilah mengapa persoalan 
interseksionalitas menjadi bagian penting 
dari wacana saat ini, dan harus diterapkan 
secara lebih luas dalam dialog dan 
aktivisme seputar hak LGBTIQ+. Pada 
tahun 1989, Kimberlé Crenshaw 
menciptakan istilah 'titik temu' 

6(interseksionalitas)  sebagai tanggapan 
atas penindasan sistemik yang dihadapi 
oleh perempuan kulit hitam di Amerika. 
Pandangan ini adalah kritik atas 
penghapusan berbagai poros identitas 
yang bertentangan dengan narasi 
'masukkan dan gabungkan,' dan 
sebaliknya menyatakan bahwa penindasan 
sistematis terhadap individu dan 
kelompok dapat, dan memang, 
bertumpang tindih atas berbagai identitas 
sosial sekaligus, seperti ras, jenis kelamin, 
dan seksualitas. Sejak awal dan bahkan 
hingga saat ini, wacana feminis selalu 
berpusat di sekitar perempuan kulit putih 
cis Barat yang berbadan sehat, dan 
akibatnya, membatasi ruang lingkup serta 
wawasan tentang kelompok-kelompok 
yang mengalami beban ganda. Penting 
untuk memahami tiga bentuk utama titik 
temu dalam politik identitas: struktural, 

7politik, dan representasional.  Titik temu 
struktural mengacu pada cara-cara di 
mana sistem dan struktur sosial tempat 
kita hidup menindas kita, misalnya 
pendidikan, ekonomi, migrasi, dll. Titik 
temu politik melihat siapa yang bisa 
berbicara, siapa yang dibicarakan, dan 
siapa yang dibungkam dalam gerakan dan 
saat mengungkapkan pandangan mereka. 

buatan manusia. Upaya untuk 
memasukkan perspektif-perspektif ini 
memperkaya pemahaman tentang hak atas 
seksualitas serta membantu peninjauan 
ulang atas konsep-konsep hak asasi 
manusia lainnya.

Organisasi hak-hak pekerja seks di 
berbagai belahan dunia mengekspos 
tatanan dunia yang misoginis dan 
eksploitatif; akan tetapi, dengan menyebut 
semua kerja seksual sebagai eksploitasi, 
bentuk eksploitasi yang sebenarnya dalam 
kerja-kerja tersebut malah tidak terbahas. 
Mereka menyorot posisi perempuan di 
pasar tenaga kerja, dan sifat seksual  
termasuk kesetaraan gender dari pasar 
tenaga kerja ini. Mereka juga  
menghubungkan kendala yang dihadapi 
dalam kerja-kerja seksual dengan kendala 
di jenis pekerjaan lainnya, termasuk 
pekerjaan domestik. Pelajaran paling 
mencolok dan penting adalah pelajaran 
seputar seks itu sendiri. Pengalaman 
pekerja seks menunjukkan bahwa semua 
seks pada akhirnya adalah transaksi yang 
seringkali dilakukan atas nama cinta, 
kepedulian, dan kewajiban, tetapi 
terkadang juga dilakukan dengan imbalan 
status, kenyamanan materi, dan uang. 
Pekerja seks menunjukkan bagaimana 
negosiasi dilakukan melintasi garis-garis 
kuasa saat mereka menjalani kehidupan 
dalam transaksi seksual yang mereka pilih, 
sembari berada di bawah pengawasan 
hukum, polisi, dan preman-preman lokal.

Hak atas seksualitas dapat diartikan 
sebagai hak pekerja seks untuk 
menentukan kondisi kerja mereka dalam 
masyarakat yang mendukung 
perwujudannya, di bawah kerangka pilihan 
individu. Hak atas seksualitas untuk semua 
orang akan semakin kaya jika pemahaman 
tentang seks transaksional dan pekerjaan 
bergender (dari pengalaman para pekerja 
seksual) diaplikasikan ke pengertian kita 
tentang konsep keluarga, serta 
pemahaman kita tentang kerja-kerja 
domestik, afeksi, perawatan, reproduksi, 
dan seksual yang secara tradisional 
dilakukan oleh wanita dan menjadi wajah 
dari kerja-kerja tersebut di benak kita. 
Pemahaman ulang atas konsep-konsep di 
atas akan mendukung perluasan hak atas 
seksualitas.

Cara lain untuk memperluas pengertian 
hak atas seksualitas dan maknanya bagi 
masyarakat luas, adalah dengan melihat 

hak-hak lain yang terkait dengannya dari 
sudut pandang mereka yang tampaknya 
masuk dalam sistem norma ini: hak untuk 
memilih pasangan; untuk memberikan 
persetujuan bebas, penuh, dan dengan 
pengetahuan; untuk terlibat dalam seks 
suka sama suka terlepas dari status 
perkawinan; untuk bebas dari kekerasan, 
termasuk seks yang dipaksakan; untuk 
privasi; untuk identifikasi diri; untuk hidup; 
serta untuk informasi dan akses ke 
layanan hak dan kesehatan reproduksi 
seksual. Hak untuk menentukan nasib 
sendiri (self determination) hanya dibahas 
ketika menyangkut mereka yang tidak 
mengikuti norma. Dalam konteks ini, 
mereka – yang menuntut hak untuk 
menentukan nasib sendiri – ditandai 
sebagai ‘yang berbeda,’ yang tidak biasa, 
abnormal, dan tidak wajar. Sejatinya, hak 
untuk menentukannasib sendiri harus 
didorong untuk semua orang tanpa 
berasumsi bahwa mereka secara aktif 
menjalankan pilihan mereka.

Menciptakan standar 
kenormalan, terutama dalam 
ranah pribadi seputar 
seksualitas, akan mengekang 
pengalaman individu yang 
kaya, beragam, sangat personal 
dan dinamis.

Ketika perkawinan menjadi prasyarat agar 
seseorang dapat memiliki ruang untuk 
mengekspresikan seksualitasnya, sulit 
untuk menentukan apakah mereka yang 
terlibat dalam institusi perkawinan 
mengekspresikan seksualitasnya dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip 
persetujuan bebas, penuh, dan dengan 
pengetahuan (free, full, and informed 
consent). Karena institusi perkawinan 
mengistimewakan laki-laki, maka hak 
perempuan dalam perkawinan 
heteroseksual menjadi hal yang harus 
diperhatikan. Namun, jika para pria tidak 
mengedepankan hubungan seksual yang 
bertanggung jawab dan saling 
menghormati – bahkan dalam perkawinan 
– apakah kita perlu menawarkan 
pemaknaan lain terkait konsep 
maskulinitas?

Kesimpulan. Hak atas seksualitas pada 
dasarnya menantang struktur sosial dan 
ekonomi yang mapan dari masyarakat 

yang beragam. Cara menjalani kehidupan 
seksual dan intim berbeda dan beragam di 
seluruh dunia. Namun dalam konteks lokal 
di manapun, terdapat norma-norma 
seputar kehidupan pribadi yang terkait 
dengan norma seksual. Norma-norma ini 
dikatakan sebagai hal yang mutlak 
diperlukan untuk menciptakan keteraturan 
dalam komunitas. Namun, penciptaan 
standar kenormalan dalam bentuk apapun, 
terutama dalam ranah pribadi sekitar 
seksualitas, akan mengekang pengalaman 
individu yang kaya, beragam, sangat 
personal dan dinamis. 

Sangatlah perlu untuk menanyakan 
bagaimana tatanan sosial harus disusun 
sehingga kekayaan pengalaman semua 
individu dapat dipertahankan. Jawabannya 
nampaknya sama dengan hak-hak asasi 
manusia yang lain — realisasi hak individu 
hanya dimungkinkan jika ada etika 
konstitusional yang mengatur hubungan 
antar-individu. Upaya kolektif 
berkelanjutan menuju kesetaraan dan 
keadilan struktural diperlukan agar etika 
ini berlaku dan struktur masyarakat harus 
diubah untuk mengakomodasi episteme 
mereka yang terpinggirkan untuk 
mengalami inklusi yang ‘asli’
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Perkembangan Kata-Kata. 
Perkembangan terminologi secara 
bertahap menggeser penggunaan istilah 
LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, 
Transgender) menjadi LGBTI (Lesbian, Gay, 
Biseksual, Transgender, Interseks) lalu 
LGBTIA2++ (Lesbian, Gay, Biseksual, 
Transgender, Interseks, Aseksual), dan 
berbagai rekomendasi istilah lain. 
Kekayaan istilah ini juga dapat dilihat dari 
perkembangan akronim SOGI (Orientasi 
Seksual dan Identitas Gender), SOGIE 
(Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi 
Gender), menjadi SOGIE-B (Body/Tubuh), 
dan SOGIE-SC (Sex Charasteristics/ 
Karakteristik Seks) dalam upaya menyoroti 
pemahaman berbagai pengalaman 
seksualitas manusia. 

Dalam studi komunikasi, yang didominasi 
oleh para sarjana yang berbasis di AS-
Eropa, wacana tentang LGBT berkembang 
setelah James W. Chesebro mengedit esai 
terobosan pertamanya yang berjudul 
'Gayspeak: Gay Male and Lesbian 

1Communication' pada tahun 1981.  Ia 
mungkin akademisi komunikasi AS 
pertama yang secara eksplisit 
mengkonseptualisasikan orientasi sesama 
jenis, atau konstruksi homoseksualitas, 

2sebagai masalah komunikasi.

Didorong oleh teori queer, 
praktik komunikasi antargenerasi 
yang berubah, dan penolakan 
lokal terhadap homogenisasi 
nilai-nilai Barat, mulai ada yang 
mempertanyakan manfaat politik 
dan relevansi sosial-budaya dari 
pelabelan identitas seseorang 
berdasarkan perilaku seksualnya. 

Terminologi ini membantu individu untuk 
mendefinisikan diri mereka sendiri atau 
dalam beberapa kasus, membuat mereka 
bingung tentang bagaimana pendefinisian 
diri mereka harus disesuaikan dan 

diartikulasikan ke dalam kategori-kategori 
tertentu. Di sisi lain, tanpa 
mengesampingkan perjuangan identitas 
yang selama ini kita lakukan terkait isu 
visibilitas, pengakuan, dan kesetaraan, 
kita perlu menyadari bahwa media terus-
menerus membombardir kita dengan kata 
kunci dan slogan-slogan ini, yang semakin 
menegaskan bahwa istilah LGBT identik 
dengan orang-orang kulit putih dari 
negara Dunia Pertama; istilah ini menjadi 
bahan bakar untuk 'kapitalisme pelangi,' 
bentuk baru kapitalisme, sekaligus mata 
uang baru dari pasar 'pelangi' (rainbow 
market)

Bettina Heinz menambahkan bahwa 
orientasi seksual muncul sebagai isu kunci 
dalam disiplin komunikasi pada tahun 
1970-an, yang kala itu umumnya dibahas 

3oleh para aktivis akademisi.  Istilah 
'orientasi seksual' biasanya digunakan 
untuk menggambarkan arah ketertarikan 
fisik dan / atau psikologis seseorang, 
khususnya terkait jenis kelamin pasangan 

4yang diinginkan.

Orientasi seksual umumnya 
dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang 
berada di dalam kontinum. Seseorang 
dapat mengekspresikan orientasi seksual 
mereka atau merekonseptualisasikannya  
secara berbeda selama rentang hidup 

5mereka.  Namun, Laurent menjelaskan 
bahwa gagasan tentang cairnya orientasi 
ini berasal dari narasi agenda "kebebasan" 

6kulit putih.  Orientasi seksual jarang 
didefinisikan sebagai 'preferensi seksual' 
karena istilah ini menyiratkan adanya 
pilihan, dan istilah'orientasi seksual' kini 
digunakan sebagai kategori identitas 
gender atau seksual, khususnya di budaya 
Amerika Utara dan Eropa. Namun, dalam 
konteks budaya-budaya lainnya, 
ketertarikan sesama jenis atau perilaku 
seksual sesama jenis sering dimaknai 
terpisah dari kategori gender atau 
identitas seksual. Didorong oleh teori 
queer, praktik komunikasi antargenerasi 
yang berubah, dan penolakan lokal 
terhadap homogenisasi nilai-nilai Barat, 

mulai ada yang mempertanyakan manfaat 
politik dan relevansi sosial-budaya dari 
pelabelan identitas seseorang berdasarkan 
perilaku seksualnya. Oleh karena itu, 
muncullah pertanyaan kritis: Apakah kita 
harus 'memberikan pembenaran' bahwa 
pengalaman pribadi dan budaya 
seseorang cocok dengan definisi arus 
utama 'LGBT'?

Perkembangan Bahasa Di Negara-
Negara Dunia Selatan. Sementara studi 
komunikasi di Negara Dunia Utara 
memperkenalkan istilah 'LGBT' pada awal 
tahun 1970, perkembangan kata-kata LGBT 
di negara-negara Dunia Selatan baru 

7dimulai pada tahun 2000.

Negara-Negara Dunia Utara masih gagap 
membahas istilah 'LGBT' di luar bingkai 
individualisme dan kebebasan 
berekspresi. Namun di Negara-Negara 
Dunia Selatan, tempat di mana 
kolektivisme menjadi nafas kehidupan, 
tempat di mana budaya melekat di kulit 
setiap insan, dan tempat di mana setiap 
orang laksana bagian dari mata rantai, kita 
tidak dapat membahas istilah-istilah ini 
dengan cara yang sama.

Bahkan penggunaan kata 'trans', yang 
merepresentasikan huruf T dalam istilah 
LGBT, relatif menimbulkan persoalan 
ketika kata tersebut dilihat sebagai kata 
yang asing, dan hampir tidak relevan 
dengan pergerakan di beberapa Negara 
Dunia Selatan. Di Asia Tenggara tahun 
1960-an, narasi keberadaan transpuan 
global di Indonesia sudah diakui dengan 
kata wadam (Wanita Adam) oleh DKI 
Jakarta menggantikan kata banci atau 

7bencong yang dianggap merendahkan.

Suku Makassar di Sulawesi Selatan 
memiliki tradisi bissu: laki-laki yang 
berpakaian seperti perempuan, atau 

Terakhir, titik temu representasional 
mengacu pada berbagai poros stereotip 

8yang terjadi di dalam media.

Identitas kita tidak kaku, mereka dibentuk 
oleh pengaruh sosial di sekitar kita. 
Identitas kita memengaruhi  cara kita 
menjalani hidup kita, dan dapat  
membatasi atau menentukan cara kita 
menjalani kehidupan kita. Tidaklah cukup 
bagi kita untuk sekedar mencatat berbagai 
identitas kita; kita perlu melihat bagaimana 
identitas yang saling berpotongan ini 
dipengaruhi oleh kekuatan masyarakat di 
sekitar kita. Singkatnya, kita tidak dapat 
menganggap ras, gender, dan seksualitas 
sebagai kategori yang terpisah dan 
eksklusif, karena dengan melakukan hal 
ini, kita akan menghapus pengalaman dan 
suara orang-orang yang memiliki dua atau 
semua identitas ini pada saat yang 
bersamaan.

Jadi, apa artinya menjadi queer dan etnis 
minoritas? Apa artinya menjadi queer dan 
perempuan? Apa artinya menjadi wanita 
queer dari etnis dan/atau agama 
minoritas? Ketika kita memperluas 
bahasan ini dan menambahkan isu-isu 
seperti kelas, kasta, disabilitas, norma 
budaya dan sosial, kesehatan mental, dan 
lain-lain, tingkat diskriminasi meningkat 
bahkan lebih jauh lagi. Ini semua adalah 
aspek yang memengaruhi wacana 
SOGIESC di kawasan Asia Pasifik, dan hal 
ini perlu dikaji dari pendekatan yang 
berbeda.

Penting untuk mencatat bahwa perbedaan 
kategori tentang bagaimana orang-orang 
mengalami peminggiran seharusnya tidak 
menjadi poin terakhir dari wacana. Ini 
adalah tentang bagaimana kategori-
kategori yang berbeda tersebut secara 
terus-menerus dipengaruhi oleh situasi 
politik dan sosial. Karena kurangnya 
perlindungan hukum, ditambah dengan 
reaksi negatif terus menerus terhadap apa 
yang disebut di beberapa negara sebagai 
"Agenda Gay" atau "Pengaruh Barat" dari 
lembaga hukum, institusi budaya, sosial, 
dan agama di negara-negara Dunia 
Selatan, komunitas LGBTIQ+ menghadapi 
banyak diskriminasi di semua aspek 
kehidupan mereka, baik dalam hubungan 
pribadi, pekerjaan, ikatan keluarga, dll. 

Tekanan tambahan dari kebutuhan untuk 
melela atau "menegaskan" orientasi 
seksual mereka di depan umum kemudian 
menjadi beban yang bahkan lebih berat 
lagi bagi individu dalam konteks ini. 
Budaya dan agama kerap dimanfaatkan 
untuk mendorong sentimen anti hak asasi 
manusia dengan dalih melindungi kaum 
muda dari "amoralitas homoseksualitas." 
Hal ini kemudian mengarah pada 
terciptanya hambatan terhadap peluang-
peluang untuk memulai diskusi tentang 
seksualitas dan hak LGBTIQ+. Pendidikan 
seksualitas komprehensif, yang 
penerapannya dinilai sulit wilayah ini, 
tidak banyak atau malah sama sekali tidak 
membahas tentang kelompok LGBTIQ+. 
Kurangnya informasi ini menjebak orang 
ke dalam kerangka pikir heteronormatif: 
mereka melihat ‘keluarga heteroseksual’ 
sebagai satu-satunya bentuk keluarga 
yang 'benar',’ dan sebagai satu-satunya 
pilihan dalam hidup..

Kita tidak dapat menganggap 
ras, gender, dan seksualitas 
sebagai kategori yang terpisah 
dan eksklusif, karena dengan 
melakukan hal ini, kita akan 
menghapus pengalaman dan 
suara orang-orang yang 
memiliki dua atau semua 
identitas ini pada saat yang 
bersamaan. 

Interseksionalitas adalah bentuk politik 
identitas, sebuah cara bagi kita untuk 
melihat bagaimana seseorang dapat 
ditindas dan menanggung beban ganda 
karena memiliki lebih dari satu jenis 
identitas yang terpinggirkan. Namun, nilai 
penting dan kapasitas analisis konsep ini 
tidak berhenti di situ. Pengetahuan 
tentang apa itu interseksionalitas 
diperlukan untuk merekonstruksi institusi 
dan pihak-pihak yang berkuasa, serta 
mengubah cara kita memproduksi 
pengetahuan dan menerima begitu saja 
konstruksi pengetahuan, agar aktivisme 
kita benar-benar efektif dan inklusif.

Kita tidak dapat mengadvokasi hak 
LGBTIQ+ tanpa melihat mereka yang 
paling tertinggal dan dipinggirkan , tanpa 
merangkul semua pihak. . Saat ini, banyak 
badan hak asasi manusia internasional 
seperti Komisi Hak Asasi Manusia PBB 
(UNCHR) dan Platform Aksi Beijing PBB 
(2000) yang mengakui pentingnya 
mengkaji 'titik-titik temu berbagai bentuk 

9diskriminasi'  tetapi kita perlu memastikan 
bahwa kebijakan-kebijakan inklusif ini 
benar-benar dijalankan dalam sistem 
hukum masing-masing negara. Tidaklah 
cukup hanya dengan mengatakan bahwa 
kebijakan inklusif ini ada, jika tidak ada 
langkah nyata yang diambil untuk 
memastikan bahwa kebijakan inklusif 
tersebut diterapkan dengan benar.
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Perkembangan Kata-Kata. 
Perkembangan terminologi secara 
bertahap menggeser penggunaan istilah 
LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, 
Transgender) menjadi LGBTI (Lesbian, Gay, 
Biseksual, Transgender, Interseks) lalu 
LGBTIA2++ (Lesbian, Gay, Biseksual, 
Transgender, Interseks, Aseksual), dan 
berbagai rekomendasi istilah lain. 
Kekayaan istilah ini juga dapat dilihat dari 
perkembangan akronim SOGI (Orientasi 
Seksual dan Identitas Gender), SOGIE 
(Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi 
Gender), menjadi SOGIE-B (Body/Tubuh), 
dan SOGIE-SC (Sex Charasteristics/ 
Karakteristik Seks) dalam upaya menyoroti 
pemahaman berbagai pengalaman 
seksualitas manusia. 

Dalam studi komunikasi, yang didominasi 
oleh para sarjana yang berbasis di AS-
Eropa, wacana tentang LGBT berkembang 
setelah James W. Chesebro mengedit esai 
terobosan pertamanya yang berjudul 
'Gayspeak: Gay Male and Lesbian 

1Communication' pada tahun 1981.  Ia 
mungkin akademisi komunikasi AS 
pertama yang secara eksplisit 
mengkonseptualisasikan orientasi sesama 
jenis, atau konstruksi homoseksualitas, 

2sebagai masalah komunikasi.

Didorong oleh teori queer, 
praktik komunikasi antargenerasi 
yang berubah, dan penolakan 
lokal terhadap homogenisasi 
nilai-nilai Barat, mulai ada yang 
mempertanyakan manfaat politik 
dan relevansi sosial-budaya dari 
pelabelan identitas seseorang 
berdasarkan perilaku seksualnya. 

Terminologi ini membantu individu untuk 
mendefinisikan diri mereka sendiri atau 
dalam beberapa kasus, membuat mereka 
bingung tentang bagaimana pendefinisian 
diri mereka harus disesuaikan dan 

diartikulasikan ke dalam kategori-kategori 
tertentu. Di sisi lain, tanpa 
mengesampingkan perjuangan identitas 
yang selama ini kita lakukan terkait isu 
visibilitas, pengakuan, dan kesetaraan, 
kita perlu menyadari bahwa media terus-
menerus membombardir kita dengan kata 
kunci dan slogan-slogan ini, yang semakin 
menegaskan bahwa istilah LGBT identik 
dengan orang-orang kulit putih dari 
negara Dunia Pertama; istilah ini menjadi 
bahan bakar untuk 'kapitalisme pelangi,' 
bentuk baru kapitalisme, sekaligus mata 
uang baru dari pasar 'pelangi' (rainbow 
market)

Bettina Heinz menambahkan bahwa 
orientasi seksual muncul sebagai isu kunci 
dalam disiplin komunikasi pada tahun 
1970-an, yang kala itu umumnya dibahas 

3oleh para aktivis akademisi.  Istilah 
'orientasi seksual' biasanya digunakan 
untuk menggambarkan arah ketertarikan 
fisik dan / atau psikologis seseorang, 
khususnya terkait jenis kelamin pasangan 

4yang diinginkan.

Orientasi seksual umumnya 
dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang 
berada di dalam kontinum. Seseorang 
dapat mengekspresikan orientasi seksual 
mereka atau merekonseptualisasikannya  
secara berbeda selama rentang hidup 

5mereka.  Namun, Laurent menjelaskan 
bahwa gagasan tentang cairnya orientasi 
ini berasal dari narasi agenda "kebebasan" 

6kulit putih.  Orientasi seksual jarang 
didefinisikan sebagai 'preferensi seksual' 
karena istilah ini menyiratkan adanya 
pilihan, dan istilah'orientasi seksual' kini 
digunakan sebagai kategori identitas 
gender atau seksual, khususnya di budaya 
Amerika Utara dan Eropa. Namun, dalam 
konteks budaya-budaya lainnya, 
ketertarikan sesama jenis atau perilaku 
seksual sesama jenis sering dimaknai 
terpisah dari kategori gender atau 
identitas seksual. Didorong oleh teori 
queer, praktik komunikasi antargenerasi 
yang berubah, dan penolakan lokal 
terhadap homogenisasi nilai-nilai Barat, 

mulai ada yang mempertanyakan manfaat 
politik dan relevansi sosial-budaya dari 
pelabelan identitas seseorang berdasarkan 
perilaku seksualnya. Oleh karena itu, 
muncullah pertanyaan kritis: Apakah kita 
harus 'memberikan pembenaran' bahwa 
pengalaman pribadi dan budaya 
seseorang cocok dengan definisi arus 
utama 'LGBT'?

Perkembangan Bahasa Di Negara-
Negara Dunia Selatan. Sementara studi 
komunikasi di Negara Dunia Utara 
memperkenalkan istilah 'LGBT' pada awal 
tahun 1970, perkembangan kata-kata LGBT 
di negara-negara Dunia Selatan baru 

7dimulai pada tahun 2000.

Negara-Negara Dunia Utara masih gagap 
membahas istilah 'LGBT' di luar bingkai 
individualisme dan kebebasan 
berekspresi. Namun di Negara-Negara 
Dunia Selatan, tempat di mana 
kolektivisme menjadi nafas kehidupan, 
tempat di mana budaya melekat di kulit 
setiap insan, dan tempat di mana setiap 
orang laksana bagian dari mata rantai, kita 
tidak dapat membahas istilah-istilah ini 
dengan cara yang sama.

Bahkan penggunaan kata 'trans', yang 
merepresentasikan huruf T dalam istilah 
LGBT, relatif menimbulkan persoalan 
ketika kata tersebut dilihat sebagai kata 
yang asing, dan hampir tidak relevan 
dengan pergerakan di beberapa Negara 
Dunia Selatan. Di Asia Tenggara tahun 
1960-an, narasi keberadaan transpuan 
global di Indonesia sudah diakui dengan 
kata wadam (Wanita Adam) oleh DKI 
Jakarta menggantikan kata banci atau 

7bencong yang dianggap merendahkan.

Suku Makassar di Sulawesi Selatan 
memiliki tradisi bissu: laki-laki yang 
berpakaian seperti perempuan, atau 

Terakhir, titik temu representasional 
mengacu pada berbagai poros stereotip 

8yang terjadi di dalam media.

Identitas kita tidak kaku, mereka dibentuk 
oleh pengaruh sosial di sekitar kita. 
Identitas kita memengaruhi  cara kita 
menjalani hidup kita, dan dapat  
membatasi atau menentukan cara kita 
menjalani kehidupan kita. Tidaklah cukup 
bagi kita untuk sekedar mencatat berbagai 
identitas kita; kita perlu melihat bagaimana 
identitas yang saling berpotongan ini 
dipengaruhi oleh kekuatan masyarakat di 
sekitar kita. Singkatnya, kita tidak dapat 
menganggap ras, gender, dan seksualitas 
sebagai kategori yang terpisah dan 
eksklusif, karena dengan melakukan hal 
ini, kita akan menghapus pengalaman dan 
suara orang-orang yang memiliki dua atau 
semua identitas ini pada saat yang 
bersamaan.

Jadi, apa artinya menjadi queer dan etnis 
minoritas? Apa artinya menjadi queer dan 
perempuan? Apa artinya menjadi wanita 
queer dari etnis dan/atau agama 
minoritas? Ketika kita memperluas 
bahasan ini dan menambahkan isu-isu 
seperti kelas, kasta, disabilitas, norma 
budaya dan sosial, kesehatan mental, dan 
lain-lain, tingkat diskriminasi meningkat 
bahkan lebih jauh lagi. Ini semua adalah 
aspek yang memengaruhi wacana 
SOGIESC di kawasan Asia Pasifik, dan hal 
ini perlu dikaji dari pendekatan yang 
berbeda.

Penting untuk mencatat bahwa perbedaan 
kategori tentang bagaimana orang-orang 
mengalami peminggiran seharusnya tidak 
menjadi poin terakhir dari wacana. Ini 
adalah tentang bagaimana kategori-
kategori yang berbeda tersebut secara 
terus-menerus dipengaruhi oleh situasi 
politik dan sosial. Karena kurangnya 
perlindungan hukum, ditambah dengan 
reaksi negatif terus menerus terhadap apa 
yang disebut di beberapa negara sebagai 
"Agenda Gay" atau "Pengaruh Barat" dari 
lembaga hukum, institusi budaya, sosial, 
dan agama di negara-negara Dunia 
Selatan, komunitas LGBTIQ+ menghadapi 
banyak diskriminasi di semua aspek 
kehidupan mereka, baik dalam hubungan 
pribadi, pekerjaan, ikatan keluarga, dll. 

Tekanan tambahan dari kebutuhan untuk 
melela atau "menegaskan" orientasi 
seksual mereka di depan umum kemudian 
menjadi beban yang bahkan lebih berat 
lagi bagi individu dalam konteks ini. 
Budaya dan agama kerap dimanfaatkan 
untuk mendorong sentimen anti hak asasi 
manusia dengan dalih melindungi kaum 
muda dari "amoralitas homoseksualitas." 
Hal ini kemudian mengarah pada 
terciptanya hambatan terhadap peluang-
peluang untuk memulai diskusi tentang 
seksualitas dan hak LGBTIQ+. Pendidikan 
seksualitas komprehensif, yang 
penerapannya dinilai sulit wilayah ini, 
tidak banyak atau malah sama sekali tidak 
membahas tentang kelompok LGBTIQ+. 
Kurangnya informasi ini menjebak orang 
ke dalam kerangka pikir heteronormatif: 
mereka melihat ‘keluarga heteroseksual’ 
sebagai satu-satunya bentuk keluarga 
yang 'benar',’ dan sebagai satu-satunya 
pilihan dalam hidup..

Kita tidak dapat menganggap 
ras, gender, dan seksualitas 
sebagai kategori yang terpisah 
dan eksklusif, karena dengan 
melakukan hal ini, kita akan 
menghapus pengalaman dan 
suara orang-orang yang 
memiliki dua atau semua 
identitas ini pada saat yang 
bersamaan. 

Interseksionalitas adalah bentuk politik 
identitas, sebuah cara bagi kita untuk 
melihat bagaimana seseorang dapat 
ditindas dan menanggung beban ganda 
karena memiliki lebih dari satu jenis 
identitas yang terpinggirkan. Namun, nilai 
penting dan kapasitas analisis konsep ini 
tidak berhenti di situ. Pengetahuan 
tentang apa itu interseksionalitas 
diperlukan untuk merekonstruksi institusi 
dan pihak-pihak yang berkuasa, serta 
mengubah cara kita memproduksi 
pengetahuan dan menerima begitu saja 
konstruksi pengetahuan, agar aktivisme 
kita benar-benar efektif dan inklusif.

Kita tidak dapat mengadvokasi hak 
LGBTIQ+ tanpa melihat mereka yang 
paling tertinggal dan dipinggirkan , tanpa 
merangkul semua pihak. . Saat ini, banyak 
badan hak asasi manusia internasional 
seperti Komisi Hak Asasi Manusia PBB 
(UNCHR) dan Platform Aksi Beijing PBB 
(2000) yang mengakui pentingnya 
mengkaji 'titik-titik temu berbagai bentuk 

9diskriminasi'  tetapi kita perlu memastikan 
bahwa kebijakan-kebijakan inklusif ini 
benar-benar dijalankan dalam sistem 
hukum masing-masing negara. Tidaklah 
cukup hanya dengan mengatakan bahwa 
kebijakan inklusif ini ada, jika tidak ada 
langkah nyata yang diambil untuk 
memastikan bahwa kebijakan inklusif 
tersebut diterapkan dengan benar.
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dan dibuka untuk ditandatangani pada 30 
Maret 2007. Sedangkan untuk gerakan 
LGBT, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui 
Dewan Hak Asasi Manusia, memiliki 
beberapa resolusi tentang Orientasi 
Seksual dan Identitas Gender pada tahun 
2011, 2014, dan 2016.

Tujuan dari advokasi adalah untuk 
membuat perubahan dan membangun 
dukungan publik untuk isu atau kebijakan 
tertentu. Kita dapat belajar dari kemajuan 
gerakan disabilitas dan bagaimana hal ini 
relevan dengan Gerakan LGBT. UNCRPD 
adalah perjanjian yang kompleks dan 
komprehensif, yang mencerminkan 
pergeseran global signifikan dari 
pendekatan penyandang disabilitas "model 
medis," ke pendekatan yang lebih 
berorientasi pada "hak" dan "keadilan 

16sosial".

Di Indonesia, gerakan disabilitas telah 
berupaya mengadvokasi Pemerintah untuk 
meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak 
Penyandang Disabilitas pada tahun 2011. 
Organisasi Penyandang Disabilitas 
memimpin pembahasan tentang 
penerjemahan Konvensi Penyandang 
Disabilitas ke dalam bahasa Indonesia. 
Maulani, ketua HWDI (komunikasi pribadi, 
2019) salah satu tokoh disabilitas yang 
mengadvokasi ratifikasi UNCRPD di 
Indonesia, mengatakan bahwa perlu dua 
kali seminar nasional dan satu FGD untuk 
menyepakati penggunaan istilah 
"Penyandang Disabilitas" (diterjemahkan 
secara kasar dari 'People with Disabilities') 
dan bukan "Penyandang Cacat".

Terminologi tersebut mendorong 
pergeseran paradigma untuk menangani 
masalah-masalah sosial tentang 
aksesibilitas; disabilitas yang tadinya 
dianggap sebagai hambatan yang bersifat 
pribadi dimaknai ulang sebagai bagian dari 
tanggung jawab negara. Sebagai konsep 
yang berkembang, istilah penyandang 
disabilitas juga berpotensi digunakan 
sebagai istilah payung untuk mencakup 
berbagai jenis identitas.

Wacana penggunaan istilah LGBT sebagai 
bahasa advokasi di Asia bisa jadi sulit 
karena beberapa alasan. Pertama, Po-Han 
Lee (2016) berpendapat bahwa kaum anti 
imperialis budaya, relativisme budaya, dan 
pasivisme hukum pada saat ini gencar 

melawan internasionalisme dan 
universalitas hak asasi manusia, setiap kali 
isu-isu demikian dibawa oleh 'Barat,' 
seperti isu gender dan seksualitas, 
hukuman mati, pekerja seks, dan 

17intervensi obat-obatan.

Kedua, masih ada pertanyaan apakah kata 
'LGBT' cukup inklusif untuk menjawab 
keragaman orientasi seksual, identitas 
gender, dan ekspresi semua orang. Yulius 
menjelaskan bahwa terdapat sifat 
paradoksal dalam hak-hak berbasis 

18identitas itu sendiri.  Hak-hak "universal" 
tersebut juga bertumpu pada kekhususan 
karakteristik individu. Dengan kata lain, 
seseorang harus menjadi bagian dari 
identitas atau kelompok tertentu, sehingga 
mereka dapat memiliki "hak untuk 
memiliki hak tersebut.”

Agar lebih inklusif, strategis, dan 
konsisten, gerakan LGBT dapat 
menggunakan istilah 'Orientasi 
Seksual dan Keragaman Gender' 
sebagai istilah payung untuk 
menunjukkan bahwa masih 
terdapat hambatan struktural 
dan budaya bagi hak-hak seksual 
itu sendiri untuk diakui dan 
dipenuhi di negara-negara Dunia 
Selatan.

Ketiga, satu hal yang tidak dapat 
dipungkiri adalah bahwa penambahan 
huruf dalam terminologi LGBT penting, 
karena hal ini menunjukkan perjuangan 
untuk meraih identitas. Mungkin sulit bagi 
orang-orang di luar gerakan LGBT untuk 
memahami arti setiap huruf itu, dan akan 
menghalangi mereka mendukung gerakan 
LGBT karena mungkin mereka tidak 
memahami maknanya.

Keempat, hingga saat ini belum ada 
deklarasi, resolusi atau konvensi 
internasional yang menyebutkan istilah 
'LGBT' dalam judul deklarasi tersebut. 
Sebaliknya, istilah yang digunakan adalah 
'Orientasi Seksual dan Identitas Gender'.

Oleh karena itu, agar lebih inklusif, 
strategis, dan konsisten, gerakan LGBT 

dapat menggunakan istilah 'Orientasi 
Seksual dan Keragaman Gender' sebagai 
istilah payung untuk menunjukkan bahwa 
masih ada hambatan struktural dan 
budaya bagi hak-hak seksual itu sendiri 
untuk diakui dan dipenuhi di negara-
negara Dunia Selatan.

Maulani (komunikasi pribadi, 2019) juga 
mengemukakan bahwa penting untuk 
memiliki konsep yang berkembang dan 
inklusif, yang menjawab tantangan 
struktural agar gerakan dapat lebih inklusif 
dan mudah dipahami.
Pada akhirnya, komunitaslah yang 
memutuskan dan menyusun strategi 
bagaimana menggunakan kata-kata yang 
mencerminkan pengalaman mereka, untuk 
mencapai tujuan mereka.

perempuan seperti laki-laki, dan yang 
melakukan hubungan seksual hanya 
dengan orang dari gender yang sama. 
Semua ritual kerajaan harus dipimpin oleh 
seorang bissu (waria).

Thailand umumnya bersikap toleran 
terhadap transgenderisme dan 
homoseksualitas. Secara tradisional, 
wacana seksualitas di Thailand tidak 
membedakan antara gender dan jenis 
kelamin. Thailand menggunakan satu 
istilah phet untuk merujuk pada jenis 
kelamin biologis, gender, dan seksualitas. 
Kategori kathoey, yang secara tradisional 
mengacu pada hermafrodit, transvestit, 
transeksual, laki-laki homoseksual, 
sekarang menjadi terbatas hanya untuk 
laki-laki berpakaian perempuan dan 
transeksual laki-laki ke perempuan. 
Namun pada tahun 1960-an, kebutuhan 
yang akan kata 'gay', yang dipinjam dari 
Barat tanda sebagai pengenal, muncul. 
Secara lokal, terdapat ragam istilah 
berbeda yang lahir untuk mengakomodasi 
gagasan tentang keberagaman seksual, 
yang utamanya muncul melalui gerakan 
budaya, bukan dari dukungan gerakan 
politik berorientasi gay atau jaringan 
aktivis yang dimotori oleh sebagian besar 

9negara Barat.

Inilah saatnya untuk beralih dari 
studi yang berfokus pada 
pengalaman komunikasi 
kelompok LGBTQ sebagai 
kelompok minoritas ke 
bagaimana identitas seksual dan 
gender individu terus berubah, 
bervariasi, dan memiliki kaitan 
erat dengan masalah ras, kelas, 
serta budaya.

Laurent menambahkan bahwa 
homoseksualitas dipandang legal di 

10Vietnam.  Kitab-kitab hukum kuno, dari 
abad ke-15, memuat pemerkosaan 
heteroseksual, perzinahan, dan inses, 
tetapi tidak menyebutkan 
homoseksualitas. Di Filipina, sebelum 
penjajahan Spanyol, setiap "suku" 
memiliki sosok seperti dukun yang 

berkuasa, yaitu bayaguin, bayoguin, 
bayog, baylan (kata asli untuk "pendeta 
wanita"), atau asog (di kepulauan selatan). 
Bakla, laki-laki yang mengidentifikasi 
dirinya sebagai perempuan atau laki-laki 
kemayu berpakaian perempuan, serta 
perempuan tomboi yang mengidentifikasi 
diri sebagai laki-laki, telah lama menjadi 
bagian yang diakui dari budaya dan 
bahkan kehidupan keluarga di Filipina. 
Istilah gay dan lesbian mulai digunakan 
pada tahun 1970-an, dan sekarang menjadi 
bagian dari Taglish, campuran bahasa 
Tagalog dan Inggris.

Kritik terhadap Negara Dunia Utara 
dan Bahasa Inggris Global. Sejak awal 
2000-an, para sarjana mendokumentasi-
kan, memeriksa, mendukung, dan 
mengkritik kemunculan bahasa Inggris 
global sebagai bahasa advokasi gay di 

11tingkat global.  Pada tahun 2003, Yep, 
Karen E. Lovaas dan John P. Elia dalam  
'Queer Theory and Communication: From 
Disciplining Queers to Queering the 
Discipline(s)', menekankan pemahaman 
bahwa inilah saatnya untuk beralih dari 
studi yang berfokus pada pengalaman 
komunikasi kelompok LGBTQ sebagai 
kelompok minoritas ke bagaimana 
identitas seksual dan gender semua 
individu terus berubah, bervariasi dan 
memiliki dengan masalah ras, kelas, serta 

12budaya.

Laurent menegaskan pentingnya mengisi 
kesenjangan narasi "Barat," khususnya 
narasi-narasi terkait kebebasan dan 
'melela', yang menitikberatkan pada 
urgensi mengklaim kembali identitas diri 
seorang individu – dalam kasus ini, 

13identitas seksual.  Dalam hal ini, Laurent 
mempertanyakan di mana letak harmoni 
keluarga dan harmoni sosial yang menjadi 
elemen penting dalam pengalaman hidup 
orang Asia dan pengalaman yang terkait 
dengan seksualitas mereka.

Perasaan ‘berjarak’ dari istilah 'LGBT' ini 
umumnya bersumber dari sejarah 
kolonialisme yang memengaruhi negara-
negara Dunia Selatan. Beberapa 
terminologi dan narasi tertentu ternyata 
tidak sesuai dengan budaya negara-negara 
Dunia Selatan. Narasi kolonialis LGBT ini 
menekankan pada perdebatan tentang 
penyakit mental dan penyembuhannya, 

serta kata-kata seperti orang berdosa, 
menular, tidak wajar, dan istilah aneh 
lainnya; sementara negara-negara Dunia 
Selatan sudah merayakan keberagaman 
seksualitas dalam budaya mereka. Hal ini 
tercermin dalam temuan kami:beberapa 
individu transpuan mengaku masih takut 
menggunakan istilah 'LGBT' untuk 
mengidentifikasi diri mereka sendiri. 
Mereka lebih suka disebut "Waria" karena 
sebagian besar masyarakat Indonesia 
masih menganggap "Waria" bukan bagian 
dari LGBT.

Seperti yang dikatakan Bakar, 
'Bagi orang-orang queer yang 
hidup di negara pasca-kolonial, 
pemerintah kita sadar bahwa ini 
bukanlah hukum kita, ini 
bukanlah bagian dari budaya 
kita.'

Baru tahun ini, Menaka Guruswamy dan 
Arundhati Katju berhasil memprotes Pasal 
377 KUHP India yang mengkriminalisasi 
hubungan LGBTQ+. Pengacara Mahkamah 
Agung menentang hukum kejam yang 
dibawa pemerintahan Inggris ke India. 
Mereka mengajukan argumen menentang 
hukum itu, dengan mengatakan bahwa 
pasal-pasal tersebut seharusnya tidak 
usah dicantumkan sejak masa kolonial. Ia 
berkata: 'bagi orang-orang queer yang 
tinggal di negara pasca-kolonial, 
pemerintah kita harus sadar bahwa ini 
bukanlah hukum kita, ini bukanlah bagian 

14dari budaya kita.'

Bergerak Maju Untuk Advokasi: 
Pembelajaran dari Gerakan Disabilitas. 
Hukum, terutama dari rezim hak asasi 
manusia internasional, adalah rujukan 
langsung yang diandalkan oleh kelompok 
minoritas terkait upaya pemberantasan 

15diskriminasi.  Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak 
Penyandang Disabilitas (CRPD) misalnya, 
merupakan bentuk perjanjian hukum 
internasional yang diciptakan untuk 
melindungi dan mempromosikan hak asasi 
penyandang disabilitas. Konvensi ini 
diadopsi oleh Sidang Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada 13 Desember 2006, 
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dan dibuka untuk ditandatangani pada 30 
Maret 2007. Sedangkan untuk gerakan 
LGBT, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui 
Dewan Hak Asasi Manusia, memiliki 
beberapa resolusi tentang Orientasi 
Seksual dan Identitas Gender pada tahun 
2011, 2014, dan 2016.

Tujuan dari advokasi adalah untuk 
membuat perubahan dan membangun 
dukungan publik untuk isu atau kebijakan 
tertentu. Kita dapat belajar dari kemajuan 
gerakan disabilitas dan bagaimana hal ini 
relevan dengan Gerakan LGBT. UNCRPD 
adalah perjanjian yang kompleks dan 
komprehensif, yang mencerminkan 
pergeseran global signifikan dari 
pendekatan penyandang disabilitas "model 
medis," ke pendekatan yang lebih 
berorientasi pada "hak" dan "keadilan 

16sosial".

Di Indonesia, gerakan disabilitas telah 
berupaya mengadvokasi Pemerintah untuk 
meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak 
Penyandang Disabilitas pada tahun 2011. 
Organisasi Penyandang Disabilitas 
memimpin pembahasan tentang 
penerjemahan Konvensi Penyandang 
Disabilitas ke dalam bahasa Indonesia. 
Maulani, ketua HWDI (komunikasi pribadi, 
2019) salah satu tokoh disabilitas yang 
mengadvokasi ratifikasi UNCRPD di 
Indonesia, mengatakan bahwa perlu dua 
kali seminar nasional dan satu FGD untuk 
menyepakati penggunaan istilah 
"Penyandang Disabilitas" (diterjemahkan 
secara kasar dari 'People with Disabilities') 
dan bukan "Penyandang Cacat".

Terminologi tersebut mendorong 
pergeseran paradigma untuk menangani 
masalah-masalah sosial tentang 
aksesibilitas; disabilitas yang tadinya 
dianggap sebagai hambatan yang bersifat 
pribadi dimaknai ulang sebagai bagian dari 
tanggung jawab negara. Sebagai konsep 
yang berkembang, istilah penyandang 
disabilitas juga berpotensi digunakan 
sebagai istilah payung untuk mencakup 
berbagai jenis identitas.

Wacana penggunaan istilah LGBT sebagai 
bahasa advokasi di Asia bisa jadi sulit 
karena beberapa alasan. Pertama, Po-Han 
Lee (2016) berpendapat bahwa kaum anti 
imperialis budaya, relativisme budaya, dan 
pasivisme hukum pada saat ini gencar 

melawan internasionalisme dan 
universalitas hak asasi manusia, setiap kali 
isu-isu demikian dibawa oleh 'Barat,' 
seperti isu gender dan seksualitas, 
hukuman mati, pekerja seks, dan 

17intervensi obat-obatan.

Kedua, masih ada pertanyaan apakah kata 
'LGBT' cukup inklusif untuk menjawab 
keragaman orientasi seksual, identitas 
gender, dan ekspresi semua orang. Yulius 
menjelaskan bahwa terdapat sifat 
paradoksal dalam hak-hak berbasis 

18identitas itu sendiri.  Hak-hak "universal" 
tersebut juga bertumpu pada kekhususan 
karakteristik individu. Dengan kata lain, 
seseorang harus menjadi bagian dari 
identitas atau kelompok tertentu, sehingga 
mereka dapat memiliki "hak untuk 
memiliki hak tersebut.”

Agar lebih inklusif, strategis, dan 
konsisten, gerakan LGBT dapat 
menggunakan istilah 'Orientasi 
Seksual dan Keragaman Gender' 
sebagai istilah payung untuk 
menunjukkan bahwa masih 
terdapat hambatan struktural 
dan budaya bagi hak-hak seksual 
itu sendiri untuk diakui dan 
dipenuhi di negara-negara Dunia 
Selatan.

Ketiga, satu hal yang tidak dapat 
dipungkiri adalah bahwa penambahan 
huruf dalam terminologi LGBT penting, 
karena hal ini menunjukkan perjuangan 
untuk meraih identitas. Mungkin sulit bagi 
orang-orang di luar gerakan LGBT untuk 
memahami arti setiap huruf itu, dan akan 
menghalangi mereka mendukung gerakan 
LGBT karena mungkin mereka tidak 
memahami maknanya.

Keempat, hingga saat ini belum ada 
deklarasi, resolusi atau konvensi 
internasional yang menyebutkan istilah 
'LGBT' dalam judul deklarasi tersebut. 
Sebaliknya, istilah yang digunakan adalah 
'Orientasi Seksual dan Identitas Gender'.

Oleh karena itu, agar lebih inklusif, 
strategis, dan konsisten, gerakan LGBT 

dapat menggunakan istilah 'Orientasi 
Seksual dan Keragaman Gender' sebagai 
istilah payung untuk menunjukkan bahwa 
masih ada hambatan struktural dan 
budaya bagi hak-hak seksual itu sendiri 
untuk diakui dan dipenuhi di negara-
negara Dunia Selatan.

Maulani (komunikasi pribadi, 2019) juga 
mengemukakan bahwa penting untuk 
memiliki konsep yang berkembang dan 
inklusif, yang menjawab tantangan 
struktural agar gerakan dapat lebih inklusif 
dan mudah dipahami.
Pada akhirnya, komunitaslah yang 
memutuskan dan menyusun strategi 
bagaimana menggunakan kata-kata yang 
mencerminkan pengalaman mereka, untuk 
mencapai tujuan mereka.

perempuan seperti laki-laki, dan yang 
melakukan hubungan seksual hanya 
dengan orang dari gender yang sama. 
Semua ritual kerajaan harus dipimpin oleh 
seorang bissu (waria).

Thailand umumnya bersikap toleran 
terhadap transgenderisme dan 
homoseksualitas. Secara tradisional, 
wacana seksualitas di Thailand tidak 
membedakan antara gender dan jenis 
kelamin. Thailand menggunakan satu 
istilah phet untuk merujuk pada jenis 
kelamin biologis, gender, dan seksualitas. 
Kategori kathoey, yang secara tradisional 
mengacu pada hermafrodit, transvestit, 
transeksual, laki-laki homoseksual, 
sekarang menjadi terbatas hanya untuk 
laki-laki berpakaian perempuan dan 
transeksual laki-laki ke perempuan. 
Namun pada tahun 1960-an, kebutuhan 
yang akan kata 'gay', yang dipinjam dari 
Barat tanda sebagai pengenal, muncul. 
Secara lokal, terdapat ragam istilah 
berbeda yang lahir untuk mengakomodasi 
gagasan tentang keberagaman seksual, 
yang utamanya muncul melalui gerakan 
budaya, bukan dari dukungan gerakan 
politik berorientasi gay atau jaringan 
aktivis yang dimotori oleh sebagian besar 

9negara Barat.

Inilah saatnya untuk beralih dari 
studi yang berfokus pada 
pengalaman komunikasi 
kelompok LGBTQ sebagai 
kelompok minoritas ke 
bagaimana identitas seksual dan 
gender individu terus berubah, 
bervariasi, dan memiliki kaitan 
erat dengan masalah ras, kelas, 
serta budaya.

Laurent menambahkan bahwa 
homoseksualitas dipandang legal di 

10Vietnam.  Kitab-kitab hukum kuno, dari 
abad ke-15, memuat pemerkosaan 
heteroseksual, perzinahan, dan inses, 
tetapi tidak menyebutkan 
homoseksualitas. Di Filipina, sebelum 
penjajahan Spanyol, setiap "suku" 
memiliki sosok seperti dukun yang 

berkuasa, yaitu bayaguin, bayoguin, 
bayog, baylan (kata asli untuk "pendeta 
wanita"), atau asog (di kepulauan selatan). 
Bakla, laki-laki yang mengidentifikasi 
dirinya sebagai perempuan atau laki-laki 
kemayu berpakaian perempuan, serta 
perempuan tomboi yang mengidentifikasi 
diri sebagai laki-laki, telah lama menjadi 
bagian yang diakui dari budaya dan 
bahkan kehidupan keluarga di Filipina. 
Istilah gay dan lesbian mulai digunakan 
pada tahun 1970-an, dan sekarang menjadi 
bagian dari Taglish, campuran bahasa 
Tagalog dan Inggris.

Kritik terhadap Negara Dunia Utara 
dan Bahasa Inggris Global. Sejak awal 
2000-an, para sarjana mendokumentasi-
kan, memeriksa, mendukung, dan 
mengkritik kemunculan bahasa Inggris 
global sebagai bahasa advokasi gay di 

11tingkat global.  Pada tahun 2003, Yep, 
Karen E. Lovaas dan John P. Elia dalam  
'Queer Theory and Communication: From 
Disciplining Queers to Queering the 
Discipline(s)', menekankan pemahaman 
bahwa inilah saatnya untuk beralih dari 
studi yang berfokus pada pengalaman 
komunikasi kelompok LGBTQ sebagai 
kelompok minoritas ke bagaimana 
identitas seksual dan gender semua 
individu terus berubah, bervariasi dan 
memiliki dengan masalah ras, kelas, serta 

12budaya.

Laurent menegaskan pentingnya mengisi 
kesenjangan narasi "Barat," khususnya 
narasi-narasi terkait kebebasan dan 
'melela', yang menitikberatkan pada 
urgensi mengklaim kembali identitas diri 
seorang individu – dalam kasus ini, 

13identitas seksual.  Dalam hal ini, Laurent 
mempertanyakan di mana letak harmoni 
keluarga dan harmoni sosial yang menjadi 
elemen penting dalam pengalaman hidup 
orang Asia dan pengalaman yang terkait 
dengan seksualitas mereka.

Perasaan ‘berjarak’ dari istilah 'LGBT' ini 
umumnya bersumber dari sejarah 
kolonialisme yang memengaruhi negara-
negara Dunia Selatan. Beberapa 
terminologi dan narasi tertentu ternyata 
tidak sesuai dengan budaya negara-negara 
Dunia Selatan. Narasi kolonialis LGBT ini 
menekankan pada perdebatan tentang 
penyakit mental dan penyembuhannya, 

serta kata-kata seperti orang berdosa, 
menular, tidak wajar, dan istilah aneh 
lainnya; sementara negara-negara Dunia 
Selatan sudah merayakan keberagaman 
seksualitas dalam budaya mereka. Hal ini 
tercermin dalam temuan kami:beberapa 
individu transpuan mengaku masih takut 
menggunakan istilah 'LGBT' untuk 
mengidentifikasi diri mereka sendiri. 
Mereka lebih suka disebut "Waria" karena 
sebagian besar masyarakat Indonesia 
masih menganggap "Waria" bukan bagian 
dari LGBT.

Seperti yang dikatakan Bakar, 
'Bagi orang-orang queer yang 
hidup di negara pasca-kolonial, 
pemerintah kita sadar bahwa ini 
bukanlah hukum kita, ini 
bukanlah bagian dari budaya 
kita.'

Baru tahun ini, Menaka Guruswamy dan 
Arundhati Katju berhasil memprotes Pasal 
377 KUHP India yang mengkriminalisasi 
hubungan LGBTQ+. Pengacara Mahkamah 
Agung menentang hukum kejam yang 
dibawa pemerintahan Inggris ke India. 
Mereka mengajukan argumen menentang 
hukum itu, dengan mengatakan bahwa 
pasal-pasal tersebut seharusnya tidak 
usah dicantumkan sejak masa kolonial. Ia 
berkata: 'bagi orang-orang queer yang 
tinggal di negara pasca-kolonial, 
pemerintah kita harus sadar bahwa ini 
bukanlah hukum kita, ini bukanlah bagian 

14dari budaya kita.'

Bergerak Maju Untuk Advokasi: 
Pembelajaran dari Gerakan Disabilitas. 
Hukum, terutama dari rezim hak asasi 
manusia internasional, adalah rujukan 
langsung yang diandalkan oleh kelompok 
minoritas terkait upaya pemberantasan 

15diskriminasi.  Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak 
Penyandang Disabilitas (CRPD) misalnya, 
merupakan bentuk perjanjian hukum 
internasional yang diciptakan untuk 
melindungi dan mempromosikan hak asasi 
penyandang disabilitas. Konvensi ini 
diadopsi oleh Sidang Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada 13 Desember 2006, 
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pasangan mereka sendiri. Terlepas dari 
apakah davo dipenuhi atau tidak, remaja 
perempuan yang terlibat dalam hubungan 
itulah yang akhirnya menanggung beban 
sosial, emosional, dan ekonomi yang 
meningkatkan kerentanannya.

Keluarga harus meminjam banyak uang 
untuk membayar davo serta untuk 
menyelesaikan kasus secara hukum. 
Meskipun keluarga yang meminjam, beban 
sosial dan ekonomi untuk melunasinya 
ditanggung oleh pasangan muda, terutama 
si istri. Hal ini memaksa mereka untuk 
mencari penghidupan lewat cara-cara 
yang tidak pasti dan tidak aman, dan 
praktis mengakhiri kesempatan untuk 
melanjutkan pendidikan di hadapan hutang 
yang mencekik.

41% kasus menunjukkan bahwa 
perempuan hamil tak lama setelah kawin 
lari - baik sebagai upaya darurat agar 
masyarakat mau-tidak mau menerima 
ikatan mereka, atau karena kurangnya 
pengetahuan kesehatan reproduksi dan 
seksual yang memadai. Hal ini 
menciptakan lingkaran setan kehamilan di 
bawah umur dan segala risikonya, 
terutama dalam konteks keengganan 
pasangan untuk mengakses layanan 
kesehatan karena takut ketahuan.

Bagi pasangan di bawah umur yang 
sedang jatuh cinta di persimpangan 
praktik adat dan hukum, pilihan yang 
mereka hadapi bak buah simalakama. Lalu 
mengapa, meski menghadapi kriminalisasi 
yang begitu dahsyat, perempuan dewasa 
muda dan remaja terus menggunakan hak 
merek untuk memilih  dalam konteks 
seksualitas?

Dalam setiap kasus pilihan mandiri yang 
dikriminalisasi, terdapat hubungan yang 
dalam antara seksualitas dan mobilitas. 
Pilihan untuk kawin lari tidak hanya 
didorong oleh ketertarikan pada 
pasangannya, tetapi juga kebutuhan untuk 
melarikan diri dari rumah. Di antara 
perempuan dewasa muda dan remaja yang 
diwawancarai, 12 orang memilih 
meninggalkan rumahnya karena 
menghadapi kekerasan setelah keluarga 
memergoki mereka berpacaran, atau 
sebagai bentuk antisipasi terhadap 
tentangan dari keluarga. Mereka juga 
menghadapi kekerasan ketika ponsel yang 
mereka simpan secara diam-diam 

ditemukan oleh orang tua. Di semua 
kasus, para informan dibebani secara 
berlebihan dengan urusan domestik, 
seperti pekerjaan rumah tangga serta 
dibatasi mobilitas, pertemanan,dan 
penggunaan ponselnya secara ketat. 
Mereka juga tidak punya banyak pilihan 
dalam hal keputusan pendidikan, karier, 
perkawinan - dan sebagian besar orang 
yang diwawancarai melihat kawin lari 
sebagai cara untuk akhirnya menggunakan 
kapasitas mereka untuk memilih; 
mematahkan belenggu yang mengekang 
mereka.

Angka-angka ini memberikan 
gambaran tentang pemenjaraan 
sosial yang kerap menghantui 
wanita muda yang memasuki 
usia kematangan seksual - 
terutama di masyarakat yang 
meletakkan kehormatan (ijjat) ke 
dalam seksualitas wanita yang 
belum menikah, dan bila ditarik 
lebih lanjut, dalam mobilitasnya. 

Diskusi Kelompok Terpimpin (FGD) yang 
dilakukan dengan remaja perempuan 
berusia sekitar 14-16 tahun memberikan 
beberapa data tentang pembatasan 
mobilitas. Berdasarkan data yang 
dihimpun melalui ukuran mobilitas 
partisipatif (participatory mobility tool), 
58,6% remaja perempuan tidak 
diperbolehkan mengunjungi teman-
temannya, dan 31% remaja perempuan 
mengunjungi teman yang sebagian besar 
berada di desa mereka, yang sebagian 
besar merupakan anggota keluarga 
luasnya. 70% remaja perempuan tidak 
memiliki akses olahraga maupun rekreasi 
di luar sekolah mereka. 80% remaja 
perempuan tidak pernah pergi ke bioskop 
untuk menonton film. 82% tidak boleh 
pergi ke pasar sendirian. Angka-angka ini 
memberikan gambaran tentang 
pemenjaraan sosial yang kerap 
menghantui wanita muda yang memasuki 
usia kematangan seksual - terutama di 
masyarakat yang meletakkan kehormatan 
(ijjat) ke dalam seksualitas wanita yang 
belum menikah, dan bila ditarik lebih 
lanjut, dalam mobilitasnya.

Memahami kebutuhan, keinginan dan 
ketakutan remaja perempuan dan 
menciptakan cara-cara untuk membantu 
mereka menemukan arah di persimpangan 
seksualitas, mobilitas dan pilihan yang 
penuh kecamuk, menjadi amanat yang 
mendesak bagi organisasi masyarakat sipil 
dan kolektif perempuan. ANANDI, 
bersama dengan mitra kolektif perempuan 
- Panam Mahila Sangathan (PMS), 
Devgadh Mahila Sangathan (DMS), Maliya 
Mahila Shakti Sangathan (MMSS) dan 
Mahila Swaraj Manch (MSM) - mengampu 
Forum Penyelesaian Sengketa Alternatif, 
yang memiliki Komite Keadilan Gender 
selama dua dekade terakhir.

Forum ini kini muncul sebagai sekutu 
utama dalam mendukung kaum muda 
yang telah menggunakan kapasitas 
mereka dalam memilih pasangan, untuk 
berhadapan dengan berbagai pemangku 
kepentingan - terutama polisi, sistem 
peradilan anak, dan tokoh masyarakat.

Perlindungan terhadap pasangan muda 
dan remaja perempuan khususnya untuk 
memastikan bahwa tidak ada kekerasan 
lebih lanjut pada mereka seperti 
pengurungan, kawin paksa, pelaporan 
kejadian ini ke polisi, dan pendampingan 
serta dukungan hukum kepada remaja 
perempuan merupakan cara-cara yang 
diprioritaskan oleh Komite Keadilan 
Gender dalam pekerjaannya dengan kaum 
muda yang dikriminalisasi oleh hukum dan 
masyarakat lokal.

ANANDI juga membawa temuan penelitian 
2dan rekomendasi  ke organisasi 

masyarakat sipil lainnya dan beragam 
departemen pemerintah untuk 
membangun koalisi yang lebih besar untuk 
mengatasi kekosongan dalam hukum yang 
mengkriminalisasi kemandirian dan pilihan 
kaum muda terkait dengan ekspresi 
seksualitas mereka.

Aarti Nayak, seorang gadis Adivasi berusia 
16 tahun dari pedesaan Dahod, tinggal di 
asrama sekolah menengah atasnya. Ia 
adalah seorang atlet jagoan. Pada suatu 
hari, Ia tiba-tiba dipanggil pulang ke 
rumahnya. Setibanya di rumah, Aarti 
diberitahu bahwa Ia akan segera 
ditunangkan dengan seorang laki-laki Patel 
berusia 24 tahun dari desa tempat 
ayahnya bekerja sebagai buruh migran.

Terguncang oleh keputusan ini, Aarti yang 
mengetahui pengaruh pertunangan 
terhadap kehidupan dan pendidikannya, 
serta tidak diberi kesempatan untuk 
memprotes, menelepon anak laki-laki yang 
disukainya -  Chetan - dan mereka 
memutuskan untuk kawin lari. Mereka 
kabur selama kurang lebih 15 hari, sampai 
pada akhirnya mereka ditangkap oleh 
polisi berdasarkan pengaduan yang 
diajukan oleh ayahnya.

Tuduhannya? Penculikan dan pelarian 
anak perempuan untuk memaksa 
perkawinan berdasarkan Pasal 366 KUHP 
India (IPC). Chetan ditangkap dan 
dikurung. Aarti, meski belum menikah, 
langsung dicabut dari sistem pendidikan.

Kasus Aarti bukanlah sesuatu yang baru, 
kisahnya mencerminkan sebuah pola. 

1Sebuah studi eksplorasi  yang dilakukan 
oleh ANANDI terhadap 731 pengaduan 
resmi ke polisi (First Information 
Reports/FIR) dan 29 wawancara 
mendalam terkait dengan penculikan dan 
pelarian anak perempuan, mengungkapkan 
bahwa persetujuan, pilihan, dan agensi 
perempuan dan gadis, terutama di konteks 
seksualitas - masih sangat dikriminalisasi 
oleh hukum dan masyarakat.

Hampir 87% dari total FIR berada dalam 
ranah KUPH yang sama seperti yang 
digunakan oleh ayah Aarti: Penculikan dan 
Pelarian Anak Perempuan untuk Memaksa 
Pernikahan. Meski pelapor biasanya tidak 
memahami jargon hukum, pasal ini selalu 
diterapkan oleh petugas polisi yang 
menerima pengaduan berdasarkan rincian 
yang diberikan.

Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa 
91% FIR memuat alamat terang penculik, 
hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa 
hukum ini dijadikan senjata oleh orang tua 
yang ingin melacak anak perempuan yang 
telah kawin lari.

Data dari wawancara mendalam, meski 
terbatas, bahkan lebih tegas dalam 
menguatkan kecurigaan ini. Dalam 20 dari 
24 kasus FIR, para penyintas 
meninggalkan rumah atas kemauan 
mereka sendiri.

Namun, FIR menyebut hal ini sebagai 
penculikan berdasarkan pedoman 
Mahkamah Agung tentang anak hilang. 
Dari lima kasus non-FIR, dalam tiga kasus 
orang tua memutuskan semua hubungan 
dengan anak perempuan karena mereka 
terus tinggal dengan pasangannya dan 
dalam dua kasus lain orang tua memaksa 
anak perempuan tersebut untuk 
meninggalkan pasangan pilihannya.

Dua pertiga dari kasus FIR yang diteliti 
mengacu pada anak-anak perempuan di 
bawah usia 18 tahun, dan karenanya 
secara teknis merupakan 'anak di bawah 
umur'. Secara hukum, menjadi relevan 
untuk menggarisbawahu bagaimana 
hukum di India memandang konsep 
persetujuan seksual (sexual consent) bagi 
anak berusia di bawah 18 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak dari 
Kejahatan Seksual (POCSO), 2012 dan 
pedoman Mahkamah Agung tentang 
Prosedur Opresi Khusus untuk Anak 
Hilang fokus pada 'perlindungan' dari 
bahaya, dan pelanggaran terhadap orang 
di bawah 18 tahun. Dalam peraturan-
peraturan ini, konsep usia persetujuan 
(age of consent) dan usia minimum 
perkawinan dianggap sebagai satu hal 
yang sama.

Hal ini membatasi kapasitas perempuan 
untuk berkembang dan mengeksplorasi 
dirinya. Segala bentuk dan upaya 
eksplorasi mandiri yang dilakukan oleh 
remaja perempuan dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana bagi mereka, dan ini 
berarti tidak ada ruang bagi mereka untuk 

memilih. Hal ini juga membuat konsep 
persetujuan seksual tidak berlaku, karena 
semua tindakan seksual di bawah 18 tahun 
dikategorikan sebagai tindak pidana.

Tidak diakuinya pilihan dan kemandirian 
untuk memilih bagi para remaja 
perempuan berujung pada kriminalisasi, 
dan membuat mereka semakin rentan 
terhadap berbagai bentuk kekerasan. 
Remaja perempuan, yang diseret untuk 
kembali dari hubungan yang merupakan 
pilihan mereka, sering kali dinikahkan 
secara paksa dengan pria yang mampu 
membayar mahar paling tinggi. Di rumah, 
pergerakan mereka dibatasi dan mereka 
menghadapi stigmatisasi dan 
ketidakpercayaan dari orang tuanya. Dari 
29 remaja perempuan yang diwawancarai 
dalam studi tersebut, hanya dua (6,9%) 
yang dapat melanjutkan pendidikan 
setelah mereka dibawa pulang.

Data tersebut juga mengungkapkan jeda 
waktu yang terlihat antara ‘penemuan’ 
remaja perempuan yang 'hilang' dan 
pendaftaran FIR - 20% kasus dilaporkan 
selang dua hari setelah penculikan, 
sedangkan mayoritas FIR dilaporkan 
selang 3-5 hari.

Wawancara dengan para penyintas dan 
juga tokoh masyarakat mengungkapkan 
bahwa inilah waktu yang sering digunakan 
untuk negosiasi hukuman adat, yang 
dikenal sebagai davo. Orang tua remaja 
perempuan menuntut hukuman yang telah 
ditetapkan sebelumnya dari remaja laki-
laki yang kabur dengan anaknya. Jika tidak 
membayar davo, pasangan muda akan 
mendapat sanksi sosial atas hubungan 
mereka. Sampai waktu davo terbayar, 
sang gadis akan dikucilkan oleh 
keluarganya.

Budaya davo, yang besarnya berkisar dari 
10.000 sampai 200.000 rupee, dianggap di 
banyak wilayah sebagai hal yang 
menghalangi remaja untuk memilih 
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pasangan mereka sendiri. Terlepas dari 
apakah davo dipenuhi atau tidak, remaja 
perempuan yang terlibat dalam hubungan 
itulah yang akhirnya menanggung beban 
sosial, emosional, dan ekonomi yang 
meningkatkan kerentanannya.

Keluarga harus meminjam banyak uang 
untuk membayar davo serta untuk 
menyelesaikan kasus secara hukum. 
Meskipun keluarga yang meminjam, beban 
sosial dan ekonomi untuk melunasinya 
ditanggung oleh pasangan muda, terutama 
si istri. Hal ini memaksa mereka untuk 
mencari penghidupan lewat cara-cara 
yang tidak pasti dan tidak aman, dan 
praktis mengakhiri kesempatan untuk 
melanjutkan pendidikan di hadapan hutang 
yang mencekik.

41% kasus menunjukkan bahwa 
perempuan hamil tak lama setelah kawin 
lari - baik sebagai upaya darurat agar 
masyarakat mau-tidak mau menerima 
ikatan mereka, atau karena kurangnya 
pengetahuan kesehatan reproduksi dan 
seksual yang memadai. Hal ini 
menciptakan lingkaran setan kehamilan di 
bawah umur dan segala risikonya, 
terutama dalam konteks keengganan 
pasangan untuk mengakses layanan 
kesehatan karena takut ketahuan.

Bagi pasangan di bawah umur yang 
sedang jatuh cinta di persimpangan 
praktik adat dan hukum, pilihan yang 
mereka hadapi bak buah simalakama. Lalu 
mengapa, meski menghadapi kriminalisasi 
yang begitu dahsyat, perempuan dewasa 
muda dan remaja terus menggunakan hak 
merek untuk memilih  dalam konteks 
seksualitas?

Dalam setiap kasus pilihan mandiri yang 
dikriminalisasi, terdapat hubungan yang 
dalam antara seksualitas dan mobilitas. 
Pilihan untuk kawin lari tidak hanya 
didorong oleh ketertarikan pada 
pasangannya, tetapi juga kebutuhan untuk 
melarikan diri dari rumah. Di antara 
perempuan dewasa muda dan remaja yang 
diwawancarai, 12 orang memilih 
meninggalkan rumahnya karena 
menghadapi kekerasan setelah keluarga 
memergoki mereka berpacaran, atau 
sebagai bentuk antisipasi terhadap 
tentangan dari keluarga. Mereka juga 
menghadapi kekerasan ketika ponsel yang 
mereka simpan secara diam-diam 

ditemukan oleh orang tua. Di semua 
kasus, para informan dibebani secara 
berlebihan dengan urusan domestik, 
seperti pekerjaan rumah tangga serta 
dibatasi mobilitas, pertemanan,dan 
penggunaan ponselnya secara ketat. 
Mereka juga tidak punya banyak pilihan 
dalam hal keputusan pendidikan, karier, 
perkawinan - dan sebagian besar orang 
yang diwawancarai melihat kawin lari 
sebagai cara untuk akhirnya menggunakan 
kapasitas mereka untuk memilih; 
mematahkan belenggu yang mengekang 
mereka.

Angka-angka ini memberikan 
gambaran tentang pemenjaraan 
sosial yang kerap menghantui 
wanita muda yang memasuki 
usia kematangan seksual - 
terutama di masyarakat yang 
meletakkan kehormatan (ijjat) ke 
dalam seksualitas wanita yang 
belum menikah, dan bila ditarik 
lebih lanjut, dalam mobilitasnya. 

Diskusi Kelompok Terpimpin (FGD) yang 
dilakukan dengan remaja perempuan 
berusia sekitar 14-16 tahun memberikan 
beberapa data tentang pembatasan 
mobilitas. Berdasarkan data yang 
dihimpun melalui ukuran mobilitas 
partisipatif (participatory mobility tool), 
58,6% remaja perempuan tidak 
diperbolehkan mengunjungi teman-
temannya, dan 31% remaja perempuan 
mengunjungi teman yang sebagian besar 
berada di desa mereka, yang sebagian 
besar merupakan anggota keluarga 
luasnya. 70% remaja perempuan tidak 
memiliki akses olahraga maupun rekreasi 
di luar sekolah mereka. 80% remaja 
perempuan tidak pernah pergi ke bioskop 
untuk menonton film. 82% tidak boleh 
pergi ke pasar sendirian. Angka-angka ini 
memberikan gambaran tentang 
pemenjaraan sosial yang kerap 
menghantui wanita muda yang memasuki 
usia kematangan seksual - terutama di 
masyarakat yang meletakkan kehormatan 
(ijjat) ke dalam seksualitas wanita yang 
belum menikah, dan bila ditarik lebih 
lanjut, dalam mobilitasnya.

Memahami kebutuhan, keinginan dan 
ketakutan remaja perempuan dan 
menciptakan cara-cara untuk membantu 
mereka menemukan arah di persimpangan 
seksualitas, mobilitas dan pilihan yang 
penuh kecamuk, menjadi amanat yang 
mendesak bagi organisasi masyarakat sipil 
dan kolektif perempuan. ANANDI, 
bersama dengan mitra kolektif perempuan 
- Panam Mahila Sangathan (PMS), 
Devgadh Mahila Sangathan (DMS), Maliya 
Mahila Shakti Sangathan (MMSS) dan 
Mahila Swaraj Manch (MSM) - mengampu 
Forum Penyelesaian Sengketa Alternatif, 
yang memiliki Komite Keadilan Gender 
selama dua dekade terakhir.

Forum ini kini muncul sebagai sekutu 
utama dalam mendukung kaum muda 
yang telah menggunakan kapasitas 
mereka dalam memilih pasangan, untuk 
berhadapan dengan berbagai pemangku 
kepentingan - terutama polisi, sistem 
peradilan anak, dan tokoh masyarakat.

Perlindungan terhadap pasangan muda 
dan remaja perempuan khususnya untuk 
memastikan bahwa tidak ada kekerasan 
lebih lanjut pada mereka seperti 
pengurungan, kawin paksa, pelaporan 
kejadian ini ke polisi, dan pendampingan 
serta dukungan hukum kepada remaja 
perempuan merupakan cara-cara yang 
diprioritaskan oleh Komite Keadilan 
Gender dalam pekerjaannya dengan kaum 
muda yang dikriminalisasi oleh hukum dan 
masyarakat lokal.

ANANDI juga membawa temuan penelitian 
2dan rekomendasi  ke organisasi 

masyarakat sipil lainnya dan beragam 
departemen pemerintah untuk 
membangun koalisi yang lebih besar untuk 
mengatasi kekosongan dalam hukum yang 
mengkriminalisasi kemandirian dan pilihan 
kaum muda terkait dengan ekspresi 
seksualitas mereka.

Aarti Nayak, seorang gadis Adivasi berusia 
16 tahun dari pedesaan Dahod, tinggal di 
asrama sekolah menengah atasnya. Ia 
adalah seorang atlet jagoan. Pada suatu 
hari, Ia tiba-tiba dipanggil pulang ke 
rumahnya. Setibanya di rumah, Aarti 
diberitahu bahwa Ia akan segera 
ditunangkan dengan seorang laki-laki Patel 
berusia 24 tahun dari desa tempat 
ayahnya bekerja sebagai buruh migran.

Terguncang oleh keputusan ini, Aarti yang 
mengetahui pengaruh pertunangan 
terhadap kehidupan dan pendidikannya, 
serta tidak diberi kesempatan untuk 
memprotes, menelepon anak laki-laki yang 
disukainya -  Chetan - dan mereka 
memutuskan untuk kawin lari. Mereka 
kabur selama kurang lebih 15 hari, sampai 
pada akhirnya mereka ditangkap oleh 
polisi berdasarkan pengaduan yang 
diajukan oleh ayahnya.

Tuduhannya? Penculikan dan pelarian 
anak perempuan untuk memaksa 
perkawinan berdasarkan Pasal 366 KUHP 
India (IPC). Chetan ditangkap dan 
dikurung. Aarti, meski belum menikah, 
langsung dicabut dari sistem pendidikan.

Kasus Aarti bukanlah sesuatu yang baru, 
kisahnya mencerminkan sebuah pola. 

1Sebuah studi eksplorasi  yang dilakukan 
oleh ANANDI terhadap 731 pengaduan 
resmi ke polisi (First Information 
Reports/FIR) dan 29 wawancara 
mendalam terkait dengan penculikan dan 
pelarian anak perempuan, mengungkapkan 
bahwa persetujuan, pilihan, dan agensi 
perempuan dan gadis, terutama di konteks 
seksualitas - masih sangat dikriminalisasi 
oleh hukum dan masyarakat.

Hampir 87% dari total FIR berada dalam 
ranah KUPH yang sama seperti yang 
digunakan oleh ayah Aarti: Penculikan dan 
Pelarian Anak Perempuan untuk Memaksa 
Pernikahan. Meski pelapor biasanya tidak 
memahami jargon hukum, pasal ini selalu 
diterapkan oleh petugas polisi yang 
menerima pengaduan berdasarkan rincian 
yang diberikan.

Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa 
91% FIR memuat alamat terang penculik, 
hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa 
hukum ini dijadikan senjata oleh orang tua 
yang ingin melacak anak perempuan yang 
telah kawin lari.

Data dari wawancara mendalam, meski 
terbatas, bahkan lebih tegas dalam 
menguatkan kecurigaan ini. Dalam 20 dari 
24 kasus FIR, para penyintas 
meninggalkan rumah atas kemauan 
mereka sendiri.

Namun, FIR menyebut hal ini sebagai 
penculikan berdasarkan pedoman 
Mahkamah Agung tentang anak hilang. 
Dari lima kasus non-FIR, dalam tiga kasus 
orang tua memutuskan semua hubungan 
dengan anak perempuan karena mereka 
terus tinggal dengan pasangannya dan 
dalam dua kasus lain orang tua memaksa 
anak perempuan tersebut untuk 
meninggalkan pasangan pilihannya.

Dua pertiga dari kasus FIR yang diteliti 
mengacu pada anak-anak perempuan di 
bawah usia 18 tahun, dan karenanya 
secara teknis merupakan 'anak di bawah 
umur'. Secara hukum, menjadi relevan 
untuk menggarisbawahu bagaimana 
hukum di India memandang konsep 
persetujuan seksual (sexual consent) bagi 
anak berusia di bawah 18 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak dari 
Kejahatan Seksual (POCSO), 2012 dan 
pedoman Mahkamah Agung tentang 
Prosedur Opresi Khusus untuk Anak 
Hilang fokus pada 'perlindungan' dari 
bahaya, dan pelanggaran terhadap orang 
di bawah 18 tahun. Dalam peraturan-
peraturan ini, konsep usia persetujuan 
(age of consent) dan usia minimum 
perkawinan dianggap sebagai satu hal 
yang sama.

Hal ini membatasi kapasitas perempuan 
untuk berkembang dan mengeksplorasi 
dirinya. Segala bentuk dan upaya 
eksplorasi mandiri yang dilakukan oleh 
remaja perempuan dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana bagi mereka, dan ini 
berarti tidak ada ruang bagi mereka untuk 

memilih. Hal ini juga membuat konsep 
persetujuan seksual tidak berlaku, karena 
semua tindakan seksual di bawah 18 tahun 
dikategorikan sebagai tindak pidana.

Tidak diakuinya pilihan dan kemandirian 
untuk memilih bagi para remaja 
perempuan berujung pada kriminalisasi, 
dan membuat mereka semakin rentan 
terhadap berbagai bentuk kekerasan. 
Remaja perempuan, yang diseret untuk 
kembali dari hubungan yang merupakan 
pilihan mereka, sering kali dinikahkan 
secara paksa dengan pria yang mampu 
membayar mahar paling tinggi. Di rumah, 
pergerakan mereka dibatasi dan mereka 
menghadapi stigmatisasi dan 
ketidakpercayaan dari orang tuanya. Dari 
29 remaja perempuan yang diwawancarai 
dalam studi tersebut, hanya dua (6,9%) 
yang dapat melanjutkan pendidikan 
setelah mereka dibawa pulang.

Data tersebut juga mengungkapkan jeda 
waktu yang terlihat antara ‘penemuan’ 
remaja perempuan yang 'hilang' dan 
pendaftaran FIR - 20% kasus dilaporkan 
selang dua hari setelah penculikan, 
sedangkan mayoritas FIR dilaporkan 
selang 3-5 hari.

Wawancara dengan para penyintas dan 
juga tokoh masyarakat mengungkapkan 
bahwa inilah waktu yang sering digunakan 
untuk negosiasi hukuman adat, yang 
dikenal sebagai davo. Orang tua remaja 
perempuan menuntut hukuman yang telah 
ditetapkan sebelumnya dari remaja laki-
laki yang kabur dengan anaknya. Jika tidak 
membayar davo, pasangan muda akan 
mendapat sanksi sosial atas hubungan 
mereka. Sampai waktu davo terbayar, 
sang gadis akan dikucilkan oleh 
keluarganya.

Budaya davo, yang besarnya berkisar dari 
10.000 sampai 200.000 rupee, dianggap di 
banyak wilayah sebagai hal yang 
menghalangi remaja untuk memilih 

MENGKRIMINALISASI PILIHAN:
Studi Kasus dari Gujarat 

Oleh Sejal Dand 
Direktur Eksekutif, ANANDI 
Email: sejal@anandi-india.org  

dan Arundhati Sridhar 
Manajer Program, ANANDI 
Email: arundhati@anandi-india.org  

Catatan & Referensi 
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2. ANANDI. Research Findings and Recommendations: The early 
marriages in conflict with law and society: The Case of Gujarat. 
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FsBWBOa4VGgNZk9/view.
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nilai pribadi mereka yang sering kali 
dibentuk oleh ajaran, keyakinan agama 
dan keyakinan pribadi, serta 
kepercayaan tradisional dan budaya yang 
menyesatkan, eksklusif, menghakimi dan 
non-afirmatif. Penting bagi kita untuk 
menantang secara tegas dan terbuka 
praktik-praktik pengucilan yang 
berkontribusi pada homofobia dan 
transphobia dalam gerakan 
feminis/perempuan dan hak asasi 
manusia. Suara-suara ini digaungkan, 
dan dibagikan di forum untuk mencegah 
pertumbuhan praktik-praktik tersebut di 
dalam dan di luar gerakan ini." - Sulique 
Waqa, Haus of Khameleon, kutipan dari 
"TRANS-forming lives for a Better and 
Stronger Pacific," Panel Acara Sampingan - 
Forum Feminis Pasifik Kedua. 

Ada kebutuhan yang lebih besar untuk 
menciptakan dialog dengan para feminis 
dan aktivis konservatif dalam gerakan  

kekerasan sehari-hari dan kekerasan 
negara terhadap perempuan, individu non-
biner, dan pemeluk agama minoritas, di 
rumah, tempat kerja, dan ruang publik; 
keadilan ekonomi melalui penerapan 
hukum ketenagakerjaan, dan pengakuan 
pekerjaan perempuan di rumah sebagai 
'tenaga kerja tidak dibayar'; keadilan 
reproduktif bagi perempuan, orang non-
biner, dan semua identitas seksual; dan 
keadilan lingkungan, yang menghasilkan 
akses yang lebih baik ke air dan tanah, 
dan mengakhiri eksploitasi hewan oleh 
perusahaan. Tahun ini, seruan untuk 
mengakhiri gerakan anti-perambahan di 
seluruh negeri, yang menargetkan 
masyarakat miskin dan kelas pekerja, 
dimasukkan ke dalam tuntutan.

Selama dua tahun, pawai ini dihadiri oleh 
para feminis dan aktivis dari berbagai 
kolektif dan organisasi hak-hak perempuan 
serta sekutu. Hari pawai menjadi hari yang 
menggugah dan bersejarah: suatu 
pemandangan yang tidak biasa di ruang 

publik Pakistan: perempuan dari segala 
usia, berpawai di antara lautan poster 
berwarna-warni, bernyanyi untuk 
merayakan sekaligus memprotes.

Karena di Pakistan, seperti banyak negara 
di Asia Selatan, perempuan ditempatkan 
sebagai objek untuk dilihat, bukan untuk 
didengar; dan norma-norma sosial 
menentukan bagaimana perempuan 
dilihat, jika mereka pada akhirnya harus 
terlihat - Pawai ini membangkitkan 
kemarahan para laki-laki di tampuk 

3kekuasaan.  Di seluruh negeri, pria dan 
wanita 'saleh' menggelengkan kepala 
tanda tidak setuju. Para feminis, kata 
mereka, akhirnya melewati batas. Pawai 
ini tidak hanya menyerang budaya dan 
tradisi Pakistan, pawai ini sama sekali 
tidak Islami, katanya. Tempat yang layak 
bagi perempuan muslimah adalah di dalam 
rumah, bukan di jalanan, berperilaku 
vulgar seperti itu.

Hak-hak LGBTQI+ di Fiji telah berkembang 
pesat selama dua dekade terakhir. Pada 
tahun 1997, Fiji menjadi negara kedua di 
dunia setelah Afrika Selatan yang secara 
tegas mencantumkan perlindungan dari 
diskriminasi berdasarkan orientasi seksual 
dalam konstitusinya.

Pada tahun 2009, konstitusi tahun 1997 ini 
dihapuskan. Konstitusi baru, yang 
diundangkan pada September 2013, 
memperluas dan memperdalam ketentuan 
ini, dalam melindungi hak-hak warga Fiji 
berdasarkan orientasi seksual, termasuk 

1identitas dan ekspresi gender mereka.  Ini 
adalah kemajuan signifikan untuk warga 
Fiji yang memiliki keragaman seksual, 
setelah dihapuskannya pemidanaan 
terhadap sodomi selama peninjauan KUHP 

2tahun 2009  (sekarang dikenal sebagai 
Dekrit Tindak Pidana 2010).

Lobi hak-hak perempuan di Fiji, 
untuk semua perempuan dari 
latar belakang yang beragam, 
diselaraskan dengan ratifikasi Fiji 
terhadap Konvensi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan pada tahun 
1995. Hal ini memungkinkan 
perempuan dengan keberagaman 
pengalaman, orientasi, gender 
dan ekspresi seksual untuk 
secara kolektif melobi 
penghargaan atas keberagaman 
dan inklusi dalam berbagai 
tingkatan masyarakat.

Pengalaman gerakan LGBTQI+ di Fiji 
ternyata relatif kompleks, terlepas dari 
pengakomodasian konsep Orientasi 
Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender 
(SOGIE) dalam hukum tertinggi di negara 
tersebut. Gerakan LGBTQI+ Fiji harus 
melewati tantangan panjang selama 
bertahun-tahun, untuk sampai di posisinya 
pada saat ini. Intrik-intrik politik muncul 

dari pengalaman internal dan eksternal, 
dari berbagai faktor, dan sayangnya, dari 
dalam gerakan HAM itu sendiri.

Perkembangan gerakan LGBTQI+di Fiji, 
serupa dengan pola yang banyak terjadi 
belahan dunia lain, dimulai dari gerakan 
hak-hak perempuan yang menjadi pintu 
masuk pengorganisasian, mobilisasi, dan 
lobi isu-isu khusus LGBTQI+. Lobi hak-hak 
perempuan di Fiji, untuk semua 
perempuan dari latar belakang yang 
beragam, diselaraskan dengan ratifikasi 
Fiji terhadap Konvensi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

3Perempuan pada tahun 1995.  Hal 
memungkinkan perempuan dengan 
keberagaman pengalaman, orientasi, 
gender dan ekspresi seksual untuk secara 
kolektif melobi penghargaan atas 
keberagaman dan inklusi dalam berbagai 
tingkatan masyarakat.

Selama tahun-tahun awal gerakan 
LGBTQI+, organisasi seperti Gerakan Hak 
Perempuan Fiji, Pemberdayaan Laki-Laki 
Fiji (MEN FIJI) yang sekarang dikenal 
sebagai Rainbow Pride Foundation, 
Gerakan Drodrolagi, Haus of Khameleon, 
dan DIVA for Equality berada di garis 
depan advokasi LGBTQI+. Gerakan-
gerakan ini mengadvokasi isu-isu hak dan 
kesehatan seksual dan reproduksi, serta 
membahas kebutuhan dan keamanan 
transgender (baik trans-feminin dan trans-
maskulin), perempuan lesbian, perempuan 
queer, perempuan biseksual, dan 
perempuan non-conforming.

Isu seputar inklusi sosial, politik, dan 
ekonomi bagi orang-orang yang memiliki 
orientasi seksual, identitas dan ekspresi 
gender beragam digaungkan dengan kuat 
di banyak ruang perempuan oleh para 
aktivis dan sekutu LGBTQI+. Terkadang, 
ada reaksi balik yang kurang baik dari para 
pemimpin perempuan tradisional yang 
hadir dalam ruang tersebut. Namun, 
dengan tanggapan, interaksi, dan 
pembelajaran yang strategis, beberapa 
dari pemimpin perempuan konservatif ini 
sekarang telah menjadi pendukung 
gerakan dan orang-orang LGBTQI+.

Tidak diragukan lagi, gerakan 
LGBTQI+ telah berkembang dan 
mengalami kemajuan yang 
signifikan selama beberapa 
tahun ini. Namun, dinamika 
perubahan interaksi kerap 
menjadi tantangan. Aktivis 
LGBTQI+ sekarang menyuarakan 
bagaimana ruang-ruang 
keterlibatan mereka dalam 
gerakan hak asasi manusia 
menyusut.

Tidak diragukan lagi, gerakan LGBTQI+ 
telah berkembang dan mengalami 
kemajuan yang signifikan selama beberapa 
tahun ini. Namun, dinamika perubahan 
interaksi kerap menjadi tantangan. Aktivis 
LGBTQI+ sekarang menyuarakan 
bagaimana ruang keterlibatan mereka 
dalam gerakan hak asasi manusia 
menyusut. Pengalaman ini dibagikan oleh 
para aktivis trans terkemuka di Fiji selama 
diskusi panel acara sampingan di 
Konferensi Hak Asasi Manusia Pasifik ke-

42:

"Ruang-ruang kami mulai menyusut dan 
ini berbahaya; karena orang-orang yang 
kami sebut sekutu sekarang mulai 
mendikte tipe transpuan seperti apa 
yang mereka izinkan untuk dilibatkan 
dalam gerakan mereka. Dalam hal ini, 
mereka mulai menjadi penghambat 
gerakan tersebut, karena mereka 
mempertanyakan validitas dan 
otentisitas transpuan dalam ruang hak-
hak perempuan. Sekarang ada banyak 
perselisihan tentang masalah-masalah 
seperti itu dalam ruang feminis. 
Menggunakan lensa dan/atau 
pendekatan interseksionalitas adalah 
kunci untuk mengatasi masalah ini."

"Kita telah melihat sikap homofobik dan 
transfobik di dalam dan di luar gerakan 
feminis, LGBTQI, dan hak asasi manusia. 
Hal ini didasarkan pada keyakinan dan 

PENGALAMAN LGBTQI+
DI FIJI 

Oleh Tamani Rarama 
Sekretaris Koordinator, Aliansi SRHR 
Remaja Fiji
Email: tamanirarama@gmail.com   

untuk menghasilkan pemahaman dan 
penerimaan yang lebih luas. Gerakan 
perempuan tetap menjadi sekutu gerakan 
LGBTQI+ di Fiji. Penyelenggaraan National 
Pride March pertama awal tahun ini 
dihadiri oleh para feminis dan jaringan 
serta organisasi feminis. Ini adalah contoh 
klasik dari banyak kegiatan lain yang 
menunjukkan solidaritas dan dukungan 
berkelanjutan yang ditawarkan oleh sekutu 
dan kawan dari gerakan perempuan.

Sangat penting untuk terus bekerja dalam 
solidaritas dengan gerakan perempuan 
dalam mengakui dan mengafirmasi 
keragaman perempuan di ruang 
perempuan. Ke depan, solusi untuk 
mengatasi permasalahan di atas adalah 
dengan menggunakan pendekatan 
berbasis HAM secara holistik, dan 
menggunakan lensa interseksionalitas. Ini 
akan meningkatkan, dan secara kritis 
menekankan pada,  titik-temu antara hak 

LGBTQI+ dan hak-hak perempuan serta 
hak asasi manusia. Lensa 
interseksionalitas juga akan mengantarkan 
kita pada solusi atas permasalahan lain 
terkait hak kesehatan seksual dan 
reproduksi Gerakan ini akan semakin kuat 
ketika perempuan dan feminis bekerja 
sama dalam memperjuangkan hak-hak 
LGBTQI +.

Catatan & Referensi 
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PAWAI PEREMPUAN: Harga Diri
dan Pengendalian dengan Kekerasan
terhadap Tubuh Perempuan 

Oleh Sadia Khatri
Email: sadiakhatri91@gmail.com    

Pada tanggal 8 Maret 2018, dan 2019, 
ribuan perempuan Pakistan turun ke jalan 
untuk mengikuti Aurat March (Women’s 
March) tahunan negara itu. Diorganisir di 
bawah panji 'Hum Aurtein' (diterjemahkan 
secara kasar menjadi 'Kami Perempuan'), 

1pawai dimulai di Karachi pada tahun 2018,  
ketika feminis dari berbagai kolektif dan 
organisasi hak-hak perempuan 
membentuk komite perencanaan yang 
horizontal dan non-hierarkis, tidak 
berafiliasi dengan kelompok manapun.  
Selama satu setengah bulan, diadakan 
pertemuan-pertemuan untuk 
mengumpulkan perempuan dari 
lingkungan dan latar belakang yang 
berbeda, dan tim inti acara turut diperluas. 
Kampanye media sosial dijalankan, poster 
dipasang, dan sumbangan dikumpulkan 
melalui urun dana. Sponsor perusahaan 
dan tawaran uang dari pemerintah ditolak.

Politik dan orang-orang di belakang pawai 
ini berbeda dari kota ke kota, tetapi 

2tuntutan mereka serupa  — diakhirinya 
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nilai pribadi mereka yang sering kali 
dibentuk oleh ajaran, keyakinan agama 
dan keyakinan pribadi, serta 
kepercayaan tradisional dan budaya yang 
menyesatkan, eksklusif, menghakimi dan 
non-afirmatif. Penting bagi kita untuk 
menantang secara tegas dan terbuka 
praktik-praktik pengucilan yang 
berkontribusi pada homofobia dan 
transphobia dalam gerakan 
feminis/perempuan dan hak asasi 
manusia. Suara-suara ini digaungkan, 
dan dibagikan di forum untuk mencegah 
pertumbuhan praktik-praktik tersebut di 
dalam dan di luar gerakan ini." - Sulique 
Waqa, Haus of Khameleon, kutipan dari 
"TRANS-forming lives for a Better and 
Stronger Pacific," Panel Acara Sampingan - 
Forum Feminis Pasifik Kedua. 

Ada kebutuhan yang lebih besar untuk 
menciptakan dialog dengan para feminis 
dan aktivis konservatif dalam gerakan  

kekerasan sehari-hari dan kekerasan 
negara terhadap perempuan, individu non-
biner, dan pemeluk agama minoritas, di 
rumah, tempat kerja, dan ruang publik; 
keadilan ekonomi melalui penerapan 
hukum ketenagakerjaan, dan pengakuan 
pekerjaan perempuan di rumah sebagai 
'tenaga kerja tidak dibayar'; keadilan 
reproduktif bagi perempuan, orang non-
biner, dan semua identitas seksual; dan 
keadilan lingkungan, yang menghasilkan 
akses yang lebih baik ke air dan tanah, 
dan mengakhiri eksploitasi hewan oleh 
perusahaan. Tahun ini, seruan untuk 
mengakhiri gerakan anti-perambahan di 
seluruh negeri, yang menargetkan 
masyarakat miskin dan kelas pekerja, 
dimasukkan ke dalam tuntutan.

Selama dua tahun, pawai ini dihadiri oleh 
para feminis dan aktivis dari berbagai 
kolektif dan organisasi hak-hak perempuan 
serta sekutu. Hari pawai menjadi hari yang 
menggugah dan bersejarah: suatu 
pemandangan yang tidak biasa di ruang 

publik Pakistan: perempuan dari segala 
usia, berpawai di antara lautan poster 
berwarna-warni, bernyanyi untuk 
merayakan sekaligus memprotes.

Karena di Pakistan, seperti banyak negara 
di Asia Selatan, perempuan ditempatkan 
sebagai objek untuk dilihat, bukan untuk 
didengar; dan norma-norma sosial 
menentukan bagaimana perempuan 
dilihat, jika mereka pada akhirnya harus 
terlihat - Pawai ini membangkitkan 
kemarahan para laki-laki di tampuk 

3kekuasaan.  Di seluruh negeri, pria dan 
wanita 'saleh' menggelengkan kepala 
tanda tidak setuju. Para feminis, kata 
mereka, akhirnya melewati batas. Pawai 
ini tidak hanya menyerang budaya dan 
tradisi Pakistan, pawai ini sama sekali 
tidak Islami, katanya. Tempat yang layak 
bagi perempuan muslimah adalah di dalam 
rumah, bukan di jalanan, berperilaku 
vulgar seperti itu.

Hak-hak LGBTQI+ di Fiji telah berkembang 
pesat selama dua dekade terakhir. Pada 
tahun 1997, Fiji menjadi negara kedua di 
dunia setelah Afrika Selatan yang secara 
tegas mencantumkan perlindungan dari 
diskriminasi berdasarkan orientasi seksual 
dalam konstitusinya.

Pada tahun 2009, konstitusi tahun 1997 ini 
dihapuskan. Konstitusi baru, yang 
diundangkan pada September 2013, 
memperluas dan memperdalam ketentuan 
ini, dalam melindungi hak-hak warga Fiji 
berdasarkan orientasi seksual, termasuk 

1identitas dan ekspresi gender mereka.  Ini 
adalah kemajuan signifikan untuk warga 
Fiji yang memiliki keragaman seksual, 
setelah dihapuskannya pemidanaan 
terhadap sodomi selama peninjauan KUHP 

2tahun 2009  (sekarang dikenal sebagai 
Dekrit Tindak Pidana 2010).

Lobi hak-hak perempuan di Fiji, 
untuk semua perempuan dari 
latar belakang yang beragam, 
diselaraskan dengan ratifikasi Fiji 
terhadap Konvensi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan pada tahun 
1995. Hal ini memungkinkan 
perempuan dengan keberagaman 
pengalaman, orientasi, gender 
dan ekspresi seksual untuk 
secara kolektif melobi 
penghargaan atas keberagaman 
dan inklusi dalam berbagai 
tingkatan masyarakat.

Pengalaman gerakan LGBTQI+ di Fiji 
ternyata relatif kompleks, terlepas dari 
pengakomodasian konsep Orientasi 
Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender 
(SOGIE) dalam hukum tertinggi di negara 
tersebut. Gerakan LGBTQI+ Fiji harus 
melewati tantangan panjang selama 
bertahun-tahun, untuk sampai di posisinya 
pada saat ini. Intrik-intrik politik muncul 

dari pengalaman internal dan eksternal, 
dari berbagai faktor, dan sayangnya, dari 
dalam gerakan HAM itu sendiri.

Perkembangan gerakan LGBTQI+di Fiji, 
serupa dengan pola yang banyak terjadi 
belahan dunia lain, dimulai dari gerakan 
hak-hak perempuan yang menjadi pintu 
masuk pengorganisasian, mobilisasi, dan 
lobi isu-isu khusus LGBTQI+. Lobi hak-hak 
perempuan di Fiji, untuk semua 
perempuan dari latar belakang yang 
beragam, diselaraskan dengan ratifikasi 
Fiji terhadap Konvensi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

3Perempuan pada tahun 1995.  Hal 
memungkinkan perempuan dengan 
keberagaman pengalaman, orientasi, 
gender dan ekspresi seksual untuk secara 
kolektif melobi penghargaan atas 
keberagaman dan inklusi dalam berbagai 
tingkatan masyarakat.

Selama tahun-tahun awal gerakan 
LGBTQI+, organisasi seperti Gerakan Hak 
Perempuan Fiji, Pemberdayaan Laki-Laki 
Fiji (MEN FIJI) yang sekarang dikenal 
sebagai Rainbow Pride Foundation, 
Gerakan Drodrolagi, Haus of Khameleon, 
dan DIVA for Equality berada di garis 
depan advokasi LGBTQI+. Gerakan-
gerakan ini mengadvokasi isu-isu hak dan 
kesehatan seksual dan reproduksi, serta 
membahas kebutuhan dan keamanan 
transgender (baik trans-feminin dan trans-
maskulin), perempuan lesbian, perempuan 
queer, perempuan biseksual, dan 
perempuan non-conforming.

Isu seputar inklusi sosial, politik, dan 
ekonomi bagi orang-orang yang memiliki 
orientasi seksual, identitas dan ekspresi 
gender beragam digaungkan dengan kuat 
di banyak ruang perempuan oleh para 
aktivis dan sekutu LGBTQI+. Terkadang, 
ada reaksi balik yang kurang baik dari para 
pemimpin perempuan tradisional yang 
hadir dalam ruang tersebut. Namun, 
dengan tanggapan, interaksi, dan 
pembelajaran yang strategis, beberapa 
dari pemimpin perempuan konservatif ini 
sekarang telah menjadi pendukung 
gerakan dan orang-orang LGBTQI+.

Tidak diragukan lagi, gerakan 
LGBTQI+ telah berkembang dan 
mengalami kemajuan yang 
signifikan selama beberapa 
tahun ini. Namun, dinamika 
perubahan interaksi kerap 
menjadi tantangan. Aktivis 
LGBTQI+ sekarang menyuarakan 
bagaimana ruang-ruang 
keterlibatan mereka dalam 
gerakan hak asasi manusia 
menyusut.

Tidak diragukan lagi, gerakan LGBTQI+ 
telah berkembang dan mengalami 
kemajuan yang signifikan selama beberapa 
tahun ini. Namun, dinamika perubahan 
interaksi kerap menjadi tantangan. Aktivis 
LGBTQI+ sekarang menyuarakan 
bagaimana ruang keterlibatan mereka 
dalam gerakan hak asasi manusia 
menyusut. Pengalaman ini dibagikan oleh 
para aktivis trans terkemuka di Fiji selama 
diskusi panel acara sampingan di 
Konferensi Hak Asasi Manusia Pasifik ke-

42:

"Ruang-ruang kami mulai menyusut dan 
ini berbahaya; karena orang-orang yang 
kami sebut sekutu sekarang mulai 
mendikte tipe transpuan seperti apa 
yang mereka izinkan untuk dilibatkan 
dalam gerakan mereka. Dalam hal ini, 
mereka mulai menjadi penghambat 
gerakan tersebut, karena mereka 
mempertanyakan validitas dan 
otentisitas transpuan dalam ruang hak-
hak perempuan. Sekarang ada banyak 
perselisihan tentang masalah-masalah 
seperti itu dalam ruang feminis. 
Menggunakan lensa dan/atau 
pendekatan interseksionalitas adalah 
kunci untuk mengatasi masalah ini."

"Kita telah melihat sikap homofobik dan 
transfobik di dalam dan di luar gerakan 
feminis, LGBTQI, dan hak asasi manusia. 
Hal ini didasarkan pada keyakinan dan 

PENGALAMAN LGBTQI+
DI FIJI 

Oleh Tamani Rarama 
Sekretaris Koordinator, Aliansi SRHR 
Remaja Fiji
Email: tamanirarama@gmail.com   

untuk menghasilkan pemahaman dan 
penerimaan yang lebih luas. Gerakan 
perempuan tetap menjadi sekutu gerakan 
LGBTQI+ di Fiji. Penyelenggaraan National 
Pride March pertama awal tahun ini 
dihadiri oleh para feminis dan jaringan 
serta organisasi feminis. Ini adalah contoh 
klasik dari banyak kegiatan lain yang 
menunjukkan solidaritas dan dukungan 
berkelanjutan yang ditawarkan oleh sekutu 
dan kawan dari gerakan perempuan.

Sangat penting untuk terus bekerja dalam 
solidaritas dengan gerakan perempuan 
dalam mengakui dan mengafirmasi 
keragaman perempuan di ruang 
perempuan. Ke depan, solusi untuk 
mengatasi permasalahan di atas adalah 
dengan menggunakan pendekatan 
berbasis HAM secara holistik, dan 
menggunakan lensa interseksionalitas. Ini 
akan meningkatkan, dan secara kritis 
menekankan pada,  titik-temu antara hak 

LGBTQI+ dan hak-hak perempuan serta 
hak asasi manusia. Lensa 
interseksionalitas juga akan mengantarkan 
kita pada solusi atas permasalahan lain 
terkait hak kesehatan seksual dan 
reproduksi Gerakan ini akan semakin kuat 
ketika perempuan dan feminis bekerja 
sama dalam memperjuangkan hak-hak 
LGBTQI +.
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PAWAI PEREMPUAN: Harga Diri
dan Pengendalian dengan Kekerasan
terhadap Tubuh Perempuan 

Oleh Sadia Khatri
Email: sadiakhatri91@gmail.com    

Pada tanggal 8 Maret 2018, dan 2019, 
ribuan perempuan Pakistan turun ke jalan 
untuk mengikuti Aurat March (Women’s 
March) tahunan negara itu. Diorganisir di 
bawah panji 'Hum Aurtein' (diterjemahkan 
secara kasar menjadi 'Kami Perempuan'), 

1pawai dimulai di Karachi pada tahun 2018,  
ketika feminis dari berbagai kolektif dan 
organisasi hak-hak perempuan 
membentuk komite perencanaan yang 
horizontal dan non-hierarkis, tidak 
berafiliasi dengan kelompok manapun.  
Selama satu setengah bulan, diadakan 
pertemuan-pertemuan untuk 
mengumpulkan perempuan dari 
lingkungan dan latar belakang yang 
berbeda, dan tim inti acara turut diperluas. 
Kampanye media sosial dijalankan, poster 
dipasang, dan sumbangan dikumpulkan 
melalui urun dana. Sponsor perusahaan 
dan tawaran uang dari pemerintah ditolak.

Politik dan orang-orang di belakang pawai 
ini berbeda dari kota ke kota, tetapi 

2tuntutan mereka serupa  — diakhirinya 
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mempermalukan komunitasnya. Biasanya 
rasa malu ini dikaitkan dengan 
pelanggaran seksual — kabur dengan 
kekasih, menolak untuk menikah, dan 
menunjukkan otonomi tubuhnya. Landasan 
dari praktik keji ini adalah keyakinan 
bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh 
perempuan yang seperti itu untuk 
menebus kejahatannya; satu-satunya hal 
yang dapat menebus kejahatannya adalah 
kematian.

Selama ini, pelaku pembunuhan demi 
kehormatan diampuni dengan mudah. 
Karena hal karo kari dikategorikan sebagai 
"kejahatan nafsu (crimes of passion)," 
mereka tidak diadili sebagaimana kasus 
pembunuhan biasa. Siapa pun yang terkait 
dengan almarhum (dan karena itu juga 
terkait dengan pelaku) dapat memaafkan 
si pembunuh. Pada bulan Oktober 2016, 
parlemen Pakistan mengesahkan hukum 
anti pembunuhan demi kehormatan, 
memberikan hukuman yang lebih keras 
kepada pelaku, serta menghapus celah 
yang memungkinkan mereka untuk 
diampuni.

Dalam masyarakat yang 
menempatkan kehormatan laki-laki 
di mimbar tertinggi, konsekuensi 
dari mencela kehormatan adalah 
kekerasan. Di seluruh belahan 
dunia, perempuan dibunuh atas 
nama kehormatan, dan Pakistan 
adalah salah satu dari sedikit 
negara di dunia yang 
melegitimasinya melalui bahasa.
Meski begitu, statistik menunjukkan pola-
pola yang mengkhawatirkan. Pada tahun 

92015, lebih dari 1.000 perempuan  dibunuh 
atas nama kehormatan di Pakistan. Tahun 
berikutnya, sesaat sebelum hukum 
disahkan, kita melihat pembunuhan yang 
mengerikan terhadap bintang pop media 
sosial Qandeel Baloch, yang dibius dan 
dicekik sampai mati oleh saudara laki-
lakinya, karena membuat video yang 
"memalukan" dan cabul. Dalam video 
tersebut, Ia berpakaian minim dan menari 
dengan sugestif di depan kamera. Di tahun 
yang sama, seorang wanita di Sargodha 
dibunuh oleh suaminya karena menyajikan 

10makanan dingin.  Dua tahun lalu, Khadeeja 
Siddique ditikam 23 kali oleh seorang laki-

11laki  — di tengah hari, di depan umum — 

karena menolak untuk didekati. Bulan ini, 
tepat setahun lalu, seorang laki-laki 
mendorong pengantin barunya ke dalam 

12selokan karena memiliki "sifat buruk".

Ini hanyalah kasus-kasus yang terliput 
berita. Setiap hari, artikel tentang 
perempuan yang dibunuh, ditikam, atau 
dicederai oleh laki-laki yang mereka 

13percayai muncul di koran.  Meskipun 
umumnya kasus pembunuhan ini terkait 
dengan kemerdekaan seksual (yang 
diekspresikan oleh sang perempuan), 
banyak dari kasus ini yang juga terkait 
dengan penolakan perempuan untuk 
mematuhi ekspektasi gender yang 
disodorkan kepada mereka, terutama di 
ruang-ruang domestik.

Meskipun umumnya kasus 
pembunuhan ini terkait dengan 
kemerdekaan seksual (yang 
diekspresikan oleh sang 
perempuan), banyak dari kasus ini 
yang juga terkait dengan 
penolakan perempuan untuk 
mematuhi ekspektasi gender yang 
disodorkan kepada mereka, 
terutama di ruang-ruang domestik. 
Hal inilah yang disinggung oleh 
poster-poster "vulgar" di Aurat 
March. Pesannya sama: kami tidak 
akan mengizinkan kalian 
menempatkan kehormatan kalian 
di tubuh kami. Tubuh kami, 
seksualitas kami, hidup kami, 
adalah milik kami.   
Hal inilah yang disinggung oleh poster-
poster "vulgar" di Aurat March. Pesannya 
sama: kami tidak akan mengizinkan kalian 
menempatkan kehormatan kalian di tubuh 
kami. Tubuh kami, seksualitas kami, hidup 
kami, adalah milik kami.
Tetapi, menyerukan hal ini dengan lantang 
sama saja dengan mendeklarasikan diri 
sebagai perempuan yang tidak ingin 
mematuhi kontrak sosial, yang kemudian 
menjadi alat pembenaran bagi mereka 
yang ingin melakukan kekerasan terhadap 
kita, terhadap perempuan. Ironisnya: 
dalam upaya menolak kendali atas tubuh 
kita, kita justru ditundukkan pada kendali 
yang lebih besar. Kemarahan terhadap 
poster Aurat March dan ancaman bahaya 

serta pembunuhan, mengungkap tabir 
penindasan yang ingin dibongkar oleh 
gerakan perempuan Pakistan. Para 
pencela Aurat March mungkin mengira 
mereka mengartikulasikan nilai-nilai 
mereka, tetapi dalam upaya mereka untuk 
mengirim kita kembali ke posisi yang kita 
inginkan untuk bebas darinya — posisi di 
mana laki-laki bisa memutuskan apa yang 
terjadi pada kita dan tubuh kita — mereka 
telah mengekspos diri mereka lebih jauh. 
Kemunafikan mereka membantu kita 
untuk membenarkan dan memperkuat 
perjuangan kita: tidak mengherankan jika 
Pawai tahun depan akan lebih besar, 
dengan ribuan perempuan lain yang ikut 
turun ke jalan. Bersama-sama, kita akan 
ingatkan mereka (laki-laki) bahwa kendali 
mereka atas tubuh kita telah melemah.

Tidak ada yang baru tentang tanggapan 
tersebut. Keluhuran tradisi dan budaya 
sudah biasa digunakan untuk 
mengendalikan perempuan. Pada tahun 
80-an, Pakistan melegalkan hal ini di 
bawah pemerintahan presiden diktator 
Jenderal Zia-ul-Haq. Untuk membawa 
negara lebih dekat ke arah apa yang 
dianggapnya sebagai nilai-nilai Islam sejati, 
ia memperkenalkan serangkaian 
perundang-undangan anti-perempuan 

4berbasis Syariah.  Di antaranya adalah 
Ordonansi Zinah yang kejam, yang 
merancukan perkosaan dengan 
perzinahan. Keduanya disetarakan di mata 
hukum, yang berarti bahwa perempuan 
tidak dapat melaporkan kekerasan seksual 
tanpa mereka sendiri dihukum. Jika 
mereka tidak mampu menghadirkan empat 
saksi laki-laki untuk membuktikan bahwa 
perkosaan terjadi, mereka akan dihukum 
cambuk di depan umum, atau dirajam.

Tubuh perempuan menjadi medan 
pertempuran untuk kecemasan 
beragama laki-laki. Hal ini terbukti 
melalui kondisi kesehatan dan 
pendidikan perempuan Pakistan 
yang memprihatinkan, yang 
merupakan akibat langsung dari 
campur tangan ulama yang 
mencurigai pendidikan dan ilmu 
pengetahuan Barat.
Sementara gerakan perempuan Pakistan 
telah berhasil membalikkan beberapa 
pasal dari hukum regresif ini, dan 
memperkenalkan konsep keamanan 
hukum yang lebih luas bagi perempuan, 
konservatisme agama yang ditanamkan 
dan divalidasi pada masa Zia tetap berakar 
kuat pada sistem nilai di Pakistan. Tubuh 
perempuan menjadi medan pertempuran 
untuk kecemasan beragama laki-laki. Hal 
ini terbukti melalui kondisi kesehatan dan 
pendidikan perempuan yang 

5memprihatinkan,  yang merupakan akibat 
langsung dari campur tangan ulama yang 
mencurigai pendidikan dan ilmu 
pengetahuan Barat; dalam praktik 

6perkawinan anak,  yang dibela atas nama 
budaya; dalam perlakuan terhadap para 
janda dan perempuan lajang, yang 
hidupnya tidak berarti apa-apa jika mereka 
tidak bisa menjadi milik pria tertentu; 
dalam kecenderungan untuk menyalahkan 
korban pada kasus kekerasan seksual; dan 

dalam bagaimana mereka berupaya 
membungkam Aurat March, untuk 
melanggengkan praktik-praktik yang 
dikritik oleh Aurat March. 

Perempuan diawasi dengan ketat dan 
diseksualisasikan dalam kehidupan sehari-
hari mereka. Inti dari semua ini adalah 
terlepas dari apapun hukum yang berlaku, 
tubuh perempuan tidak akan pernah 
menjadi milik perempuan itu sendiri. 
Selama tiga minggu setelah Pawai tahun 
ini, media Pakistan tidak henti-hentinya 
memberitakan hal ini. Urusan mendesak 
lainnya diredupkan ke belakang, 
sementara setiap pembawa berita dan 
acara pagi ingin membahas pertanyaan-
pertanyaan yang sama: Haruskah Pawai 
dikutuk? Seberapa jauh? Mengapa 
perempuan tidak membicarakan masalah 
nyata seperti kesehatan dan pendidikan 
serta warisan?

Penyebab kemarahan terbesar: poster. 
Poster yang kami bawa dalam Pawai, 
bahasa yang tidak sopan dan tuntutan 
yang tidak masuk akal. Para pencela kami 
tidak menyasar maksud dan tujuan dari 
Pawai itu sendiri, mereka hanya prihatin — 
bukan, murka — oleh kekasaran dan 
ketidaksopanan poster-poster ini. Inilah isi 
poster-poster yang membuat mereka 

7gelisah dan terjaga di malam hari:

"Akeli Awaara Azaad" (secara longgar 
diterjemahkan menjadi 'Sendirian, Tak 
Terikat, Bebas')
"Tubuhku, keputusanku" 
"Bagaimana aku tahu di mana kaus 
kakimu?" 
"Panaskan makananmu sendiri."
"Jangan kirimi saya foto penismu." 

"Lihat, saya duduk dengan benar 
sekarang." (disertai dengan ilustrasi 
seorang gadis yang duduk dengan kaki 
terbuka lebar, bukannya disilangkan atau 
dirapatkan dengan rapi seperti yang biasa 
dilakukan gadis Muslim yang baik)

Perempuan diawasi dengan ketat 
dan diseksualisasikan dalam 
kehidupan sehari-hari mereka. Inti 
dari semua ini adalah terlepas dari 
apapun hukum yang berlaku, 
tubuh perempuan tidak akan 
pernah menjadi milik perempuan 
itu sendiri. 

Poster-poster yang lucu, tidak sopan, dan 
jenaka inilah yang kemudian memancing 
kemarahan besar. Perempuan Muslim 
yang menghormati dirinya sendiri tidak 
akan berbicara seperti ini, katanya. 
Sebagian besar kritik bersumber dari 
retorika agama yang menggunakan kata 
kunci seperti ‘kesopanan’ dan 
‘kehormatan’.

Tentu saja, meski kehormatan (atau izzat) 
konon bertumpu pada pundak perempuan, 
hal tersebut nyatanya tidak ada 
hubungannya dengan perempuan. 
Membahas kehormatan berarti membahas 
para pria — ayah, saudara laki-laki dan 
suami — yang menempatkan kehormatan 
mereka dalam tubuh putri dan saudara 
perempuan, serta istri mereka, dan 
memberikan tanggung jawab kepada para 
perempuan untuk mempertahankan 
kehormatan tersebut melalui tindakan 
mereka. Dengan berpawai dan membuat 
slogan seperti yang kami lakukan, kami 
dianggap membawa aib bagi para laki-laki 
dan keluarga kami.

Harus ada yang dilakukan untuk 
mengembalikan kita (perempuan) ke 
tempat yang ‘semestinya,’ katanya. Para 
ulama mengeluarkan fatwa menentang 
Pawai, dan Majelis Nasional Khyber 
Paktunkhwa mengeluarkan resolusi yang 
mengutuk pawai sebagai “bentuk 
pengaruh buruk dari nilai-nilai Barat”. 
Sementara itu, penyelenggara pawai 
diundang di setiap acara berita arus utama 
untuk membela dan menjelaskan posisi 
mereka. Namun, tak ada yang bisa 
memadamkan kebencian dan fitnah yang 
diarahkan kepada para perempuan: media 
sosial dipenuhi dengan pelecehan, dan 
beberapa penyelenggara Pawai dibuntuti, 
diancam akan dibunuh serta diperkosa.

Dalam masyarakat yang menempatkan 
kehormatan laki-laki di mimbar tertinggi, 
konsekuensi dari mencela kehormatan 
adalah kekerasan. Di seluruh belahan 
dunia, perempuan dibunuh atas nama 
kehormatan, dan Pakistan adalah salah 
satu dari sedikit negara di dunia yang 
melegitimasinya melalui bahasa: 
pembunuhan demi kehormatan - atau karo 

8kari  - adalah pembunuhan yang dilakukan 
di dalam keluarga, yang seringkali 
dilakukan oleh beberapa anggota keluarga 
secara bersama-sama untuk menghukum 
seorang perempuan karena telah 
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mempermalukan komunitasnya. Biasanya 
rasa malu ini dikaitkan dengan 
pelanggaran seksual — kabur dengan 
kekasih, menolak untuk menikah, dan 
menunjukkan otonomi tubuhnya. Landasan 
dari praktik keji ini adalah keyakinan 
bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh 
perempuan yang seperti itu untuk 
menebus kejahatannya; satu-satunya hal 
yang dapat menebus kejahatannya adalah 
kematian.

Selama ini, pelaku pembunuhan demi 
kehormatan diampuni dengan mudah. 
Karena hal karo kari dikategorikan sebagai 
"kejahatan nafsu (crimes of passion)," 
mereka tidak diadili sebagaimana kasus 
pembunuhan biasa. Siapa pun yang terkait 
dengan almarhum (dan karena itu juga 
terkait dengan pelaku) dapat memaafkan 
si pembunuh. Pada bulan Oktober 2016, 
parlemen Pakistan mengesahkan hukum 
anti pembunuhan demi kehormatan, 
memberikan hukuman yang lebih keras 
kepada pelaku, serta menghapus celah 
yang memungkinkan mereka untuk 
diampuni.

Dalam masyarakat yang 
menempatkan kehormatan laki-laki 
di mimbar tertinggi, konsekuensi 
dari mencela kehormatan adalah 
kekerasan. Di seluruh belahan 
dunia, perempuan dibunuh atas 
nama kehormatan, dan Pakistan 
adalah salah satu dari sedikit 
negara di dunia yang 
melegitimasinya melalui bahasa.
Meski begitu, statistik menunjukkan pola-
pola yang mengkhawatirkan. Pada tahun 

92015, lebih dari 1.000 perempuan  dibunuh 
atas nama kehormatan di Pakistan. Tahun 
berikutnya, sesaat sebelum hukum 
disahkan, kita melihat pembunuhan yang 
mengerikan terhadap bintang pop media 
sosial Qandeel Baloch, yang dibius dan 
dicekik sampai mati oleh saudara laki-
lakinya, karena membuat video yang 
"memalukan" dan cabul. Dalam video 
tersebut, Ia berpakaian minim dan menari 
dengan sugestif di depan kamera. Di tahun 
yang sama, seorang wanita di Sargodha 
dibunuh oleh suaminya karena menyajikan 

10makanan dingin.  Dua tahun lalu, Khadeeja 
Siddique ditikam 23 kali oleh seorang laki-

11laki  — di tengah hari, di depan umum — 

karena menolak untuk didekati. Bulan ini, 
tepat setahun lalu, seorang laki-laki 
mendorong pengantin barunya ke dalam 

12selokan karena memiliki "sifat buruk".

Ini hanyalah kasus-kasus yang terliput 
berita. Setiap hari, artikel tentang 
perempuan yang dibunuh, ditikam, atau 
dicederai oleh laki-laki yang mereka 

13percayai muncul di koran.  Meskipun 
umumnya kasus pembunuhan ini terkait 
dengan kemerdekaan seksual (yang 
diekspresikan oleh sang perempuan), 
banyak dari kasus ini yang juga terkait 
dengan penolakan perempuan untuk 
mematuhi ekspektasi gender yang 
disodorkan kepada mereka, terutama di 
ruang-ruang domestik.

Meskipun umumnya kasus 
pembunuhan ini terkait dengan 
kemerdekaan seksual (yang 
diekspresikan oleh sang 
perempuan), banyak dari kasus ini 
yang juga terkait dengan 
penolakan perempuan untuk 
mematuhi ekspektasi gender yang 
disodorkan kepada mereka, 
terutama di ruang-ruang domestik. 
Hal inilah yang disinggung oleh 
poster-poster "vulgar" di Aurat 
March. Pesannya sama: kami tidak 
akan mengizinkan kalian 
menempatkan kehormatan kalian 
di tubuh kami. Tubuh kami, 
seksualitas kami, hidup kami, 
adalah milik kami.   
Hal inilah yang disinggung oleh poster-
poster "vulgar" di Aurat March. Pesannya 
sama: kami tidak akan mengizinkan kalian 
menempatkan kehormatan kalian di tubuh 
kami. Tubuh kami, seksualitas kami, hidup 
kami, adalah milik kami.
Tetapi, menyerukan hal ini dengan lantang 
sama saja dengan mendeklarasikan diri 
sebagai perempuan yang tidak ingin 
mematuhi kontrak sosial, yang kemudian 
menjadi alat pembenaran bagi mereka 
yang ingin melakukan kekerasan terhadap 
kita, terhadap perempuan. Ironisnya: 
dalam upaya menolak kendali atas tubuh 
kita, kita justru ditundukkan pada kendali 
yang lebih besar. Kemarahan terhadap 
poster Aurat March dan ancaman bahaya 

serta pembunuhan, mengungkap tabir 
penindasan yang ingin dibongkar oleh 
gerakan perempuan Pakistan. Para 
pencela Aurat March mungkin mengira 
mereka mengartikulasikan nilai-nilai 
mereka, tetapi dalam upaya mereka untuk 
mengirim kita kembali ke posisi yang kita 
inginkan untuk bebas darinya — posisi di 
mana laki-laki bisa memutuskan apa yang 
terjadi pada kita dan tubuh kita — mereka 
telah mengekspos diri mereka lebih jauh. 
Kemunafikan mereka membantu kita 
untuk membenarkan dan memperkuat 
perjuangan kita: tidak mengherankan jika 
Pawai tahun depan akan lebih besar, 
dengan ribuan perempuan lain yang ikut 
turun ke jalan. Bersama-sama, kita akan 
ingatkan mereka (laki-laki) bahwa kendali 
mereka atas tubuh kita telah melemah.

Tidak ada yang baru tentang tanggapan 
tersebut. Keluhuran tradisi dan budaya 
sudah biasa digunakan untuk 
mengendalikan perempuan. Pada tahun 
80-an, Pakistan melegalkan hal ini di 
bawah pemerintahan presiden diktator 
Jenderal Zia-ul-Haq. Untuk membawa 
negara lebih dekat ke arah apa yang 
dianggapnya sebagai nilai-nilai Islam sejati, 
ia memperkenalkan serangkaian 
perundang-undangan anti-perempuan 

4berbasis Syariah.  Di antaranya adalah 
Ordonansi Zinah yang kejam, yang 
merancukan perkosaan dengan 
perzinahan. Keduanya disetarakan di mata 
hukum, yang berarti bahwa perempuan 
tidak dapat melaporkan kekerasan seksual 
tanpa mereka sendiri dihukum. Jika 
mereka tidak mampu menghadirkan empat 
saksi laki-laki untuk membuktikan bahwa 
perkosaan terjadi, mereka akan dihukum 
cambuk di depan umum, atau dirajam.

Tubuh perempuan menjadi medan 
pertempuran untuk kecemasan 
beragama laki-laki. Hal ini terbukti 
melalui kondisi kesehatan dan 
pendidikan perempuan Pakistan 
yang memprihatinkan, yang 
merupakan akibat langsung dari 
campur tangan ulama yang 
mencurigai pendidikan dan ilmu 
pengetahuan Barat.
Sementara gerakan perempuan Pakistan 
telah berhasil membalikkan beberapa 
pasal dari hukum regresif ini, dan 
memperkenalkan konsep keamanan 
hukum yang lebih luas bagi perempuan, 
konservatisme agama yang ditanamkan 
dan divalidasi pada masa Zia tetap berakar 
kuat pada sistem nilai di Pakistan. Tubuh 
perempuan menjadi medan pertempuran 
untuk kecemasan beragama laki-laki. Hal 
ini terbukti melalui kondisi kesehatan dan 
pendidikan perempuan yang 

5memprihatinkan,  yang merupakan akibat 
langsung dari campur tangan ulama yang 
mencurigai pendidikan dan ilmu 
pengetahuan Barat; dalam praktik 

6perkawinan anak,  yang dibela atas nama 
budaya; dalam perlakuan terhadap para 
janda dan perempuan lajang, yang 
hidupnya tidak berarti apa-apa jika mereka 
tidak bisa menjadi milik pria tertentu; 
dalam kecenderungan untuk menyalahkan 
korban pada kasus kekerasan seksual; dan 

dalam bagaimana mereka berupaya 
membungkam Aurat March, untuk 
melanggengkan praktik-praktik yang 
dikritik oleh Aurat March. 

Perempuan diawasi dengan ketat dan 
diseksualisasikan dalam kehidupan sehari-
hari mereka. Inti dari semua ini adalah 
terlepas dari apapun hukum yang berlaku, 
tubuh perempuan tidak akan pernah 
menjadi milik perempuan itu sendiri. 
Selama tiga minggu setelah Pawai tahun 
ini, media Pakistan tidak henti-hentinya 
memberitakan hal ini. Urusan mendesak 
lainnya diredupkan ke belakang, 
sementara setiap pembawa berita dan 
acara pagi ingin membahas pertanyaan-
pertanyaan yang sama: Haruskah Pawai 
dikutuk? Seberapa jauh? Mengapa 
perempuan tidak membicarakan masalah 
nyata seperti kesehatan dan pendidikan 
serta warisan?

Penyebab kemarahan terbesar: poster. 
Poster yang kami bawa dalam Pawai, 
bahasa yang tidak sopan dan tuntutan 
yang tidak masuk akal. Para pencela kami 
tidak menyasar maksud dan tujuan dari 
Pawai itu sendiri, mereka hanya prihatin — 
bukan, murka — oleh kekasaran dan 
ketidaksopanan poster-poster ini. Inilah isi 
poster-poster yang membuat mereka 

7gelisah dan terjaga di malam hari:

"Akeli Awaara Azaad" (secara longgar 
diterjemahkan menjadi 'Sendirian, Tak 
Terikat, Bebas')
"Tubuhku, keputusanku" 
"Bagaimana aku tahu di mana kaus 
kakimu?" 
"Panaskan makananmu sendiri."
"Jangan kirimi saya foto penismu." 

"Lihat, saya duduk dengan benar 
sekarang." (disertai dengan ilustrasi 
seorang gadis yang duduk dengan kaki 
terbuka lebar, bukannya disilangkan atau 
dirapatkan dengan rapi seperti yang biasa 
dilakukan gadis Muslim yang baik)

Perempuan diawasi dengan ketat 
dan diseksualisasikan dalam 
kehidupan sehari-hari mereka. Inti 
dari semua ini adalah terlepas dari 
apapun hukum yang berlaku, 
tubuh perempuan tidak akan 
pernah menjadi milik perempuan 
itu sendiri. 

Poster-poster yang lucu, tidak sopan, dan 
jenaka inilah yang kemudian memancing 
kemarahan besar. Perempuan Muslim 
yang menghormati dirinya sendiri tidak 
akan berbicara seperti ini, katanya. 
Sebagian besar kritik bersumber dari 
retorika agama yang menggunakan kata 
kunci seperti ‘kesopanan’ dan 
‘kehormatan’.

Tentu saja, meski kehormatan (atau izzat) 
konon bertumpu pada pundak perempuan, 
hal tersebut nyatanya tidak ada 
hubungannya dengan perempuan. 
Membahas kehormatan berarti membahas 
para pria — ayah, saudara laki-laki dan 
suami — yang menempatkan kehormatan 
mereka dalam tubuh putri dan saudara 
perempuan, serta istri mereka, dan 
memberikan tanggung jawab kepada para 
perempuan untuk mempertahankan 
kehormatan tersebut melalui tindakan 
mereka. Dengan berpawai dan membuat 
slogan seperti yang kami lakukan, kami 
dianggap membawa aib bagi para laki-laki 
dan keluarga kami.

Harus ada yang dilakukan untuk 
mengembalikan kita (perempuan) ke 
tempat yang ‘semestinya,’ katanya. Para 
ulama mengeluarkan fatwa menentang 
Pawai, dan Majelis Nasional Khyber 
Paktunkhwa mengeluarkan resolusi yang 
mengutuk pawai sebagai “bentuk 
pengaruh buruk dari nilai-nilai Barat”. 
Sementara itu, penyelenggara pawai 
diundang di setiap acara berita arus utama 
untuk membela dan menjelaskan posisi 
mereka. Namun, tak ada yang bisa 
memadamkan kebencian dan fitnah yang 
diarahkan kepada para perempuan: media 
sosial dipenuhi dengan pelecehan, dan 
beberapa penyelenggara Pawai dibuntuti, 
diancam akan dibunuh serta diperkosa.

Dalam masyarakat yang menempatkan 
kehormatan laki-laki di mimbar tertinggi, 
konsekuensi dari mencela kehormatan 
adalah kekerasan. Di seluruh belahan 
dunia, perempuan dibunuh atas nama 
kehormatan, dan Pakistan adalah salah 
satu dari sedikit negara di dunia yang 
melegitimasinya melalui bahasa: 
pembunuhan demi kehormatan - atau karo 

8kari  - adalah pembunuhan yang dilakukan 
di dalam keluarga, yang seringkali 
dilakukan oleh beberapa anggota keluarga 
secara bersama-sama untuk menghukum 
seorang perempuan karena telah 
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dan mengecap program tersebut sebagai 
program yang mempromosikan aktivitas 

9seksual.  Hal ini mengakibatkan 
keheningan seputar isu seksualitas, yang 
selanjutnya memperparah tabu, dan 
membuat penyediaan SRHR dalam bentuk 
apapun menghadapi tantangan yang 
sangat besar. Budaya diam dan stigma 
seputar CSE seringkali dilindungi dan  
didorong oleh sistem patriarki yang marak 
di wilayah tersebut. Kontrol atas 
seksualitas dan tubuh, perkawinan dini 
dan kehamilan dini merupakan implikasi 
dari sistem tersebut. Menghubungkan 
seksualitas anak perempuan dan perilaku 
terkait dengan kehormatan keluarga juga 

9berakar dari mentalitas patriarki.  Bentuk 
kontrol ini bertentangan dengan 
pendekatan berbasis hak dan responsif 
gender yang dipromosikan oleh CSE.

Satu hambatan CSE lain yang signifikan 
adalah gagasan bahwa remaja tidak 
memerlukan diskusi seputar SRHR. Di 
kawasan Asia Selatan, pemberian 
informasi dan wacana seputar seks dan 
seksualitas kepada remaja yang belum 

9menikah dianggap tabu.  Hal ini bersumber 
dari anggapan bahwa remaja tidak boleh 
aktif secara seksual sampai dia menikah. 
Selain itu, seksualitas masih dipersepsikan 
dalam kerangka biner laki-laki dan 
perempuan, sehingga mengabaikan 
seluruh rangkaian identitas yang berada di 
luar spektrum biner ini. Meskipun 
kebijakan dan reformasi hukum di 
kawasan Asia Selatan tampak progresif 
dalam hal ini, pemahaman gender yang 
dapat diterima masih sangat biner.

Apalagi, di hampir seluruh wilayah Asia 
Selatan, pengaruh agama dan penafsiran 
teks agama secara sepihak sangat 
memengaruhi kebijakan dan norma sosial 
budaya masyarakat. Agama terkait erat 
dengan politik dan budaya di negara-
negara ini. Contohnya Ordinansi Hudud 
1979 di Pakistan dan dua dekade advokasi 
sesudahnya untuk menciptakan batasan 
perbedaan yang jelas antara seks suka 

10sama suka dan perkosaan.  Karena hukum 
tersebut pada dasarnya misoginis,  
perempuan akan  tetap dihukum atas 
tindak pidana perzinahan, bahkan jika 
mereka melaporkan kasus perkosaan, 
'karena laporan mereka dianggap sebagai 

11pengakuan (perzinahan).'  Penafsiran 

sepihak tentang agama dan teks agama 
menentang konsep pendekatan berbasis 
hak dan tidak menyisakan ruang untuk 
implementasi CSE. Interpretasi konservatif 
agama dapat berimplikasi negatif terhadap 
isu-isu seputar usia perkawinan, hak anak 
perempuan dan perempuan ketika mereka 
sedang menstruasi, hukum diskriminatif 
gender, norma seputar perkawinan dan 
perkosaan, perwalian dan otoritas laki-
laki, pembunuhan demi kehormatan, 
aborsi, kontrasepsi dan kekerasan dalam 

11rumah tangga.

Seksualitas masih dipersepsikan 
dalam kerangka biner laki-laki 
dan perempuan sehingga 
mengabaikan seluruh rangkaian 
identitas yang berada di luar 
spektrum biner ini. Meskipun 
kebijakan dan reformasi hukum 
di kawasan Asia Selatan tampak 
progresif dalam hal ini, 
pemahaman gender yang dapat 
diterima masih sangat biner. 

Signifikansi Remaja yang Mengakses 
CSE di Asia Selatan - Beberapa Contoh. 
Untuk mengatasi kesenjangan informasi, 
CSE menjadi sarana untuk tidak hanya 
membekali remaja dengan pengetahuan, 
tetapi juga menanamkan 'keterampilan 
hidup (life skills) yang penting, serta 
mengembangkan sikap dan nilai yang 

12positif.'  Ada berbagai contoh dari tempat-
tempat lain, yang menyoroti fakta bahwa 
ketika diberikan kesempatan yang tepat 
untuk mengakses pengetahuan, layanan 
dan dukungan terkait seksualitas, remaja 
bisa menjadi agen perubahan sosial yang 
kuat.

Amit Timilsina, yang mengepalai 
organisasi pemuda di Nepal, memuji 
implementasi CSE di bawah program 
Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja 
Nasional di Nepal dengan berkomentar 
bahwa 'remaja malu bertanya dan belajar 
tentang kesehatan seksual dan reproduksi 
di kelas, dan mereka tidak selalu 
mendapat dukungan di rumah untuk 
mencari informasi dan layanan yang 

13mereka butuhkan.'  Seorang siswi kelas 10 

di salah satu sekolah di Pakistan mengakui 
bahwa LSBE telah membantunya 
memahami semua kebingungan dan 
kesalahpahaman tentang pubertas. Dia 
sekarang menolak mitos untuk tidak 
mandi dan tidak makan beberapa 

14makanan tertentu selama menstruasi.  
Sebuah laporan tinjauan CSE di 
Bangladesh juga menyoroti pentingnya 
pemberian CSE kepada remaja Bangladesh 
untuk memfasilitasi mereka dalam 
menjaga kesehatan dan kesejahteraan 
secara keseluruhan.

Rekomendasi

Ada kebutuhan berkelanjutan untuk 
mengatasi resistensi dan bahaya yang 
diderita kaum muda Asia Selatan sebagai 
akibat dari kurangnya CSE. Berikut ini 
adalah beberapa rekomendasi yang dapat 
dilakukan ke depannya:

1. Ada kebutuhan untuk mengembangkan 
narasi pendekatan berbasis hak dan 
intervensi yang berpusat pada manusia 
untuk menanggapi interpretasi sepihak 
terhadap nilai-nilai agama dan kitab 
suci agama yang bertentangan dengan 
ketentuan CSE.

2. Penting untuk bekerja secara langsung 
dengan remaja dan aliansi remaja 
nasional/regional agar mereka sendiri 
mengajukan keperluan mereka akan 
SRHR. Hal ini akan membantu 
membuka lebih banyak dialog berbasis 
hak asasi manusia untuk melawan 
ideologi sayap kanan dan pembatasan 
mereka terhadap penyediaan CSE.

3. Karena negara-negara di kawasan Asia 
Selatan menghadapi kendala serupa, 
maka mereka harus saling berbagi 
praktik baik dan membuat preseden 
untuk menginspirasi satu sama lain.

4. Penting untuk mulai meninjau isi 
kurikulum nasional, baik untuk sekolah 
dasar maupun menengah dan 
menunjukkan kepada pemerintah 
kurangnya ketersediaan konten CSE.

5. Strategi harus dirancang untuk 
mengutamakan tekanan nasional, 
regional dan internasional kepada 
pemerintah untuk menjadikan CSE 
sebagai mata pelajaran wajib di sekolah 
dengan menekankan implementasi CSE 
sebagai kebutuhan mendesak.

Profil Seksualitas, Kesehatan dan Hak 
Remaja di Asia Selatan: Tinjauan 
Umum. Asia Selatan adalah rumah bagi 
sekitar 282 juta remaja, hampir setengah 
dari total populasi remaja di seluruh 

1dunia.  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
mendefinisikan remaja sebagai kaum muda 
berusia 10-19 tahun. Di Asia Selatan, 
kelompok usia ini mencakup lebih dari 

1seperlima populasi total wilayah.  
Besarnya jumlah anak muda, yang belum 
pernah terjadi sebelumnya ini, harus 
dilihat melalui kacamata keberagaman: 
bahwa anak muda adalah kelompok yang 
beragam, yang terpapar dan mengalami 
perubahan skenario politik, budaya, serta 
sosial-ekonomi. Skenario transformasi ini 
memiliki implikasi besar dalam hal 
pendidikan remaja, kesehatan dan hak-hak 
lainnya seperti usia perkawinan, 
pekerjaan, dll. Misalnya, perubahan 
ideologi politik dan situasi ekonomi global 
akan memengaruhi perumusan anggaran 
dan kebijakan mengenai kesehatan dan 
pendidikan remaja. Pemberian informasi 
dan keterampilan yang akurat mengenai 
Hak dan Kesehatan Seksual dan 
Reproduksi (SRHR) selama masa remaja 
adalah sesuatu yang harus diprioritaskan.

Statistik dari kawasan Asia Selatan 
menunjukkan kebutuhan mendesak untuk 
mengekspos remaja pada seperangkat 
keterampilan dan pengetahuan, yang 
dapat mempersiapkan mereka untuk 
membuat keputusan yang tepat tentang 
masa depan mereka. Misalnya, meskipun 
usia resmi perkawinan di Nepal adalah 20 
tahun, menurut survei pada tahun 2014, 
48% wanita berusia antara 20-49 tahun 

2menikah pada usia 18 tahun.  Di 
Bangladesh, 52% anak perempuan 
menikah pada usia 18 tahun, dan 18% 
menikah pada usia 15 tahun. Sebagian 
besar program kesehatan di Bangladesh 
tidak berfokus pada kesehatan dan 

3kesejahteraan seksual.  Fakta-fakta 
kesehatan reproduksi Pakistan juga 
menunjukkan kemajuan yang perlahan dan 

tidak memadai dengan indikator 
tradisional seperti rasio kematian ibu 
(140/100.000) dan kematian bayi 
(74/100.000) yang masih tetap tinggi. 
Pakistan juga masih tertinggal dalam hal 
pembangunan berbasis gender, karena 
21% anak perempuan Pakistan masih 

4menikah sebelum usia 18 tahun.

Dari segi peraturan perundang-
undangan, belum ada acuan 
langsung terkait penyediaan 
informasi dan layanan SRHR 
yang komprehensif bagi remaja 
di wilayah tersebut. Namun, ada 
ketentuan tidak langsung, yang 
jika diterapkan, harus melalui 
lika-liku dan penyesuaian yang 
tidak perlu. 

Dari segi peraturan perundang-undangan, 
belum ada acuan langsung terkait 
penyediaan informasi dan layanan SRHR 
yang komprehensif bagi remaja di wilayah 
tersebut. Namun, ada ketentuan tidak 
langsung, yang jika diterapkan, harus 
melalui lika-liku dan penyesuaian yang 
tidak perlu. Misalnya, kurikulum Program 
Pendidikan Remaja di India dilarang 
karena diprotes oleh orang tua dan guru, 
ketika diperkenalkan oleh Kementerian 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(MHRD) pada tahun 2007, namun 
kemudian diluncurkan kembali dalam 
program kemitraan bersama UNFPA pada 
tahun 2009. Namun, meskipun hal ini 
adalah satu-satunya intervensi pemerintah 
yang dilembagakan terkait kesehatan 
remaja dalam sistem pendidikan, program 
ini tidak mencakup topik seperti identitas 

5gender dan keragaman seksual.

Oleh karena itu, terlepas dari keragaman 
remaja di wilayah ini, terdapat kesamaan 
isu, hak seksual dan reproduksi harus 

menjadi perhatian. Sayangnya, 
implementasi hak-hak ini di wilayah 
tersebut menghadapi banyak tantangan, 
termasuk tradisi agama dan faktor sosial 
budaya, peran dan praktik gender yang 
telah mengakar, serta ideologi politik dan 
norma moral seputar perilaku seksual dan 

6seksualitas.  Penting untuk memahami 
Kesehatan Seksual dan Reproduksi (SRH) 
sebagai konsep komprehensif yang 
mencakup 'dimensi kesejahteraan fisik, 
emosional, mental dan sosial dalam 
kaitannya dengan seksualitas' dan tidak 
terbatas pada 'tidak adanya penyakit, 

7disfungsi atau kondisi-kondisi tertentu.'

Kerentanan remaja, termasuk LGBTQI+ 
dalam hal SRHR menuntut penyediaan 
segera informasi dan keterampilan yang 
komprehensif. Pendidikan Seksualitas 
Komprehensif (CSE) mensyaratkan 
pendekatan hak asasi manusia dan 
bermaksud untuk memberikan informasi 
berdasarkan fakta yang disesuaikan 
dengan usia penerima materi seputar 
topik seperti norma gender, dinamika 

8kekuasaan, kekerasan dan pubertas.  
Namun demikian, ada sejumlah elemen 
dan aktor yang menghambat penyediaan 
CSE di kawasan Asia Selatan. Mereka 
sebagian besar mewakili ideologi sosial 
budaya dan agama yang membangun 
narasi untuk menentang pemberian CSE 
kepada remaja.

Unsur-Unsur dan Aktor-Aktor yang 
Menghambat Hak Remaja atas CSE. 
Diskusi seputar seksualitas kerap 
diselimuti rasa malu dan stigma. 
Akibatnya, remaja kurang menerima 
informasi SRHR di rumah dan dihalangi 
untuk membicarakan masalah yang 
berkaitan dengan tubuh dan seksualitas 
mereka. Demikian pula dengan program 
pendidikan SRHR, seperti program 
Pendidikan Berbasis Life Skills (LSBE) 
yang dilaksanakan oleh pemerintah 
provinsi di Pakistan, yang kerap dilarang 
karena pemerintah sering ‘kebingungan’ 
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dan mengecap program tersebut sebagai 
program yang mempromosikan aktivitas 

9seksual.  Hal ini mengakibatkan 
keheningan seputar isu seksualitas, yang 
selanjutnya memperparah tabu, dan 
membuat penyediaan SRHR dalam bentuk 
apapun menghadapi tantangan yang 
sangat besar. Budaya diam dan stigma 
seputar CSE seringkali dilindungi dan  
didorong oleh sistem patriarki yang marak 
di wilayah tersebut. Kontrol atas 
seksualitas dan tubuh, perkawinan dini 
dan kehamilan dini merupakan implikasi 
dari sistem tersebut. Menghubungkan 
seksualitas anak perempuan dan perilaku 
terkait dengan kehormatan keluarga juga 

9berakar dari mentalitas patriarki.  Bentuk 
kontrol ini bertentangan dengan 
pendekatan berbasis hak dan responsif 
gender yang dipromosikan oleh CSE.

Satu hambatan CSE lain yang signifikan 
adalah gagasan bahwa remaja tidak 
memerlukan diskusi seputar SRHR. Di 
kawasan Asia Selatan, pemberian 
informasi dan wacana seputar seks dan 
seksualitas kepada remaja yang belum 

9menikah dianggap tabu.  Hal ini bersumber 
dari anggapan bahwa remaja tidak boleh 
aktif secara seksual sampai dia menikah. 
Selain itu, seksualitas masih dipersepsikan 
dalam kerangka biner laki-laki dan 
perempuan, sehingga mengabaikan 
seluruh rangkaian identitas yang berada di 
luar spektrum biner ini. Meskipun 
kebijakan dan reformasi hukum di 
kawasan Asia Selatan tampak progresif 
dalam hal ini, pemahaman gender yang 
dapat diterima masih sangat biner.

Apalagi, di hampir seluruh wilayah Asia 
Selatan, pengaruh agama dan penafsiran 
teks agama secara sepihak sangat 
memengaruhi kebijakan dan norma sosial 
budaya masyarakat. Agama terkait erat 
dengan politik dan budaya di negara-
negara ini. Contohnya Ordinansi Hudud 
1979 di Pakistan dan dua dekade advokasi 
sesudahnya untuk menciptakan batasan 
perbedaan yang jelas antara seks suka 

10sama suka dan perkosaan.  Karena hukum 
tersebut pada dasarnya misoginis,  
perempuan akan  tetap dihukum atas 
tindak pidana perzinahan, bahkan jika 
mereka melaporkan kasus perkosaan, 
'karena laporan mereka dianggap sebagai 

11pengakuan (perzinahan).'  Penafsiran 

sepihak tentang agama dan teks agama 
menentang konsep pendekatan berbasis 
hak dan tidak menyisakan ruang untuk 
implementasi CSE. Interpretasi konservatif 
agama dapat berimplikasi negatif terhadap 
isu-isu seputar usia perkawinan, hak anak 
perempuan dan perempuan ketika mereka 
sedang menstruasi, hukum diskriminatif 
gender, norma seputar perkawinan dan 
perkosaan, perwalian dan otoritas laki-
laki, pembunuhan demi kehormatan, 
aborsi, kontrasepsi dan kekerasan dalam 

11rumah tangga.

Seksualitas masih dipersepsikan 
dalam kerangka biner laki-laki 
dan perempuan sehingga 
mengabaikan seluruh rangkaian 
identitas yang berada di luar 
spektrum biner ini. Meskipun 
kebijakan dan reformasi hukum 
di kawasan Asia Selatan tampak 
progresif dalam hal ini, 
pemahaman gender yang dapat 
diterima masih sangat biner. 

Signifikansi Remaja yang Mengakses 
CSE di Asia Selatan - Beberapa Contoh. 
Untuk mengatasi kesenjangan informasi, 
CSE menjadi sarana untuk tidak hanya 
membekali remaja dengan pengetahuan, 
tetapi juga menanamkan 'keterampilan 
hidup (life skills) yang penting, serta 
mengembangkan sikap dan nilai yang 

12positif.'  Ada berbagai contoh dari tempat-
tempat lain, yang menyoroti fakta bahwa 
ketika diberikan kesempatan yang tepat 
untuk mengakses pengetahuan, layanan 
dan dukungan terkait seksualitas, remaja 
bisa menjadi agen perubahan sosial yang 
kuat.

Amit Timilsina, yang mengepalai 
organisasi pemuda di Nepal, memuji 
implementasi CSE di bawah program 
Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja 
Nasional di Nepal dengan berkomentar 
bahwa 'remaja malu bertanya dan belajar 
tentang kesehatan seksual dan reproduksi 
di kelas, dan mereka tidak selalu 
mendapat dukungan di rumah untuk 
mencari informasi dan layanan yang 

13mereka butuhkan.'  Seorang siswi kelas 10 

di salah satu sekolah di Pakistan mengakui 
bahwa LSBE telah membantunya 
memahami semua kebingungan dan 
kesalahpahaman tentang pubertas. Dia 
sekarang menolak mitos untuk tidak 
mandi dan tidak makan beberapa 

14makanan tertentu selama menstruasi.  
Sebuah laporan tinjauan CSE di 
Bangladesh juga menyoroti pentingnya 
pemberian CSE kepada remaja Bangladesh 
untuk memfasilitasi mereka dalam 
menjaga kesehatan dan kesejahteraan 
secara keseluruhan.

Rekomendasi

Ada kebutuhan berkelanjutan untuk 
mengatasi resistensi dan bahaya yang 
diderita kaum muda Asia Selatan sebagai 
akibat dari kurangnya CSE. Berikut ini 
adalah beberapa rekomendasi yang dapat 
dilakukan ke depannya:

1. Ada kebutuhan untuk mengembangkan 
narasi pendekatan berbasis hak dan 
intervensi yang berpusat pada manusia 
untuk menanggapi interpretasi sepihak 
terhadap nilai-nilai agama dan kitab 
suci agama yang bertentangan dengan 
ketentuan CSE.

2. Penting untuk bekerja secara langsung 
dengan remaja dan aliansi remaja 
nasional/regional agar mereka sendiri 
mengajukan keperluan mereka akan 
SRHR. Hal ini akan membantu 
membuka lebih banyak dialog berbasis 
hak asasi manusia untuk melawan 
ideologi sayap kanan dan pembatasan 
mereka terhadap penyediaan CSE.

3. Karena negara-negara di kawasan Asia 
Selatan menghadapi kendala serupa, 
maka mereka harus saling berbagi 
praktik baik dan membuat preseden 
untuk menginspirasi satu sama lain.

4. Penting untuk mulai meninjau isi 
kurikulum nasional, baik untuk sekolah 
dasar maupun menengah dan 
menunjukkan kepada pemerintah 
kurangnya ketersediaan konten CSE.

5. Strategi harus dirancang untuk 
mengutamakan tekanan nasional, 
regional dan internasional kepada 
pemerintah untuk menjadikan CSE 
sebagai mata pelajaran wajib di sekolah 
dengan menekankan implementasi CSE 
sebagai kebutuhan mendesak.

Profil Seksualitas, Kesehatan dan Hak 
Remaja di Asia Selatan: Tinjauan 
Umum. Asia Selatan adalah rumah bagi 
sekitar 282 juta remaja, hampir setengah 
dari total populasi remaja di seluruh 

1dunia.  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
mendefinisikan remaja sebagai kaum muda 
berusia 10-19 tahun. Di Asia Selatan, 
kelompok usia ini mencakup lebih dari 

1seperlima populasi total wilayah.  
Besarnya jumlah anak muda, yang belum 
pernah terjadi sebelumnya ini, harus 
dilihat melalui kacamata keberagaman: 
bahwa anak muda adalah kelompok yang 
beragam, yang terpapar dan mengalami 
perubahan skenario politik, budaya, serta 
sosial-ekonomi. Skenario transformasi ini 
memiliki implikasi besar dalam hal 
pendidikan remaja, kesehatan dan hak-hak 
lainnya seperti usia perkawinan, 
pekerjaan, dll. Misalnya, perubahan 
ideologi politik dan situasi ekonomi global 
akan memengaruhi perumusan anggaran 
dan kebijakan mengenai kesehatan dan 
pendidikan remaja. Pemberian informasi 
dan keterampilan yang akurat mengenai 
Hak dan Kesehatan Seksual dan 
Reproduksi (SRHR) selama masa remaja 
adalah sesuatu yang harus diprioritaskan.

Statistik dari kawasan Asia Selatan 
menunjukkan kebutuhan mendesak untuk 
mengekspos remaja pada seperangkat 
keterampilan dan pengetahuan, yang 
dapat mempersiapkan mereka untuk 
membuat keputusan yang tepat tentang 
masa depan mereka. Misalnya, meskipun 
usia resmi perkawinan di Nepal adalah 20 
tahun, menurut survei pada tahun 2014, 
48% wanita berusia antara 20-49 tahun 

2menikah pada usia 18 tahun.  Di 
Bangladesh, 52% anak perempuan 
menikah pada usia 18 tahun, dan 18% 
menikah pada usia 15 tahun. Sebagian 
besar program kesehatan di Bangladesh 
tidak berfokus pada kesehatan dan 

3kesejahteraan seksual.  Fakta-fakta 
kesehatan reproduksi Pakistan juga 
menunjukkan kemajuan yang perlahan dan 

tidak memadai dengan indikator 
tradisional seperti rasio kematian ibu 
(140/100.000) dan kematian bayi 
(74/100.000) yang masih tetap tinggi. 
Pakistan juga masih tertinggal dalam hal 
pembangunan berbasis gender, karena 
21% anak perempuan Pakistan masih 

4menikah sebelum usia 18 tahun.

Dari segi peraturan perundang-
undangan, belum ada acuan 
langsung terkait penyediaan 
informasi dan layanan SRHR 
yang komprehensif bagi remaja 
di wilayah tersebut. Namun, ada 
ketentuan tidak langsung, yang 
jika diterapkan, harus melalui 
lika-liku dan penyesuaian yang 
tidak perlu. 

Dari segi peraturan perundang-undangan, 
belum ada acuan langsung terkait 
penyediaan informasi dan layanan SRHR 
yang komprehensif bagi remaja di wilayah 
tersebut. Namun, ada ketentuan tidak 
langsung, yang jika diterapkan, harus 
melalui lika-liku dan penyesuaian yang 
tidak perlu. Misalnya, kurikulum Program 
Pendidikan Remaja di India dilarang 
karena diprotes oleh orang tua dan guru, 
ketika diperkenalkan oleh Kementerian 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(MHRD) pada tahun 2007, namun 
kemudian diluncurkan kembali dalam 
program kemitraan bersama UNFPA pada 
tahun 2009. Namun, meskipun hal ini 
adalah satu-satunya intervensi pemerintah 
yang dilembagakan terkait kesehatan 
remaja dalam sistem pendidikan, program 
ini tidak mencakup topik seperti identitas 

5gender dan keragaman seksual.

Oleh karena itu, terlepas dari keragaman 
remaja di wilayah ini, terdapat kesamaan 
isu, hak seksual dan reproduksi harus 

menjadi perhatian. Sayangnya, 
implementasi hak-hak ini di wilayah 
tersebut menghadapi banyak tantangan, 
termasuk tradisi agama dan faktor sosial 
budaya, peran dan praktik gender yang 
telah mengakar, serta ideologi politik dan 
norma moral seputar perilaku seksual dan 

6seksualitas.  Penting untuk memahami 
Kesehatan Seksual dan Reproduksi (SRH) 
sebagai konsep komprehensif yang 
mencakup 'dimensi kesejahteraan fisik, 
emosional, mental dan sosial dalam 
kaitannya dengan seksualitas' dan tidak 
terbatas pada 'tidak adanya penyakit, 

7disfungsi atau kondisi-kondisi tertentu.'

Kerentanan remaja, termasuk LGBTQI+ 
dalam hal SRHR menuntut penyediaan 
segera informasi dan keterampilan yang 
komprehensif. Pendidikan Seksualitas 
Komprehensif (CSE) mensyaratkan 
pendekatan hak asasi manusia dan 
bermaksud untuk memberikan informasi 
berdasarkan fakta yang disesuaikan 
dengan usia penerima materi seputar 
topik seperti norma gender, dinamika 

8kekuasaan, kekerasan dan pubertas.  
Namun demikian, ada sejumlah elemen 
dan aktor yang menghambat penyediaan 
CSE di kawasan Asia Selatan. Mereka 
sebagian besar mewakili ideologi sosial 
budaya dan agama yang membangun 
narasi untuk menentang pemberian CSE 
kepada remaja.

Unsur-Unsur dan Aktor-Aktor yang 
Menghambat Hak Remaja atas CSE. 
Diskusi seputar seksualitas kerap 
diselimuti rasa malu dan stigma. 
Akibatnya, remaja kurang menerima 
informasi SRHR di rumah dan dihalangi 
untuk membicarakan masalah yang 
berkaitan dengan tubuh dan seksualitas 
mereka. Demikian pula dengan program 
pendidikan SRHR, seperti program 
Pendidikan Berbasis Life Skills (LSBE) 
yang dilaksanakan oleh pemerintah 
provinsi di Pakistan, yang kerap dilarang 
karena pemerintah sering ‘kebingungan’ 
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menggoncang wacana-wacana dominan 
yang selama ini menjadi dasar hierarki 
seksual normatif."

Tapi ruang ini semakin terancam. 
Misinformasi semakin mengurangi 
kredibilitas informasi daring, termasuk 
yang berkaitan dengan seksualitas. 
Informasi apa yang dapat Anda percayai? 
Perempuan penyandang disabilitas tidak 
dapat mengakses banyak situs yang 
fiturnya tidak ramah disabilitas, misalnya, 
perempuan yang sulit atau tidak dapat 
melihat. Dominasi penggunaan bahasa 
Inggris menjadi rintangan besar bagi para 
aktivis untuk berpartisipasi di ruang publik 
daring. Pelecehan dan kekerasan sering 
terjadi; komunitas pekerja seks dihina 
sehari-harinya melalui penggunaan istilah 
sayap kanan, 'prestitute' (sengaja 
digunakan sebagai penghinaan terhadap 
jurnalis). Platform pribadi masih belum 
cukup untuk mendetoksifikasi ruang media 
sosial, tempat pelecehan seksual berbasis 
gender mengalir seperti sungai yang 
membawa lumpur kebencian.

Terdapat pertanyaan yang lebih besar dan 
lebih dalam yang kemudian muncul. 
Bagaimana kita menangani kebocoran data 
— atau cara-cara licik ketika aktivitas 
daring sehari-hari dan aktivisme daring 
kita diubah menjadi Big Data untuk 
mendapatkan keuntungan? Bagaimana kita 
menangani pemata-mataan data, atau 
penggunaan data untuk pengawasan oleh 
mesin? Bagaimana kita menciptakan rasa 
memiliki — sehingga individu dan 
komunitas yang melintasi kesenjangan 
digital dapat terlibat dalam ruang-ruang ini 
dengan cara mereka sendiri, tanpa merasa 
seperti orang yang tersasar?

Tidak ada resep ajaib untuk Internet 
inklusif; untuk membangunnya, kita harus 
menanamkan teknologi berjaringan 
dengan prinsip-prinsip dasar feminis— 
otonomi, kemandirian, integritas tubuh, 
persetujuan, ekspresi, privasi, hak, dan 
keamanan. Mari ciptakan wadah yang kita 
butuhkan untuk aktivisme hak seksual kita: 
ruang yang nyaman, dimiliki bersama dan 
menyenangkan.

Kinky Universe (KU) adalah tempat 
sebagian besar dari kami di Kolektif Kinky, 
sebuah kelompok yang berupaya untuk 
meningkatkan kesadaran tentang kink dan 
membangun komunitas, bertemu dengan 
satu sama lain. Di situlah kami 
menjalankan grup daring untuk komunitas, 
di situlah kami bertemu teman, mitra 
‘bermain’, kekasih, dan bahkan pasangan 
hidup, di situlah kami melihat foto orang 
lain dan mengunggah foto kami sendiri 
(dengan tidak menunjukkan wajah, 
tentunya kami menggunakan kreativitas 
kami), tempat kami mengumumkan 
informasi tentang acara luring (penting 
untuk komunitas dan pengembangan 
keterampilan juga) dan tempat kami 
berdiskusi secara intens tentang berbagai 
tema mulai dari kata aman hingga manfaat 
atau bahaya aktivisme dalam komunitas 
kink. Ketakutan bahwa pemerintah 
mungkin melarang Kinky Universe, julukan 
untuk Facebooknya para ‘kinky’, sebagai 
bagian dari upaya melawan pornografi 
yang gencar belakangan ini, untungnya 
tidak berdasar. Bukan berarti KU adalah 
situs porno, tetapi jika penguasa (secara 
keliru) menganggapnya demikian, 
implikasinya akan demikian.

Salah satu ketakutan kita bersama adalah 
bahwa aktivisme akan "mengekspos" atau 
“melela (outing)” KU, yang merupakan 
satu-satunya tempat kita dapat 
mengekspresikan keinginan, perasaan, 
dan pandangan terkait kink, melalui 
anonimitas yang dimungkinkan oleh ruang 
online. Ketakutan KU akan "dilela" terkait 
dengan ketakutan bahwa secara pribadi, 
kita juga akan dipaksa “melela”. 
Konteksnya adalah, meskipun orang-orang 
mulai berbicara mengenai BDSM 
(setidaknya karena Fifty Shades of Grey 

yang sebenarnya merupakan karya yang 
sangat buruk), BDSM, sebaik-baiknya 
dianggap sebagai hal yang aneh dan 
seburuk-buruknya dianggap sebagai 
bentuk penganiayaan. Karena komunitas 
ini takut bahwa KU akan dilela, ketika kami 
sebagai anggota Kolektif Kinky (ada 15 
dari kami di berbagai kota di India) 
membuat presentasi, mengadakan 
lokakarya untuk mereka yang berada di 
luar komunitas, berbicara dengan media, 
atau menulis seperti yang kami lakukan 
sekarang, kami tidak 'mengungkapkan' 
nama asli situs daring kami. Cara lain kami 
menjangkau mereka yang berada di luar 
komunitas BDSM adalah melalui blog dan 
situs serta berbagai platform media sosial. 
Bahkan ketika komunitas kita 'hanya' 
berbagi meme (sulit untuk membagi waktu 
antara pekerjaan dan aktivisme), hal ini 
merupakan bukti keberadaan sebuah 
komunitas dan anggota komunitas yang 
ingin saling berhubungan.

Salah satu ketakutannya adalah 
bahwa aktivisme akan "melela" 
KU, yang merupakan satu-
satunya tempat kita dapat 
mengekspresikan keinginan, 
perasaan, dan pandangan terkait 
kink, dalam  anonimitas yang 
dimungkinkan oleh ruang online.
Bagi kami sebagai anggota Kolektif Kinky, 
ruang daring adalah kunci untuk 
mengetahui bahwa bukan hanya kami 
orang yang memiliki ‘ketertarikan’ seperti 
ini. Bahkan sebelum KU, diskusi terkait hal 
ini (BDSM) dilakukan di Yahoo Group atau 
ruang chat. Bagi beberapa orang, ini 
bukan hanya tentang menemukan mereka 
yang memiliki ketertarikan sama di sekitar 
kita, tetapi menemukan (ketertarikan ini) 
di dalam diri kita sendiri. Mengapa saya 
tidak terangsang oleh film porno yang 
ditonton teman saya (yang menonton film 
tersebut tepat di sebelah saya, sebagai 
bagian dari tradisi umum anak laki-laki 
hetero India)? Mengapa saya terangsang 
oleh adegan di layar yang tidak pernah 
ada dalam fantasi saya? Beberapa dari 
kami menemukan hasrat kinky dari 
pornografi, dan kita semua mesti 
berterima kasih kepada Internet — untuk 
semua alasan di atas dan banyak hal-hal 
lainnya.

terlebih dahulu, dan baru kemudian 
mengakui keterbatasan ini? Dan seperti 
biasa, untuk menjawaba pertanyaan 
membingungkan seperti ini, saya meminta 
bantuan Google."

Kita memang belum sepenuhnya 
memahami hal ini, tetapi Internet telah 
menjadi ruang kritis di mana hak-hak 
seksual ditegaskan dengan berbagai cara 
setiap harinya: melalui penyediaan 
informasi (dari operasi penggantian 
kelamin hingga aborsi), layanan (aplikasi 
kalender menstruasi dan kencan), 
konseling (melalui aplikasi pesan), 
visibilitas (di seluruh media sosial), dan 
advokasi (dari hak queer hingga anti 
pelecehan seksual). Beberapa kampanye 
terbesar seputar hak-hak seksual - seperti 
#MeToo - tertanam kuat dalam teknologi 
jaringan, menghasilkan disrupsi dan 
ketidaknyamanan berskala besar. 
Menantang wacana arus utama seputar 
seksualitas - melalui kontra-narasi - adalah 
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dalam teknologi jaringan, 
menghasilkan disrupsi dan 
ketidaknyamanan berskala besar. 
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Misinformasi semakin 
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informasi daring, termasuk yang 
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Peneliti-aktivis Jac SM Kee mencatat 
bahwa wacana-wacana ini "menantang 
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hierarki seksual ... mempertanyakan 
standar legitimasi seksual yang ada, 
mengajukan pertanyaan yang lebih luas 
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menggoncang wacana-wacana dominan 
yang selama ini menjadi dasar hierarki 
seksual normatif."

Tapi ruang ini semakin terancam. 
Misinformasi semakin mengurangi 
kredibilitas informasi daring, termasuk 
yang berkaitan dengan seksualitas. 
Informasi apa yang dapat Anda percayai? 
Perempuan penyandang disabilitas tidak 
dapat mengakses banyak situs yang 
fiturnya tidak ramah disabilitas, misalnya, 
perempuan yang sulit atau tidak dapat 
melihat. Dominasi penggunaan bahasa 
Inggris menjadi rintangan besar bagi para 
aktivis untuk berpartisipasi di ruang publik 
daring. Pelecehan dan kekerasan sering 
terjadi; komunitas pekerja seks dihina 
sehari-harinya melalui penggunaan istilah 
sayap kanan, 'prestitute' (sengaja 
digunakan sebagai penghinaan terhadap 
jurnalis). Platform pribadi masih belum 
cukup untuk mendetoksifikasi ruang media 
sosial, tempat pelecehan seksual berbasis 
gender mengalir seperti sungai yang 
membawa lumpur kebencian.

Terdapat pertanyaan yang lebih besar dan 
lebih dalam yang kemudian muncul. 
Bagaimana kita menangani kebocoran data 
— atau cara-cara licik ketika aktivitas 
daring sehari-hari dan aktivisme daring 
kita diubah menjadi Big Data untuk 
mendapatkan keuntungan? Bagaimana kita 
menangani pemata-mataan data, atau 
penggunaan data untuk pengawasan oleh 
mesin? Bagaimana kita menciptakan rasa 
memiliki — sehingga individu dan 
komunitas yang melintasi kesenjangan 
digital dapat terlibat dalam ruang-ruang ini 
dengan cara mereka sendiri, tanpa merasa 
seperti orang yang tersasar?

Tidak ada resep ajaib untuk Internet 
inklusif; untuk membangunnya, kita harus 
menanamkan teknologi berjaringan 
dengan prinsip-prinsip dasar feminis— 
otonomi, kemandirian, integritas tubuh, 
persetujuan, ekspresi, privasi, hak, dan 
keamanan. Mari ciptakan wadah yang kita 
butuhkan untuk aktivisme hak seksual kita: 
ruang yang nyaman, dimiliki bersama dan 
menyenangkan.

Kinky Universe (KU) adalah tempat 
sebagian besar dari kami di Kolektif Kinky, 
sebuah kelompok yang berupaya untuk 
meningkatkan kesadaran tentang kink dan 
membangun komunitas, bertemu dengan 
satu sama lain. Di situlah kami 
menjalankan grup daring untuk komunitas, 
di situlah kami bertemu teman, mitra 
‘bermain’, kekasih, dan bahkan pasangan 
hidup, di situlah kami melihat foto orang 
lain dan mengunggah foto kami sendiri 
(dengan tidak menunjukkan wajah, 
tentunya kami menggunakan kreativitas 
kami), tempat kami mengumumkan 
informasi tentang acara luring (penting 
untuk komunitas dan pengembangan 
keterampilan juga) dan tempat kami 
berdiskusi secara intens tentang berbagai 
tema mulai dari kata aman hingga manfaat 
atau bahaya aktivisme dalam komunitas 
kink. Ketakutan bahwa pemerintah 
mungkin melarang Kinky Universe, julukan 
untuk Facebooknya para ‘kinky’, sebagai 
bagian dari upaya melawan pornografi 
yang gencar belakangan ini, untungnya 
tidak berdasar. Bukan berarti KU adalah 
situs porno, tetapi jika penguasa (secara 
keliru) menganggapnya demikian, 
implikasinya akan demikian.

Salah satu ketakutan kita bersama adalah 
bahwa aktivisme akan "mengekspos" atau 
“melela (outing)” KU, yang merupakan 
satu-satunya tempat kita dapat 
mengekspresikan keinginan, perasaan, 
dan pandangan terkait kink, melalui 
anonimitas yang dimungkinkan oleh ruang 
online. Ketakutan KU akan "dilela" terkait 
dengan ketakutan bahwa secara pribadi, 
kita juga akan dipaksa “melela”. 
Konteksnya adalah, meskipun orang-orang 
mulai berbicara mengenai BDSM 
(setidaknya karena Fifty Shades of Grey 

yang sebenarnya merupakan karya yang 
sangat buruk), BDSM, sebaik-baiknya 
dianggap sebagai hal yang aneh dan 
seburuk-buruknya dianggap sebagai 
bentuk penganiayaan. Karena komunitas 
ini takut bahwa KU akan dilela, ketika kami 
sebagai anggota Kolektif Kinky (ada 15 
dari kami di berbagai kota di India) 
membuat presentasi, mengadakan 
lokakarya untuk mereka yang berada di 
luar komunitas, berbicara dengan media, 
atau menulis seperti yang kami lakukan 
sekarang, kami tidak 'mengungkapkan' 
nama asli situs daring kami. Cara lain kami 
menjangkau mereka yang berada di luar 
komunitas BDSM adalah melalui blog dan 
situs serta berbagai platform media sosial. 
Bahkan ketika komunitas kita 'hanya' 
berbagi meme (sulit untuk membagi waktu 
antara pekerjaan dan aktivisme), hal ini 
merupakan bukti keberadaan sebuah 
komunitas dan anggota komunitas yang 
ingin saling berhubungan.

Salah satu ketakutannya adalah 
bahwa aktivisme akan "melela" 
KU, yang merupakan satu-
satunya tempat kita dapat 
mengekspresikan keinginan, 
perasaan, dan pandangan terkait 
kink, dalam  anonimitas yang 
dimungkinkan oleh ruang online.
Bagi kami sebagai anggota Kolektif Kinky, 
ruang daring adalah kunci untuk 
mengetahui bahwa bukan hanya kami 
orang yang memiliki ‘ketertarikan’ seperti 
ini. Bahkan sebelum KU, diskusi terkait hal 
ini (BDSM) dilakukan di Yahoo Group atau 
ruang chat. Bagi beberapa orang, ini 
bukan hanya tentang menemukan mereka 
yang memiliki ketertarikan sama di sekitar 
kita, tetapi menemukan (ketertarikan ini) 
di dalam diri kita sendiri. Mengapa saya 
tidak terangsang oleh film porno yang 
ditonton teman saya (yang menonton film 
tersebut tepat di sebelah saya, sebagai 
bagian dari tradisi umum anak laki-laki 
hetero India)? Mengapa saya terangsang 
oleh adegan di layar yang tidak pernah 
ada dalam fantasi saya? Beberapa dari 
kami menemukan hasrat kinky dari 
pornografi, dan kita semua mesti 
berterima kasih kepada Internet — untuk 
semua alasan di atas dan banyak hal-hal 
lainnya.

terlebih dahulu, dan baru kemudian 
mengakui keterbatasan ini? Dan seperti 
biasa, untuk menjawaba pertanyaan 
membingungkan seperti ini, saya meminta 
bantuan Google."

Kita memang belum sepenuhnya 
memahami hal ini, tetapi Internet telah 
menjadi ruang kritis di mana hak-hak 
seksual ditegaskan dengan berbagai cara 
setiap harinya: melalui penyediaan 
informasi (dari operasi penggantian 
kelamin hingga aborsi), layanan (aplikasi 
kalender menstruasi dan kencan), 
konseling (melalui aplikasi pesan), 
visibilitas (di seluruh media sosial), dan 
advokasi (dari hak queer hingga anti 
pelecehan seksual). Beberapa kampanye 
terbesar seputar hak-hak seksual - seperti 
#MeToo - tertanam kuat dalam teknologi 
jaringan, menghasilkan disrupsi dan 
ketidaknyamanan berskala besar. 
Menantang wacana arus utama seputar 
seksualitas - melalui kontra-narasi - adalah 
aspek kunci dari pengorganisasian daring.

Beberapa kampanye terbesar 
seputar Hak-Hak Seksual — 
seperti #MeToo — tertanam kuat 
dalam teknologi jaringan, 
menghasilkan disrupsi dan 
ketidaknyamanan berskala besar. 
Tapi ruang ini semakin terancam. 
Misinformasi semakin 
mengurangi kredibilitas 
informasi daring, termasuk yang 
berkaitan dengan seksualitas.
Peneliti-aktivis Jac SM Kee mencatat 
bahwa wacana-wacana ini "menantang 
dan merobek cita-cita normatif dari 
hierarki seksual ... mempertanyakan 
standar legitimasi seksual yang ada, 
mengajukan pertanyaan yang lebih luas 
seputar keadilan, kesetaraan dan non-
diskriminasi ... dan memungkinkan 
perspektif dan suara dari mereka yang 
terpinggirkan untuk masuk dan 
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Dalam wawancara ini, ARROW 
berbincang-bincang dengan Rima Athar, 
koordinator Koalisi Hak-Hak Seksual dan 
Tubuh dalam Masyarakat Muslim (CSBR). 
Dia adalah seorang peneliti, pelatih, analis 
dan ahli strategi, yang pekerjaannya 
berfokus pada penguatan 
pengorganisasian feminis untuk hak asasi 
manusia. Rima berbagi pengalamannya 
sendiri selama bertahun-tahun sebagai 
aktivis dan apa yang bisa dilakukan untuk 
menciptakan ruang yang lebih inklusif.

Coba ceritakan tentang perjalanan 
aktivisme Anda. Bagaimana Anda mulai 
menangani masalah tentang seksualitas, 
dan keberagaman seksual dan gender?

Perjalanan ini bermula ketika saya sedang 
kuliah untuk studi sarjana saya. Saya 
cukup beruntung karena tinggal di kota 
yang menjunjung tinggi keterlibatan sipil 
dan kepedulian masyarakat. Ada banyak 
cara bagi kami untuk terlibat. Saya 
awalnya tertarik dan sangat menikmati 
pekerjaan yang berhubungan dengan 
pendidikan seks. Saya sering berpindah 
tempat tinggal, dan menyadari bahwa 
meskipun saya belajar sedikit ini dan 
sedikit itu tentang biologi dan mekanisme 
seks di beberapa sekolah, kita tidak 
pernah melakukan eksplorasi apa pun 
secara holistik tentang diri kita sebagai 
makhluk seksual dan tentang seksualitas 
saya. Pada tahap ini saya mulai memahami 
seksualitas saya sendiri, dan saya mulai 
menjadi relawan di Komunitas Peduli AIDS 
yang memiliki program Pendidikan dan 
Pencegahan. Dari sana, saya menyadari 
betapa kita harus bekerja untuk komunitas 
kita, jika ingin melihat perubahan, 
termasuk bekerja untuk mendukung 
perubahan di tingkat kebijakan. Dalam 
program yang saya tangani kala itu, kami 
melakukan lokakarya di sekolah menengah 
dan pusat komunitas, dengan modul 
tentang seks yang lebih aman, seni tato 
yang lebih aman, risiko suntikan narkoba. 
Fokus kami adalah meminimalisir dampak 

buruk dan mempromosikan pendekatan 
positif serta afirmatif terhadap seks.

Saya tidak dapat memisahkan seksualitas 
saya dari aspek lain identitas saya. 
Masalah keadilan rasial, pengalaman 
sebagai minoritas atau mayoritas etnis dan 
agama, pengalaman migran, keadilan 
ekonomi, akses ke makanan, akses ke 
pendidikan - semua ini mulai terpaut dan 
tercermin dalam aktivisme saya. Jadi 
pengorganisasian saya seputar 
seksualitas, dan keberagaman seksual dan 
gender, selalu berbasis pendekatan 
keadilan sosial yang lebih luas.

"Masalah penting untuk dikenali 
dan didiskusikan ketika 
berhubungan dengan 
penghapusan dan 
ketidaktampakan, adalah bahasa. 
Saya pikir fakta bahwa kita 
menggunakan terminologi 
"LGBTIQ" ini dan apa 
kepanjangannya— "lesbian, gay, 
biseksual, transgender, interseks, 
dan queer", dan variasinya — 
dengan sendirinya merupakan 
bentuk penghapusan." 

Apa pendapat Anda tentang 
penghapusan dan ketidaktampakan 
berbagai identitas dan masalah dalam 
gerakan dan wacana LGBTIQ+?

Masalah yang penting untuk dikenali dan 
didiskusikan ketika berhubungan dengan 
penghapusan dan ketidaktampakan adalah 
bahasa. Saya pikir fakta bahwa kita 
menggunakan terminologi "LGBTIQ" ini 
dan apa kepanjangannya — "lesbian, gay, 
biseksual, transgender, interseks, dan 
queer", dan variasinya — dengan 
sendirinya merupakan bentuk 
penghapusan. Walaupun kita 
menggunakan istilah-istilah ini, dan 

beberapa orang mengidentifikasi diri 
mereka dengan sangat kuat melalui istilah 
ini, istilah-istilah itu tidak selalu berlaku di 
seluruh belahan dunia, dan istilah-istilah 
itu menghapus pemahaman-pemahaman 
yang berbeda tentang seksualitas dan 
gender yang ada, dan telah ada, dan 
bahasa lokal asli yang mungkin digunakan 
orang untuk menggambarkannya. Di 
seluruh gerakan hak asasi manusia, 
keutamaan bahasa Inggris, fokus pada 
terminologi, wacana dan analisis Eropa 
dan Amerika Utara, dan bagaimana hal ini 
mengarahkan kebijakan global tentang 
semua jenis hak, dapat menjadi tantangan 
terhadap bagaimana kita 
mengartikulasikan hak atas otonomi 
seksual dan tubuh secara lokal. Jadi dalam 
pekerjaan saya sendiri, saya tidak terlalu 
tertarik dengan 'hak LGBTIQ' seolah-olah 
mereka ada dalam ruang hampa; saya 
tertarik untuk menciptakan ruang untuk 
pemahaman seputar integritas seksual dan 
otonomi tubuh, dan apa arti hal-hal 
tersebut ketika dihadapkan dengan 
konsep “hak untuk semua orang”. 

Saya pikir ketidaktampakan itu diciptakan, 
setiap saat, dan ini terkait dengan 
dinamika kekuasaan serta konsep 
privilege. Bahasan mengenai 
ketidaktampakan terkait dengan siapa 
yang memiliki akses, kapasitas, ruang, 
dukungan, dan platform untuk tampil, 
menjadi vokal, dan berada di depan 
publik. Selama jangka waktu yang lama 
dalam gerakan LGBTIQ, sebenarnya inti 
dari gerakan ini adalah tentang "G". Ketika 
saya berpikir tentang penghapusan dan 
ketidaktampakan, saya berpikir tentang 
solidaritas. Apa sebenarnya arti solidaritas 
di dalam dan di seluruh gerakan, dan 
bagaimana kita benar-benar akan 
mengatasinya? Saya senang melihat 
momen di mana akhirnya ada pengakuan 
di seluruh gerakan LGBTI di Asia atas 
kebutuhan khusus perempuan lesbian, 
biseksual, dan queer. Kami memiliki 
sedikit lebih banyak ruang untuk tampil ke 

Di India, Muslim LGBTQI 
dipengaruhi secara tidak 
proporsional oleh norma-norma 
agama dan gender, sikap sosial 
yang diskriminatif, dan 
kesenjangan ekonomi – yang 
seringkali menempatkan mereka 
dalam posisi "minoritas ganda".

Sebagai seorang remaja yang tumbuh di 
rumah keluarga Muslim kelas menengah 
ke bawah di India Timur Laut, saya ingat, 
suatu kali, bertanya kepada seorang 
Maulana yang ramah, tentang apakah 
hasrat saya pada sesama jenis adalah 
dosa. Ia membawa saya ke pojokan, dan 
menasihati saya bahwa saya harus 
berpuasa, berdoa, dan menebus perilaku 
tidak wajar saya dengan mandi air dingin 
setiap kali pikiran demikian terlintas di 
benak saya. Tanpa pengetahuan tentang 
hak-hak seksual atau interpretasi Islam 
alternatif seputar homoseksualitas, sangat 
sulit bagi saya untuk mendamaikan 
keyakinan dan seksualitas saya saat saya 
tumbuh dewasa.

Di India, Muslim LGBTQI dipengaruhi 
secara tidak proporsional oleh norma-
norma agama dan gender, sikap sosial 
yang diskriminatif, dan kesenjangan 
ekonomi – yang seringkali menempatkan 
mereka dalam posisi "minoritas ganda". 
Seksualitas dalam komunitas Muslim 
sering disingkirkan ke ranah privat, dan 
hal ini membuka ruang bagi lahirnya 
misinformasi, terpaan rasa malu, serta 
berbagai kasus pelecehan. Gagasan bahwa 
homoseksualitas itu 'dosa' dalam Islam, 
dan kurangnya dukungan dari keluarga, 

lembaga pendidikan, dan ruang-ruang 
berbasis agama, seringkali mendorong 
Muslim LGBTQI untuk menyangkal diri, 
depresi, dan bunuh diri.

Muslim queer di India menghadapi 
ancaman terus-menerus, mulai dari 
menguatnya otoritarianisme; 
meningkatnya polarisasi agama yang 
dipicu oleh retorika komunal yang 
memecah belah para pemimpin nasionalis 
Hindu; kesenjangan ekonomi yang 
berkelanjutan; serta politik patriarki yang 
bertujuan untuk mengekang tubuh dan 
hasrat, hak untuk mengakses layanan 
kesehatan seksual dan reproduksi, 
menikmati pengakuan gender yang sah 
atau memilih pasangan sesama jenis. 
Gagasan-gagasan fundamentalis seputar 
hak-hak seksual dan tubuh ditambah 
dengan sikap Islamofobia dalam ruang-
ruang queer konvensional, menjadikan 
Muslim LGBTQI tidak terlihat dan sebagian 
besar absen dari kajian dan aktivisme 
seksualitas yang ada di India.

Gagasan-gagasan fundamentalis 
seputar hak-hak seksual dan 
tubuh ditambah dengan sikap 
Islamofobia dalam ruang-ruang 
queer konvensional, menjadikan 
Muslim LGBTQI tidak terlihat dan 
sebagian besar absen dari kajian 
dan aktivisme seksualitas yang 
ada di India.

The Queer Muslim Project berupaya untuk 
memusatkan suara Muslim queer melalui 
penggunaan Instagram. Kami 
menggunakan advokasi digital untuk 
membangun dialog, titik-temu, dan 
menyoroti beragam cerita tentang individu 
Muslim queer dari seluruh dunia melalui 
serangkaian kampanye tematik dan 
bertarget seputar Ramadhan, kebanggaan, 
penegasan diri, tujuan hidup, dll. Inti dari 
kampanye ini terletak pada gagasan 
bahwa tidak hanya ada satu cara untuk 
menjadi queer atau Muslim, dan bahwa 
gerakan kami perlu merangkul banyaknya 
pengalaman dan cerita yang ditawarkan 
oleh komunitas. Satu cerita yang secara 
khusus berkesan bagi saya adalah kisah 
Sal, seorang transpuan asal Bangladesh 

yang tinggal di Chicago. Untuk kampanye 
#2019QueerMuslimGoals kami, ia menulis 
tentang kecintaannya pada sari tenunan 
tangan dan bagaimana kain-kain ini 
memungkinkannya menemukan artikulasi 
identitas gender dan warisan budaya 
Muslim Bengali di Amerika Serikat.

Inti dari kampanye ini terletak 
pada gagasan bahwa tidak hanya 
ada satu cara untuk menjadi 
queer atau Muslim, dan bahwa 
gerakan kami perlu merangkul 
banyaknya pengalaman dan 
cerita yang ditawarkan 
komunitas. 

Sebagai seorang pemuda queer yang 
tumbuh di desa konservatif di batas 
negara India-Bangladesh di Assam, saya 
tidak tahu ada orang lain seperti saya. 
Saat ini, komunitas kami yang 
beranggotakan lebih dari 13.000 orang di 
Instagram, kebanyakan anak muda, tahu 
bahwa pengalaman mereka valid dan 
mereka tidak sendiri! Saya senang dengan 
banyaknya kemungkinan yang ditawarkan 
oleh politik Muslim queer, melintasi Asia 
Selatan dan Tenggara, Timur Tengah dan 
Afrika Utara atau Barat. Pada intinya, kita 
harus mampu membayangkan dunia yang 
dipandu oleh rasa kasih yang radikal, 
sebuah tempat di mana orang-orang dapat 
dihormati, menikmati kebebasan 
kebebasan, dan mendapatkan jaminan 
keadilan tertinggi.

Gerakan Muslim 
Queer - 
Berkembang lewat
Cerita 
Oleh Rafiul Alom Rahman 
Pendiri, The Queer Muslim Project 
Email: rafiulalomrahman@gmail.com 
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Dalam wawancara ini, ARROW 
berbincang-bincang dengan Rima Athar, 
koordinator Koalisi Hak-Hak Seksual dan 
Tubuh dalam Masyarakat Muslim (CSBR). 
Dia adalah seorang peneliti, pelatih, analis 
dan ahli strategi, yang pekerjaannya 
berfokus pada penguatan 
pengorganisasian feminis untuk hak asasi 
manusia. Rima berbagi pengalamannya 
sendiri selama bertahun-tahun sebagai 
aktivis dan apa yang bisa dilakukan untuk 
menciptakan ruang yang lebih inklusif.

Coba ceritakan tentang perjalanan 
aktivisme Anda. Bagaimana Anda mulai 
menangani masalah tentang seksualitas, 
dan keberagaman seksual dan gender?

Perjalanan ini bermula ketika saya sedang 
kuliah untuk studi sarjana saya. Saya 
cukup beruntung karena tinggal di kota 
yang menjunjung tinggi keterlibatan sipil 
dan kepedulian masyarakat. Ada banyak 
cara bagi kami untuk terlibat. Saya 
awalnya tertarik dan sangat menikmati 
pekerjaan yang berhubungan dengan 
pendidikan seks. Saya sering berpindah 
tempat tinggal, dan menyadari bahwa 
meskipun saya belajar sedikit ini dan 
sedikit itu tentang biologi dan mekanisme 
seks di beberapa sekolah, kita tidak 
pernah melakukan eksplorasi apa pun 
secara holistik tentang diri kita sebagai 
makhluk seksual dan tentang seksualitas 
saya. Pada tahap ini saya mulai memahami 
seksualitas saya sendiri, dan saya mulai 
menjadi relawan di Komunitas Peduli AIDS 
yang memiliki program Pendidikan dan 
Pencegahan. Dari sana, saya menyadari 
betapa kita harus bekerja untuk komunitas 
kita, jika ingin melihat perubahan, 
termasuk bekerja untuk mendukung 
perubahan di tingkat kebijakan. Dalam 
program yang saya tangani kala itu, kami 
melakukan lokakarya di sekolah menengah 
dan pusat komunitas, dengan modul 
tentang seks yang lebih aman, seni tato 
yang lebih aman, risiko suntikan narkoba. 
Fokus kami adalah meminimalisir dampak 

buruk dan mempromosikan pendekatan 
positif serta afirmatif terhadap seks.

Saya tidak dapat memisahkan seksualitas 
saya dari aspek lain identitas saya. 
Masalah keadilan rasial, pengalaman 
sebagai minoritas atau mayoritas etnis dan 
agama, pengalaman migran, keadilan 
ekonomi, akses ke makanan, akses ke 
pendidikan - semua ini mulai terpaut dan 
tercermin dalam aktivisme saya. Jadi 
pengorganisasian saya seputar 
seksualitas, dan keberagaman seksual dan 
gender, selalu berbasis pendekatan 
keadilan sosial yang lebih luas.

"Masalah penting untuk dikenali 
dan didiskusikan ketika 
berhubungan dengan 
penghapusan dan 
ketidaktampakan, adalah bahasa. 
Saya pikir fakta bahwa kita 
menggunakan terminologi 
"LGBTIQ" ini dan apa 
kepanjangannya— "lesbian, gay, 
biseksual, transgender, interseks, 
dan queer", dan variasinya — 
dengan sendirinya merupakan 
bentuk penghapusan." 

Apa pendapat Anda tentang 
penghapusan dan ketidaktampakan 
berbagai identitas dan masalah dalam 
gerakan dan wacana LGBTIQ+?

Masalah yang penting untuk dikenali dan 
didiskusikan ketika berhubungan dengan 
penghapusan dan ketidaktampakan adalah 
bahasa. Saya pikir fakta bahwa kita 
menggunakan terminologi "LGBTIQ" ini 
dan apa kepanjangannya — "lesbian, gay, 
biseksual, transgender, interseks, dan 
queer", dan variasinya — dengan 
sendirinya merupakan bentuk 
penghapusan. Walaupun kita 
menggunakan istilah-istilah ini, dan 

beberapa orang mengidentifikasi diri 
mereka dengan sangat kuat melalui istilah 
ini, istilah-istilah itu tidak selalu berlaku di 
seluruh belahan dunia, dan istilah-istilah 
itu menghapus pemahaman-pemahaman 
yang berbeda tentang seksualitas dan 
gender yang ada, dan telah ada, dan 
bahasa lokal asli yang mungkin digunakan 
orang untuk menggambarkannya. Di 
seluruh gerakan hak asasi manusia, 
keutamaan bahasa Inggris, fokus pada 
terminologi, wacana dan analisis Eropa 
dan Amerika Utara, dan bagaimana hal ini 
mengarahkan kebijakan global tentang 
semua jenis hak, dapat menjadi tantangan 
terhadap bagaimana kita 
mengartikulasikan hak atas otonomi 
seksual dan tubuh secara lokal. Jadi dalam 
pekerjaan saya sendiri, saya tidak terlalu 
tertarik dengan 'hak LGBTIQ' seolah-olah 
mereka ada dalam ruang hampa; saya 
tertarik untuk menciptakan ruang untuk 
pemahaman seputar integritas seksual dan 
otonomi tubuh, dan apa arti hal-hal 
tersebut ketika dihadapkan dengan 
konsep “hak untuk semua orang”. 

Saya pikir ketidaktampakan itu diciptakan, 
setiap saat, dan ini terkait dengan 
dinamika kekuasaan serta konsep 
privilege. Bahasan mengenai 
ketidaktampakan terkait dengan siapa 
yang memiliki akses, kapasitas, ruang, 
dukungan, dan platform untuk tampil, 
menjadi vokal, dan berada di depan 
publik. Selama jangka waktu yang lama 
dalam gerakan LGBTIQ, sebenarnya inti 
dari gerakan ini adalah tentang "G". Ketika 
saya berpikir tentang penghapusan dan 
ketidaktampakan, saya berpikir tentang 
solidaritas. Apa sebenarnya arti solidaritas 
di dalam dan di seluruh gerakan, dan 
bagaimana kita benar-benar akan 
mengatasinya? Saya senang melihat 
momen di mana akhirnya ada pengakuan 
di seluruh gerakan LGBTI di Asia atas 
kebutuhan khusus perempuan lesbian, 
biseksual, dan queer. Kami memiliki 
sedikit lebih banyak ruang untuk tampil ke 

Di India, Muslim LGBTQI 
dipengaruhi secara tidak 
proporsional oleh norma-norma 
agama dan gender, sikap sosial 
yang diskriminatif, dan 
kesenjangan ekonomi – yang 
seringkali menempatkan mereka 
dalam posisi "minoritas ganda".

Sebagai seorang remaja yang tumbuh di 
rumah keluarga Muslim kelas menengah 
ke bawah di India Timur Laut, saya ingat, 
suatu kali, bertanya kepada seorang 
Maulana yang ramah, tentang apakah 
hasrat saya pada sesama jenis adalah 
dosa. Ia membawa saya ke pojokan, dan 
menasihati saya bahwa saya harus 
berpuasa, berdoa, dan menebus perilaku 
tidak wajar saya dengan mandi air dingin 
setiap kali pikiran demikian terlintas di 
benak saya. Tanpa pengetahuan tentang 
hak-hak seksual atau interpretasi Islam 
alternatif seputar homoseksualitas, sangat 
sulit bagi saya untuk mendamaikan 
keyakinan dan seksualitas saya saat saya 
tumbuh dewasa.

Di India, Muslim LGBTQI dipengaruhi 
secara tidak proporsional oleh norma-
norma agama dan gender, sikap sosial 
yang diskriminatif, dan kesenjangan 
ekonomi – yang seringkali menempatkan 
mereka dalam posisi "minoritas ganda". 
Seksualitas dalam komunitas Muslim 
sering disingkirkan ke ranah privat, dan 
hal ini membuka ruang bagi lahirnya 
misinformasi, terpaan rasa malu, serta 
berbagai kasus pelecehan. Gagasan bahwa 
homoseksualitas itu 'dosa' dalam Islam, 
dan kurangnya dukungan dari keluarga, 

lembaga pendidikan, dan ruang-ruang 
berbasis agama, seringkali mendorong 
Muslim LGBTQI untuk menyangkal diri, 
depresi, dan bunuh diri.

Muslim queer di India menghadapi 
ancaman terus-menerus, mulai dari 
menguatnya otoritarianisme; 
meningkatnya polarisasi agama yang 
dipicu oleh retorika komunal yang 
memecah belah para pemimpin nasionalis 
Hindu; kesenjangan ekonomi yang 
berkelanjutan; serta politik patriarki yang 
bertujuan untuk mengekang tubuh dan 
hasrat, hak untuk mengakses layanan 
kesehatan seksual dan reproduksi, 
menikmati pengakuan gender yang sah 
atau memilih pasangan sesama jenis. 
Gagasan-gagasan fundamentalis seputar 
hak-hak seksual dan tubuh ditambah 
dengan sikap Islamofobia dalam ruang-
ruang queer konvensional, menjadikan 
Muslim LGBTQI tidak terlihat dan sebagian 
besar absen dari kajian dan aktivisme 
seksualitas yang ada di India.

Gagasan-gagasan fundamentalis 
seputar hak-hak seksual dan 
tubuh ditambah dengan sikap 
Islamofobia dalam ruang-ruang 
queer konvensional, menjadikan 
Muslim LGBTQI tidak terlihat dan 
sebagian besar absen dari kajian 
dan aktivisme seksualitas yang 
ada di India.

The Queer Muslim Project berupaya untuk 
memusatkan suara Muslim queer melalui 
penggunaan Instagram. Kami 
menggunakan advokasi digital untuk 
membangun dialog, titik-temu, dan 
menyoroti beragam cerita tentang individu 
Muslim queer dari seluruh dunia melalui 
serangkaian kampanye tematik dan 
bertarget seputar Ramadhan, kebanggaan, 
penegasan diri, tujuan hidup, dll. Inti dari 
kampanye ini terletak pada gagasan 
bahwa tidak hanya ada satu cara untuk 
menjadi queer atau Muslim, dan bahwa 
gerakan kami perlu merangkul banyaknya 
pengalaman dan cerita yang ditawarkan 
oleh komunitas. Satu cerita yang secara 
khusus berkesan bagi saya adalah kisah 
Sal, seorang transpuan asal Bangladesh 

yang tinggal di Chicago. Untuk kampanye 
#2019QueerMuslimGoals kami, ia menulis 
tentang kecintaannya pada sari tenunan 
tangan dan bagaimana kain-kain ini 
memungkinkannya menemukan artikulasi 
identitas gender dan warisan budaya 
Muslim Bengali di Amerika Serikat.

Inti dari kampanye ini terletak 
pada gagasan bahwa tidak hanya 
ada satu cara untuk menjadi 
queer atau Muslim, dan bahwa 
gerakan kami perlu merangkul 
banyaknya pengalaman dan 
cerita yang ditawarkan 
komunitas. 

Sebagai seorang pemuda queer yang 
tumbuh di desa konservatif di batas 
negara India-Bangladesh di Assam, saya 
tidak tahu ada orang lain seperti saya. 
Saat ini, komunitas kami yang 
beranggotakan lebih dari 13.000 orang di 
Instagram, kebanyakan anak muda, tahu 
bahwa pengalaman mereka valid dan 
mereka tidak sendiri! Saya senang dengan 
banyaknya kemungkinan yang ditawarkan 
oleh politik Muslim queer, melintasi Asia 
Selatan dan Tenggara, Timur Tengah dan 
Afrika Utara atau Barat. Pada intinya, kita 
harus mampu membayangkan dunia yang 
dipandu oleh rasa kasih yang radikal, 
sebuah tempat di mana orang-orang dapat 
dihormati, menikmati kebebasan 
kebebasan, dan mendapatkan jaminan 
keadilan tertinggi.

Gerakan Muslim 
Queer - 
Berkembang lewat
Cerita 
Oleh Rafiul Alom Rahman 
Pendiri, The Queer Muslim Project 
Email: rafiulalomrahman@gmail.com 

Catatan & Referensi 

1. Kurian, Tony. What it means to be on Tinder as a person with 
an identifiable disability. Medium.com, 9 Januari 2018. 
https://medium.com/skin-stories/what-it-means-to-be-on- 
tinder-as-a-person-with-an-identifiable-disability-b3ad50d4a677. 

2. Association for Progressive Communications. (2011). 
EROTICS: Sex, rights and the internet. Diunduh dari 
https://erotics.apc.org/sites/erotics.apc.org/files/erotics_ 
finalresearch_apcwnsp.pdf.  

KETIDAKTAMPAKAN DAN
PENGHAPUSAN DALAM 
KOMUNITAS LGBTIQ: 
Wawancara dengan Rima Athar 

Rima Athar is a coordinator for the
Coalition for Sexual and Bodily Rights
in Muslim Societies (CSBR)
Email: coordinator@csbronline.org     



22 23

arrow for change  |  vol. 25 no. 1 2019 arrow for change  |  vol. 25 no. 1 2019dalam kata-kata kami dalam kata-kata kami 

Penghapusan jelas memiliki efek yang 
sangat berbahaya pada pengorganisasian 
kita – penghapusan dapat menciptakan 
fragmentasi, meminggirkan mereka yang 
sudah terpinggir, memperjelas 
kesenjangan dalam agenda 
pengorganisasian dan advokasi, serta 
menghambat akses atas keadilan. Bagi 
saya, ini adalah tanggung jawab kita 
bersama — jika kita tidak mengadakan 
diskusi ini, jika kita tidak secara jujur 
  melihat kekurangan kita sebagai 
penyelenggara, dan bagaimana kita dapat 
melanggengkan ketidaktampakan dan 
marginalisasi, maka sejatinya kita sedang 
melakukan tindakan yang merugikan 
gerakan kita sendiri. Dengan menantang 
penghapusan dan ketidaktampakan, kita 
sebenarnya sedang memperjuangkan diri 
dan kelompok kita sendiri.

Menurut Anda, cara apa yang paling 
baik untuk mengatasi hal ini, dan untuk 
menjadi lebih inklusif ketika 
membincangkan wacana seputar hak 
LGBTIQ+?

Sebagai sebuah jaringan, kami baru-baru 
ini bekerjasama dengan Qorras, organisasi 
dari Lebanon, untuk mengatur pertemuan 
oleh dan untuk aktivis trans di seluruh 
wilayah Timur Tengah-Afrika Utara dan 

Asia Selatan/Tenggara untuk menyusun 
strategi, berbagi sumber daya, memetakan 
lanskap, serta memaknai dan memperkuat 
pengorganisasian yang dipimpin oleh 
kawan-kawan trans. CSBR bukan jaringan 
yang terpimpin trans, jadi kolaborasi ini 
dibangun berdasarkan praksis kerja 
solidaritas untuk memperkuat proses yang 
dipimpin oleh komunitas. Pertemuan lain 
yang kami adakan misalnya pertemuan 
untuk membangun jaringan dukungan oleh 
dan untuk queer dan trans Muslim di Asia, 
yang juga berkaitan dengan upaya 
menggali pengalaman, bahasa, dan 
strategi yang dilokalkan dan sesuai 
konteks, sehingga kerja-kerja organisasi 
benar-benar berakar dan dipimpin oleh 
komunitas lokal. Saya pikir 
pengorganisasian kita perlu didasarkan 
pada kolaborasi yang terarah dengan nilai-
nilai dan etika yang didasarkan pada 
solidaritas. Artinya, beberapa dari kita 
harus melepaskan hak-hak istimewanya, 
dan menggunakannya untuk membangun 
aktivitas yang mengakar dan memperkuat 
perjuangan yang beragam.

Pada tahap tertentu, saya pikir bahasa 
inklusivitas ini juga perlu diinterogasi 
secara konseptual. Pendefinisian 
inklusivitas seringkali dimulai dari premis 
'Istilah 'kami' mengacu pada orang-orang 

tertentu, yang memiliki wewenang untuk 
mengizinkan orang lain masuk ke dalam 
lingkaran ‘kami’ ini.' Jika kita memilih 
untuk mendefinisikan inklusivitas melalui 
premis lain, mungkin pendekatan yang 
kita gunakan untuk pengorganisasian 
inklusif tidak akan digantungkan pada 
orang-orang tertentu yang memiliki akses, 
yang seolah-olah menjadi penjaga gerbang 
ini.

Terakhir, apakah masih ada yang 
hendak Anda sampaikan?

Bagaimana kita saling bekerja sama antara 
satu sama lain sangatlah penting. Kita 
harus terbuka untuk jujur, dalam 
merefleksikan bagaimana kita telah 
mengecewakan orang-orang di komunitas, 
dan kita harus bertanggungjawab. 
Pertumbuhan dan transformasi terjadi saat 
kita memahami apa artinya mengajak 
orang lain untuk maju bersama. Ada kerja-
kerja emosional dan energi lebih yang 
harus dicurahkan untuk hal tersebut. Kita 
harus mampu mengatasi konflik dengan 
kehati-hatian dan akuntabilitas untuk 
menciptakan kerangka kerja restoratif dan 
transformatif, dan berkomitmen pada 
praktik-praktik tersebut  untuk benar-
benar mengatasi penghapusan, 
ketidaktampakan, dan menjamin inklusi ke 
depannya.

depan dan membahas hak dan keadilan 
dari sudut pandang interseksional, tetapi 
kami membutuhkan lebih banyak 
dukungan.  

Hak dan penghapusan juga bergantung 
pada di mana Anda berada secara 
geografis dan iklim politik saat ini. 
Misalnya, di Asia Selatan kami telah 
melihat kemajuan yang dicapai dalam hal 
pengakuan legal gender, tetapi kami tidak 
memiliki ruang untuk percakapan tentang 
orientasi seksual dan apa artinya terlihat 
sebagai orang lesbian, gay, dan biseksual. 
— kecuali mungkin di India di mana 
mereka akhirnya menghapuskan hukum 
kolonial yang digunakan untuk 
mengkriminalisasi hubungan sesama jenis. 
Secara umum, ketidaktampakan terjadi 
karena kita hanya menyatukan semua 
identitas ini, tetapi ada kebutuhan penting 
untuk membedakan apa yang menandai 
perbedaan pengalaman kita dan 
bagaimana merealisasikan hak-hak kita.

Jika dipikirkan, misalnya, ketika kita 
berbicara tentang seks positif, kita dapat 
membuat orang yang mengidentifikasi diri 
sebagai aseksual merasa terasing, Lantas 
bagaimana kita membangun wacana yang 
menegaskan semua orang, tidak peduli 
tingkat aktivitas seksual mereka, ketika 
kita membahas topik seputar ekspresi 
seksual?

Secara umum, tantangan terbesar yang 
saya lihat adalah bahwa dengan fokus 
ekstrem pada identitas SOGIESC, kita 
melupakan perjuangan kita yang lebih 
luas. Jadi bagaimana gerakan LGBTI 
mengorganisir isu-isu sistemik yang lebih 
besar, termasuk hak disabilitas, hak 
masyarakat adat, kesehatan reproduksi 
dan seksual, kerusakan iklim, 
pertanggungjawaban perusahaan atas 
pelanggaran hak asasi manusia, keadilan 
ekonomi, hak migran, dan sebagainya? 
Bagi saya, kita perlu menggunakan 
pendekatan holistik. Kita begitu terkunci 
dalam cara-cara tertentu untuk 
mengadvokasi hak-hak kita dan 
memikirkan tentang apa arti memperoleh 
hak dan keadilan bagi kelompok orang 
tertentu, dan saya pikir kita lupa 
membangun hubungan dengan sesama, 
dan bagaimana kita perlu bersatu di 
tingkat sistem.

"Kerja-kerja yang saya lakukan 
untuk membangun forum 
bersama ini adalah respon saya 
atas penghapusan (erasure) yang 
saya alami selama ini. Sebagai 
pengelola organisasi feminis, 
sebagai seorang lesbian, sebagai 
orang yang berkecimpung di 
bidang advokasi hak asasi 
manusia sejak lama — saya 
belum pernah melihat ruang 
yang diciptakan untuk orang-
orang yang berada di 
‘persimpangan’ ini. "

Apakah menurut Anda hal ini 
(ketidaktampakan dan penghapusan) 
merupakan masalah besar di negara-
negara Dunia Selatan, layaknya di 
Barat?

Karena isu penghapusan dan 
ketidaktampakan ini terkait dengan 
konsep kekuasaan, hak istimewa, dan 
akses, menurut saya ini adalah tantangan 
yang sifatnya universal. Isu ini tidak hanya 
muncul dalam pengorganisasian gerakan 
LGBTI, tetapi muncul di semua jenis 
gerakan. Siapa yang memiliki akses, cerita 
versi siapa yang diungkapkan, siapa yang 
membuat keputusan? Saya pikir tidak ada 
bedanya antara negara-negara di Dunia 
Selatan vs. Dunia Utara, ketika kita 
berbicara tentang isu ini. Tetpi, saya akan 
mengatakan bahwa secara pribadi, 
penghapusan/ketidaktampakan ini lebih 
merupakan masalah di Dunia Utara karena 
sebagai perempuan lesbian berkulit coklat 
dengan latar belakang Islam, jika saya 
mengorganisir kegiatan di Kanada atau 
Eropa, saya akan dipinggirkan dan 
ditarget,  dalam berbagai tingkatan, dan 
sangat berat untuk tetap berjuang untuk 
solidaritas dalam kondisi seperti itu. 
Padahal seandainya saya mengorganisir 
kegiatan di Indonesia, permasalahan 
terkait ras dan etnisitas saya tidak akan 
terlalu menonjol dan terasa. Saya juga 
memiliki privilege lain yang bisa saya 
gunakan ketika beraktivitas di Indonesia. 
Jadi bagi saya, ini bukan soal Utara atau 
Selatan, Timur atau Barat. Faktanya, saya 
pikir istilah-istilah itu perlu disingkirkan 
karena menurut saya tidak relevan lagi 

dengan pemahaman kita tentang dunia 
kita yang terintegrasi secara global.

"Kerja-kerja yang saya lakukan 
untuk membangun forum 
bersama ini adalah respon saya 
atas penghapusan (erasure) yang 
saya alami selama ini.. Sebagai 
seorang pengelola organisasi 
feminis, sebagai seorang lesbian, 
sebagai orang yang 
berkecimpung di bidang 
advokasi hak asasi manusia sejak 
lama — saya belum pernah 
melihat ruang yang dibuat untuk 
orang-orang yang berada di 
‘persimpangan’ ini." 

Selama bertahun-tahun Anda 
melakukan aktivisme, menurut Anda 
apa dampak terbesar penghapusan ini 
terhadap komunitas-komunitas 
tertentu?

Saya baru saja kembali dari Cape Town, 
tempat kami mengorganisir Konferensi 
Dunia Perempuan Feminis, Lesbian, 
Biseksual, dan Queer, yang sangat 
menarik. Acara tersebut dihadiri oleh 
perwakilan dari 111 negara. Acara tersebut 
terasa seperti momen bersejarah dalam 
pengorganisasian LGBTIQ dan 
pengorganisasian feminis, karena kami 
tidak pernah benar-benar ‘bersatu’ 
sebagai perempuan LBQ dan orang non-
biner di titik-titik temu gerakan. Kerja-
kerja yang saya lakukan untuk 
membangun forum bersama ini adalah 
respon saya atas penghapusan (erasure) 
yang saya alami selama ini. Sebagai 
seorang pengelola organisasi feminis, 
sebagai seorang lesbian, sebagai orang 
yang berkecimpung di bidang advokasi 
hak asasi manusia sejak lama — saya 
belum pernah melihat ruang yang dibuat 
untuk orang-orang yang berada di 
‘persimpangan’ ini. Jadi, ketika 
menghadapi penghapusan, Anda harus 
membayangkan dan membangun ruang 
Anda sendiri. Selanjutnya Anda dapat 
menggunakan ruang-ruang tersebut untuk 
bertarung dengan narasi penghapusan 
yang Anda alami, dan melalui cara ini, kita 
akan berdaya.

MENCIPTAKAN RUANG UNTUK HAK-HAK SEKSUAL 
DALAM RANAH KEAGAMAAN  

Sejak dahulu, agama telah menjadi menjadi arena pertikaian terkait pembahasan hak-hak seksual. Artikel ini membahas kisah dan 
kesaksian dari dua pendukung hak seksual dan hak SOGIESC yang telah mencoba untuk mengklaim kembali argumen agama dan 
budaya, serta membahas bagaimana mereka berhasil menegaskan hak seksual mereka dalam kerangka keimanan mereka, di dunia 
yang secara rutin mengadu domba agama dan seksualitas.menciptakan Internet yang inklusif.

Islam dan Hak-Hak
Seksual: Memaksa 
Remaja Berjalan di 
Titian Keacuhan 
Oleh Rozana Isa  
Direktur Eksekutif, Sisters In Islam  
Email: rozana.isa@me.com  

Saya baru sadar bahwa seks itu nyata, dan 
bahwa konsekuensinya serius, ketika saya 
berusia 15 tahun. Ketika sedang mengikuti 
kelas IPA, di laboratorium, seorang teman 
saya menangis karena menyadari bahwa 
dirinya hamil.

Saat dia berlari keluar dari lab ke toilet, 
saya dan teman yang lain bergegas 
mengikutinya, hal tersebut membuat kesal 
guru kami, dan di sesampainya di toilet, 
kami tidak tahu apa yang harus kami 
katakan atau lakukan. Pada akhirnya, kami 
menyuruhnya untuk berbicara dengan 

ibunya dan untuk percaya bahwa ibunya 
pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk 
membantu dirinya.

Meskipun Kotak Pandora pengetahuan 
tentang seks dan seksualitas ini sedikit 
terbuka, saya masih belum berani 
membuka tutup kotak tersebut 
sepenuhnya, karena saya tidak tahu harus 
berbicara mengenai kejadian itu dengan 
siapa, secara jujur, terbuka dan rahasia. 
Saya cukup tahu bahwa hal ini bukanlah 
sesuatu yang bisa saya bicarakan kepada 
orang lain, karena melakukan hal tersebut 
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Penghapusan jelas memiliki efek yang 
sangat berbahaya pada pengorganisasian 
kita – penghapusan dapat menciptakan 
fragmentasi, meminggirkan mereka yang 
sudah terpinggir, memperjelas 
kesenjangan dalam agenda 
pengorganisasian dan advokasi, serta 
menghambat akses atas keadilan. Bagi 
saya, ini adalah tanggung jawab kita 
bersama — jika kita tidak mengadakan 
diskusi ini, jika kita tidak secara jujur 
  melihat kekurangan kita sebagai 
penyelenggara, dan bagaimana kita dapat 
melanggengkan ketidaktampakan dan 
marginalisasi, maka sejatinya kita sedang 
melakukan tindakan yang merugikan 
gerakan kita sendiri. Dengan menantang 
penghapusan dan ketidaktampakan, kita 
sebenarnya sedang memperjuangkan diri 
dan kelompok kita sendiri.

Menurut Anda, cara apa yang paling 
baik untuk mengatasi hal ini, dan untuk 
menjadi lebih inklusif ketika 
membincangkan wacana seputar hak 
LGBTIQ+?

Sebagai sebuah jaringan, kami baru-baru 
ini bekerjasama dengan Qorras, organisasi 
dari Lebanon, untuk mengatur pertemuan 
oleh dan untuk aktivis trans di seluruh 
wilayah Timur Tengah-Afrika Utara dan 

Asia Selatan/Tenggara untuk menyusun 
strategi, berbagi sumber daya, memetakan 
lanskap, serta memaknai dan memperkuat 
pengorganisasian yang dipimpin oleh 
kawan-kawan trans. CSBR bukan jaringan 
yang terpimpin trans, jadi kolaborasi ini 
dibangun berdasarkan praksis kerja 
solidaritas untuk memperkuat proses yang 
dipimpin oleh komunitas. Pertemuan lain 
yang kami adakan misalnya pertemuan 
untuk membangun jaringan dukungan oleh 
dan untuk queer dan trans Muslim di Asia, 
yang juga berkaitan dengan upaya 
menggali pengalaman, bahasa, dan 
strategi yang dilokalkan dan sesuai 
konteks, sehingga kerja-kerja organisasi 
benar-benar berakar dan dipimpin oleh 
komunitas lokal. Saya pikir 
pengorganisasian kita perlu didasarkan 
pada kolaborasi yang terarah dengan nilai-
nilai dan etika yang didasarkan pada 
solidaritas. Artinya, beberapa dari kita 
harus melepaskan hak-hak istimewanya, 
dan menggunakannya untuk membangun 
aktivitas yang mengakar dan memperkuat 
perjuangan yang beragam.

Pada tahap tertentu, saya pikir bahasa 
inklusivitas ini juga perlu diinterogasi 
secara konseptual. Pendefinisian 
inklusivitas seringkali dimulai dari premis 
'Istilah 'kami' mengacu pada orang-orang 

tertentu, yang memiliki wewenang untuk 
mengizinkan orang lain masuk ke dalam 
lingkaran ‘kami’ ini.' Jika kita memilih 
untuk mendefinisikan inklusivitas melalui 
premis lain, mungkin pendekatan yang 
kita gunakan untuk pengorganisasian 
inklusif tidak akan digantungkan pada 
orang-orang tertentu yang memiliki akses, 
yang seolah-olah menjadi penjaga gerbang 
ini.

Terakhir, apakah masih ada yang 
hendak Anda sampaikan?

Bagaimana kita saling bekerja sama antara 
satu sama lain sangatlah penting. Kita 
harus terbuka untuk jujur, dalam 
merefleksikan bagaimana kita telah 
mengecewakan orang-orang di komunitas, 
dan kita harus bertanggungjawab. 
Pertumbuhan dan transformasi terjadi saat 
kita memahami apa artinya mengajak 
orang lain untuk maju bersama. Ada kerja-
kerja emosional dan energi lebih yang 
harus dicurahkan untuk hal tersebut. Kita 
harus mampu mengatasi konflik dengan 
kehati-hatian dan akuntabilitas untuk 
menciptakan kerangka kerja restoratif dan 
transformatif, dan berkomitmen pada 
praktik-praktik tersebut  untuk benar-
benar mengatasi penghapusan, 
ketidaktampakan, dan menjamin inklusi ke 
depannya.

depan dan membahas hak dan keadilan 
dari sudut pandang interseksional, tetapi 
kami membutuhkan lebih banyak 
dukungan.  

Hak dan penghapusan juga bergantung 
pada di mana Anda berada secara 
geografis dan iklim politik saat ini. 
Misalnya, di Asia Selatan kami telah 
melihat kemajuan yang dicapai dalam hal 
pengakuan legal gender, tetapi kami tidak 
memiliki ruang untuk percakapan tentang 
orientasi seksual dan apa artinya terlihat 
sebagai orang lesbian, gay, dan biseksual. 
— kecuali mungkin di India di mana 
mereka akhirnya menghapuskan hukum 
kolonial yang digunakan untuk 
mengkriminalisasi hubungan sesama jenis. 
Secara umum, ketidaktampakan terjadi 
karena kita hanya menyatukan semua 
identitas ini, tetapi ada kebutuhan penting 
untuk membedakan apa yang menandai 
perbedaan pengalaman kita dan 
bagaimana merealisasikan hak-hak kita.

Jika dipikirkan, misalnya, ketika kita 
berbicara tentang seks positif, kita dapat 
membuat orang yang mengidentifikasi diri 
sebagai aseksual merasa terasing, Lantas 
bagaimana kita membangun wacana yang 
menegaskan semua orang, tidak peduli 
tingkat aktivitas seksual mereka, ketika 
kita membahas topik seputar ekspresi 
seksual?

Secara umum, tantangan terbesar yang 
saya lihat adalah bahwa dengan fokus 
ekstrem pada identitas SOGIESC, kita 
melupakan perjuangan kita yang lebih 
luas. Jadi bagaimana gerakan LGBTI 
mengorganisir isu-isu sistemik yang lebih 
besar, termasuk hak disabilitas, hak 
masyarakat adat, kesehatan reproduksi 
dan seksual, kerusakan iklim, 
pertanggungjawaban perusahaan atas 
pelanggaran hak asasi manusia, keadilan 
ekonomi, hak migran, dan sebagainya? 
Bagi saya, kita perlu menggunakan 
pendekatan holistik. Kita begitu terkunci 
dalam cara-cara tertentu untuk 
mengadvokasi hak-hak kita dan 
memikirkan tentang apa arti memperoleh 
hak dan keadilan bagi kelompok orang 
tertentu, dan saya pikir kita lupa 
membangun hubungan dengan sesama, 
dan bagaimana kita perlu bersatu di 
tingkat sistem.

"Kerja-kerja yang saya lakukan 
untuk membangun forum 
bersama ini adalah respon saya 
atas penghapusan (erasure) yang 
saya alami selama ini. Sebagai 
pengelola organisasi feminis, 
sebagai seorang lesbian, sebagai 
orang yang berkecimpung di 
bidang advokasi hak asasi 
manusia sejak lama — saya 
belum pernah melihat ruang 
yang diciptakan untuk orang-
orang yang berada di 
‘persimpangan’ ini. "

Apakah menurut Anda hal ini 
(ketidaktampakan dan penghapusan) 
merupakan masalah besar di negara-
negara Dunia Selatan, layaknya di 
Barat?

Karena isu penghapusan dan 
ketidaktampakan ini terkait dengan 
konsep kekuasaan, hak istimewa, dan 
akses, menurut saya ini adalah tantangan 
yang sifatnya universal. Isu ini tidak hanya 
muncul dalam pengorganisasian gerakan 
LGBTI, tetapi muncul di semua jenis 
gerakan. Siapa yang memiliki akses, cerita 
versi siapa yang diungkapkan, siapa yang 
membuat keputusan? Saya pikir tidak ada 
bedanya antara negara-negara di Dunia 
Selatan vs. Dunia Utara, ketika kita 
berbicara tentang isu ini. Tetpi, saya akan 
mengatakan bahwa secara pribadi, 
penghapusan/ketidaktampakan ini lebih 
merupakan masalah di Dunia Utara karena 
sebagai perempuan lesbian berkulit coklat 
dengan latar belakang Islam, jika saya 
mengorganisir kegiatan di Kanada atau 
Eropa, saya akan dipinggirkan dan 
ditarget,  dalam berbagai tingkatan, dan 
sangat berat untuk tetap berjuang untuk 
solidaritas dalam kondisi seperti itu. 
Padahal seandainya saya mengorganisir 
kegiatan di Indonesia, permasalahan 
terkait ras dan etnisitas saya tidak akan 
terlalu menonjol dan terasa. Saya juga 
memiliki privilege lain yang bisa saya 
gunakan ketika beraktivitas di Indonesia. 
Jadi bagi saya, ini bukan soal Utara atau 
Selatan, Timur atau Barat. Faktanya, saya 
pikir istilah-istilah itu perlu disingkirkan 
karena menurut saya tidak relevan lagi 

dengan pemahaman kita tentang dunia 
kita yang terintegrasi secara global.

"Kerja-kerja yang saya lakukan 
untuk membangun forum 
bersama ini adalah respon saya 
atas penghapusan (erasure) yang 
saya alami selama ini.. Sebagai 
seorang pengelola organisasi 
feminis, sebagai seorang lesbian, 
sebagai orang yang 
berkecimpung di bidang 
advokasi hak asasi manusia sejak 
lama — saya belum pernah 
melihat ruang yang dibuat untuk 
orang-orang yang berada di 
‘persimpangan’ ini." 

Selama bertahun-tahun Anda 
melakukan aktivisme, menurut Anda 
apa dampak terbesar penghapusan ini 
terhadap komunitas-komunitas 
tertentu?

Saya baru saja kembali dari Cape Town, 
tempat kami mengorganisir Konferensi 
Dunia Perempuan Feminis, Lesbian, 
Biseksual, dan Queer, yang sangat 
menarik. Acara tersebut dihadiri oleh 
perwakilan dari 111 negara. Acara tersebut 
terasa seperti momen bersejarah dalam 
pengorganisasian LGBTIQ dan 
pengorganisasian feminis, karena kami 
tidak pernah benar-benar ‘bersatu’ 
sebagai perempuan LBQ dan orang non-
biner di titik-titik temu gerakan. Kerja-
kerja yang saya lakukan untuk 
membangun forum bersama ini adalah 
respon saya atas penghapusan (erasure) 
yang saya alami selama ini. Sebagai 
seorang pengelola organisasi feminis, 
sebagai seorang lesbian, sebagai orang 
yang berkecimpung di bidang advokasi 
hak asasi manusia sejak lama — saya 
belum pernah melihat ruang yang dibuat 
untuk orang-orang yang berada di 
‘persimpangan’ ini. Jadi, ketika 
menghadapi penghapusan, Anda harus 
membayangkan dan membangun ruang 
Anda sendiri. Selanjutnya Anda dapat 
menggunakan ruang-ruang tersebut untuk 
bertarung dengan narasi penghapusan 
yang Anda alami, dan melalui cara ini, kita 
akan berdaya.

MENCIPTAKAN RUANG UNTUK HAK-HAK SEKSUAL 
DALAM RANAH KEAGAMAAN  

Sejak dahulu, agama telah menjadi menjadi arena pertikaian terkait pembahasan hak-hak seksual. Artikel ini membahas kisah dan 
kesaksian dari dua pendukung hak seksual dan hak SOGIESC yang telah mencoba untuk mengklaim kembali argumen agama dan 
budaya, serta membahas bagaimana mereka berhasil menegaskan hak seksual mereka dalam kerangka keimanan mereka, di dunia 
yang secara rutin mengadu domba agama dan seksualitas.menciptakan Internet yang inklusif.

Islam dan Hak-Hak
Seksual: Memaksa 
Remaja Berjalan di 
Titian Keacuhan 
Oleh Rozana Isa  
Direktur Eksekutif, Sisters In Islam  
Email: rozana.isa@me.com  

Saya baru sadar bahwa seks itu nyata, dan 
bahwa konsekuensinya serius, ketika saya 
berusia 15 tahun. Ketika sedang mengikuti 
kelas IPA, di laboratorium, seorang teman 
saya menangis karena menyadari bahwa 
dirinya hamil.

Saat dia berlari keluar dari lab ke toilet, 
saya dan teman yang lain bergegas 
mengikutinya, hal tersebut membuat kesal 
guru kami, dan di sesampainya di toilet, 
kami tidak tahu apa yang harus kami 
katakan atau lakukan. Pada akhirnya, kami 
menyuruhnya untuk berbicara dengan 

ibunya dan untuk percaya bahwa ibunya 
pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk 
membantu dirinya.

Meskipun Kotak Pandora pengetahuan 
tentang seks dan seksualitas ini sedikit 
terbuka, saya masih belum berani 
membuka tutup kotak tersebut 
sepenuhnya, karena saya tidak tahu harus 
berbicara mengenai kejadian itu dengan 
siapa, secara jujur, terbuka dan rahasia. 
Saya cukup tahu bahwa hal ini bukanlah 
sesuatu yang bisa saya bicarakan kepada 
orang lain, karena melakukan hal tersebut 
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memegang jawaban untuk setiap masalah, 
karena dia adalah utusan Tuhan.

Setelah pengakuan saya yang terus terang, 
panditji yang disangka saleh itu membawa 
saya ke sebuah ruangan untuk 
"pengobatan". Dia memeluk dan mulai 
mencium saya. Saya merasa ngeri dan 
tidak percaya karena dia mengharapkan 
saya untuk membalas. Saya akhirnya 
menyerah pada perasaan bahwa ‘akhirnya 
ada yang menerima saya apa adanya’, saya 
lantas menyatakan betapa sedihnya saya; 
saya ingin melakukan hal yang sama 
(mencium dan memegang tangan) dengan 
kekasih saya, tetapi hal tersebut dilarang 
karena bertentangan dengan norma-norma 
masyarakat dan keluarga saya.

Panditji meyakinkan saya bahwa yang 
bermasalah bukanlah cinta saya, tetapi 
karena kekasih saya berasal dari kasta 
yang lebih rendah. Dia melanjutkan 
dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa 
bagi saya untuk bersamanya, karena kami 
berdua dari posisi yang sama. Saya 
memberi tahu ayah saya, dan meskipun 
dia sangat terkejut, dia membawa saya 
pulang, dan menghibur saya dengan 
berbagai kalimat bertajuk ketegaran, 
martabat, kebanggaan, dan keberanian.

Terpikir oleh saya bahwa sementara kita 
mengalami pencerahan modern dalam 
cara kita memandang gender dan 
seksualitas, sebenarnya ide-ide ini 
bukanlah hal baru.

Weda adalah teks agama tertua dalam 
sejarah yang tercatat. Teks ini telah ada 
enam milenia sebelum Masehi, lima 
milenia sebelum Islam. Kitab ini penuh 
dengan banyak kisah tentang tindakan 
sensual dan seksual; bagaimanapun, 
mereka bukannya dilakukan untuk 
kesenangan. Lebih sering tindakan 
tersebut dilakukan sebagai simbol atau 
metafora untuk pembelajaran yang lebih 
dalam.

Salah satu cara utama kami melihat tema-
tema queer yang disajikan dalam agama 
Hindu adalah melalui metamorfosis atau 
inkarnasi dewa. Kisah penggabungan 
Dewa Siwa dengan Dewi Parwati adalah 
salah satu kisah Hindu yang paling 
terkenal. Dalam cerita aslinya, Parwati 
ingin berbagi pengalaman bersama 
tuannya Siwa. Jadi dia meminta Tuhan 
untuk menggabungkan mereka bersama. 
Dalam ikatan ini mereka dikenal sebagai 
Ardanariswara, yang berarti "Tuan yang 
separuhnya perempuan."

Terpikir oleh saya bahwa 
sementara kita mengalami 
pencerahan modern dalam cara 
kita memandang gender dan 
seksualitas, sebenarnya ide-ide 
ini bukanlah hal baru.

Kita melihat penggabungan dewa dan 
dewi berulang kali dalam ajaran Hindu, 
serta di dinding candi tertentu. Kita 
melihat perubahan dewa laki-laki menjadi 
perempuan, dan seringkali hal ini 
menghasilkan hubungan seksual yang 
tidak sesuai dengan perspektif 
heteronormatif.

Tentu saja, romansa homoerotik bukan 
satu-satunya bagian dari agama Hindu 
yang terkait dengan masalah-masalah 
queer. Tema transgender dan interseks 
sangat kuat dalam ajaran agama Hindu. Di 
seluruh ajaran Hindu, homoseksualitas 
dan kecairan gender tidak pernah secara 
eksplisit dipuji atau dikutuk. Namun 
mereka digambarkan berulang kali melalui 
cerita dan gambar.

sama saja dengan membongkar rahasia 
teman saya, meskipun ia bukan teman 
dekat saya.

Meskipun Kotak Pandora 
pengetahuan tentang seks dan 
seksualitas ini sedikit terbuka, 
saya masih belum berani 
membuka tutup kotak tersebut 
sepenuhnya, karena saya tidak 
tahu harus berbicara mengenai 
kejadian itu dengan siapa, secara 
jujur, terbuka dan rahasia. 

Beberapa hari kemudian, saya kembali 
dalam keacuhan yang menenangkan, 
teman saya sudah ikut pelajaran olahraga 
lagi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa, 
dan semuanya kembali seperti sedia kala. 
Sebuah bab singkat terselesaikan, ditutup 
dan tidak pernah saya pikirkan lagi selama 
bertahun-tahun.

Persitiwa ini terjadi di era pra-Internet. 
Hari ini, dengan informasi yang tersedia di 
ujung jari kita pun, saya masih tidak bisa 
memastikan apakah situasi masa kini 
relatif lebih baik untuk kelompok dewasa 
muda dan remaja dibandingkan 
sebelumnya, atau tidak

Tiga puluh dua tahun lalu, perkawinan 
anak merupakan istilah yang asing. 
Meskipun keberadaan UU Tindak Pidana 
Syariah tidak kita sadari, namun ada 
pengetahuan dan kesadaran bahwa seks 
pranikah tidak disetujui dalam Islam dan 
dalam budaya kita.

Jadi jika Anda melakukannya, Anda tidak 
akan membicarakannya secara terbuka, 
bahkan dengan teman Anda. Aborsi yang 
aman dapat diakses jika Anda punya uang. 
Anda terkadang mendengar tentang bayi 
yang dibuang, tetapi hal ini tidak muncul 
di berita seminggu tiga kali, dibandingkan 
dengan beberapa tahun terakhir.

Remaja dan dewasa muda ... perlu 
memiliki akses ke teman sebaya 
dan orang dewasa yang dapat 
mereka percayai untuk melakukan 
percakapan yang sulit ini, dengan 
kesadaran dan belas kasih, dengan 
cara yang menjamin keamanan 
mereka, tanpa penilaian atau 
prasangka. 

Saya sekarang menyadari bahwa ada 
kesenjangan besar antara apa yang saya 
pikir saya ketahui dan apa yang benar-
benar perlu saya ketahui. Semua ini 
mengarah ke fakta bahwa kita 
membutuhkan pendidikan seksualitas 
komprehensif yang diberikan secara 
teratur.

Remaja dan dewasa muda harus tahu 
bahwa mereka memiliki kendali atas tubuh 
mereka; mereka harus tahu bagaimana 
mengklaim kendali dalam hubungan 
sehingga mereka dapat mengambil 
keputusan dari pilihan berdasarkan 
pengetahuan faktual. Lebih penting lagi, 
mereka perlu memiliki akses ke teman 
sebaya dan orang dewasa yang dapat 
mereka percayai untuk melakukan 
percakapan yang sulit ini, dengan 
kesadaran dan belas kasih, dengan cara 
yang menjamin keamanan mereka, tanpa 
penilaian atau prasangka.
Kita harus menyadari fakta bahwa rasa 
takut akan Tuhan dan tuntutan agama 
tidak akan menghentikan orang untuk 
berhubungan seks. Mitos dan ketakutan 
bahwa membicarakan seks dan seksualitas 
akan mendorong orang untuk 
berhubungan seks, harus dihilangkan. 
Membincangkan seksualitas dan mengenal 
keberagaman seksual dilakukan untuk 
menegaskan remaja dan orang-orang 
muda bahwa mereka memiliki kuasa dan 
hak individu untuk menentukan siapa 
mereka dan apa yang mereka inginkan 
dalam hidup mereka. Pengetahuan ini 
adalah jaring pengaman pertama mereka 
untuk menyelamatkan nyawa, termasuk 
nyawa mereka sendiri. Jika Islam harus 
mengambil posisi, posisi seperti inilah 
yang harusnya Islam ambil.

dari KUHP India pada tanggal 6 September 
2018, menandai kemenangan besar bagi 
komunitas LGBT. Meski putusan tersebut 
telah mendekriminalisasi homoseksualitas 
di India, diskusi tentang orientasi seksual 
seseorang masih tetap ditabukan.

India adalah salah satu negara dengan 
sejarah paling panjang dalam hal budaya 
dan agama. Negara ini adalah tempat 
meleburnya sejumlah sistem kepercayaan. 
Meskipun maju dalam filsafat agama, rasa 
jijik dan cemooh menjadi tema sentral dari 
dalam memandang LGBT. Dengan 
masuknya Inggris, muncullah rasa malu 
dan ketidaksetujuan yang kemudian 
menabukan orientasi dan identitas 
seksual. Penindasan dan kekerasan yang 
terjadi, sebagai akibat kurangnya 
pemahaman dan penerimaan 
mengakibatkan hilangnya nyawa, baik 
karena pembunuhan atau bunuh diri.

Dalam agama Hindu, dewa-dewa dapat 
mengambil berbagai bentuk, tetapi 
semuanya merupakan bagian dari roh 
Brahma yang universal. Tidak seperti 
agama Yahudi, Kristen, dan Islam, yang 
berfokus pada perbuatan sepanjang masa 
hidup, kepercayaan Hindu berpusat pada 
proses kelahiran dan kelahiran kembali 
yang berkelanjutan yang pada akhirnya 
berpuncak pada pelepasan diri sejati dari 
keterbatasan tubuh dan ego — 
pembebasan jiwa yang disebut moksa.

Namun, teks suci Hindu tidak 
membedakan antara tindakan 
heteroseksual dan homoseksual. 
Meskipun teks suci Hindu tidak secara 
khusus menggunakan istilah-istilah 
tersebut (heteroseksual dan 
homoseksual), mereka membedakan 
antara tindakan seksual prokreatif (dalam 
perkawinan) dan tindakan seksual non-
prokreasi seperti seks oral, dll. Yang 
terakhir ini, secara eksplisit memang tidak 
dianjurkan, tetapi bukan untuk orang 
biasa, hanya brahmana dan pendeta yang 
mendapatkan pembatasan ini.

Saya berusia 17 tahun ketika saya 
memberi tahu keluarga saya tentang 
preferensi gaya hidup saya. Yang 
mengejutkan saya, saya dicambuki oleh 
kakek saya sebelum dikirim ke seorang 
pendeta setempat, dengan ayah saya 
menahan malu berjalan di belakangnya. Di 
sebagian besar komunitas Hindu, pendeta 
setempat (biasa disebut sebagai panditji) 

dalam kata-kata kami dalam kata-kata kami 
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Tanggal 6 September 2018 adalah 
kemenangan bersejarah bagi gerakan LGBT 
di India, ketika Mahkamah Agung, dalam 
keputusannya terkait kasus Navtej Singh 

2Johar v. Pemerintah India  membatalkan 
hukum tahun 1860 yang mengkriminalisasi 
kehidupan orang-orang LGBT. Hukum 
tersebut merupakan peninggalan kolonial, 
dan berbagai versi hukum ini masih 
mengancam kehidupan orang-orang LGBT 
di negara-negara seperti Singapura dan 
Malaysia di Asia Tenggara, Bangladesh dan 
Pakistan di Asia Selatan, Ghana dan 
Uganda di Afrika, dan Jamaika dan Guyana 
di Karibia.

Sejak gugatan hukum pertama diajukan di 
India pada tahun 2001, Pasal 377 telah 
menjadi prioritas utama bagi aktivis LGBT. 

Pada tahun 2018, setelah tujuh belas tahun 
perjuangan panjang yang dilakukan di 
pengadilan maupun di jalanan, para aktivis 
berhasil meminta Mahkamah Agung untuk 
membatalkan hukum tersebut. Putusan itu 
sendiri memuat rangkaian kata-kata 
hormat pada perjuangan layaknya tenunan 
permadani indah yang dalam setiap utas 
benangnya tersemat konsep-konsep 
seperti permintaan maaf, hak untuk 
mencintai, martabat dan privasi, serta 
moralitas konstitusional.

Hakim Chandrachud dalam pendapatnya, 
menyatakan Pasal 377 sebagai 
"perundang-undangan kolonial" yang 
memidanakan "orang dewasa yang suka 
sama suka dari jenis kelamin yang sama 
untuk menemukan kepenuhan dalam 

cinta." Efek legislasi seperti Pasal 377 
pada kehidupan LGBT membuat hakim ini 
mengeluarkan pernyataan bahwa 
"peradaban telah bersikap brutal."

Meditasi yang panjang tentang 
penderitaan yang dialami oleh para LGBT 
ini menghasilkan permintaan maaf 
yudisial. Navtej Singh Johar bertanggung 
jawab karena telah melakukan kesalahan 
dan berusaha menebusnya. Sentimen ini 
tergambar dengan baik dalam kutipan 
pernyataan Hakim Malhotra, "sejarah 
harus meminta maaf kepada anggota 
komunitas ini dan keluarga mereka, atas 
keterlambatan dalam memberikan ganti 
rugi atas aib dan pengucilan yang telah 
mereka derita selama berabad-abad."
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memegang jawaban untuk setiap masalah, 
karena dia adalah utusan Tuhan.

Setelah pengakuan saya yang terus terang, 
panditji yang disangka saleh itu membawa 
saya ke sebuah ruangan untuk 
"pengobatan". Dia memeluk dan mulai 
mencium saya. Saya merasa ngeri dan 
tidak percaya karena dia mengharapkan 
saya untuk membalas. Saya akhirnya 
menyerah pada perasaan bahwa ‘akhirnya 
ada yang menerima saya apa adanya’, saya 
lantas menyatakan betapa sedihnya saya; 
saya ingin melakukan hal yang sama 
(mencium dan memegang tangan) dengan 
kekasih saya, tetapi hal tersebut dilarang 
karena bertentangan dengan norma-norma 
masyarakat dan keluarga saya.

Panditji meyakinkan saya bahwa yang 
bermasalah bukanlah cinta saya, tetapi 
karena kekasih saya berasal dari kasta 
yang lebih rendah. Dia melanjutkan 
dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa 
bagi saya untuk bersamanya, karena kami 
berdua dari posisi yang sama. Saya 
memberi tahu ayah saya, dan meskipun 
dia sangat terkejut, dia membawa saya 
pulang, dan menghibur saya dengan 
berbagai kalimat bertajuk ketegaran, 
martabat, kebanggaan, dan keberanian.

Terpikir oleh saya bahwa sementara kita 
mengalami pencerahan modern dalam 
cara kita memandang gender dan 
seksualitas, sebenarnya ide-ide ini 
bukanlah hal baru.

Weda adalah teks agama tertua dalam 
sejarah yang tercatat. Teks ini telah ada 
enam milenia sebelum Masehi, lima 
milenia sebelum Islam. Kitab ini penuh 
dengan banyak kisah tentang tindakan 
sensual dan seksual; bagaimanapun, 
mereka bukannya dilakukan untuk 
kesenangan. Lebih sering tindakan 
tersebut dilakukan sebagai simbol atau 
metafora untuk pembelajaran yang lebih 
dalam.

Salah satu cara utama kami melihat tema-
tema queer yang disajikan dalam agama 
Hindu adalah melalui metamorfosis atau 
inkarnasi dewa. Kisah penggabungan 
Dewa Siwa dengan Dewi Parwati adalah 
salah satu kisah Hindu yang paling 
terkenal. Dalam cerita aslinya, Parwati 
ingin berbagi pengalaman bersama 
tuannya Siwa. Jadi dia meminta Tuhan 
untuk menggabungkan mereka bersama. 
Dalam ikatan ini mereka dikenal sebagai 
Ardanariswara, yang berarti "Tuan yang 
separuhnya perempuan."

Terpikir oleh saya bahwa 
sementara kita mengalami 
pencerahan modern dalam cara 
kita memandang gender dan 
seksualitas, sebenarnya ide-ide 
ini bukanlah hal baru.

Kita melihat penggabungan dewa dan 
dewi berulang kali dalam ajaran Hindu, 
serta di dinding candi tertentu. Kita 
melihat perubahan dewa laki-laki menjadi 
perempuan, dan seringkali hal ini 
menghasilkan hubungan seksual yang 
tidak sesuai dengan perspektif 
heteronormatif.

Tentu saja, romansa homoerotik bukan 
satu-satunya bagian dari agama Hindu 
yang terkait dengan masalah-masalah 
queer. Tema transgender dan interseks 
sangat kuat dalam ajaran agama Hindu. Di 
seluruh ajaran Hindu, homoseksualitas 
dan kecairan gender tidak pernah secara 
eksplisit dipuji atau dikutuk. Namun 
mereka digambarkan berulang kali melalui 
cerita dan gambar.

sama saja dengan membongkar rahasia 
teman saya, meskipun ia bukan teman 
dekat saya.

Meskipun Kotak Pandora 
pengetahuan tentang seks dan 
seksualitas ini sedikit terbuka, 
saya masih belum berani 
membuka tutup kotak tersebut 
sepenuhnya, karena saya tidak 
tahu harus berbicara mengenai 
kejadian itu dengan siapa, secara 
jujur, terbuka dan rahasia. 

Beberapa hari kemudian, saya kembali 
dalam keacuhan yang menenangkan, 
teman saya sudah ikut pelajaran olahraga 
lagi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa, 
dan semuanya kembali seperti sedia kala. 
Sebuah bab singkat terselesaikan, ditutup 
dan tidak pernah saya pikirkan lagi selama 
bertahun-tahun.

Persitiwa ini terjadi di era pra-Internet. 
Hari ini, dengan informasi yang tersedia di 
ujung jari kita pun, saya masih tidak bisa 
memastikan apakah situasi masa kini 
relatif lebih baik untuk kelompok dewasa 
muda dan remaja dibandingkan 
sebelumnya, atau tidak

Tiga puluh dua tahun lalu, perkawinan 
anak merupakan istilah yang asing. 
Meskipun keberadaan UU Tindak Pidana 
Syariah tidak kita sadari, namun ada 
pengetahuan dan kesadaran bahwa seks 
pranikah tidak disetujui dalam Islam dan 
dalam budaya kita.

Jadi jika Anda melakukannya, Anda tidak 
akan membicarakannya secara terbuka, 
bahkan dengan teman Anda. Aborsi yang 
aman dapat diakses jika Anda punya uang. 
Anda terkadang mendengar tentang bayi 
yang dibuang, tetapi hal ini tidak muncul 
di berita seminggu tiga kali, dibandingkan 
dengan beberapa tahun terakhir.

Remaja dan dewasa muda ... perlu 
memiliki akses ke teman sebaya 
dan orang dewasa yang dapat 
mereka percayai untuk melakukan 
percakapan yang sulit ini, dengan 
kesadaran dan belas kasih, dengan 
cara yang menjamin keamanan 
mereka, tanpa penilaian atau 
prasangka. 

Saya sekarang menyadari bahwa ada 
kesenjangan besar antara apa yang saya 
pikir saya ketahui dan apa yang benar-
benar perlu saya ketahui. Semua ini 
mengarah ke fakta bahwa kita 
membutuhkan pendidikan seksualitas 
komprehensif yang diberikan secara 
teratur.

Remaja dan dewasa muda harus tahu 
bahwa mereka memiliki kendali atas tubuh 
mereka; mereka harus tahu bagaimana 
mengklaim kendali dalam hubungan 
sehingga mereka dapat mengambil 
keputusan dari pilihan berdasarkan 
pengetahuan faktual. Lebih penting lagi, 
mereka perlu memiliki akses ke teman 
sebaya dan orang dewasa yang dapat 
mereka percayai untuk melakukan 
percakapan yang sulit ini, dengan 
kesadaran dan belas kasih, dengan cara 
yang menjamin keamanan mereka, tanpa 
penilaian atau prasangka.
Kita harus menyadari fakta bahwa rasa 
takut akan Tuhan dan tuntutan agama 
tidak akan menghentikan orang untuk 
berhubungan seks. Mitos dan ketakutan 
bahwa membicarakan seks dan seksualitas 
akan mendorong orang untuk 
berhubungan seks, harus dihilangkan. 
Membincangkan seksualitas dan mengenal 
keberagaman seksual dilakukan untuk 
menegaskan remaja dan orang-orang 
muda bahwa mereka memiliki kuasa dan 
hak individu untuk menentukan siapa 
mereka dan apa yang mereka inginkan 
dalam hidup mereka. Pengetahuan ini 
adalah jaring pengaman pertama mereka 
untuk menyelamatkan nyawa, termasuk 
nyawa mereka sendiri. Jika Islam harus 
mengambil posisi, posisi seperti inilah 
yang harusnya Islam ambil.

dari KUHP India pada tanggal 6 September 
2018, menandai kemenangan besar bagi 
komunitas LGBT. Meski putusan tersebut 
telah mendekriminalisasi homoseksualitas 
di India, diskusi tentang orientasi seksual 
seseorang masih tetap ditabukan.

India adalah salah satu negara dengan 
sejarah paling panjang dalam hal budaya 
dan agama. Negara ini adalah tempat 
meleburnya sejumlah sistem kepercayaan. 
Meskipun maju dalam filsafat agama, rasa 
jijik dan cemooh menjadi tema sentral dari 
dalam memandang LGBT. Dengan 
masuknya Inggris, muncullah rasa malu 
dan ketidaksetujuan yang kemudian 
menabukan orientasi dan identitas 
seksual. Penindasan dan kekerasan yang 
terjadi, sebagai akibat kurangnya 
pemahaman dan penerimaan 
mengakibatkan hilangnya nyawa, baik 
karena pembunuhan atau bunuh diri.

Dalam agama Hindu, dewa-dewa dapat 
mengambil berbagai bentuk, tetapi 
semuanya merupakan bagian dari roh 
Brahma yang universal. Tidak seperti 
agama Yahudi, Kristen, dan Islam, yang 
berfokus pada perbuatan sepanjang masa 
hidup, kepercayaan Hindu berpusat pada 
proses kelahiran dan kelahiran kembali 
yang berkelanjutan yang pada akhirnya 
berpuncak pada pelepasan diri sejati dari 
keterbatasan tubuh dan ego — 
pembebasan jiwa yang disebut moksa.

Namun, teks suci Hindu tidak 
membedakan antara tindakan 
heteroseksual dan homoseksual. 
Meskipun teks suci Hindu tidak secara 
khusus menggunakan istilah-istilah 
tersebut (heteroseksual dan 
homoseksual), mereka membedakan 
antara tindakan seksual prokreatif (dalam 
perkawinan) dan tindakan seksual non-
prokreasi seperti seks oral, dll. Yang 
terakhir ini, secara eksplisit memang tidak 
dianjurkan, tetapi bukan untuk orang 
biasa, hanya brahmana dan pendeta yang 
mendapatkan pembatasan ini.

Saya berusia 17 tahun ketika saya 
memberi tahu keluarga saya tentang 
preferensi gaya hidup saya. Yang 
mengejutkan saya, saya dicambuki oleh 
kakek saya sebelum dikirim ke seorang 
pendeta setempat, dengan ayah saya 
menahan malu berjalan di belakangnya. Di 
sebagian besar komunitas Hindu, pendeta 
setempat (biasa disebut sebagai panditji) 

dalam kata-kata kami dalam kata-kata kami 
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Oleh Dr. Santosh Kumar Giri   
Sekretaris dan Direktur Eksekutif, 
Kolkata Rista   
Email: santoshrista@gmail.com   

Dalam sebuah putusan bersejarah, 
Mahkamah Agung India membatalkan 
ketentuan Bagian 377 yang diskriminatif 
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MENDEKRIMINALISASI HAK 
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Oleh Arvind Narrain  
Direktur Riset dan Praktik, 
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Email: arvind@arc-international.net      

Tanggal 6 September 2018 adalah 
kemenangan bersejarah bagi gerakan LGBT 
di India, ketika Mahkamah Agung, dalam 
keputusannya terkait kasus Navtej Singh 

2Johar v. Pemerintah India  membatalkan 
hukum tahun 1860 yang mengkriminalisasi 
kehidupan orang-orang LGBT. Hukum 
tersebut merupakan peninggalan kolonial, 
dan berbagai versi hukum ini masih 
mengancam kehidupan orang-orang LGBT 
di negara-negara seperti Singapura dan 
Malaysia di Asia Tenggara, Bangladesh dan 
Pakistan di Asia Selatan, Ghana dan 
Uganda di Afrika, dan Jamaika dan Guyana 
di Karibia.

Sejak gugatan hukum pertama diajukan di 
India pada tahun 2001, Pasal 377 telah 
menjadi prioritas utama bagi aktivis LGBT. 

Pada tahun 2018, setelah tujuh belas tahun 
perjuangan panjang yang dilakukan di 
pengadilan maupun di jalanan, para aktivis 
berhasil meminta Mahkamah Agung untuk 
membatalkan hukum tersebut. Putusan itu 
sendiri memuat rangkaian kata-kata 
hormat pada perjuangan layaknya tenunan 
permadani indah yang dalam setiap utas 
benangnya tersemat konsep-konsep 
seperti permintaan maaf, hak untuk 
mencintai, martabat dan privasi, serta 
moralitas konstitusional.

Hakim Chandrachud dalam pendapatnya, 
menyatakan Pasal 377 sebagai 
"perundang-undangan kolonial" yang 
memidanakan "orang dewasa yang suka 
sama suka dari jenis kelamin yang sama 
untuk menemukan kepenuhan dalam 

cinta." Efek legislasi seperti Pasal 377 
pada kehidupan LGBT membuat hakim ini 
mengeluarkan pernyataan bahwa 
"peradaban telah bersikap brutal."

Meditasi yang panjang tentang 
penderitaan yang dialami oleh para LGBT 
ini menghasilkan permintaan maaf 
yudisial. Navtej Singh Johar bertanggung 
jawab karena telah melakukan kesalahan 
dan berusaha menebusnya. Sentimen ini 
tergambar dengan baik dalam kutipan 
pernyataan Hakim Malhotra, "sejarah 
harus meminta maaf kepada anggota 
komunitas ini dan keluarga mereka, atas 
keterlambatan dalam memberikan ganti 
rugi atas aib dan pengucilan yang telah 
mereka derita selama berabad-abad."
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Pada bulan Oktober 2018, Parlemen 
Uruguay mengesahkan Undang-Undang 
19.684, "Undang-Undang Omnibus 
mengenai Orang Trans" [Ley Integral para 
Personas Trans], menjadikan negara ini 
sebagai negara dengan kerangka hukum 
paling progresif untuk hak-hak trans di 
wilayah tersebut. Pada bulan April 2019, 
peraturan presiden yang mengatur rincian 

1pelaksanaannya disahkan.  Undang-undang 
tersebut sekarang berlaku dan ratusan 
warga Uruguay dapat mengakses layanan 
kesehatan untuk penegasan gender 
(gender affirming), serta mengubah nama 
dan/atau penanda gender dalam dokumen 
sipil mereka, selain pengakuan atas hak-
hak lainnya. Undang-undang ini telah 
dirancang selama bertahun-tahun dan 
penerapannya merupakan hasil kerja keras 
masyarakat sipil yang terorganisir di 

2bawah slogan "Ley Trans Ya."  Teks yang 
akhirnya disahkan ini dirancang pada 
bulan Mei 2017 dalam dialog permanen 
dengan parlemen, organisasi hak asasi  
manusia dan lembaga keagamaan yang 
menentang reformasi.

Kebutuhan mendesak akan undang-undang 
yang mengakui hak trans ditandai dengan 
data yang dihasilkan dari sensus nasional 
penduduk trans yang pertama. Dirancang 
untuk menjawab kelangkaan data yang 
tersedia, yang menyebabkan kurangnya 
bukti kuat untuk merancang kebijakan 
publik, sensus menemukan 933 orang 
yang diidentifikasi sebagai trans di 

3Uruguay.  90% dari warga trans Uruguay 
mengidentifikasi diri sebagai transpuan 
dan 10% sebagai trans laki-laki. Data yang 
dikumpulkan oleh Kementerian 
Pembangunan Sosial dan Universitas 
Nasional (MIDES dan Universidad de la 
República) menunjukkan bahwa 60% dari 
kelompok masyarakat ini didiskriminasi 
oleh keluarga mereka dan 88% 
didiskriminasi dalam sistem pendidikan. 
Hal ini berakibat pada kurangnya akses ke 
pendidikan dan layanan kesehatan yang 
sangat memengaruhi hak untuk menjalani 
hidup dengan bermartabat. Akibatnya, 
misalnya, 25% meninggalkan rumah 
keluarga pada usia 18 tahun dan 75% tidak 

menyelesaikan sekolah menengah. 
Selanjutnya, data menunjukkan bahwa 
kelompok transgender melaporkan 
berbagai jenis diskriminasi yang dialami 

4saat mengakses pasar kerja.  
"Mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, 
biseksual, transgender atau interseks tidak 

5berbahaya secara genetik atau biologis,"  
namun, menurut direktur Administrasi 
Layanan Kesehatan Nasional (ASSE), usia 
harapan hidup transpuan di Uruguay 
hanya 45 tahun — 32 tahun di bawah rata-

6rata populasi umum.

Undang-undang tersebut 
sekarang berlaku dan ratusan 
warga Uruguay dapat mengakses 
layanan kesehatan untuk 
penegasan gender (gender 
affirming), serta mengubah nama 
dan/atau penanda gender dalam 
dokumen sipil mereka, selain 
pengakuan atas hak-hak lainnya. 
Undang-undang ini telah 
dirancang selama bertahun-
tahun dan penerapannya 
merupakan hasil kerja keras 
masyarakat sipil yang 
terorganisir di bawah slogan 
"Ley Trans Ya."

Undang-undang ini merupakan tanggapan 
terhadap realitas pahit yang diungkapkan 
oleh sensus dan memberikan pengakuan 
hak atas pendidikan, pekerjaan, layanan 
perawatan kesehatan, dan lainnya. 
Undang-undang ini mengintegrasikan 
variabel "identitas gender" dalam semua 
sistem informasi statistik resmi, 
memastikan visibilitas dan pengumpulan 
data terpilah yang akurat. Undang-undang 
ini mendefinisikan operasi penegasan 
gender dan terapi hormon sebagai hak 
asasi manusia, dan memastikan perawatan 
tersebut akan ditanggung oleh pemerintah 
Uruguay. Tidak ada otorisasi yudisial atau 
administratif yang diperlukan untuk orang 

yang berusia di atas 18 tahun. Meski 
masih terbatas pada konstruksi biner 
terkait jenis kelamin/gender, proses 
perubahan nama dan penanda gender 
disederhanakan oleh undang-undang dan 
tidak lagi memerlukan prosedur peradilan. 
Selain itu, beasiswa dan insentif 
pendidikan akan diberikan untuk 
menjamin akses pendidikan di semua 
tingkatan. Undang-undang juga 
memberikan kuota 1% pekerjaan di 
pemerintah untuk orang transgender. 
Terakhir, undang-undang mengatur dana 
untuk membayar reparasi ekonomi kepada 
orang trans yang menghadapi 
penganiayaan selama kediktatoran negara 
dari tahun 1973 hingga 1985.

Undang-undang ini telah lolos dari 
tantangan hukum yang diajukan oleh 
sektor paling konservatif di negara ini. 
70.000 tanda tangan telah dikumpulkan 
untuk mengadakan referendum dengan 
harapan bisa mencabut undang-undang 
tersebut. Inisiatif ini dipelopori oleh 
organisasi keagamaan (gereja Injili dan 
neo-Pantekosta) dan organisasi (yang 
tampaknya) sekuler ("Con mis hijos no te 
metas"). Otoritas agama Katolik di 
Uruguay tidak mendukung inisiatif 
tersebut. Kampanye tersebut berargumen 
bahwa undang-undang tersebut 
memberikan "perlakuan istimewa kepada 
orang transgender", menyangkal 
"kebenaran biologis" dan memaksakan 

7"ideologi gender".  Kampanye ini sebagian 
besar didasarkan pada informasi yang 
salah dan mewakili tren yang berkembang 
di Amerika Latin untuk menggunakan 
konsep "ideologi gender" oleh politisi 
konservatif sayap kanan yang didukung 
oleh kaum konservatif di gereja Katolik 
dan Injili. Sebagaimana dicatat oleh 
Garbagnoli, istilah ideologi gender adalah 
"ciptaan kontroversial dari lingkaran 
konservatif Katolik yang bertujuan untuk 
mengkarikaturkan, dan dengan demikian 

Seperti yang dikatakan Hakim 
Chandrachud, "Sulit untuk memperbaiki 
kesalahan sejarah. Tapi kita bisa 
menentukan arah untuk masa depan. Hal 
itu dapat kita lakukan dengan mengatakan, 
seperti yang ingin saya katakan dalam 
kasus ini, bahwa lesbian, gay, biseksual, 
dan transgender memiliki hak 
konstitusional yang sama dalam hal 
kewarganegaraan dan seluruh 
turunannya."

Putusan ini dapat dikatakan mengambil 
empat rute berbeda untuk "memperbaiki 
kesalahan sejarah." Hakim Agung Misra 
menulis untuk dirinya sendiri dan Hakim 
Khanwilkar. Hakim Nariman, Chandrachud 
dan Indu Malhotra menulis opini secara 
terpisah yang menyatakan kesepakatan 
mereka. Semua hakim setuju dengan 

3kesimpulan bahwa Suresh Kumar Koushal,  
putusan dua hakim sebelumnya yang 
menegaskan Pasal 377 harus dibatalkan 
dan bahwa Pasal 377 harus dibatalkan 
karena mengkriminalisasi seks suka sama 
suka antara orang dewasa.

Hakim Chandrachud mengutip Hakim 
Agung Leila Seth, menegaskan bahwa 
"yang membuat hidup bermakna adalah 
cinta." Hak untuk mencintai muncul 
sebagai aspek kunci dari putusan ini. 
Hakim Chandrachud mengakui bahwa, 
"hak untuk mencintai dan untuk 
menemukan pasangan, untuk menemukan 
kepenuhan dalam hubungan sesama jenis 
adalah penting bagi masyarakat yang 
percaya pada kebebasan di bawah tatanan 
konstitusional berbasis hak."

Hak untuk mencintai memiliki implikasi 
yang mendalam dalam masyarakat yang 
memandang cinta lintas kasta dan agama 
sebagai bentuk pelanggaran, dan 
terkadang nyawa para ‘pelanggar’ ini 
hilang direnggut anggota keluarganya 
sendiri. 'Hak untuk mencintai' memiliki 
potensi untuk mengganggu moralitas 
sosial yang kaku dan membantu kita untuk 
mulai mempertanyakan struktur yang 
memelihara hierarki masyarakat India 
yang enggan berubah; baik berdasarkan 
kasta, agama, gender atau jenis kelamin. 
Bahkan, Hakim Chandrachud dengan tepat 
menyebut hak untuk mencintai "bukan 
hanya pertempuran-pertempuran pribadi 
LGBT sendiri-sendiri, namun pertempuran 
kita semua."

Gagasan bahwa opini mayoritas harus 
menang atas hak atas martabat dan 
kebebasan minoritas secara eksplisit 
ditolak oleh hakim. Seperti dikatakan 

Hakim Nariman, 'hal-hal yang berkaitan 
dengan moralitas sosial tidak seharusnya 
ditentukan oleh (pemerintahan) 
mayoritas”." Para hakim dalam konteks ini 
merujuk pada gagasan 'moralitas 
konstitusional' dan argumen bahwa 
masyarakat India harus berubah untuk 
memajukan moralitas sosial agar sesuai 
dengan cita-cita konstitusional, untuk 
menghormati martabat dan kemerdekaan 
semua warganya.

Keputusan itu sendiri dibangun 
di atas sejarah perjuangan yang 
dilakukan tanpa henti selama 
seperempat abad terakhir, yang 
didukung oleh ribuan orang dari 
seluruh penjuru negeri. Pada 
akhirnya, ruang penerimaan bagi 
rasa cinta dan kehidupan 
komunitas LGBT di India berhasil 
dibangun.

Dengan secara eksplisit menetapkan 
Peradilan sebagai penjamin hak-hak 
minoritas, terlepas dari pendapat 
'mayoritas rakyat atau legislatif', 
kekuasaan yudikatif menandai tekadnya 
untuk membela Konstitusi. Di masa ketika 
pengeroyokan oleh massa terjadi sehari-
hari, dan pemerintah hanya menjadi 
penonton yang bisu, peran yang harus 
dimainkan Peradilan dalam menjaga hak 
hidup minoritas dari seluruh kelompok 
penting untuk digarisbawahi.

Keputusan itu sendiri dibangun di atas 
sejarah perjuangan yang dilakukan tanpa 
henti selama seperempat abad terakhir 
yang didukung oleh ribuan orang dari 
seluruh penjuru negeri. Pada akhirnya, 
ruang penerimaan bagi rasa cinta dan 
kehidupan komunitas LGBT di India 
berhasil dibangun.

Di tingkat nasional, putusan ini menjadi 
pengingat tegas bahwa kelompok LGBT 
memiliki hak-hak penuh di bawah 
konstitusi India. Putusan tersebut juga 
didasarkan pada pemahaman 
interseksional, karena dicantumkan bahwa 
Konstitusi harus mentransformasikan dan 
mendemokratisasikan hubungan dalam 
masyarakat baik itu antar kasta dominan 
dan kasta tertindas, laki-laki dan 
perempuan, serta mayoritas dan minoritas 
dari setiap kalangan. Keputusan ini telah 
memperkuat posisi masyarakat sipil dalam 
perjuangan untuk memastikan 

penghormatan penuh, tidak hanya untuk 
hak-hak orang LGBT, tetapi juga untuk 
semua orang yang saling mencintai 
melintasi garis larangan sosial. 'Hak untuk 
mencintai' dengan demikian berfungsi 
sebagai dongkrak untuk membongkar 
struktur kasta, agama dan gender yang 
menindas, menciptakan peluang untuk 
memajukan politik interseksional.

Namun masih banyak pekerjaan yang 
harus dilakukan karena tantangan untuk 
menghilangkan prasangka yang telah 
dipupuk oleh hukum lama bukanlah tugas 
yang mudah. Tugas besar untuk 
memerangi sikap prasangka yang 
tertanam dalam Bagian 377 inilah yang 
harus terus dilanjutkan.

Di tingkat internasional, dampak dari 
putusan ini dalam jangka pendek sangat 
besar dan dalam jangka panjang tidak 
dapat diukur. Bagi sebuah negara di Dunia 
Selatan yang sebesar dan seberpengaruh 
India, mendekriminalisasi hubungan 
sesama jenis mengirimkan sinyal yang 
terang bahwa undang-undang anti-sodomi 
adalah peninggalan bawaan penjajah, dan 
membongkarnya adalah penghormatan 
bagi konstitusi nasional serta merupakan 
tindakan dekolonisasi yang terlambat. 
Bahkan, putusan tersebut telah dikutip 
oleh pengadilan Botswana dalam putusan 
untuk melakukan dekriminalisasi, dan oleh 
pengadilan Kenya (meskipun tidak 
berhasil) dalam putusannya untuk 
mempertahankan undang-undang anti-
sodomi.

Kita berharap bahwa pengaruh Navtej 
akan menghasilkan dekriminalisasi yang 
progresif terhadap perilaku seks sesama 
jenis dan dekolonisasi sistem hukum di 
seluruh negara Dunia Selatan. 
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Pada bulan Oktober 2018, Parlemen 
Uruguay mengesahkan Undang-Undang 
19.684, "Undang-Undang Omnibus 
mengenai Orang Trans" [Ley Integral para 
Personas Trans], menjadikan negara ini 
sebagai negara dengan kerangka hukum 
paling progresif untuk hak-hak trans di 
wilayah tersebut. Pada bulan April 2019, 
peraturan presiden yang mengatur rincian 

1pelaksanaannya disahkan.  Undang-undang 
tersebut sekarang berlaku dan ratusan 
warga Uruguay dapat mengakses layanan 
kesehatan untuk penegasan gender 
(gender affirming), serta mengubah nama 
dan/atau penanda gender dalam dokumen 
sipil mereka, selain pengakuan atas hak-
hak lainnya. Undang-undang ini telah 
dirancang selama bertahun-tahun dan 
penerapannya merupakan hasil kerja keras 
masyarakat sipil yang terorganisir di 

2bawah slogan "Ley Trans Ya."  Teks yang 
akhirnya disahkan ini dirancang pada 
bulan Mei 2017 dalam dialog permanen 
dengan parlemen, organisasi hak asasi  
manusia dan lembaga keagamaan yang 
menentang reformasi.

Kebutuhan mendesak akan undang-undang 
yang mengakui hak trans ditandai dengan 
data yang dihasilkan dari sensus nasional 
penduduk trans yang pertama. Dirancang 
untuk menjawab kelangkaan data yang 
tersedia, yang menyebabkan kurangnya 
bukti kuat untuk merancang kebijakan 
publik, sensus menemukan 933 orang 
yang diidentifikasi sebagai trans di 

3Uruguay.  90% dari warga trans Uruguay 
mengidentifikasi diri sebagai transpuan 
dan 10% sebagai trans laki-laki. Data yang 
dikumpulkan oleh Kementerian 
Pembangunan Sosial dan Universitas 
Nasional (MIDES dan Universidad de la 
República) menunjukkan bahwa 60% dari 
kelompok masyarakat ini didiskriminasi 
oleh keluarga mereka dan 88% 
didiskriminasi dalam sistem pendidikan. 
Hal ini berakibat pada kurangnya akses ke 
pendidikan dan layanan kesehatan yang 
sangat memengaruhi hak untuk menjalani 
hidup dengan bermartabat. Akibatnya, 
misalnya, 25% meninggalkan rumah 
keluarga pada usia 18 tahun dan 75% tidak 

menyelesaikan sekolah menengah. 
Selanjutnya, data menunjukkan bahwa 
kelompok transgender melaporkan 
berbagai jenis diskriminasi yang dialami 

4saat mengakses pasar kerja.  
"Mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, 
biseksual, transgender atau interseks tidak 

5berbahaya secara genetik atau biologis,"  
namun, menurut direktur Administrasi 
Layanan Kesehatan Nasional (ASSE), usia 
harapan hidup transpuan di Uruguay 
hanya 45 tahun — 32 tahun di bawah rata-

6rata populasi umum.

Undang-undang tersebut 
sekarang berlaku dan ratusan 
warga Uruguay dapat mengakses 
layanan kesehatan untuk 
penegasan gender (gender 
affirming), serta mengubah nama 
dan/atau penanda gender dalam 
dokumen sipil mereka, selain 
pengakuan atas hak-hak lainnya. 
Undang-undang ini telah 
dirancang selama bertahun-
tahun dan penerapannya 
merupakan hasil kerja keras 
masyarakat sipil yang 
terorganisir di bawah slogan 
"Ley Trans Ya."

Undang-undang ini merupakan tanggapan 
terhadap realitas pahit yang diungkapkan 
oleh sensus dan memberikan pengakuan 
hak atas pendidikan, pekerjaan, layanan 
perawatan kesehatan, dan lainnya. 
Undang-undang ini mengintegrasikan 
variabel "identitas gender" dalam semua 
sistem informasi statistik resmi, 
memastikan visibilitas dan pengumpulan 
data terpilah yang akurat. Undang-undang 
ini mendefinisikan operasi penegasan 
gender dan terapi hormon sebagai hak 
asasi manusia, dan memastikan perawatan 
tersebut akan ditanggung oleh pemerintah 
Uruguay. Tidak ada otorisasi yudisial atau 
administratif yang diperlukan untuk orang 

yang berusia di atas 18 tahun. Meski 
masih terbatas pada konstruksi biner 
terkait jenis kelamin/gender, proses 
perubahan nama dan penanda gender 
disederhanakan oleh undang-undang dan 
tidak lagi memerlukan prosedur peradilan. 
Selain itu, beasiswa dan insentif 
pendidikan akan diberikan untuk 
menjamin akses pendidikan di semua 
tingkatan. Undang-undang juga 
memberikan kuota 1% pekerjaan di 
pemerintah untuk orang transgender. 
Terakhir, undang-undang mengatur dana 
untuk membayar reparasi ekonomi kepada 
orang trans yang menghadapi 
penganiayaan selama kediktatoran negara 
dari tahun 1973 hingga 1985.

Undang-undang ini telah lolos dari 
tantangan hukum yang diajukan oleh 
sektor paling konservatif di negara ini. 
70.000 tanda tangan telah dikumpulkan 
untuk mengadakan referendum dengan 
harapan bisa mencabut undang-undang 
tersebut. Inisiatif ini dipelopori oleh 
organisasi keagamaan (gereja Injili dan 
neo-Pantekosta) dan organisasi (yang 
tampaknya) sekuler ("Con mis hijos no te 
metas"). Otoritas agama Katolik di 
Uruguay tidak mendukung inisiatif 
tersebut. Kampanye tersebut berargumen 
bahwa undang-undang tersebut 
memberikan "perlakuan istimewa kepada 
orang transgender", menyangkal 
"kebenaran biologis" dan memaksakan 

7"ideologi gender".  Kampanye ini sebagian 
besar didasarkan pada informasi yang 
salah dan mewakili tren yang berkembang 
di Amerika Latin untuk menggunakan 
konsep "ideologi gender" oleh politisi 
konservatif sayap kanan yang didukung 
oleh kaum konservatif di gereja Katolik 
dan Injili. Sebagaimana dicatat oleh 
Garbagnoli, istilah ideologi gender adalah 
"ciptaan kontroversial dari lingkaran 
konservatif Katolik yang bertujuan untuk 
mengkarikaturkan, dan dengan demikian 

Seperti yang dikatakan Hakim 
Chandrachud, "Sulit untuk memperbaiki 
kesalahan sejarah. Tapi kita bisa 
menentukan arah untuk masa depan. Hal 
itu dapat kita lakukan dengan mengatakan, 
seperti yang ingin saya katakan dalam 
kasus ini, bahwa lesbian, gay, biseksual, 
dan transgender memiliki hak 
konstitusional yang sama dalam hal 
kewarganegaraan dan seluruh 
turunannya."

Putusan ini dapat dikatakan mengambil 
empat rute berbeda untuk "memperbaiki 
kesalahan sejarah." Hakim Agung Misra 
menulis untuk dirinya sendiri dan Hakim 
Khanwilkar. Hakim Nariman, Chandrachud 
dan Indu Malhotra menulis opini secara 
terpisah yang menyatakan kesepakatan 
mereka. Semua hakim setuju dengan 

3kesimpulan bahwa Suresh Kumar Koushal,  
putusan dua hakim sebelumnya yang 
menegaskan Pasal 377 harus dibatalkan 
dan bahwa Pasal 377 harus dibatalkan 
karena mengkriminalisasi seks suka sama 
suka antara orang dewasa.

Hakim Chandrachud mengutip Hakim 
Agung Leila Seth, menegaskan bahwa 
"yang membuat hidup bermakna adalah 
cinta." Hak untuk mencintai muncul 
sebagai aspek kunci dari putusan ini. 
Hakim Chandrachud mengakui bahwa, 
"hak untuk mencintai dan untuk 
menemukan pasangan, untuk menemukan 
kepenuhan dalam hubungan sesama jenis 
adalah penting bagi masyarakat yang 
percaya pada kebebasan di bawah tatanan 
konstitusional berbasis hak."

Hak untuk mencintai memiliki implikasi 
yang mendalam dalam masyarakat yang 
memandang cinta lintas kasta dan agama 
sebagai bentuk pelanggaran, dan 
terkadang nyawa para ‘pelanggar’ ini 
hilang direnggut anggota keluarganya 
sendiri. 'Hak untuk mencintai' memiliki 
potensi untuk mengganggu moralitas 
sosial yang kaku dan membantu kita untuk 
mulai mempertanyakan struktur yang 
memelihara hierarki masyarakat India 
yang enggan berubah; baik berdasarkan 
kasta, agama, gender atau jenis kelamin. 
Bahkan, Hakim Chandrachud dengan tepat 
menyebut hak untuk mencintai "bukan 
hanya pertempuran-pertempuran pribadi 
LGBT sendiri-sendiri, namun pertempuran 
kita semua."

Gagasan bahwa opini mayoritas harus 
menang atas hak atas martabat dan 
kebebasan minoritas secara eksplisit 
ditolak oleh hakim. Seperti dikatakan 

Hakim Nariman, 'hal-hal yang berkaitan 
dengan moralitas sosial tidak seharusnya 
ditentukan oleh (pemerintahan) 
mayoritas”." Para hakim dalam konteks ini 
merujuk pada gagasan 'moralitas 
konstitusional' dan argumen bahwa 
masyarakat India harus berubah untuk 
memajukan moralitas sosial agar sesuai 
dengan cita-cita konstitusional, untuk 
menghormati martabat dan kemerdekaan 
semua warganya.

Keputusan itu sendiri dibangun 
di atas sejarah perjuangan yang 
dilakukan tanpa henti selama 
seperempat abad terakhir, yang 
didukung oleh ribuan orang dari 
seluruh penjuru negeri. Pada 
akhirnya, ruang penerimaan bagi 
rasa cinta dan kehidupan 
komunitas LGBT di India berhasil 
dibangun.

Dengan secara eksplisit menetapkan 
Peradilan sebagai penjamin hak-hak 
minoritas, terlepas dari pendapat 
'mayoritas rakyat atau legislatif', 
kekuasaan yudikatif menandai tekadnya 
untuk membela Konstitusi. Di masa ketika 
pengeroyokan oleh massa terjadi sehari-
hari, dan pemerintah hanya menjadi 
penonton yang bisu, peran yang harus 
dimainkan Peradilan dalam menjaga hak 
hidup minoritas dari seluruh kelompok 
penting untuk digarisbawahi.

Keputusan itu sendiri dibangun di atas 
sejarah perjuangan yang dilakukan tanpa 
henti selama seperempat abad terakhir 
yang didukung oleh ribuan orang dari 
seluruh penjuru negeri. Pada akhirnya, 
ruang penerimaan bagi rasa cinta dan 
kehidupan komunitas LGBT di India 
berhasil dibangun.

Di tingkat nasional, putusan ini menjadi 
pengingat tegas bahwa kelompok LGBT 
memiliki hak-hak penuh di bawah 
konstitusi India. Putusan tersebut juga 
didasarkan pada pemahaman 
interseksional, karena dicantumkan bahwa 
Konstitusi harus mentransformasikan dan 
mendemokratisasikan hubungan dalam 
masyarakat baik itu antar kasta dominan 
dan kasta tertindas, laki-laki dan 
perempuan, serta mayoritas dan minoritas 
dari setiap kalangan. Keputusan ini telah 
memperkuat posisi masyarakat sipil dalam 
perjuangan untuk memastikan 

penghormatan penuh, tidak hanya untuk 
hak-hak orang LGBT, tetapi juga untuk 
semua orang yang saling mencintai 
melintasi garis larangan sosial. 'Hak untuk 
mencintai' dengan demikian berfungsi 
sebagai dongkrak untuk membongkar 
struktur kasta, agama dan gender yang 
menindas, menciptakan peluang untuk 
memajukan politik interseksional.

Namun masih banyak pekerjaan yang 
harus dilakukan karena tantangan untuk 
menghilangkan prasangka yang telah 
dipupuk oleh hukum lama bukanlah tugas 
yang mudah. Tugas besar untuk 
memerangi sikap prasangka yang 
tertanam dalam Bagian 377 inilah yang 
harus terus dilanjutkan.

Di tingkat internasional, dampak dari 
putusan ini dalam jangka pendek sangat 
besar dan dalam jangka panjang tidak 
dapat diukur. Bagi sebuah negara di Dunia 
Selatan yang sebesar dan seberpengaruh 
India, mendekriminalisasi hubungan 
sesama jenis mengirimkan sinyal yang 
terang bahwa undang-undang anti-sodomi 
adalah peninggalan bawaan penjajah, dan 
membongkarnya adalah penghormatan 
bagi konstitusi nasional serta merupakan 
tindakan dekolonisasi yang terlambat. 
Bahkan, putusan tersebut telah dikutip 
oleh pengadilan Botswana dalam putusan 
untuk melakukan dekriminalisasi, dan oleh 
pengadilan Kenya (meskipun tidak 
berhasil) dalam putusannya untuk 
mempertahankan undang-undang anti-
sodomi.

Kita berharap bahwa pengaruh Navtej 
akan menghasilkan dekriminalisasi yang 
progresif terhadap perilaku seks sesama 
jenis dan dekolonisasi sistem hukum di 
seluruh negara Dunia Selatan. 
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adalah fakta biologis dan sosial. Batasan-
batasan yang dibangun dan diawasi 
dengan ketat tentang apa artinya menjadi 
pria dan wanita menjadi penghalang untuk 
realisasi diri komunitas.

Seperti di banyak negara Asia, peran 
keluarga menjadi penting untuk 
mendorong gerakan ini. Bagi mereka yang 
beragam secara seksual, sangat sulit untuk 
menyembunyikan hal tersebut, dan oleh 
karena itu mereka sering diusir dari 
keluarganya di usia muda. Sistem Khawaja 
Sira telah mengembangkan jalan keluar 
dari situasi ini melalui sistem Guru-Chela: 
orang-orang yang memiliki keragaman 
seksual (biasanya) bisa menyembunyikan 
seksualitas mereka dengan tampil sebagai 
cisgender. Hal ini memungkinkan mereka 
untuk menjalani kehidupan ganda – 
kehidupan di depan keluarga mereka dan 
kehidupan lain di luar keluarga mereka.

Kecairan gender dan seksualitas 
adalah fakta biologis dan sosial. 
Batasan-batasan yang dibangun 
dan diawasi dengan ketat 
tentang apa artinya menjadi 
pria dan wanita menjadi 
penghalang untuk realisasi 
diri komunitas. 

Secara struktural, strategi ini bisa bekerja 
dalam hal-hal tertentu bagi laki-laki, 
karena mereka memiliki hak istimewa 
dalam sistem patriarki. Namun bagi 
perempuan, tekanan untuk menjadi 
heteroseksual secara wajib dan anggapan 
bahwa mereka adalah milik keluarga suami 
mereka mencegah mereka memiliki hak 
istimewa yang sama. Pernikahan dapat 
mengarah pada situasi yang penuh 
kekerasan, terutama bagi lesbian ketika 
mereka dinikahkan secara paksa, 
meskipun banyak perempuan lesbian dan 
biseksual yang menemukan cara untuk 
hidup bersama pasangannya. 
Gambarannya sangat kompleks dan orang-
orang dengan seksualitas dan gender yang 
beragam telah menemukan banyak cara 
untuk bertahan hidup.

Salah satunya dengan mendorong 
perubahan legislatif bagi komunitas 
Khawaja Sira dan transgender. Meskipun 
Pakistan semakin menekan kelompok hak 

asasi manusia dan masyarakat sipil; dan 
negara turut menentang pengakuan dan 
perlindungan hak asasi manusia 
berdasarkan SOGIEC, ada pengakuan di 
tingkat masyarakat dan pemerintah untuk 
komunitas Khawaja Sira yang secara 
historis terbentuk.

Undang-undang ini, 
sebagaimana adanya, adalah 
hukum federal afirmatif yang 
menjadikan persepsi diri 
sebagai dasar pengakuan 
gender. Ini adalah kemajuan 
progresif yang penting dalam 
posisi hukum orang-orang 
Trans dan Interseks di Pakistan 
karena mengakui kedaulatan 
diri dalam hal menentukan 
identitas dan ekspresi gender 
mereka sendiri dan sejalan 
dengan prinsip-prinsip 
internasional. 

Ketika skenario internasional bergeser ke 
arah penerimaan yang lebih besar atas 
beragam jenis kelamin dan seksualitas, 
Pakistan juga membuat langkah lambat 
tapi pasti ke arah itu. Meskipun secara 
kritis, ini mungkin merupakan upaya untuk 
'kembali ke kondisi awal' daripada 
'menjadi masyarakat baru yang lebih 
terbuka dan menerima', ke kondisi yang 
mungkin telah ada sebelumnya, sebelum 
penjajahan dan pemberlakuan kategori 
gender versi victorian Inggris, yang 
semakin diperkuat oleh semangat Islam 
nasionalis.

Mengingat konteks ini, setelah kampanye 
ekstensif oleh Khawaja Sira, aktivis 
transgender, kelompok feminis, kelompok 
masyarakat sipil, organisasi non-
pemerintah internasional, dan anggota-
anggota parlemen tertentu, sebuah RUU 
diajukan di Parlemen untuk melindungi 
hak-hak transgender. Melalui upaya lobi 
oleh berbagai kelompok dan khususnya 
aliansi antara Khawaja Sira, aktivis trans 
dan feminis, versi RUU yang lebih bisa 
diterima semua kalangan disahkan 
menjadi Undang-Undang di kedua kamar 
Parlemen pada bulan Mei 2018.

Namun, tak lama kemudian Parlemen 
dibubarkan dan pemerintahan baru mulai 
berkuasa pada bulan September 2018. 
Akibatnya, perlindungan UU Hak 
Transgender belum menjadi agenda 
pemerintahan baru dan aturan-aturan 
pelaksanaan UU baru ini belum disusun 
untuk memfasilitasi pelaksanaannya.

Undang-undang ini, sebagaimana adanya, 
adalah hukum federal afirmatif yang 
menjadikan persepsi diri sebagai dasar 
pengakuan gender. Ini adalah kemajuan 
progresif yang penting dalam posisi 
hukum orang-orang Trans dan Interseks di 
Pakistan karena mengakui kedaulatan diri 
dalam hal menentukan identitas dan 
ekspresi gender mereka sendiri dan 
sejalan dengan prinsip-prinsip 
internasional.

Berdasarkan ketentuan ini, seseorang 
berhak untuk mengubah dokumen 
resminya sesuai dengan persepsi 
gendernya. Undang-undang tersebut juga 
melarang diskriminasi terhadap 
transgender, memberikan tanggung jawab 
kepada pemerintah untuk mengambil 
langkah positif guna menyadarkan 
departemen-departemen pemerintah dan 
mendirikan fasilitas bagi transgender. Ini 
memperkuat hak atas pendidikan, 
kesehatan, warisan, pekerjaan, hak pilih, 
berkumpul dan hak untuk mengakses 
ruang publik dan memegang jabatan 
publik di antara hak-hak penting lainnya.
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anak benua dan merupakan bukti keragaman gender 
dalam konteks Asia Selatan.  

2. Sistem keluarga alternatif di mana seorang Khawaja 
Sira yang lebih tua akan mengasuh Khawaja Sira yang 
lebih muda dan membimbing mereka, memberi 
mereka ruang dan informasi sosial dan ekonomi 
budaya yang nyata. Tanggung jawab Chelas atau murid 
adalah memenuhi persyaratan yang ditetapkan guru 
untuk mereka. Mereka akan memberikan sebagian 
penghasilan mereka kepada guru, sebagai salah satu 
tanggung jawab mereka. 

mendelegitimasi, studi lapangan dan 
8membenarkan diskriminasi."  Pra-

referendum diadakan pada bulan Agustus 
tetapi hasilnya jauh di bawah ambang 
batas persentase yang dibutuhkan untuk 
berhasil. Kurang dari 10% pemilih yang 
memenuhi syarat berpartisipasi — 
setidaknya diperlukan 25% pemilih — dan 
undang-undang ini  tetap berlaku. Pra-
referendum ini memakan biaya 230.000 
dollar yang ditanggung negara, setara 
dengan lebih dari 34 kali reparasi bulanan 

9yang diberikan oleh undang-undang.  
Sementara kita merayakan kemenangan, 
pra-referendum ini menegaskan kembali 
asumsi berbahaya bahwa hak-hak orang 
trans dan yang tidak konform terhadap 
gender adalah hal yang perlu 
diperdebatkan publik, dan tubuh kita terus 
menjadi medan pertempuran politik.
Di tengah reaksi regional dan global, 
undang-undang ini tidak diragukan lagi 
merupakan langkah maju. Undang-undang 
ini dibangun di atas undang-undang 
sebelumnya yang mengakui hak seksual 

dan reproduksi, hak untuk menikah bagi 
pasangan sesama jenis dan hak atas 
identitas gender, dan memperluas hak-hak 
tersebut kepada komunitas trans, dengan 
menyesuaikan bentuk intervensi terhadap 
kebutuhan mereka serta menggunakan 
data yang akurat. Dalam pengertian ini, 
hukum Uruguay dapat berfungsi sebagai 
cetak biru bagi negara-negara lain di 
kawasan ini, dan untuk mendorong 
perkembangan lebih lanjut di tingkat 
nasional. Namun, kita harus tetap 
waspada terhadap inisiatif yang 
mendorong langkah mundur, dan 
menyadari bahwa meskipun undang-
undang progresif dapat membuka jalan 
bagi perubahan budaya, strategi yang 
lebih komprehensif perlu diambil untuk 
secara efektif menjamin pemenuhan hak 
asasi manusia secara utuh
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monitoring kegiatan nasional dan regional monitoring kegiatan nasional dan regional 

Hak atas seksualitas merupakan bagian 
dari kumpulan hak untuk hidup 
bermartabat. Hak ini adalah bagian dari 
hak asasi manusia untuk dapat 
mengekspresikan hasrat untuk mencintai 
dan dicintai, serta untuk dapat 
mentransformasikan hasrat ini ke dalam 
hubungan percintaan.

Hubungan percintaan yang kemudian 
menjadi basis untuk membangun keluarga; 
hubungan percintaan yang bermakna, 
penuh kasih, dan memuaskan; hubungan 
percintaan yang diakui dan dihormati 
masyarakat; hubungan percintaan yang 
tidak dicerca atau dibuat ilegal, seperti 
yang dialami oleh orang-orang queer di 
Pakistan dan banyak negara lain di dunia 
juga.

Ketika hak-hak (seksualitas) ini dibicarakan 
dalam konteks Pakistan, banyak kelompok 
masyarakat yang menyatakan bahwa hak-
hak ini adalah bagian dari ideologi asing, 
bahwa hak-hak ini bertentangan dengan 
budaya dan agama kami, dan mereka 
enggan menerima bentuk keragaman ini.

Kenyataannya, bayang-bayang queer 
menghantui struktur heteroseksualitas dan 
hak istimewa cisgender di Pakistan. 
Mewajibkan seluruh orang untuk menjadi 
heteroseksual, dan menjadikan seksualitas 
sebagai topik pembicaraan yang tabu 
hanya akan merugikan kelompok 
terpinggir dalam masyarakat serta 
menciptakan ketidakadilan.

Namun terlepas dari kendala-kendala 
tersebut, kerja-kerja advokasi tetap 
dilanjutkan dalam bentuk gerakan feminis 

atau gerakan perjuangan untuk komunitas 
Khawaja Sira dan komunitas transgender.

Kerja keras komunitas Khawaja Sira dan 
pengorganisasian yang mampu mereka 
lakukan sungguh luar biasa. Hal ini 
dimungkinkan karena mereka berada di 
garis depan orang-orang yang mengalami 
kekerasan dan penindasan. Karena 
seksualitas dapat "disembunyikan" jika 
orang tersebut menampilkan diri sebagai 
cisgender, gerakan untuk menerima 
seksualitas yang beragam tidak memiliki 
tingkat pengorganisasian dan visibilitas 
yang sama.

Orang-orang merasa lebih nyaman untuk 
tetap berada di bawah payung aktivisme 
Khawaja Sira dan melakukan pekerjaan 
mereka di secara tidak terlalu terang-
terangan. Kecairan gender dan seksualitas 

PERTANYAAN TENTANG GENDER 
DAN SEKSUALITAS DI PAKISTAN 

Oleh Sarah Suhail 
Feminist Collective/O Collective 
Email: sarah.suhail@gmail.com       



28 29

arrow for change  |  vol. 25 no. 1 2019 arrow for change  |  vol. 25 no. 1 2019

adalah fakta biologis dan sosial. Batasan-
batasan yang dibangun dan diawasi 
dengan ketat tentang apa artinya menjadi 
pria dan wanita menjadi penghalang untuk 
realisasi diri komunitas.

Seperti di banyak negara Asia, peran 
keluarga menjadi penting untuk 
mendorong gerakan ini. Bagi mereka yang 
beragam secara seksual, sangat sulit untuk 
menyembunyikan hal tersebut, dan oleh 
karena itu mereka sering diusir dari 
keluarganya di usia muda. Sistem Khawaja 
Sira telah mengembangkan jalan keluar 
dari situasi ini melalui sistem Guru-Chela: 
orang-orang yang memiliki keragaman 
seksual (biasanya) bisa menyembunyikan 
seksualitas mereka dengan tampil sebagai 
cisgender. Hal ini memungkinkan mereka 
untuk menjalani kehidupan ganda – 
kehidupan di depan keluarga mereka dan 
kehidupan lain di luar keluarga mereka.

Kecairan gender dan seksualitas 
adalah fakta biologis dan sosial. 
Batasan-batasan yang dibangun 
dan diawasi dengan ketat 
tentang apa artinya menjadi 
pria dan wanita menjadi 
penghalang untuk realisasi 
diri komunitas. 

Secara struktural, strategi ini bisa bekerja 
dalam hal-hal tertentu bagi laki-laki, 
karena mereka memiliki hak istimewa 
dalam sistem patriarki. Namun bagi 
perempuan, tekanan untuk menjadi 
heteroseksual secara wajib dan anggapan 
bahwa mereka adalah milik keluarga suami 
mereka mencegah mereka memiliki hak 
istimewa yang sama. Pernikahan dapat 
mengarah pada situasi yang penuh 
kekerasan, terutama bagi lesbian ketika 
mereka dinikahkan secara paksa, 
meskipun banyak perempuan lesbian dan 
biseksual yang menemukan cara untuk 
hidup bersama pasangannya. 
Gambarannya sangat kompleks dan orang-
orang dengan seksualitas dan gender yang 
beragam telah menemukan banyak cara 
untuk bertahan hidup.

Salah satunya dengan mendorong 
perubahan legislatif bagi komunitas 
Khawaja Sira dan transgender. Meskipun 
Pakistan semakin menekan kelompok hak 

asasi manusia dan masyarakat sipil; dan 
negara turut menentang pengakuan dan 
perlindungan hak asasi manusia 
berdasarkan SOGIEC, ada pengakuan di 
tingkat masyarakat dan pemerintah untuk 
komunitas Khawaja Sira yang secara 
historis terbentuk.

Undang-undang ini, 
sebagaimana adanya, adalah 
hukum federal afirmatif yang 
menjadikan persepsi diri 
sebagai dasar pengakuan 
gender. Ini adalah kemajuan 
progresif yang penting dalam 
posisi hukum orang-orang 
Trans dan Interseks di Pakistan 
karena mengakui kedaulatan 
diri dalam hal menentukan 
identitas dan ekspresi gender 
mereka sendiri dan sejalan 
dengan prinsip-prinsip 
internasional. 

Ketika skenario internasional bergeser ke 
arah penerimaan yang lebih besar atas 
beragam jenis kelamin dan seksualitas, 
Pakistan juga membuat langkah lambat 
tapi pasti ke arah itu. Meskipun secara 
kritis, ini mungkin merupakan upaya untuk 
'kembali ke kondisi awal' daripada 
'menjadi masyarakat baru yang lebih 
terbuka dan menerima', ke kondisi yang 
mungkin telah ada sebelumnya, sebelum 
penjajahan dan pemberlakuan kategori 
gender versi victorian Inggris, yang 
semakin diperkuat oleh semangat Islam 
nasionalis.

Mengingat konteks ini, setelah kampanye 
ekstensif oleh Khawaja Sira, aktivis 
transgender, kelompok feminis, kelompok 
masyarakat sipil, organisasi non-
pemerintah internasional, dan anggota-
anggota parlemen tertentu, sebuah RUU 
diajukan di Parlemen untuk melindungi 
hak-hak transgender. Melalui upaya lobi 
oleh berbagai kelompok dan khususnya 
aliansi antara Khawaja Sira, aktivis trans 
dan feminis, versi RUU yang lebih bisa 
diterima semua kalangan disahkan 
menjadi Undang-Undang di kedua kamar 
Parlemen pada bulan Mei 2018.

Namun, tak lama kemudian Parlemen 
dibubarkan dan pemerintahan baru mulai 
berkuasa pada bulan September 2018. 
Akibatnya, perlindungan UU Hak 
Transgender belum menjadi agenda 
pemerintahan baru dan aturan-aturan 
pelaksanaan UU baru ini belum disusun 
untuk memfasilitasi pelaksanaannya.

Undang-undang ini, sebagaimana adanya, 
adalah hukum federal afirmatif yang 
menjadikan persepsi diri sebagai dasar 
pengakuan gender. Ini adalah kemajuan 
progresif yang penting dalam posisi 
hukum orang-orang Trans dan Interseks di 
Pakistan karena mengakui kedaulatan diri 
dalam hal menentukan identitas dan 
ekspresi gender mereka sendiri dan 
sejalan dengan prinsip-prinsip 
internasional.

Berdasarkan ketentuan ini, seseorang 
berhak untuk mengubah dokumen 
resminya sesuai dengan persepsi 
gendernya. Undang-undang tersebut juga 
melarang diskriminasi terhadap 
transgender, memberikan tanggung jawab 
kepada pemerintah untuk mengambil 
langkah positif guna menyadarkan 
departemen-departemen pemerintah dan 
mendirikan fasilitas bagi transgender. Ini 
memperkuat hak atas pendidikan, 
kesehatan, warisan, pekerjaan, hak pilih, 
berkumpul dan hak untuk mengakses 
ruang publik dan memegang jabatan 
publik di antara hak-hak penting lainnya.

Catatan & Referensi 

1. Khawaja Sira adalah komunitas yang secara historis, 
sosial dan politik terdiri dari orang-orang yang 
ekspresi gendernya secara dominan cenderung femin. 
Mereka memiliki sejarah panjang dan kompleks di 
anak benua dan merupakan bukti keragaman gender 
dalam konteks Asia Selatan.  

2. Sistem keluarga alternatif di mana seorang Khawaja 
Sira yang lebih tua akan mengasuh Khawaja Sira yang 
lebih muda dan membimbing mereka, memberi 
mereka ruang dan informasi sosial dan ekonomi 
budaya yang nyata. Tanggung jawab Chelas atau murid 
adalah memenuhi persyaratan yang ditetapkan guru 
untuk mereka. Mereka akan memberikan sebagian 
penghasilan mereka kepada guru, sebagai salah satu 
tanggung jawab mereka. 

mendelegitimasi, studi lapangan dan 
8membenarkan diskriminasi."  Pra-

referendum diadakan pada bulan Agustus 
tetapi hasilnya jauh di bawah ambang 
batas persentase yang dibutuhkan untuk 
berhasil. Kurang dari 10% pemilih yang 
memenuhi syarat berpartisipasi — 
setidaknya diperlukan 25% pemilih — dan 
undang-undang ini  tetap berlaku. Pra-
referendum ini memakan biaya 230.000 
dollar yang ditanggung negara, setara 
dengan lebih dari 34 kali reparasi bulanan 

9yang diberikan oleh undang-undang.  
Sementara kita merayakan kemenangan, 
pra-referendum ini menegaskan kembali 
asumsi berbahaya bahwa hak-hak orang 
trans dan yang tidak konform terhadap 
gender adalah hal yang perlu 
diperdebatkan publik, dan tubuh kita terus 
menjadi medan pertempuran politik.
Di tengah reaksi regional dan global, 
undang-undang ini tidak diragukan lagi 
merupakan langkah maju. Undang-undang 
ini dibangun di atas undang-undang 
sebelumnya yang mengakui hak seksual 

dan reproduksi, hak untuk menikah bagi 
pasangan sesama jenis dan hak atas 
identitas gender, dan memperluas hak-hak 
tersebut kepada komunitas trans, dengan 
menyesuaikan bentuk intervensi terhadap 
kebutuhan mereka serta menggunakan 
data yang akurat. Dalam pengertian ini, 
hukum Uruguay dapat berfungsi sebagai 
cetak biru bagi negara-negara lain di 
kawasan ini, dan untuk mendorong 
perkembangan lebih lanjut di tingkat 
nasional. Namun, kita harus tetap 
waspada terhadap inisiatif yang 
mendorong langkah mundur, dan 
menyadari bahwa meskipun undang-
undang progresif dapat membuka jalan 
bagi perubahan budaya, strategi yang 
lebih komprehensif perlu diambil untuk 
secara efektif menjamin pemenuhan hak 
asasi manusia secara utuh

Catatan & Referensi 

1. Dokumen tersedia dalam bahasa Spanyol. Undang-Undang 
dan Peraturan Pemerintah tersedia di: https://bit.ly/2X0WJlD. 
Diakses tanggal 26 Jun 2019.

2. 'Ley Trans Ya' artinya 'UU Trans Sekarang' Situs web 
kampanye. 2019. Tersedia di: https://leytransuy.wixsite.com/.
3. Presentes. 2018. Uruguay tiene el primer censo estatal de 
personas trans. Tersedia di: 
http://agenciapresentes.org/2018/05/07/uruguay-tiene-el-
primer-censo-estatal-de-personas-trans/. Diakses tanggal 07 
Agu 2019.
4. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Uruguay: 
Situation and treatment of sexual minorities, including 
legislation; state protection and support services (2012 - 
February 2014), 18 Maret 2014, URY104818.E. Tersedia di: 
https://www.refworld.org/docid/54bf66204.html. Diakses 
tanggal 25 Jun 2019.
5. Müller, A., 2017. Scrambling for access: availability, 
accessibility, acceptability and quality of healthcare for lesbian, 
gay, bisexual and transgender people in South Africa. BMC 
International Health and Human Rights, 17(1), p.16. Logie, C., 
2012. The case for the World Health Organization's Commission 
on the Social Determinants of Health to address sexual 
orientation. American Journal of Public Health, 102(7), hal.1243- 
1246. Pega, F. dan Veale, J.F., 2015. The case for the World 
Health Organization's Commission on Social Determinants of 
Health to address gender identity. American Journal of Public 
Health, 105(3), hal.e58-e62. 
6. World Bank Database. 2018. Uruguay Global Leader on LGBT 
Rights. Tersedia di: 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/07/21/urug
uay-global-leader-lgbti-rights. Diakses tanggal 26 Jun 2019. 
7. El Pais. 2019. Presentaron 69.360 firmas para realizar un 
referéndum en contra de la ley trans. Tersedia di: https://www. 
elpais.com.uy/informacion/politica/presentaron-firmas-
realizar- referendum-ley-trans.html. Diakses tanggal 26 Jun 
2019. 
8. Garbagnoli, S., 2016. Against the Heresy of Immanence: 
Vatican's 'Gender' as a New Rhetorical Device against the 
Denaturalisation of the Sexual Order. Religion and Gender, 6(2), 
hal. 187-204. Miskolci, R. dan Campana, M., 2017. "Ideologia de 
gênero": notas para a genealogia de um pânico moral 
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Hak atas seksualitas merupakan bagian 
dari kumpulan hak untuk hidup 
bermartabat. Hak ini adalah bagian dari 
hak asasi manusia untuk dapat 
mengekspresikan hasrat untuk mencintai 
dan dicintai, serta untuk dapat 
mentransformasikan hasrat ini ke dalam 
hubungan percintaan.

Hubungan percintaan yang kemudian 
menjadi basis untuk membangun keluarga; 
hubungan percintaan yang bermakna, 
penuh kasih, dan memuaskan; hubungan 
percintaan yang diakui dan dihormati 
masyarakat; hubungan percintaan yang 
tidak dicerca atau dibuat ilegal, seperti 
yang dialami oleh orang-orang queer di 
Pakistan dan banyak negara lain di dunia 
juga.

Ketika hak-hak (seksualitas) ini dibicarakan 
dalam konteks Pakistan, banyak kelompok 
masyarakat yang menyatakan bahwa hak-
hak ini adalah bagian dari ideologi asing, 
bahwa hak-hak ini bertentangan dengan 
budaya dan agama kami, dan mereka 
enggan menerima bentuk keragaman ini.

Kenyataannya, bayang-bayang queer 
menghantui struktur heteroseksualitas dan 
hak istimewa cisgender di Pakistan. 
Mewajibkan seluruh orang untuk menjadi 
heteroseksual, dan menjadikan seksualitas 
sebagai topik pembicaraan yang tabu 
hanya akan merugikan kelompok 
terpinggir dalam masyarakat serta 
menciptakan ketidakadilan.

Namun terlepas dari kendala-kendala 
tersebut, kerja-kerja advokasi tetap 
dilanjutkan dalam bentuk gerakan feminis 

atau gerakan perjuangan untuk komunitas 
Khawaja Sira dan komunitas transgender.

Kerja keras komunitas Khawaja Sira dan 
pengorganisasian yang mampu mereka 
lakukan sungguh luar biasa. Hal ini 
dimungkinkan karena mereka berada di 
garis depan orang-orang yang mengalami 
kekerasan dan penindasan. Karena 
seksualitas dapat "disembunyikan" jika 
orang tersebut menampilkan diri sebagai 
cisgender, gerakan untuk menerima 
seksualitas yang beragam tidak memiliki 
tingkat pengorganisasian dan visibilitas 
yang sama.

Orang-orang merasa lebih nyaman untuk 
tetap berada di bawah payung aktivisme 
Khawaja Sira dan melakukan pekerjaan 
mereka di secara tidak terlalu terang-
terangan. Kecairan gender dan seksualitas 
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Yang mengkhawatirkan adalah, undang-
undang tersebut mengindikasikan 
tumbuhnya ekstremisme agama di tingkat 
regional. Hal ini ditandai dengan 
gelombang sentimen anti-LGBTIQ berbasis 
agama yang dipicu oleh elit politik dari 
negara tetangga seperti Indonesia dan 
Malaysia.

Memanfaatkan Tekanan Global. 
Kecaman global menimbulkan berbagai 
reaksi. Zoella Zayce, seorang remaja 
transpuan dari Brunei yang mencari suaka 
di Kanada, menyatakan bahwa tekanan 
dari luar "akan memberikan harapan bagi 
orang-orang yang terpinggirkan dan 
rentan, bahwa dunia ada di pihak mereka." 
Dia juga memperingatkan untuk tidak 
hanya menyasar Brunei saja; negara-
negara dengan hukum Syariah serupa juga 
harus dikritik.

Agar tekanan eksternal efektif, 
dorongan domestik juga harus 
kuat. Namun, mekanisme 
domestik untuk menuntut 
pertanggungjawaban 
pemerintah hampir tidak ada. 
Tidak seperti tetangganya di 
ASEAN, Brunei tidak memiliki 
masyarakat sipil yang kritis.

Dorongan global menghasilkan 
kelegaan sementara, meskipun 
perjalanan kita masih panjang. 
Moratorium hukuman mati, 
termasuk untuk pelanggaran 
yang diberlakukan bagi 
kelompok LGBT, menunjukkan 
indikasi bahwa Brunei mau 
mendengarkan. Pergeseran dari 
kecaman menuju dialog sangat 
penting untuk saat-saat seperti 
ini. 

Shahiran Shahrani, seorang warga Brunei 
yang mencari suaka di Kanada, 
mendukung seruan untuk menjatuhkan 
sanksi ke Brunei, karena hal tersebut 
berpotensi menyadarkan orang bahwa ada 
masalah. Dia berkomentar bahwa orang-
orang di Brunei, termasuk yang 
berpendidikan, tidak melihat gambaran 
yang jelas karena keterbatasan atau 
pembatasan informasi yang mereka alami.

Agar tekanan eksternal efektif, dorongan 
domestik juga harus kuat. Namun, 
mekanisme domestik untuk menuntut 
pertanggungjawaban pemerintah hampir 
tidak ada. Tidak seperti tetangganya di 
ASEAN, Brunei tidak memiliki masyarakat 
sipil yang kritis. LSM ada, tetapi mereka 
tidak akan berani mendorong batas, 
membahas hal-hal yang dianggap sensitif, 
dan menantang pemerintah. "Ketika 
[pemerintah] mulai melarang-larang, 
orang-orang tidak berupaya menantang 
hukum, mereka malah mundur dari 
hukum," kata Shahiran Shahrani. Beberapa 
pembela hak asasi manusia mengambil 
risiko tetapi segera dihadang dengan 
tuduhan penghasutan.

Bagaimana prospeknya dalam jangka 
panjang? Dorongan global menghasilkan 
kelegaan sementara, meskipun masih 
belum tuntas. Moratorium hukuman mati, 
termasuk untuk pelanggaran yang 
diberlakukan bagi kaum LGBT, 
menunjukkan indikasi bahwa Brunei mau 
mendengarkan. Pergeseran dari kecaman 
menuju dialog sangat penting pada saat 
ini. Brunei masih menegaskan bahwa SPC 
itu bersifat suci; gagasan ini harus 
ditantang melalui dialog lebih lanjut 
dengan para ahli Syariah progresif, dan 
yang lebih penting dengan rakyatnya 
sendiri.

Catatan & Referensi 

1. Office of the High Commissioner on Human Rights, "Bachelet 
urges Brunei to stop entry into force of 'draconian' new penal 
code," https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/ 
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24432&LangID=E.
2. Resolusi Parlemen Eropa tanggal 18 April 2019 tentang Brunei, 
2019/2692(RSP).
3. Di antara negara yang menerbitkan rekomendasi UPR yang 
spesifik tentang orientasi seksual dan identitas gender adalah 
Austria, Australia, Belgia, Kanada, Chile, Costa Rica, Denmark, 
Prancis, Jerman, Yunani, Eslandia, Malta, Meksico, Belanda, 
Norwegia, Swedia, America Serikat, dan Uruguay.
4. "Statement of ASEAN Civil Society Organizations on the Full 
Enforcement of Shariah Law in Brunei Darussalam," 
https://aseansogiecaucus.org/news/external-news/132-
statement-of- asean-civil-society-organizations-on-the-full-
enforcement-of-sharia-law-in-brunei-darussalam.
5. Tahap pertama dilaksanakan mulai 1 Mei 2014. Pada tahap ini, 
pelanggaran terkait ta'zir atau yang memiliki sanksi denda atau 
penjara mulai ditegakkan. Baru pada tanggal 3 April 2019 tahap 
terakhir hukum ini, memuat ketentuan yang memberikan 
hukuman mati, mulai berlaku.
6. Kantor Perdana Menteri – Brunei Darussalam, [Pernyataan 
Pers 30 Maret 2019], http://www.pmo.gov.bn/ 
Lists/2019%20PMO%20News/NewDispForm.aspx?ID=79&Sour
ce=http%3A%2F%2Fwww%2Epmo%2Egov%2Ebn%2FLists%2F 
2019%2520PMO%2520News%2FAllItems%2Easpx%23Inplview 
Hash7c61e843%2Dde4f%2D409b%2D947a%2D73f6c09a91f2% 
3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D92%2DPageFirstRow% 
253D31&ContentTypeId=0x0100697C5A90C7D25F488B46C0C3 
A437E305.
7. Kantor Perdana Menteri – Brunei Darussalam, [Pernyataan 
Pers 5 Mei 2019], http://www.pmo.gov.bn/ 
Lists/2019%20PMO%20News/NewDispForm.aspx?ID=118&Sou 
rce=http%3A%2F%2Fwww%2Epmo%2Egov%2Ebn%2FLists%2F 
2019%2520PMO%2520News%2FAllItems%2Easpx%23Inplview 
Hash7c61e843%2Dde4f%2D409b%2D947a%2D73f6c09a91f2% 
3D&ContentTypeId=0x0100697C5A90C7D25F488B46C0C3A43 
7E305.
8. Bab 68 dan 82 dari Hukum Pidana Syariah 2013.
9. Bab 82 dari Hukum Pidana Syariah 2013.
10. Bab 92 dari Hukum Pidana Syariah 2013.
11. Bab 198 dari Hukum Pidana Syariah 2013.
12. Ak Md Khairuddin Pg Harun (11 Maret 2015). "Brunei Civil 
Servant Fined $1,000 for Cross-dressing." Brunei Times. 
Diunduh dari https://btarchive.org/news/ 
national/2015/03/11/bruneian-civil-servant-fined-1-000-cross-
dressing.
13. Bab 55 dan 69 dari Hukum Pidana Syariah 2013.
14. Bab 213 dari Hukum Pidana Syariah 2013.
15. Pernyataan resmi pemerintah disampaikan sebelum Tinjauan 
Periodik Universal. Lihat: Reuters, 
5 Mei 2019, "Brunei says it won't enforce gay death penalty 
after backlash," https://www.reuters.com/article/us-brunei-lgbt- 
sultan/brunei-says-it-wont-enforce-gay-death-penalty-after- 
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Gelombang kritik dari seluruh penjuru 
dunia menghadang penegakan penuh 
Hukum Pidana Syariah (SPC) Brunei pada 
tahun 2019 yang lalu. Komisaris Tinggi PBB 
untuk Hak Asasi Manusia, Michelle 
Bachelet, mengajukan permohonan agar 

1undang-undang itu tidak diberlakukan.  
Parlemen Eropa mengadopsi resolusi yang 
mengungkapkan keprihatinan yang 
mendalam dan memperhatikan bagaimana 
Brunei bergerak ke arah mundur, 
mengingat fakta bahwa banyak negara 
sedang bergerak menuju dekriminalisasi 

2perilaku seks konsensual sesama jenis.  
Selama Peninjauan Berkala Universal yang 
barusan, beberapa negara telah 
merekomendasikan dekriminalisasi 
hubungan konsensual sesama jenis dan 
menjamin perlindungan yang setara 

3berdasarkan SOGIE.

ASEAN tetap tinggal diam, tapi masyarakat 
sipil tidak. Sebuah pernyataan yang 
ditandatangani oleh lebih dari 100 
organisasi mendesak Brunei untuk 
menghormati Deklarasi Hak Asasi Manusia 
ASEAN dan memperingatkan bahwa 
Brunei "akan menjadi preseden berbahaya 
bagi negara-negara tetangganya di Asia 

4Tenggara dan Asia yang lebih luas."

Hukum Pidana Syariah (SPC) 
membatasi berbagai aspek hak 
asasi manusia, terutama 
pembatasan kebebasan untuk 
menentukan sendiri identitas 
gender seseorang dan 
pengaturan tubuh perempuan.

Hukum Pidana Syariah diadopsi pada 
tahun 2013 dan rencananya akan 

5dilaksanakan dalam tiga tahap.  Undang-
undang ini memiliki tujuan yang jelas: 
mengkriminalisasi dan mencegah tindakan 
yang bertentangan dengan Islam, serta 

6untuk “mendidik” masyarakat.  
Menanggapi kritik, pemerintah 
menegaskan bahwa ada tidak ada yang 

perlu dicemaskan karena hukum itu 
"penuh dengan ampunan dan rahmat 
Allah" dan tidak dimaksudkan untuk 

7menimbulkan kekejaman pada orang lain.

Nyatanya, SPC memidana "hubungan 
seksual di luar nikah" konsensual, 
termasuk hubungan seks pra-nikah dan 

8hubungan sesama jenis konsensual.  
Undang-undang ini menggunakan istilah 
"liwat" atau "hubungan seksual antara 
seorang laki-laki dan laki-laki lain atau 
antara laki-laki dan perempuan selain 
istrinya, yang dilakukan dengan melawan 

9tatanan alam yaitu melalui anus."  
Sementara itu, istilah "musahaqah" 
digunakan untuk menunjukkan hubungan 
seksual antar perempuan. Seperti yang 
didefinisikan dalam SPC, "musahaqah" 
berarti "aktivitas fisik antara seorang 
perempuan dan perempuan lain yang akan 
menjadi tindakan seksual jika dilakukan 
antara laki-laki dan perempuan, selain 

10penetrasi."  Mereka yang dipidana dapat 
dijatuhi hukuman mulai dari hukuman 
rajam sampai mati, cambuk, penjara, 
penahanan di pusat rehabilitasi dan 
denda.

Pembatasan identitas gender dan ekspresi 
seseorang adalah permasalahan utama 
dalam intensi hukum ini. Hukuman 
dijatuhkan terhadap "[siapa pun] laki-laki 
yang berpakaian dan berpose seperti 
perempuan atau perempuan yang 
berpakaian dan menyamar sebagai laki-
laki di tempat umum mana pun" jika ini 
dilakukan "tanpa alasan yang masuk akal" 

11atau "untuk tujuan yang tidak bermoral."  
Pada tahun 2014, seorang transpuan 
ditangkap oleh penegak hukum karena 
mengenakan pakaian perempuan dan 

12"berperilaku tidak pantas."

SPC membatasi berbagai aspek hak asasi 
manusia, terutama pembatasan kebebasan 
untuk menentukan identitas gender diri 
sendiri dan pengaturan tubuh perempuan. 
SPC juga memberlakukan hukuman mati, 
serta hukuman yang kejam dan 
merendahkan seperti cambuk dan 

13amputasi.

ASEAN tetap tinggal diam, tapi 
masyarakat sipil tidak. Sebuah 
pernyataan yang 
ditandatangani oleh lebih dari 
100 organisasi mendesak 
Brunei untuk menghormati 
Deklarasi Hak Asasi Manusia 
ASEAN dan memperingatkan 
bahwa Brunei "akan menjadi 
preseden berbahaya bagi 
negara-negara tetangganya di 
Asia Tenggara dan Asia yang 
lebih luas." 

Selain itu, undang-undang tersebut 
memberlakukan pembatasan yang ketat 
terhadap kebebasan beragama, 
berkeyakinan, dan berekspresi dengan 
menghukum pencetakan, diseminasi, atau 
distribusi informasi yang bertentangan 

14dengan Hukum Syariah.

Selama Peninjauan Berkala Universal baru-
baru ini, Brunei mengumumkan bahwa 
mereka akan memperpanjang moratorium 

15de facto hukuman mati.  Selain itu, 
mereka mengklarifikasi bahwa SPC tidak 
mengkriminalisasi seseorang berdasarkan 
orientasi seksual atau keyakinan, dan 
bahwa undang-undang terus melindungi 
moralitas publik dan kesopanan dengan 
tetap menghormati privasi individu. Brunei 
menegaskan dalam pernyataannya bahwa 
orang-orang, terlepas dari orientasi 
seksualnya, terus hidup dan melakukan 
aktivitas mereka di ruang pribadi masing-
masing.

Zoella Zayce, seorang remaja 
transpuan dari Brunei, 
memperingatkan kita untuk 
tidak hanya menyasar Brunei 
saja; negara-negara dengan 
hukum Syariah serupa juga 
harus dikritik. 
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Yang mengkhawatirkan adalah, undang-
undang tersebut mengindikasikan 
tumbuhnya ekstremisme agama di tingkat 
regional. Hal ini ditandai dengan 
gelombang sentimen anti-LGBTIQ berbasis 
agama yang dipicu oleh elit politik dari 
negara tetangga seperti Indonesia dan 
Malaysia.

Memanfaatkan Tekanan Global. 
Kecaman global menimbulkan berbagai 
reaksi. Zoella Zayce, seorang remaja 
transpuan dari Brunei yang mencari suaka 
di Kanada, menyatakan bahwa tekanan 
dari luar "akan memberikan harapan bagi 
orang-orang yang terpinggirkan dan 
rentan, bahwa dunia ada di pihak mereka." 
Dia juga memperingatkan untuk tidak 
hanya menyasar Brunei saja; negara-
negara dengan hukum Syariah serupa juga 
harus dikritik.

Agar tekanan eksternal efektif, 
dorongan domestik juga harus 
kuat. Namun, mekanisme 
domestik untuk menuntut 
pertanggungjawaban 
pemerintah hampir tidak ada. 
Tidak seperti tetangganya di 
ASEAN, Brunei tidak memiliki 
masyarakat sipil yang kritis.

Dorongan global menghasilkan 
kelegaan sementara, meskipun 
perjalanan kita masih panjang. 
Moratorium hukuman mati, 
termasuk untuk pelanggaran 
yang diberlakukan bagi 
kelompok LGBT, menunjukkan 
indikasi bahwa Brunei mau 
mendengarkan. Pergeseran dari 
kecaman menuju dialog sangat 
penting untuk saat-saat seperti 
ini. 

Shahiran Shahrani, seorang warga Brunei 
yang mencari suaka di Kanada, 
mendukung seruan untuk menjatuhkan 
sanksi ke Brunei, karena hal tersebut 
berpotensi menyadarkan orang bahwa ada 
masalah. Dia berkomentar bahwa orang-
orang di Brunei, termasuk yang 
berpendidikan, tidak melihat gambaran 
yang jelas karena keterbatasan atau 
pembatasan informasi yang mereka alami.

Agar tekanan eksternal efektif, dorongan 
domestik juga harus kuat. Namun, 
mekanisme domestik untuk menuntut 
pertanggungjawaban pemerintah hampir 
tidak ada. Tidak seperti tetangganya di 
ASEAN, Brunei tidak memiliki masyarakat 
sipil yang kritis. LSM ada, tetapi mereka 
tidak akan berani mendorong batas, 
membahas hal-hal yang dianggap sensitif, 
dan menantang pemerintah. "Ketika 
[pemerintah] mulai melarang-larang, 
orang-orang tidak berupaya menantang 
hukum, mereka malah mundur dari 
hukum," kata Shahiran Shahrani. Beberapa 
pembela hak asasi manusia mengambil 
risiko tetapi segera dihadang dengan 
tuduhan penghasutan.

Bagaimana prospeknya dalam jangka 
panjang? Dorongan global menghasilkan 
kelegaan sementara, meskipun masih 
belum tuntas. Moratorium hukuman mati, 
termasuk untuk pelanggaran yang 
diberlakukan bagi kaum LGBT, 
menunjukkan indikasi bahwa Brunei mau 
mendengarkan. Pergeseran dari kecaman 
menuju dialog sangat penting pada saat 
ini. Brunei masih menegaskan bahwa SPC 
itu bersifat suci; gagasan ini harus 
ditantang melalui dialog lebih lanjut 
dengan para ahli Syariah progresif, dan 
yang lebih penting dengan rakyatnya 
sendiri.
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Gelombang kritik dari seluruh penjuru 
dunia menghadang penegakan penuh 
Hukum Pidana Syariah (SPC) Brunei pada 
tahun 2019 yang lalu. Komisaris Tinggi PBB 
untuk Hak Asasi Manusia, Michelle 
Bachelet, mengajukan permohonan agar 

1undang-undang itu tidak diberlakukan.  
Parlemen Eropa mengadopsi resolusi yang 
mengungkapkan keprihatinan yang 
mendalam dan memperhatikan bagaimana 
Brunei bergerak ke arah mundur, 
mengingat fakta bahwa banyak negara 
sedang bergerak menuju dekriminalisasi 

2perilaku seks konsensual sesama jenis.  
Selama Peninjauan Berkala Universal yang 
barusan, beberapa negara telah 
merekomendasikan dekriminalisasi 
hubungan konsensual sesama jenis dan 
menjamin perlindungan yang setara 

3berdasarkan SOGIE.

ASEAN tetap tinggal diam, tapi masyarakat 
sipil tidak. Sebuah pernyataan yang 
ditandatangani oleh lebih dari 100 
organisasi mendesak Brunei untuk 
menghormati Deklarasi Hak Asasi Manusia 
ASEAN dan memperingatkan bahwa 
Brunei "akan menjadi preseden berbahaya 
bagi negara-negara tetangganya di Asia 

4Tenggara dan Asia yang lebih luas."

Hukum Pidana Syariah (SPC) 
membatasi berbagai aspek hak 
asasi manusia, terutama 
pembatasan kebebasan untuk 
menentukan sendiri identitas 
gender seseorang dan 
pengaturan tubuh perempuan.

Hukum Pidana Syariah diadopsi pada 
tahun 2013 dan rencananya akan 

5dilaksanakan dalam tiga tahap.  Undang-
undang ini memiliki tujuan yang jelas: 
mengkriminalisasi dan mencegah tindakan 
yang bertentangan dengan Islam, serta 

6untuk “mendidik” masyarakat.  
Menanggapi kritik, pemerintah 
menegaskan bahwa ada tidak ada yang 

perlu dicemaskan karena hukum itu 
"penuh dengan ampunan dan rahmat 
Allah" dan tidak dimaksudkan untuk 

7menimbulkan kekejaman pada orang lain.

Nyatanya, SPC memidana "hubungan 
seksual di luar nikah" konsensual, 
termasuk hubungan seks pra-nikah dan 

8hubungan sesama jenis konsensual.  
Undang-undang ini menggunakan istilah 
"liwat" atau "hubungan seksual antara 
seorang laki-laki dan laki-laki lain atau 
antara laki-laki dan perempuan selain 
istrinya, yang dilakukan dengan melawan 

9tatanan alam yaitu melalui anus."  
Sementara itu, istilah "musahaqah" 
digunakan untuk menunjukkan hubungan 
seksual antar perempuan. Seperti yang 
didefinisikan dalam SPC, "musahaqah" 
berarti "aktivitas fisik antara seorang 
perempuan dan perempuan lain yang akan 
menjadi tindakan seksual jika dilakukan 
antara laki-laki dan perempuan, selain 

10penetrasi."  Mereka yang dipidana dapat 
dijatuhi hukuman mulai dari hukuman 
rajam sampai mati, cambuk, penjara, 
penahanan di pusat rehabilitasi dan 
denda.

Pembatasan identitas gender dan ekspresi 
seseorang adalah permasalahan utama 
dalam intensi hukum ini. Hukuman 
dijatuhkan terhadap "[siapa pun] laki-laki 
yang berpakaian dan berpose seperti 
perempuan atau perempuan yang 
berpakaian dan menyamar sebagai laki-
laki di tempat umum mana pun" jika ini 
dilakukan "tanpa alasan yang masuk akal" 

11atau "untuk tujuan yang tidak bermoral."  
Pada tahun 2014, seorang transpuan 
ditangkap oleh penegak hukum karena 
mengenakan pakaian perempuan dan 

12"berperilaku tidak pantas."

SPC membatasi berbagai aspek hak asasi 
manusia, terutama pembatasan kebebasan 
untuk menentukan identitas gender diri 
sendiri dan pengaturan tubuh perempuan. 
SPC juga memberlakukan hukuman mati, 
serta hukuman yang kejam dan 
merendahkan seperti cambuk dan 

13amputasi.

ASEAN tetap tinggal diam, tapi 
masyarakat sipil tidak. Sebuah 
pernyataan yang 
ditandatangani oleh lebih dari 
100 organisasi mendesak 
Brunei untuk menghormati 
Deklarasi Hak Asasi Manusia 
ASEAN dan memperingatkan 
bahwa Brunei "akan menjadi 
preseden berbahaya bagi 
negara-negara tetangganya di 
Asia Tenggara dan Asia yang 
lebih luas." 

Selain itu, undang-undang tersebut 
memberlakukan pembatasan yang ketat 
terhadap kebebasan beragama, 
berkeyakinan, dan berekspresi dengan 
menghukum pencetakan, diseminasi, atau 
distribusi informasi yang bertentangan 

14dengan Hukum Syariah.

Selama Peninjauan Berkala Universal baru-
baru ini, Brunei mengumumkan bahwa 
mereka akan memperpanjang moratorium 

15de facto hukuman mati.  Selain itu, 
mereka mengklarifikasi bahwa SPC tidak 
mengkriminalisasi seseorang berdasarkan 
orientasi seksual atau keyakinan, dan 
bahwa undang-undang terus melindungi 
moralitas publik dan kesopanan dengan 
tetap menghormati privasi individu. Brunei 
menegaskan dalam pernyataannya bahwa 
orang-orang, terlepas dari orientasi 
seksualnya, terus hidup dan melakukan 
aktivitas mereka di ruang pribadi masing-
masing.

Zoella Zayce, seorang remaja 
transpuan dari Brunei, 
memperingatkan kita untuk 
tidak hanya menyasar Brunei 
saja; negara-negara dengan 
hukum Syariah serupa juga 
harus dikritik. 
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aktivitas seksual remaja, kriminalisasi 
hubungan seksual remaja secara suka 
sama suka, termasuk antara dua remaja, 
telah meningkatkan chilling effect pada 
kemampuan dan kesediaan remaja untuk 
mencari layanan kesehatan seksual dan 
reproduksi.

STANDAR INTERNASIONAL TENTANG 
SRHR REMAJA

Kegagalan untuk mengatasi hambatan-
hambatan ini bertentangan dengan 
kewajiban negara di bawah hukum hak 
asasi manusia internasional. Konferensi 
Internasional tentang Kependudukan dan 
Pembangunan (ICPD) memungkinkan 
perubahan dari fokus pada "kebutuhan 
remaja" ke hak remaja, membuka jalan 
bagi mekanisme hak asasi manusia 
internasional untuk berubah, dan 
mengakui hak remaja atas kemandirian, 
penentuan sendiri terkait perkara 
reproduksi, serta otonomi tubuhnya.

Komite Hak Anak (Komite CRC) dan 
Pelapor Khusus tentang Hak atas 
Kesehatan (Special Rappoteur on the Right 
to Health), antara lain, menegaskan 
pentingnya hak seksual dan reproduksi 
remaja, mendesak negara untuk 
mengambil sejumlah langkah khusus untuk 
memastikan pemenuhan hak-hak ini.

Tentang persyaratan izin pihak ketiga 
misalnya, Komite CRC menyatakan bahwa 
tidak boleh ada "hambatan terhadap 
komoditas, informasi dan konseling terkait 
hak dan kesehatan seksual dan 
reproduksi, seperti persyaratan 

11persetujuan atau izin pihak ketiga."  
Pelapor Khusus Hak atas Kesehatan 
selanjutnya menyatakan bahwa 
persetujuan orang tua dan persyaratan 
pemberitahuan adalah faktor penghalang 
dalam pemberian layanan kesehatan bagi 
remaja, karena aturan tersebut "membuat 
remaja enggan untuk mengakses layanan 
yang dibutuhkan, karena mereka 
menghindari meminta izin orang tua, yang 
dapat mengakibatkan penolakan, 
stigmatisasi, permusuhan atau bahkan 

12 kekerasan." Perkembangan normatif ini 
memperkuat pernyataan Komisi CEDAW 
bahwa persyaratan izin orang tua 
merupakan penghalang untuk layanan 

13kesehatan.

Dalam Komentar Umum 20 terkait 
implementasi hak-hak anak selama masa 
remaja, Komite CRC menempatkan 
kemampuan remaja untuk memilih, 
otonomi tubuh, dan kapasitas penentuan 
sendiri terkait perkara seksual dan 
reproduksi sebagai dasar analisisnya, 
terutama dengan menyerukan kepada 
negara-negara untuk memperkenalkan 
"anggapan hukum bahwa remaja memiliki 
kompetensi untuk mencari dan 
memperoleh akses ke komoditas dan 
layanan kesehatan reproduksi dan seksual 

14preventif atau sensitif waktu."  
Pendekatan ini juga didukung oleh Pelapor 

15Khusus tentang Kesehatan.  Dalam hal ini, 
fakta bahwa seorang remaja menyadari 
kebutuhan mereka akan layanan dan 
mengambil inisiatif untuk mencari layanan 
tersebut membuktikan bahwa dia memiliki 
kapasitas yang diperlukan untuk membuat 
keputusan, dan menggunakan layanan 

16tersebut dengan tepat.

Komite CRC juga telah mengakui dampak 
berbahaya dari undang-undang yang 
mengkriminalisasi semua aktivitas seksual 
remaja, secara khusus menguraikan 
bahwa negara-negara "harus menghindari 
mengkriminalisasi remaja dalam kelompok 
usia yang kurang lebih sama, karena 
melakukan aktivitas seksual yang 

17konsensual dan tidak eksploitatif."

Sementara hambatan dalam mengakses 
layanan dan kurangnya pengakuan atas 
hak atas otonomi tubuh dan penentuan 
sendiri terkait perkara seksual dan 
reproduksi remaja terjadi di Asia dan di 
wilayah lain di dunia, negara-negara harus 
mengambil langkah-langkah positif untuk 
mengatasi dan menghilangkan hambatan 
ini sesuai dengan kewajiban mereka di 
bawah hukum hak asasi manusia 
internasional.
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Seperempat dari total penduduk dunia 
adalah remaja dan kaum muda — sekitar 
1,8 miliar orang — oleh karena itu, 
pengakuan penuh dan realisasi hak asasi 
mereka menjadi penting; baik di tingkat 
global, regional, nasional, hingga di tingkat 
komunitas.

Meskipun selama sepuluh tahun terakhir, 
masalah ini semakin mendapatkan 
perhatian, masih terdapat kesenjangan 
yang signifikan dalam pengetahuan remaja 
tentang hak dan kesehatan seksual dan 
reproduksi mereka, serta kemampuan 
untuk mengakses layanan dasar kesehatan 
reproduksi dan seksual.

HAMBATAN TERHADAP AKSES 
INFORMASI DAN LAYANAN KESEHATAN 
SEKSUAL DAN REPRODUKSI: KASUS 
FILIPINA DAN INDIA

Di seluruh dunia, remaja menghadapi 
berbagai macam hambatan dalam 
mengakses layanan kesehatan seksual dan 
reproduksi, yang secara signifikan 
berdampak pada kehidupan dan kesehatan 
mereka, serta menghambat realisasi hak 
asasi mereka. Hambatan tersebut 
termasuk kerangka hukum dan kebijakan 
yang membatasi, syarat berupa izin dari 
pihak ketiga seperti orang tua dan/atau 
peradilan, stigma, kurangnya informasi, 
jarak ke fasilitas, biaya, kurangnya 
kerahasiaan dan respek, termasuk 
pelecehan serta kualitas layanan yang 

1rendah.  Selain menghadapi penolakan 
dalam mengakses layanan kesehatan 
seksual dan reproduksi, remaja juga 
berisiko menghadapi tekanan atau 
paksaan yang tidak semestinya dalam 
konteks perawatan kesehatan reproduksi. 
Hal ini terutama berlaku bagi remaja yang 
merupakan anggota kelompok marjinal, 
yang secara historis menjadi sasaran 
kebijakan koersif seputar seksualitas dan 

2reproduksi.  Semua layanan kesehatan 
seksual dan reproduksi untuk remaja 
harus disetujui secara sukarela, bebas dari 

diskriminasi, tekanan, kekerasan atau 
paksaan. Selain itu, hak untuk memilik 
secara mandiri dan hak untuk didengarkan 
harus menjadi inti dari semua keputusan 
dan program yang terkait dengan mereka.

Hambatan untuk mengakses informasi dan 
layanan kesehatan seksual dan reproduksi 
masih banyak terjadi di Asia.

Semua layanan kesehatan 
seksual dan reproduksi untuk 
remaja harus disetujui secara 
sukarela, bebas dari 
diskriminasi, tekanan, 
kekerasan atau paksaan. Selain 
itu, hak untuk memilih secara 
mandiri dan hak untuk 
didengarkan harus menjadi inti 
dari semua keputusan dan 
program yang terkait dengan 
mereka.

Filipina. Misalnya, di Filipina, angka 
kehamilan remaja mengalami 

3peningkatan,  cerminan dari tingkat 
prevalensi kontrasepsi yang rendah — 
sebuah studi yang dilakukan pada tahun 
2013 menemukan bahwa di antara semua 
kelompok usia perempuan menikah, 
remaja memiliki tingkat penggunaan 
kontrasepsi yang paling rendah dan 

4kebutuhan yang paling kurang terpenuhi.  
Meskipun legislatif mengamanatkan 
pengembangan program pendidikan 
seksualitas yang komprehensif dalam 
Undang-Undang Kesehatan Reproduksi 
dan Orang Tua yang Bertanggung Jawab 
(RPRHA) pada bulan Desember 2012, 
persyaratan perizinan pihak ketiga masih 
terus melemahkan otonomi reproduksi 
remaja. Berdasarkan undang-undang, anak 
di bawah umur (di bawah 18 tahun) harus 
terlebih dahulu mendapatkan izin orang 

tua untuk mengakses layanan kontrasepsi 
dan perawatan seksual dan reproduksi 
preventif; kecuali dalam kasus yang 

5mengancam jiwa.  RPRHA sebagaimana 
disahkan akan memungkinkan 
pengecualian untuk remaja yang pernah 
mengalami kehamilan sebelumnya, tetapi 
Mahkamah Agung mengambil langkah 
mundur untuk menangguhkan ketentuan 
tersebut, hanya tiga bulan setelah undang-
undang disahkan, dan kemudian 
membatalkan pengecualian ini pada tahun 

62014.

India. Di India, meskipun lebih dari 
sepertiga (38,7%) perempuan usia 25-29 
tahun melaporkan telah melakukan 
hubungan seksual pertama mereka 
sebelum usia 18 tahun, kerangka hukum 
tidak  mengakui kapasitas remaja untuk 
memberikan persetujuan terkait tindakan 
aborsi. Misalnya, Undang-Undang 
Penghentian Kehamilan Medis tahun 1971 
mewajibkan anak di bawah umur untuk 
mendapatkan izin wali atau orang tua 

7untuk aborsi.  Selanjutnya, otonomi dan 
kapasitas reproduksi remaja juga 
dilemahkan dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak dari Pelanggaran 

8Seksual tahun 2012 (POCSO),  yang 
bertujuan untuk menangani kekerasan 
seksual terhadap anak dengan 
mewajibkan penyedia layanan kesehatan 
untuk melaporkan beberapa hal, antara 
lain, kekerasan seksual terhadap anak di 

9bawah umur.  Masalah muncul karena 
undang-undang ini mendefinisikan setiap 
aktivitas seksual yang melibatkan anak di 
bawah umur sebagai perkosaan, tanpa 
kecuali. Penyedia layanan akhirnya 
menafsirkan peraturan ini sebagai 
kewajiban untuk melaporkan setiap pasien 
remaja yang hamil, bahkan bila dia ingin 

10melakukan aborsi.  Selain stigma yang 
terus-menerus dilekatkan terhadap 
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aktivitas seksual remaja, kriminalisasi 
hubungan seksual remaja secara suka 
sama suka, termasuk antara dua remaja, 
telah meningkatkan chilling effect pada 
kemampuan dan kesediaan remaja untuk 
mencari layanan kesehatan seksual dan 
reproduksi.

STANDAR INTERNASIONAL TENTANG 
SRHR REMAJA

Kegagalan untuk mengatasi hambatan-
hambatan ini bertentangan dengan 
kewajiban negara di bawah hukum hak 
asasi manusia internasional. Konferensi 
Internasional tentang Kependudukan dan 
Pembangunan (ICPD) memungkinkan 
perubahan dari fokus pada "kebutuhan 
remaja" ke hak remaja, membuka jalan 
bagi mekanisme hak asasi manusia 
internasional untuk berubah, dan 
mengakui hak remaja atas kemandirian, 
penentuan sendiri terkait perkara 
reproduksi, serta otonomi tubuhnya.

Komite Hak Anak (Komite CRC) dan 
Pelapor Khusus tentang Hak atas 
Kesehatan (Special Rappoteur on the Right 
to Health), antara lain, menegaskan 
pentingnya hak seksual dan reproduksi 
remaja, mendesak negara untuk 
mengambil sejumlah langkah khusus untuk 
memastikan pemenuhan hak-hak ini.

Tentang persyaratan izin pihak ketiga 
misalnya, Komite CRC menyatakan bahwa 
tidak boleh ada "hambatan terhadap 
komoditas, informasi dan konseling terkait 
hak dan kesehatan seksual dan 
reproduksi, seperti persyaratan 

11persetujuan atau izin pihak ketiga."  
Pelapor Khusus Hak atas Kesehatan 
selanjutnya menyatakan bahwa 
persetujuan orang tua dan persyaratan 
pemberitahuan adalah faktor penghalang 
dalam pemberian layanan kesehatan bagi 
remaja, karena aturan tersebut "membuat 
remaja enggan untuk mengakses layanan 
yang dibutuhkan, karena mereka 
menghindari meminta izin orang tua, yang 
dapat mengakibatkan penolakan, 
stigmatisasi, permusuhan atau bahkan 

12 kekerasan." Perkembangan normatif ini 
memperkuat pernyataan Komisi CEDAW 
bahwa persyaratan izin orang tua 
merupakan penghalang untuk layanan 

13kesehatan.

Dalam Komentar Umum 20 terkait 
implementasi hak-hak anak selama masa 
remaja, Komite CRC menempatkan 
kemampuan remaja untuk memilih, 
otonomi tubuh, dan kapasitas penentuan 
sendiri terkait perkara seksual dan 
reproduksi sebagai dasar analisisnya, 
terutama dengan menyerukan kepada 
negara-negara untuk memperkenalkan 
"anggapan hukum bahwa remaja memiliki 
kompetensi untuk mencari dan 
memperoleh akses ke komoditas dan 
layanan kesehatan reproduksi dan seksual 

14preventif atau sensitif waktu."  
Pendekatan ini juga didukung oleh Pelapor 

15Khusus tentang Kesehatan.  Dalam hal ini, 
fakta bahwa seorang remaja menyadari 
kebutuhan mereka akan layanan dan 
mengambil inisiatif untuk mencari layanan 
tersebut membuktikan bahwa dia memiliki 
kapasitas yang diperlukan untuk membuat 
keputusan, dan menggunakan layanan 

16tersebut dengan tepat.

Komite CRC juga telah mengakui dampak 
berbahaya dari undang-undang yang 
mengkriminalisasi semua aktivitas seksual 
remaja, secara khusus menguraikan 
bahwa negara-negara "harus menghindari 
mengkriminalisasi remaja dalam kelompok 
usia yang kurang lebih sama, karena 
melakukan aktivitas seksual yang 

17konsensual dan tidak eksploitatif."

Sementara hambatan dalam mengakses 
layanan dan kurangnya pengakuan atas 
hak atas otonomi tubuh dan penentuan 
sendiri terkait perkara seksual dan 
reproduksi remaja terjadi di Asia dan di 
wilayah lain di dunia, negara-negara harus 
mengambil langkah-langkah positif untuk 
mengatasi dan menghilangkan hambatan 
ini sesuai dengan kewajiban mereka di 
bawah hukum hak asasi manusia 
internasional.
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Meskipun selama sepuluh tahun terakhir, 
masalah ini semakin mendapatkan 
perhatian, masih terdapat kesenjangan 
yang signifikan dalam pengetahuan remaja 
tentang hak dan kesehatan seksual dan 
reproduksi mereka, serta kemampuan 
untuk mengakses layanan dasar kesehatan 
reproduksi dan seksual.

HAMBATAN TERHADAP AKSES 
INFORMASI DAN LAYANAN KESEHATAN 
SEKSUAL DAN REPRODUKSI: KASUS 
FILIPINA DAN INDIA

Di seluruh dunia, remaja menghadapi 
berbagai macam hambatan dalam 
mengakses layanan kesehatan seksual dan 
reproduksi, yang secara signifikan 
berdampak pada kehidupan dan kesehatan 
mereka, serta menghambat realisasi hak 
asasi mereka. Hambatan tersebut 
termasuk kerangka hukum dan kebijakan 
yang membatasi, syarat berupa izin dari 
pihak ketiga seperti orang tua dan/atau 
peradilan, stigma, kurangnya informasi, 
jarak ke fasilitas, biaya, kurangnya 
kerahasiaan dan respek, termasuk 
pelecehan serta kualitas layanan yang 

1rendah.  Selain menghadapi penolakan 
dalam mengakses layanan kesehatan 
seksual dan reproduksi, remaja juga 
berisiko menghadapi tekanan atau 
paksaan yang tidak semestinya dalam 
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yang secara historis menjadi sasaran 
kebijakan koersif seputar seksualitas dan 

2reproduksi.  Semua layanan kesehatan 
seksual dan reproduksi untuk remaja 
harus disetujui secara sukarela, bebas dari 

diskriminasi, tekanan, kekerasan atau 
paksaan. Selain itu, hak untuk memilik 
secara mandiri dan hak untuk didengarkan 
harus menjadi inti dari semua keputusan 
dan program yang terkait dengan mereka.

Hambatan untuk mengakses informasi dan 
layanan kesehatan seksual dan reproduksi 
masih banyak terjadi di Asia.

Semua layanan kesehatan 
seksual dan reproduksi untuk 
remaja harus disetujui secara 
sukarela, bebas dari 
diskriminasi, tekanan, 
kekerasan atau paksaan. Selain 
itu, hak untuk memilih secara 
mandiri dan hak untuk 
didengarkan harus menjadi inti 
dari semua keputusan dan 
program yang terkait dengan 
mereka.

Filipina. Misalnya, di Filipina, angka 
kehamilan remaja mengalami 

3peningkatan,  cerminan dari tingkat 
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4kebutuhan yang paling kurang terpenuhi.  
Meskipun legislatif mengamanatkan 
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persyaratan perizinan pihak ketiga masih 
terus melemahkan otonomi reproduksi 
remaja. Berdasarkan undang-undang, anak 
di bawah umur (di bawah 18 tahun) harus 
terlebih dahulu mendapatkan izin orang 

tua untuk mengakses layanan kontrasepsi 
dan perawatan seksual dan reproduksi 
preventif; kecuali dalam kasus yang 

5mengancam jiwa.  RPRHA sebagaimana 
disahkan akan memungkinkan 
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mengalami kehamilan sebelumnya, tetapi 
Mahkamah Agung mengambil langkah 
mundur untuk menangguhkan ketentuan 
tersebut, hanya tiga bulan setelah undang-
undang disahkan, dan kemudian 
membatalkan pengecualian ini pada tahun 

62014.

India. Di India, meskipun lebih dari 
sepertiga (38,7%) perempuan usia 25-29 
tahun melaporkan telah melakukan 
hubungan seksual pertama mereka 
sebelum usia 18 tahun, kerangka hukum 
tidak  mengakui kapasitas remaja untuk 
memberikan persetujuan terkait tindakan 
aborsi. Misalnya, Undang-Undang 
Penghentian Kehamilan Medis tahun 1971 
mewajibkan anak di bawah umur untuk 
mendapatkan izin wali atau orang tua 

7untuk aborsi.  Selanjutnya, otonomi dan 
kapasitas reproduksi remaja juga 
dilemahkan dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak dari Pelanggaran 

8Seksual tahun 2012 (POCSO),  yang 
bertujuan untuk menangani kekerasan 
seksual terhadap anak dengan 
mewajibkan penyedia layanan kesehatan 
untuk melaporkan beberapa hal, antara 
lain, kekerasan seksual terhadap anak di 

9bawah umur.  Masalah muncul karena 
undang-undang ini mendefinisikan setiap 
aktivitas seksual yang melibatkan anak di 
bawah umur sebagai perkosaan, tanpa 
kecuali. Penyedia layanan akhirnya 
menafsirkan peraturan ini sebagai 
kewajiban untuk melaporkan setiap pasien 
remaja yang hamil, bahkan bila dia ingin 

10melakukan aborsi.  Selain stigma yang 
terus-menerus dilekatkan terhadap 
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dari dua dimensi tersebut. Bagian akhir 
dari makalah ini memberikan gambaran 
tentang makalah-makalah selanjutnya, dan 
tema yang mereka eksplorasi. Secara 
bersama-sama, makalah-makalah ini 
menyelidiki persimpangan global antara 
cinta, seksualitas dan migrasi, dan cara 
mereka menginformasikan, dan 
diinformasikan oleh, narasi dan praktik 
migrasi dan pemukiman yang berlangsung.
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dikembangan. Peningkatan minat diskusi 
seputar iklim turut meningkatkan 
pemahaman bahwa krisis iklim adalah 
masalah sistemik — masalah yang terus-
menerus melahirkan ketidaksetaraan, 
perampasan, dan kekerasan yang telah 
meninggalkan luka pada identitas, tubuh, 
dan pengalaman hidup orang-orang. 
Kesadaran terkait masalah iklim sebagai 
isu sistemik secara otomatis mengaitkan 
pembahasan terkait perubahan iklim 
dengan perbincangan terkait komunitas 
lesbian, gay, biseksual dan transgender 
(LGBT).

The Joint United Nations Programme on 
HIV and AIDS. UNAIDS Action 
Framework: Universal Access for Men 
who have Sex with Men and Transgender 

Mir-Hosseini, Ziba dan Vanja Hamzic. 
Control and Sexuality: The Revival of Zina 
Laws in Muslim Contexts. (Kontrol dan 
Seksualitas: Kebangkitan Hukum Zinah 
dalam Konteks Muslim) London: Women 
Living Under Muslim Laws, 2010. 
http://www.wluml.org/node/6869. 

Buku ini mengeksplorasi motif dan konteks 
budaya, sosial-politik, hukum masa kini 
dan sejarah yang menyebabkan 
kebangkitan hukum zinah, lalu 
mengungkapkan bagaimana hukum zinah, 
yang dulunya usang dan jarang diterapkan 
dalam konteks Muslim, kini telah 
dipopulerkan kembali untuk 
mempertahankan dan menegaskan kendali 
atas seksualitas laki-laki dan perempuan. 
Buku ini juga mendokumentasikan 
perlawanan masyarakat sipil terhadap 
kebangkitan hukum zinah. Strategi dan 
tindakan perlawanan ini mencerminkan 
warisan yang tak ternilai bagi semua 
masyarakat yang menghadapi tantangan 
serupa.

TARSHI. Sexuality and Disability in the 
Indian Context (Seksualitas dan Disabilitas 
dalam Konteks India). New Delhi: TARSHI, 
2010. http://www.tarshi.net/downloads/ 
Sexuality_and_Disability_in_the_Indian_ 
Context.pdf. 

Seksualitas dan Disabilitas dalam Konteks 
India menyajikan gambaran umum dari 
skenario terkini di India terkait dengan isu 
seksualitas dan disabilitas. Kertas kerja ini 
adalah kumpulan informasi dan sumber 
daya berdasarkan wawancara dengan 
penyandang disabilitas dan dengan orang 
tua mereka, guru, serta pengasuh lainnya. 
Tulisan ini juga mengacu pada penelitian 
sekunder untuk mengkaji hukum yang ada 
dan kebijakan yang relevan dengan 
seksualitas dan disabilitas di India.

Hawkins, Kate, Stephen Wood, Tanya 
Charles, Xiaopei He, Zhen Li, Anne Lim, 
Iana Mountian, dan Jaya Sharma. 
Sexuality and Poverty Synthesis Report 
(Laporan Sintesis Seksualitas dan 
Kemiskinan). Institute of Development
Studies (IDS), 2014. https://opendocs. 
ids.ac.uk/opendocs/bitstream/ 
handle/123456789/3525/ER53.pdf. 

Laporan ini memadukan pembelajaran dari 
serangkaian audit seksualitas dan 
kemiskinan pada tahun 2012-2013 – yang  
merupakan bagian dari proyek yang lebih 
besar, dengan fokus pemahaman tentang 
hubungan antara seksualitas, pluralitas 
gender, dan kemiskinan. Proyek tersebut 
bertujuan untuk memperbaiki kebijakan 
dan program sosial ekonomi agar dapat 
mendukung orang-orang yang 
terpinggirkan karena seksualitas mereka. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
seksualitas berkaitan langsung dengan 
kesejahteraan fisik, sosial, dan ekonomi, 
partisipasi politik, dan inklusi sosial 
ekonomi serta perwujudan hak asasi 
manusia, terutama bagi masyarakat miskin 
dan paling terpinggirkan.

Cornwall, Andrea and Susie Jolly.  
"Introduction: Sexuality Matters 
(Pendahuluan: Masalah Seksualitas)." IDS 
Bulletin 37, no. 5 (2006): 1-11. https://doi. 
org/10.1111/j.1759-5436.2006.tb00295.x. 

Buletin IDS ini membahas tema yang 
terus-menerus diabaikan oleh 
pembangunan arus utama: seksualitas 
Membahas seksualitas berarti membahas 
kebijakan, program, dan relasi kuasa. 
Bahasan terkait seksualitas juga mencakup 
tentang kesenangan dan bahaya, 
perasaan, sensasi, emosi, kulit, daging dan 
cairan tubuh (dan juga orgasme!). 
Publikasi ini menyatukan sisi kemanusiaan 
dari seksualitas dengan masalah makro-
politik dan analitis.

Kontribusi dalam buletin ini menyinggung 
berbagai isu, mulai dari eksplorasi 
pendekatan konseptual baru tentang hak 
asasi manusia, penelitian pengalaman 
seksualitas dalam keragaman konteks, 
hingga cerita pribadi tentang aktivisme 
dan inisiatif yang berusaha mengubah 
pemahaman dan pengalaman seks serta 
seksualitas orang-orang..

Jolly, Susie. Poverty and Sexuality: What 
are the connections? – Overview and 
Literature Review (Kemiskinan dan 
Seksualitas: Apa kaitannya? - Tinjauan 
Umum dan Literatur). Stockholm, Sweden: 
SIDA, 2010. https://www.sxpolitics.org/ 
wp-content/uploads/2011/05/sida-study- 
of-poverty-and-sexuality1.pdf. 

Tinjauan umum dan tinjauan pustaka ini 
menggambarkan perlunya kebijakan 
ekonomi dan upaya pengentasan 
kemiskinan untuk mendorong inklusivitas 
dan efektivitas dalam penerapan segala 
hal yang terkait dengan seksualitas; serta 
untuk lebih memperhatikan dimensi kelas 
dan ekonomi dalam perjuangan hak-hak 
seksual. Tinjauan ini diharapkan dapat 
mendukung kerja-kerja SIDA di bidang 
gender, hak dan kesehatan seksual dan 
reproduksi, LGBT, dan pengentasan 
kemiskinan, serta perjuangan untuk 
keadilan seksual dan ekonomi secara lebih 
luas.

Mai, Nicola and Russell King. "Love, 
Sexuality and Migration: Mapping the 
Issue(s) (Cinta, Seksualitas, dan Migrasi: 
Memetakan Masalah)." Mobilities 4, no. 3 
(2009): 295–307. http://dx.doi. 
org/10.1080/17450100903195318. 

Dalam makalah pengantar untuk edisi 
khusus ini, kami memperdebatkan tentang 
perlunya menyinggung 'perubahan 
seksual' dan 'perubahan emosional' dalam 
studi mobilitas. Makalah ini juga 
menekankan pentingnya interseksionalitas 
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dari dua dimensi tersebut. Bagian akhir 
dari makalah ini memberikan gambaran 
tentang makalah-makalah selanjutnya, dan 
tema yang mereka eksplorasi. Secara 
bersama-sama, makalah-makalah ini 
menyelidiki persimpangan global antara 
cinta, seksualitas dan migrasi, dan cara 
mereka menginformasikan, dan 
diinformasikan oleh, narasi dan praktik 
migrasi dan pemukiman yang berlangsung.

Ng, Chirk Jenn dan S. F. Kamal.  
"Bridging the gap between adolescent 
sexuality and HIV risk: the urban 
Malaysian perspective (Menjembatani 
kesenjangan antara seksualitas remaja dan 
risiko HIV: perspektif urban Malaysia)." 
Singapore Medical Journal 47, no. 6 
(2006): 482. 
https://www.researchgate.net/profile/ 
Chirk_Jenn_Ng/publication/7030999_ 
Bridging_the_gap_between_ 
adolescent_sexuality_and_HIV_risk_ 
The_urban_Malaysian_perspective/ 
links/0a85e535f9f992c173000000.pdf. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi secara kualitatif 
seksualitas remaja dan hubungannya 
dengan risiko penyebaran Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) di Malaysia. 
Hasilnya menunjukkan perbedaan yang 
signifikan terkait peran gender remaja 
dalam mempersepsikan seks, pemilihan 
pasangan seks, dan komunikasi dengan 
pasangan mereka. Sebagian besar peserta 
lebih mengkhawatirkan kehamilan 
daripada penyakit menular seksual atau 
infeksi HIV ketika mereka mengartikan 
seks yang aman. Alasan tidak 
mempraktikkan seks yang aman di 
antaranya karena kepercayaan antara 
pasangan seks, rasa puas diri, persepsi 
risiko yang rendah, dan sikap negatif 
terhadap penggunaan kondom.

Institute of Development Studies.  
"Sexuality." BRIDGE Gender and 
Development in Brief 18 (2007). https:// 
www.srhr-ask-us.org/themencode- pdf-
viewer-sc/?file=https://www. srhr-ask-
us.org/wp-content/ uploads/2017/07/In-
Brief-Sexuality-2007. 
pdf&settings=001101111&lang=en- 
US#page=&zoom=auto&pagemode=. 

Seksualitas dapat membawa penderitaan, 
mulai dari,kekerasan seksual, HIV/AIDS, 
kematian ibu, atau marginalisasi dari 
mereka yang berada di luar standar 

masyarakat; seperti laki-laki kemayu, 
perempuan lajang, pekerja seks, pelaku 
seks sesama jenis, serta individu 
transgender. Seksualitas juga dapat 
membawa kegembiraan, afirmasi, 
keintiman, dan kesejahteraan. Bagaimana 
kita bisa membuat lebih banyak sukacita 
dan lebih sedikit penderitaan? In Brief ini 
berusaha untuk memancing diskusi atas 
jawaban pertanyaan ini — dengan 
membahas ikhtisar dan rekomendasi 
tentang gender, seksualitas, dan hak 
seksual; artikel tentang program 
pendidikan seksualitas Girl Power 
Initiative di Nigeria; dan artikel tentang 
Museum Travesti yang mempromosikan 
hak transgender di Peru.

Loudes, Christine and Evelyne Paradis.  
Handbook on monitoring and reporting 
homophobic and transphobic incidents 
(Buku pegangan tentang pemantauan dan 
pelaporan insiden homofobik dan 
transfobik). Belgium: ILGA Europe, 2008. 
https:// www.ilga-europe.org/sites/ 
default/files/Attachments/handbook_
monitoring_ reporting_homo 
transphobic_crimes.pdf. 

Publikasi ini bertujuan untuk berkontribusi 
pada peningkatan dan pelaporan yang 
lebih baik tentang insiden homofobia dan 
transfobia, dengan menyediakan alat dan 
metodologi untuk mendokumentasikan 
dan melaporkan kekerasan yang 
dimotivasi oleh kebencian terhadap 
kelompok LGBT secara sistematis dan 
faktual. Alat dan metodologi ini dirancang 
untuk kawan-kawan LGBT dan organisasi 
hak asasi manusia yang berniat memantau 
terjadinya insiden dan kekerasan 
homofobia atau transphobia, untuk 
mengadvokasi perubahan legislatif guna 
meningkatkan perlindungan hukum dari 
kekerasan yang dimotivasi oleh 
homofobia, lesbofobia dan transfobia di 
tingkat nasional, regional (Eropa) dan 
internasional . Metodologi dan alat yang 
diusulkan untuk mendokumentasikan 
bagaimana negara dan aktor negara 
melindungi atau gagal melindungi hak-hak 
korban kejahatan kebencian atau 
kekerasan sama dengan yang digunakan 
dalam pemantauan hak asasi manusia.

United Nations Development 
Programme. Leave no one behind – 
Advancing social, economic, cultural and 
political inclusion of LGBTI people in Asia 
and the Pacific ( Jangan ada yang 

tertinggal - Memajukan inklusi sosial, 
ekonomi, budaya, dan politik orang-orang 
LGBTI di Asia dan Pasifik). Bangkok: UNDP, 
2015. https://www.undp.org/content/ 
dam/rbap/docs/Research%20&%20 
Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2015- 
leave-no-one-behind.pdf. 

Laporan ini menyoroti kekuatan-kekuatan 
sosial dan politik yang progresif, termasuk 
meningkatnya peran kelompok LGBTI 
dalam advokasi, yang mendorong 
kemajuan ke arah penerimaan yang lebih 
luas terhadap orang-orang LGBTI dan 
pengakuan atas kebutuhan serta hak 
mereka. Laporan ini mengeksplorasi 
faktor-faktor yang berkontribusi pada 
kemajuan di beberapa negara di berbagai 
bidang, seperti pengakuan hukum dan 
perlindungan sosial. Laporan ini juga 
menjelaskan faktor-faktor yang 
berkontribusi terhadap pengabaian 
kebutuhan dan hak kelompok LGBTI. 
Laporan ini menjabarkan faktor-faktor 
pendorong dari penindasan dan 
pengucilan sosial, mulai dari tradisi 
patriarkal, interpretasi konservatif agama, 
hingga ketiadaan pemerintahan yang 
demokratis.

Somera, Nina. "Que[e]r[y]ing the Climate 
Debates." Women in Action 2 (2009): 79-
82. http://www.isiswomen. 
org/phocadownload/print/isispub/wia/wi
a2009-2/ 2wia09_18features_nina.pdf. 

Ketika diskusi seputar iklim semakin 
diminati, semakin banyak 
pengorganisasian dan mobilisasi yang 
dilakukan di lapangan. Teori-teori seputar 
iklim juga ditinjau kembali dan 
dikembangan. Peningkatan minat diskusi 
seputar iklim turut meningkatkan 
pemahaman bahwa krisis iklim adalah 
masalah sistemik — masalah yang terus-
menerus melahirkan ketidaksetaraan, 
perampasan, dan kekerasan yang telah 
meninggalkan luka pada identitas, tubuh, 
dan pengalaman hidup orang-orang. 
Kesadaran terkait masalah iklim sebagai 
isu sistemik secara otomatis mengaitkan 
pembahasan terkait perubahan iklim 
dengan perbincangan terkait komunitas 
lesbian, gay, biseksual dan transgender 
(LGBT).

The Joint United Nations Programme on 
HIV and AIDS. UNAIDS Action 
Framework: Universal Access for Men 
who have Sex with Men and Transgender 

Mir-Hosseini, Ziba dan Vanja Hamzic. 
Control and Sexuality: The Revival of Zina 
Laws in Muslim Contexts. (Kontrol dan 
Seksualitas: Kebangkitan Hukum Zinah 
dalam Konteks Muslim) London: Women 
Living Under Muslim Laws, 2010. 
http://www.wluml.org/node/6869. 

Buku ini mengeksplorasi motif dan konteks 
budaya, sosial-politik, hukum masa kini 
dan sejarah yang menyebabkan 
kebangkitan hukum zinah, lalu 
mengungkapkan bagaimana hukum zinah, 
yang dulunya usang dan jarang diterapkan 
dalam konteks Muslim, kini telah 
dipopulerkan kembali untuk 
mempertahankan dan menegaskan kendali 
atas seksualitas laki-laki dan perempuan. 
Buku ini juga mendokumentasikan 
perlawanan masyarakat sipil terhadap 
kebangkitan hukum zinah. Strategi dan 
tindakan perlawanan ini mencerminkan 
warisan yang tak ternilai bagi semua 
masyarakat yang menghadapi tantangan 
serupa.

TARSHI. Sexuality and Disability in the 
Indian Context (Seksualitas dan Disabilitas 
dalam Konteks India). New Delhi: TARSHI, 
2010. http://www.tarshi.net/downloads/ 
Sexuality_and_Disability_in_the_Indian_ 
Context.pdf. 

Seksualitas dan Disabilitas dalam Konteks 
India menyajikan gambaran umum dari 
skenario terkini di India terkait dengan isu 
seksualitas dan disabilitas. Kertas kerja ini 
adalah kumpulan informasi dan sumber 
daya berdasarkan wawancara dengan 
penyandang disabilitas dan dengan orang 
tua mereka, guru, serta pengasuh lainnya. 
Tulisan ini juga mengacu pada penelitian 
sekunder untuk mengkaji hukum yang ada 
dan kebijakan yang relevan dengan 
seksualitas dan disabilitas di India.

Hawkins, Kate, Stephen Wood, Tanya 
Charles, Xiaopei He, Zhen Li, Anne Lim, 
Iana Mountian, dan Jaya Sharma. 
Sexuality and Poverty Synthesis Report 
(Laporan Sintesis Seksualitas dan 
Kemiskinan). Institute of Development
Studies (IDS), 2014. https://opendocs. 
ids.ac.uk/opendocs/bitstream/ 
handle/123456789/3525/ER53.pdf. 

Laporan ini memadukan pembelajaran dari 
serangkaian audit seksualitas dan 
kemiskinan pada tahun 2012-2013 – yang  
merupakan bagian dari proyek yang lebih 
besar, dengan fokus pemahaman tentang 
hubungan antara seksualitas, pluralitas 
gender, dan kemiskinan. Proyek tersebut 
bertujuan untuk memperbaiki kebijakan 
dan program sosial ekonomi agar dapat 
mendukung orang-orang yang 
terpinggirkan karena seksualitas mereka. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
seksualitas berkaitan langsung dengan 
kesejahteraan fisik, sosial, dan ekonomi, 
partisipasi politik, dan inklusi sosial 
ekonomi serta perwujudan hak asasi 
manusia, terutama bagi masyarakat miskin 
dan paling terpinggirkan.

Cornwall, Andrea and Susie Jolly.  
"Introduction: Sexuality Matters 
(Pendahuluan: Masalah Seksualitas)." IDS 
Bulletin 37, no. 5 (2006): 1-11. https://doi. 
org/10.1111/j.1759-5436.2006.tb00295.x. 

Buletin IDS ini membahas tema yang 
terus-menerus diabaikan oleh 
pembangunan arus utama: seksualitas 
Membahas seksualitas berarti membahas 
kebijakan, program, dan relasi kuasa. 
Bahasan terkait seksualitas juga mencakup 
tentang kesenangan dan bahaya, 
perasaan, sensasi, emosi, kulit, daging dan 
cairan tubuh (dan juga orgasme!). 
Publikasi ini menyatukan sisi kemanusiaan 
dari seksualitas dengan masalah makro-
politik dan analitis.

Kontribusi dalam buletin ini menyinggung 
berbagai isu, mulai dari eksplorasi 
pendekatan konseptual baru tentang hak 
asasi manusia, penelitian pengalaman 
seksualitas dalam keragaman konteks, 
hingga cerita pribadi tentang aktivisme 
dan inisiatif yang berusaha mengubah 
pemahaman dan pengalaman seks serta 
seksualitas orang-orang..

Jolly, Susie. Poverty and Sexuality: What 
are the connections? – Overview and 
Literature Review (Kemiskinan dan 
Seksualitas: Apa kaitannya? - Tinjauan 
Umum dan Literatur). Stockholm, Sweden: 
SIDA, 2010. https://www.sxpolitics.org/ 
wp-content/uploads/2011/05/sida-study- 
of-poverty-and-sexuality1.pdf. 

Tinjauan umum dan tinjauan pustaka ini 
menggambarkan perlunya kebijakan 
ekonomi dan upaya pengentasan 
kemiskinan untuk mendorong inklusivitas 
dan efektivitas dalam penerapan segala 
hal yang terkait dengan seksualitas; serta 
untuk lebih memperhatikan dimensi kelas 
dan ekonomi dalam perjuangan hak-hak 
seksual. Tinjauan ini diharapkan dapat 
mendukung kerja-kerja SIDA di bidang 
gender, hak dan kesehatan seksual dan 
reproduksi, LGBT, dan pengentasan 
kemiskinan, serta perjuangan untuk 
keadilan seksual dan ekonomi secara lebih 
luas.

Mai, Nicola and Russell King. "Love, 
Sexuality and Migration: Mapping the 
Issue(s) (Cinta, Seksualitas, dan Migrasi: 
Memetakan Masalah)." Mobilities 4, no. 3 
(2009): 295–307. http://dx.doi. 
org/10.1080/17450100903195318. 

Dalam makalah pengantar untuk edisi 
khusus ini, kami memperdebatkan tentang 
perlunya menyinggung 'perubahan 
seksual' dan 'perubahan emosional' dalam 
studi mobilitas. Makalah ini juga 
menekankan pentingnya interseksionalitas 
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United Nations Human Rights. 
Homophobic and transphobic violence 
(Kekerasan homofobik dan transfobik). 
https://www.ohchr.org/Documents/ 
Issues/Discrimination/LGBT/FactSheets/ 
unfe-27-UN_Fact_Sheets_Homophobic_ 
English.pdf. 

Lembar fakta 2 halaman oleh UNHR ini 
menguraikan laporan tentang kekerasan 
homofobik dan transfobik di seluruh 
penjuru dunia, mulai dari perundungan 
psikologis yang agresif dan berkelanjutan 
hingga serangan fisik, penyiksaan, 
penculikan dan pembunuhan terarah. 
Kekerasan seksual juga telah banyak 
dilaporkan, termasuk apa yang disebut 
dengan pemerkosaan "korektif" atau 
"penghukuman", di mana laki-laki 
memperkosa perempuan yang dianggap 
lesbian dengan dalih mencoba 
"menyembuhkan" korban dari 
homoseksualitas mereka. Lembar fakta ini 
juga menguraikan kewajiban negara di 
bawah hukum internasional untuk 
melindungi hak orang LGBT untuk hidup, 
keamanan pribadi, dan kebebasan dari 
penyiksaan dan penganiayaan. Contoh 
kekerasan dan insiden yang dilaporkan ke 
kantor UNHR dibahas dalam lembar fakta 
ini.

University of Guelph – Human Rights and 
Equity Office. Mengenali Heteroseksisme, 
Homofobia dan Transfobia: menciptakan 
universitas yang ramah queer. 
https://www. uoguelph.ca/diversity-
human-rights/sites/uoguelph.ca.dhr/ 
files/public/RecognizingHeterosexism.pdf. 

Memelihara dan mempromosikan 
martabat manusia adalah nilai inti dari 
Universitas Guelph. Oleh karena itu, 
Universitas berkomitmen untuk menjadi 
kampus yang bebas dari diskriminasi. 
Buklet ini merinci posisi Universitas 
tentang diskriminasi dan pelecehan 
berdasarkan orientasi seksual dan 
identitas gender.

FILM/DOKUMENTER

Out and About (2016) adalah dokumenter 
berdurasi 30 menit yang menyelami dunia 
anggota keluarga LGBT, di negara-negara 
yang menganggap LGBT sebagai sesuatu 
yang ilegal, atau di negara-negara yang 
memiliki stigma negatif kuat terhadap 
kelompok LGBT. Dokumenter ini 
menyajikan potret menyentuh dan intim 
dari tiga keluarga di Rusia, Kenya dan 
Indonesia, yang menghadapi prasangka 
dan tantangan karena mereka memiliki 
anak gay. Lebih lanjut tentang film 
dokumenter ini di: https://www. 
humanrightsinthepicture.org/out-about/ 
dan https://koensuidgeest.com/current-
and-past-projects /out-about/.

Scarlet Road (2011) adalah film 
dokumenter yang mengeksplorasi 
kehidupan Rachel Wotton, seorang 
pekerja seks Australia yang tinggal di New 
South Wales (di mana prostitusi bukan 
tindak pidana) dan menjual seks kepada 
klien yang memiliki disabilitas. Menyadari 
bahwa orang dengan disabilitas memiliki 
hak yang sama untuk merasakan 
keintiman seperti orang lain, dia 
mendirikan Touching Base, sebuah 
organisasi yang didedikasikan untuk 
mendidik orang tentang kebutuhan 
seksual orang dengan disabilitas. Scarlet 
Road sarat dengan resonansi emosional, 
contohnya ketika seorang pria merasa 
hidup kembali setelah akhirnya bisa 
menyentuh seseorang. Film ini berbicara 
tentang bagaimana seks adalah fungsi 
mendasar manusia,; sesuatu yang 
sejatinya polos dan sederhana. 
Selengkapnya tentang film ini di: 
https://www.youtube.com/watch?V=mOp
C0tYp_Qg.

Word Is Out: Stories of Some of Our 
Lives (1977) adalah film dokumenter yang 
menampilkan wawancara dengan 26 laki-
laki dan perempuan homoseksual. Orang 
yang diwawancarai berusia antara 18 
hingga 77 tahun. Mereka berasal dari San 
Francisco, New Mexico, sampai Boston; 
dari ibu rumah tangga dengan dengan 
rambut bergaya beehive, pelajar, pebisnis 
konservattif, dan waria yang 'hot'. Dari 
orang-orang berlatar belakang ras 
Kaukasia hingga Hispanik, Afrika-Amerika, 
dan Asia. Para narasumber menjelaskan 
pengalaman mereka saat melela; jatuh 

cinta dan putus cinta; serta perjuangan 
mereka melawan prasangka, stereotip, 
dan hukum yang diskriminatif. Lebih lanjut 
tentang dokumenter ini di: 
http://www.wordisoutmovie.com/ dan 
https://www. youtube.com/ 
watch?v=AHMYSuUr_f8.

The Celluloid Closet (1995) adalah 
sebuah film dokumenter Amerika yang 
menceritakan bagaimana sejarah film, 
khususnya film Hollywood, menampilkan 
karakter gay, lesbian, biseksual dan 
transgender. Dari karakter kemayu, hingga 
sensor dalam Hollywood Production 
Code, karakter gay “berkode” dan 
stereotip kejam, hingga perubahan yang 
dibuat pada awal 1990-an. Lebih lanjut 
tentang film ini di: https://en.wikipedia. 
org/wiki/The_Celluloid_Closet dan 
https://www.youtube.com/watch?v=JL_
vrb4-6_0.

People (Kerangka Aksi UNAIDS: Akses 
Universal untuk Lelaki Seks Lelaki dan 
Transgender). Geneva: UNAIDS, 2009. 
http:// data.unaids.org/pub/report/2009/ 
jc1720_action_framework_msm_en.pdf. 

Kerangka kerja ini bertujuan untuk 
mendorong UNAIDS agar mampu 
memfasilitasi dan mendukung pencapaian 
akses universal ke pencegahan, 
perawatan, pengobatan, dan dukungan 
HIV yang tepat untuk laki-laki yang 
berhubungan seks dengan laki-laki dan 
transgender. Sekretariat UNAIDS dan Ko-
Sponsor UNAIDS mengakui bahwa akses 
universal ke program HIV yang sesuai 
untuk laki-laki yang berhubungan seks 
dengan laki-laki dan transgender adalah 
unsur penting dalam mencapai akses 
universal untuk pencegahan, pengobatan, 
perawatan dan dukungan HIV secara 
menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan 
untuk menekan angka kasus HIV di seluruh 
penjuru dunia, sekaligus melindungi 
kesehatan dan hak-hak, tidak hanya dari 
kelompok-kelompok yang terpinggirkan 
ini, tetapi juga hak-hak pasangan seksual 
perempuan mereka dan penduduk lainnya.

United Nations Development 
Programme. Advancing the Human Rights 
and Inclusion of LGBTI People: A 
Handbook for Parliamentarians 
(Memajukan Hak Asasi Manusia dan 
Inklusi Orang LGBTI: Buku Pegangan untuk 
Anggota Parlemen). New York: UNDP, 
2017. https://www.pgaction.org/ 
inclusion/pdf/handbook/en.pdf. 

Buku pegangan ini diproduksi bersama 
oleh UNDP dan Aksi Global Anggota  
Parlemen (PGA). Buku ini menetapkan 
kerangka kerja hak asasi manusia yang 
relevan dan menyoroti peran anggota 
parlemen dalam melaksanakan Agenda 
2030, untuk memastikan tidak ada seorang 
pun, termasuk orang LGBTI, yang 
tertinggal. Buku pegangan ini menawarkan 
tip praktis, alat dan sumber daya yang 
dirancang untuk mendukung anggota 
parlemen untuk melakukan kerja-kerja 
legislatif, representatif, serta pengawasan 
yang memajukan hak dan inklusif bagi 
komunitas LGBTI.

Bettcher, Talia Mae. "Evil Deceivers and 
Make-Believers: On Transphobic Violence 
and the Politics of Illusion (Penipu Jahat 
dan Pengelabui: Tentang Kekerasan 
Transfobik dan Politik Ilusi)." Hypatia 22, 

no. 3 (2007): https://onlinelibrary.wiley. 
com/doi/abs/10.1111/j.1527-2001.2007. 
tb01090.x. 

Esai ini membahas stereotip bahwa 
transgender adalah "penipu" dan peran 
stereotip dalam mempromosikan serta 
memaafkan kekerasan transfobik. 
Stereotip ini berasal dari kontras antara 
tampilan gender (penampilan) dan sexed 
body (realitas tersembunyi). Karena 
presentasi jenis kelamin mewakili status 
genital, Bettcher berpendapat, orang yang 
keduanya tidak “klop” lantas dipandang 
sebagai penipu. Penulis menunjukkan 
bagaimana sistem penyajian gender 
sebagai representasi genital ini merupakan 
bagian dari sistem kekerasan dan 
penindasan seksis dan rasis yang lebih 
besar.

Asia Pacific Council of AIDS Service 
Organisations (APCASO). "Men Who 
Have Sex With Men and The 2011 Political 
Declaration on HIV/AIDS (Lelaki Seks 
Lelaki dan Deklarasi Politik tentang 
HIV/AIDS 2011).” InFocus 5 (2012): 
https://www.srhr-ask-us.org/ 
themencode-pdf-viewer-sc/?file=https:// 
www.srhr-ask-us.org/wp-content/ 
uploads/2017/07/InFocus-Vol-5-MSM- 
May12.pdf&settings=001101111&lang=en-
US#page=&zoom=auto&pagemode=. 

Publikasi ini mendiskusikan bahasan 
dalam Deklarasi Politik 2011, khususnya 
bahasan terkait Lelaki Seks dengan Lelaki 
(LSL) dan dampaknya terhadap kehidupan 
mereka di kawasan Asia dan Pasifik. 
Namun, sebagian besar pernyataan juga 
berlaku untuk transgender yang sengaja 
dihapus dari daftar populasi kunci yang 
terkena dampak.Hal ini menunjukkan 
perlunya lebih banyak advokasi seputar 
pengakuan transgender sebagai populasi 
terpisah dari LSL.

Bettcher, Talia Mae. "Understanding 
transphobia: Authenticity and sexual 
violence (Memahami transphobia: 
Keaslian dan kekerasan seksual).” 
Trans/Forming Feminisms: Trans-Feminist 
Voices Speak Out (2006): 203-10. 
https://www.srhr- ask-
us.org/themencode-pdf-viewer- 
sc/?file=https://www.srhr-ask-us. 
org/wp-content/uploads/2017/07/ 
Understanding-Transphobia- Authenticity-
and-Sexual-Violence-2006. 

pdf&settings=001101111&lang=en- 
US#page=&zoom=auto&pagemode=. 

Bab dari buku ini memberikan cara 
pemahaman baru terkait transfobia dan 
kekerasan transfobia. Hampir semua 
transgender setuju, transfobia dan 
kekerasan transfobia adalah kenyataan 
yang memengaruhi hidup mereka secara 
signifikan. Bagaimana kita memahami 
ketakutan dan kebencian ini sangat 
penting karena pemahaman ini memandu 
oposisi dan perlawanan kita.

Das, Arpita and Remi Joseph-Salisbury. 
"Sexualities and Disabilities (Seksualitas 
dan Disabilitas).” Graduate Journal of 
Social Science 12, no. 1 (2016). 
http://gjss.org/sites/default/files/issues/ 
full/GJSS%20Vol%2012-1.pdf. 

Edisi khusus tentang 'seksualitas dan 
disabilitas' dari jurnal interdisipliner peer 
reviewed ini menyajikan dan membahas 
suara-suara penyandang disabilitas dan 
seksualitas yang kurang terwakili serta 
terpinggirkan. Makalah dalam edisi khusus 
ini mencakup berbagai topik termasuk 
penyandang disabilitas selama perang, 
disabilitas mental, perawat tentara yang 
mengalami disabilitas akibat perang, 
representasi disabilitas dalam seni dan 
budaya, dan penjajaran isu penyandang 
disabilitas dengan komunitas marjinal 
lainnya seperti masyarakat dari beragam 
gender dan seksualitas.

Collet, Angela. Interrogating 'Sexualities' 
at Beijing+10 (Menginterogasi 'Seksualitas' 
di Beijing+10). Sexuality Policy Watch, 
2006. http://sxpolitics.org/working- 
paper-n3-by-angela-collet/wp-content/ 
uploads/2009/03/workingpaper31.pdf. 

Banyak tantangan dan hambatan yang 
masih harus diatasi dalam ranah politik 
seksual. Mengingat apa yang telah dicapai 
di masa lalu dan saat ini; terutama, 
mengingat tantangan yang ditimbulkan 
oleh permusuhan geopolitik saat ini 
terhadap seksualitas, banyak kerja 
konseptual dan advokasi yang harus 
dikembangkan untuk melandasi legitimasi 
kebijakan politik yang luas tentang hak 
seksual serta kebijakan-kebijakan terkait 
lainnya. Artikel ini bertujuan untuk berbagi 
tantangan dan capaian yang dihadapi 
dalam proses Bejing+10, sebagai 
kontribusi untuk refleksi konseptual dan 
strategi advokasi di masa depan.

materi materi/definisi

MATERI 
LAINNYA 

Ekspresi Gender: Presentasi setiap orang 
tentang gender dirinya melalui penampilan 
fisik — termasuk pakaian, gaya rambut, 
aksesori, kosmetik — dan tingkah laku, 
ucapan, pola perilaku, nama dan referensi 
pribadi. Ekspresi gender seseorang 
mungkin tidak sejalan dengan identitas 

1gender dirinya.

Identitas Gender: Merujuk pada 
pengalaman gender internal dan individual 
yang dirasakan secara mendalam oleh 
setiap orang, yang mungkin tidak sesuai 
dengan jenis kelamin pada saat lahir, 
termasuk perasaan pribadi seseorang 
tentang tubuhnya (yang mungkin 
melibatkan, jika dapat dipilih secara 
bebas, modifikasi penampilan atau fungsi 
tubuh secara medis atau cara lain) dan 
ekspresi gender lainnya, termasuk 

2pakaian, ucapan dan tingkah laku.

Kesehatan Reproduksi: “Kondisi 
sejahtera secara fisik, mental dan sosial 
yang menyeluruh, dan bukan hanya 
mengacu pada ketiadaan penyakit atau 
kelemahan, dalam semua hal yang 
berkaitan dengan sistem reproduksi dan 
fungsi serta prosesnya. Kesehatan 
reproduksi menyiratkan bahwa orang 
dapat memperoleh kehidupan seks yang 
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United Nations Human Rights. 
Homophobic and transphobic violence 
(Kekerasan homofobik dan transfobik). 
https://www.ohchr.org/Documents/ 
Issues/Discrimination/LGBT/FactSheets/ 
unfe-27-UN_Fact_Sheets_Homophobic_ 
English.pdf. 

Lembar fakta 2 halaman oleh UNHR ini 
menguraikan laporan tentang kekerasan 
homofobik dan transfobik di seluruh 
penjuru dunia, mulai dari perundungan 
psikologis yang agresif dan berkelanjutan 
hingga serangan fisik, penyiksaan, 
penculikan dan pembunuhan terarah. 
Kekerasan seksual juga telah banyak 
dilaporkan, termasuk apa yang disebut 
dengan pemerkosaan "korektif" atau 
"penghukuman", di mana laki-laki 
memperkosa perempuan yang dianggap 
lesbian dengan dalih mencoba 
"menyembuhkan" korban dari 
homoseksualitas mereka. Lembar fakta ini 
juga menguraikan kewajiban negara di 
bawah hukum internasional untuk 
melindungi hak orang LGBT untuk hidup, 
keamanan pribadi, dan kebebasan dari 
penyiksaan dan penganiayaan. Contoh 
kekerasan dan insiden yang dilaporkan ke 
kantor UNHR dibahas dalam lembar fakta 
ini.

University of Guelph – Human Rights and 
Equity Office. Mengenali Heteroseksisme, 
Homofobia dan Transfobia: menciptakan 
universitas yang ramah queer. 
https://www. uoguelph.ca/diversity-
human-rights/sites/uoguelph.ca.dhr/ 
files/public/RecognizingHeterosexism.pdf. 

Memelihara dan mempromosikan 
martabat manusia adalah nilai inti dari 
Universitas Guelph. Oleh karena itu, 
Universitas berkomitmen untuk menjadi 
kampus yang bebas dari diskriminasi. 
Buklet ini merinci posisi Universitas 
tentang diskriminasi dan pelecehan 
berdasarkan orientasi seksual dan 
identitas gender.

FILM/DOKUMENTER

Out and About (2016) adalah dokumenter 
berdurasi 30 menit yang menyelami dunia 
anggota keluarga LGBT, di negara-negara 
yang menganggap LGBT sebagai sesuatu 
yang ilegal, atau di negara-negara yang 
memiliki stigma negatif kuat terhadap 
kelompok LGBT. Dokumenter ini 
menyajikan potret menyentuh dan intim 
dari tiga keluarga di Rusia, Kenya dan 
Indonesia, yang menghadapi prasangka 
dan tantangan karena mereka memiliki 
anak gay. Lebih lanjut tentang film 
dokumenter ini di: https://www. 
humanrightsinthepicture.org/out-about/ 
dan https://koensuidgeest.com/current-
and-past-projects /out-about/.

Scarlet Road (2011) adalah film 
dokumenter yang mengeksplorasi 
kehidupan Rachel Wotton, seorang 
pekerja seks Australia yang tinggal di New 
South Wales (di mana prostitusi bukan 
tindak pidana) dan menjual seks kepada 
klien yang memiliki disabilitas. Menyadari 
bahwa orang dengan disabilitas memiliki 
hak yang sama untuk merasakan 
keintiman seperti orang lain, dia 
mendirikan Touching Base, sebuah 
organisasi yang didedikasikan untuk 
mendidik orang tentang kebutuhan 
seksual orang dengan disabilitas. Scarlet 
Road sarat dengan resonansi emosional, 
contohnya ketika seorang pria merasa 
hidup kembali setelah akhirnya bisa 
menyentuh seseorang. Film ini berbicara 
tentang bagaimana seks adalah fungsi 
mendasar manusia,; sesuatu yang 
sejatinya polos dan sederhana. 
Selengkapnya tentang film ini di: 
https://www.youtube.com/watch?V=mOp
C0tYp_Qg.

Word Is Out: Stories of Some of Our 
Lives (1977) adalah film dokumenter yang 
menampilkan wawancara dengan 26 laki-
laki dan perempuan homoseksual. Orang 
yang diwawancarai berusia antara 18 
hingga 77 tahun. Mereka berasal dari San 
Francisco, New Mexico, sampai Boston; 
dari ibu rumah tangga dengan dengan 
rambut bergaya beehive, pelajar, pebisnis 
konservattif, dan waria yang 'hot'. Dari 
orang-orang berlatar belakang ras 
Kaukasia hingga Hispanik, Afrika-Amerika, 
dan Asia. Para narasumber menjelaskan 
pengalaman mereka saat melela; jatuh 

cinta dan putus cinta; serta perjuangan 
mereka melawan prasangka, stereotip, 
dan hukum yang diskriminatif. Lebih lanjut 
tentang dokumenter ini di: 
http://www.wordisoutmovie.com/ dan 
https://www. youtube.com/ 
watch?v=AHMYSuUr_f8.

The Celluloid Closet (1995) adalah 
sebuah film dokumenter Amerika yang 
menceritakan bagaimana sejarah film, 
khususnya film Hollywood, menampilkan 
karakter gay, lesbian, biseksual dan 
transgender. Dari karakter kemayu, hingga 
sensor dalam Hollywood Production 
Code, karakter gay “berkode” dan 
stereotip kejam, hingga perubahan yang 
dibuat pada awal 1990-an. Lebih lanjut 
tentang film ini di: https://en.wikipedia. 
org/wiki/The_Celluloid_Closet dan 
https://www.youtube.com/watch?v=JL_
vrb4-6_0.

People (Kerangka Aksi UNAIDS: Akses 
Universal untuk Lelaki Seks Lelaki dan 
Transgender). Geneva: UNAIDS, 2009. 
http:// data.unaids.org/pub/report/2009/ 
jc1720_action_framework_msm_en.pdf. 

Kerangka kerja ini bertujuan untuk 
mendorong UNAIDS agar mampu 
memfasilitasi dan mendukung pencapaian 
akses universal ke pencegahan, 
perawatan, pengobatan, dan dukungan 
HIV yang tepat untuk laki-laki yang 
berhubungan seks dengan laki-laki dan 
transgender. Sekretariat UNAIDS dan Ko-
Sponsor UNAIDS mengakui bahwa akses 
universal ke program HIV yang sesuai 
untuk laki-laki yang berhubungan seks 
dengan laki-laki dan transgender adalah 
unsur penting dalam mencapai akses 
universal untuk pencegahan, pengobatan, 
perawatan dan dukungan HIV secara 
menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan 
untuk menekan angka kasus HIV di seluruh 
penjuru dunia, sekaligus melindungi 
kesehatan dan hak-hak, tidak hanya dari 
kelompok-kelompok yang terpinggirkan 
ini, tetapi juga hak-hak pasangan seksual 
perempuan mereka dan penduduk lainnya.

United Nations Development 
Programme. Advancing the Human Rights 
and Inclusion of LGBTI People: A 
Handbook for Parliamentarians 
(Memajukan Hak Asasi Manusia dan 
Inklusi Orang LGBTI: Buku Pegangan untuk 
Anggota Parlemen). New York: UNDP, 
2017. https://www.pgaction.org/ 
inclusion/pdf/handbook/en.pdf. 

Buku pegangan ini diproduksi bersama 
oleh UNDP dan Aksi Global Anggota  
Parlemen (PGA). Buku ini menetapkan 
kerangka kerja hak asasi manusia yang 
relevan dan menyoroti peran anggota 
parlemen dalam melaksanakan Agenda 
2030, untuk memastikan tidak ada seorang 
pun, termasuk orang LGBTI, yang 
tertinggal. Buku pegangan ini menawarkan 
tip praktis, alat dan sumber daya yang 
dirancang untuk mendukung anggota 
parlemen untuk melakukan kerja-kerja 
legislatif, representatif, serta pengawasan 
yang memajukan hak dan inklusif bagi 
komunitas LGBTI.

Bettcher, Talia Mae. "Evil Deceivers and 
Make-Believers: On Transphobic Violence 
and the Politics of Illusion (Penipu Jahat 
dan Pengelabui: Tentang Kekerasan 
Transfobik dan Politik Ilusi)." Hypatia 22, 

no. 3 (2007): https://onlinelibrary.wiley. 
com/doi/abs/10.1111/j.1527-2001.2007. 
tb01090.x. 

Esai ini membahas stereotip bahwa 
transgender adalah "penipu" dan peran 
stereotip dalam mempromosikan serta 
memaafkan kekerasan transfobik. 
Stereotip ini berasal dari kontras antara 
tampilan gender (penampilan) dan sexed 
body (realitas tersembunyi). Karena 
presentasi jenis kelamin mewakili status 
genital, Bettcher berpendapat, orang yang 
keduanya tidak “klop” lantas dipandang 
sebagai penipu. Penulis menunjukkan 
bagaimana sistem penyajian gender 
sebagai representasi genital ini merupakan 
bagian dari sistem kekerasan dan 
penindasan seksis dan rasis yang lebih 
besar.

Asia Pacific Council of AIDS Service 
Organisations (APCASO). "Men Who 
Have Sex With Men and The 2011 Political 
Declaration on HIV/AIDS (Lelaki Seks 
Lelaki dan Deklarasi Politik tentang 
HIV/AIDS 2011).” InFocus 5 (2012): 
https://www.srhr-ask-us.org/ 
themencode-pdf-viewer-sc/?file=https:// 
www.srhr-ask-us.org/wp-content/ 
uploads/2017/07/InFocus-Vol-5-MSM- 
May12.pdf&settings=001101111&lang=en-
US#page=&zoom=auto&pagemode=. 

Publikasi ini mendiskusikan bahasan 
dalam Deklarasi Politik 2011, khususnya 
bahasan terkait Lelaki Seks dengan Lelaki 
(LSL) dan dampaknya terhadap kehidupan 
mereka di kawasan Asia dan Pasifik. 
Namun, sebagian besar pernyataan juga 
berlaku untuk transgender yang sengaja 
dihapus dari daftar populasi kunci yang 
terkena dampak.Hal ini menunjukkan 
perlunya lebih banyak advokasi seputar 
pengakuan transgender sebagai populasi 
terpisah dari LSL.

Bettcher, Talia Mae. "Understanding 
transphobia: Authenticity and sexual 
violence (Memahami transphobia: 
Keaslian dan kekerasan seksual).” 
Trans/Forming Feminisms: Trans-Feminist 
Voices Speak Out (2006): 203-10. 
https://www.srhr- ask-
us.org/themencode-pdf-viewer- 
sc/?file=https://www.srhr-ask-us. 
org/wp-content/uploads/2017/07/ 
Understanding-Transphobia- Authenticity-
and-Sexual-Violence-2006. 

pdf&settings=001101111&lang=en- 
US#page=&zoom=auto&pagemode=. 

Bab dari buku ini memberikan cara 
pemahaman baru terkait transfobia dan 
kekerasan transfobia. Hampir semua 
transgender setuju, transfobia dan 
kekerasan transfobia adalah kenyataan 
yang memengaruhi hidup mereka secara 
signifikan. Bagaimana kita memahami 
ketakutan dan kebencian ini sangat 
penting karena pemahaman ini memandu 
oposisi dan perlawanan kita.

Das, Arpita and Remi Joseph-Salisbury. 
"Sexualities and Disabilities (Seksualitas 
dan Disabilitas).” Graduate Journal of 
Social Science 12, no. 1 (2016). 
http://gjss.org/sites/default/files/issues/ 
full/GJSS%20Vol%2012-1.pdf. 

Edisi khusus tentang 'seksualitas dan 
disabilitas' dari jurnal interdisipliner peer 
reviewed ini menyajikan dan membahas 
suara-suara penyandang disabilitas dan 
seksualitas yang kurang terwakili serta 
terpinggirkan. Makalah dalam edisi khusus 
ini mencakup berbagai topik termasuk 
penyandang disabilitas selama perang, 
disabilitas mental, perawat tentara yang 
mengalami disabilitas akibat perang, 
representasi disabilitas dalam seni dan 
budaya, dan penjajaran isu penyandang 
disabilitas dengan komunitas marjinal 
lainnya seperti masyarakat dari beragam 
gender dan seksualitas.

Collet, Angela. Interrogating 'Sexualities' 
at Beijing+10 (Menginterogasi 'Seksualitas' 
di Beijing+10). Sexuality Policy Watch, 
2006. http://sxpolitics.org/working- 
paper-n3-by-angela-collet/wp-content/ 
uploads/2009/03/workingpaper31.pdf. 

Banyak tantangan dan hambatan yang 
masih harus diatasi dalam ranah politik 
seksual. Mengingat apa yang telah dicapai 
di masa lalu dan saat ini; terutama, 
mengingat tantangan yang ditimbulkan 
oleh permusuhan geopolitik saat ini 
terhadap seksualitas, banyak kerja 
konseptual dan advokasi yang harus 
dikembangkan untuk melandasi legitimasi 
kebijakan politik yang luas tentang hak 
seksual serta kebijakan-kebijakan terkait 
lainnya. Artikel ini bertujuan untuk berbagi 
tantangan dan capaian yang dihadapi 
dalam proses Bejing+10, sebagai 
kontribusi untuk refleksi konseptual dan 
strategi advokasi di masa depan.

materi materi/definisi

MATERI 
LAINNYA 

Ekspresi Gender: Presentasi setiap orang 
tentang gender dirinya melalui penampilan 
fisik — termasuk pakaian, gaya rambut, 
aksesori, kosmetik — dan tingkah laku, 
ucapan, pola perilaku, nama dan referensi 
pribadi. Ekspresi gender seseorang 
mungkin tidak sejalan dengan identitas 

1gender dirinya.

Identitas Gender: Merujuk pada 
pengalaman gender internal dan individual 
yang dirasakan secara mendalam oleh 
setiap orang, yang mungkin tidak sesuai 
dengan jenis kelamin pada saat lahir, 
termasuk perasaan pribadi seseorang 
tentang tubuhnya (yang mungkin 
melibatkan, jika dapat dipilih secara 
bebas, modifikasi penampilan atau fungsi 
tubuh secara medis atau cara lain) dan 
ekspresi gender lainnya, termasuk 

2pakaian, ucapan dan tingkah laku.

Kesehatan Reproduksi: “Kondisi 
sejahtera secara fisik, mental dan sosial 
yang menyeluruh, dan bukan hanya 
mengacu pada ketiadaan penyakit atau 
kelemahan, dalam semua hal yang 
berkaitan dengan sistem reproduksi dan 
fungsi serta prosesnya. Kesehatan 
reproduksi menyiratkan bahwa orang 
dapat memperoleh kehidupan seks yang 

DEFINISI
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Usia Persetujuan Usia Pernikahan

Izin Pihak Ketiga atau 
Orang Tua untuk 

Remaja Mengakses 
Layanan Kespro

memuaskan dan aman, dan bahwa mereka 
memiliki kemampuan untuk bereproduksi 
dan kebebasan untuk memutuskan kapan 
dan seberapa sering mereka akan 
melakukannya. Yang tersirat dalam kondisi 
terakhir ini adalah hak laki-laki dan 
perempuan untuk mendapatkan informasi 
dan memiliki akses terhadap kontrasepsi 
yang aman, efektif, berbiaya terjangkau 
dan dapat diterima sesuai pilihan mereka, 
dan juga metode-metode lain yang mereka 
pilih untuk pengaturan kesuburan yang 
tidak melanggar hukum, dan hak untuk 
mengakses layanan kesehatan yang 
sesuai, yang memungkinkan perempuan 
untuk melalui kehamilan dan kelahiran 
dengan aman dan memberikan kepada 
pasangan kesempatan terbaik untuk 

3memiliki bayi yang sehat.”

Hak Reproduksi: "[M]encakup hak asasi 
manusia tertentu yang telah diakui dalam 
hukum nasional, dokumen hak asasi 
manusia internasional, dan dokumen 
konsensus lainnya. Hak-hak ini bertumpu 
pada pengakuan hak dasar semua 
pasangan dan individu untuk memutuskan 
secara bebas dan bertanggung jawab 
jumlah, jarak usia, serta kapan mereka 
akan memiliki anak, dan untuk 
mendapatkan informasi dan sarana untuk 
melakukannya, dan hak untuk mencapai 
standar tertinggi kesehatan reproduksi dan 
seksual. Termasuk juga hak mereka untuk 
membuat keputusan tentang reproduksi 
yang bebas dari diskriminasi, paksaan, dan 
kekerasan, seperti yang diungkapkan 

4dalam dokumen hak asasi manusia."

Karakteristik Seks: Ciri fisik setiap orang 
yang berkaitan dengan jenis kelamin, 
termasuk alat kelamin dan anatomi seksual 
dan reproduksi lainnya, kromosom, 
hormon, dan ciri fisik sekunder yang 

5muncul pada masa pubertas.

Kesehatan Seksual: "Kondisi sejahtera 
secara fisik, emosional, mental dan sosial 
dalam kaitannya dengan seksualitas; dan 
bukan hanya mengacu pada ketiadaan 
penyakit, disfungsi atau kelemahan. 
Kesehatan seksual membutuhkan 
pendekatan yang positif dan penuh 
penghargaan terhadap seksualitas dan 
hubungan seksual, serta kemungkinan 
mendapatkan pengalaman seksual yang 
menyenangkan dan aman, bebas dari 
paksaan, diskriminasi, dan kekerasan. 
Agar kesehatan seksual tercapai dan 

terpelihara, hak seksual semua orang 
harus dihormati, dilindungi, dan 

6dipenuhi."

Orientasi Seksual: Mengacu pada 
kapasitas setiap orang akan ketertarikan 
emosional, afeksi dan seksual yang 
mendalam terhadap, dan hubungan intim 
dan seksual dengan, individu dari jenis 
kelamin yang berbeda atau jenis kelamin 
yang sama atau lebih dari satu jenis 

7kelamin.

Hak-Hak Seksual: "[M]encakup hak asasi 
manusia yang telah diakui dalam hukum 
nasional, dokumen hak asasi manusia 
internasional, dan dokumen konsensus 
lainnya. Mencakup hak semua orang, 
untuk bebas dari paksaan, diskriminasi, 
dan kekerasan, dengan standar kesehatan 
tertinggi yang dapat dicapai dalam 
kaitannya dengan seksualitas, termasuk 
akses ke layanan kesehatan seksual dan 
reproduksi; mencari, menerima, dan 
menyebarkan informasi yang berhubungan 
dengan seksualitas; pendidikan 
seksualitas; menghormati integritas tubuh; 
memilih pasangan mereka; memutuskan 
untuk aktif secara seksual atau tidak; 
hubungan seksual suka sama suka; 
perkawinan suka sama suka; memutuskan 
apakah akan atau tidak akan, dan kapan 
memiliki anak; serta mengejar kehidupan 
seksual yang memuaskan, aman, dan 

8menyenangkan."

Seksualitas: "Kesehatan seksual tidak 
dapat didefinisikan, dipahami atau 
dioperasionalkan tanpa pertimbangan 
yang luas tentang seksualitas, yang 
mendasari perilaku dan hal-hal lain yang 
berkaitan dengan kesehatan seksual. 
Definisi seksualitas adalah: ... aspek 
sentral dari menjadi manusia di sepanjang 
hidupnya, meliputi jenis kelamin, identitas 
dan peran gender, orientasi seksual, 
erotisme, kesenangan, keintiman dan 
reproduksi. Seksualitas dialami dan 
diekspresikan dalam pikiran, fantasi, 
keinginan, kepercayaan, sikap, nilai, 
perilaku, praktik, peran, dan hubungan. 
Sementara seksualitas dapat mencakup 
semua dari dimensi ini, tidak semuanya 
selalu dialami atau diungkapkan. 
Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi 
faktor biologis, psikologis, sosial, 
ekonomi, politik, budaya, hukum, sejarah, 

9agama, dan spiritual.”
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9. Disarikan dari situs WHO: 
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KERANGKA HUKUM MENGENAI
HAK ATAS SEKSUALITAS

Disusun oleh Samreen Shahbaz d   
Senior Programme Officer, ARROW   
Email: samreen@arrow.org.my           

Pendahuluan. Ada beberapa faktor yang saling berpotongan, mulai dari faktor budaya, keuangan, logistik, kelembagaan, hukum dan 
kebijakan, yang berperan dalam menentukan hak seseorang atas seksualitas. Namun, kerangka hukum suatu negara memberikan 
landasan bagi kebijakan dan ketentuan programatik seputar hak atas seksualitas di negara tersebut. Tabel di bawah ini memberikan 
gambaran umum tentang kerangka hukum seputar usia persetujuan seksual, persyaratan usia untuk menikah, hak hukum untuk 
mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, status hukum hubungan sesama jenis dan seks pranikah konsensual untuk 
menilai bagaimana hukum mengatur hak individu atas seksualitas.

KERANGKA HUKUM MENGENAI HAK ATAS SEKSUALITAS

Pemidanaan 
Homoseksualitas

Pemidanaan Seks 
Pranikah

Usia persetujuan di India 
adalah 18 tahun, menurut 
UU Perlindungan Anak 
dari Kejahatan Seksual 
(2012). Orang berusia 17 
tahun atau lebih muda 
tidak dapat memberikan 
persetujuan terhadap 
aktivitas seksual, dan 
kegiatan demikian dapat 
dituntut karena 
perkosaan statutoris atau 
hukum lokal yang setara.

Menurut UU Pelarangan 
Perkawinan Anak (2006) 
usia perkawinan 
minimum adalah 18 
tahun, tanpa 
pengecualian.

KUHP India menyatakan 
bahwa tidak seorang pun 
di bawah usia 12 tahun 
bisa memberikan 
persetujuan untuk 
mengakses layanan 
kespro secara mandiri. 
Namun secara umum 
remaja boleh 
menggunakan metode 
kontrasepsi apapun dan 
usia bukan merupakan 
halangan hukum dari 
penyediaan layanan.¹

Menurut putusan MA 
2018 Navtej Singh Johar 
v. Pemerintah India, seks 
konsensual antara orang 
dewasa, tanpa 
memandang gender dan 
orientasi seksual adalah 
legal.

Seks di luar perkawinan 
antara dua orang dewasa 
secara suka sama suka 
bukan pelanggaran 
hukum di India. Pada 
tahun 2010, putusan MA 
menegaskan bahwa 
samenleven (tinggal 
bersama) dan hubungan 
seksual pranikah antara 
dua orang dewasa yang 
suka sama suka tidak 
dapat dijadikan 
pelanggaran hukum.²

INDIA

BANGLADESH

Menurut KUHP 1860 usia 
persetujuan untuk 
perkawinan remaja 
adalah 13 tahun. UU tidak 
menyebutkan usia 
persetujuan untuk laki-
laki, namun menurut Nari 
O Shishu Nirjatan Daman 
Ain, 2000 (di 
amandemen 2003) [UU 
Penanggulangan 
Kekerasan terhadap 
Perempuan dan Anak] 
usia persetujuan aktivitas 
seksual untuk anak 
perempuan adalah 16 
tahun.

Usia perkawinan 
minimum di Bangladesh 
adalah 18 tahun untuk 
perempuan dan 21 tahun 
untuk laki-laki. Namun, 
UU Pengurangan 
Perkawinan Anak 2017 
memuat celah yang 
memungkinkan 
pengadilan mengizinkan 
perkawinan anak dalam 
“kasus khusus” tanpa 
secara tegas menjelaskan 
seperti apa kasus khusus 
tersebut.³

Meskipun hukum dan 
kebijakan tidak melarang 
remaja yang belum 
menikah mengakses 
layanan kespro, terdapat 
bias dari penyedia 
layanan secara umum 
dan remaja belum 
menikah sering kali tidak 
diberikan layanan 
kespro.⁴

Aktivitas homoseksual 
dibatasi oleh hukum. 
Menurut Bab 377 KUHP 
1860, hubungan seks 
“melawan kodrat alam” 
dapat dihukum.

Hukum adat dan agama 
berlaku terhadap seks 
pranikah, dan dianggap 
dosa dalam Islam.
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Usia Persetujuan Usia Pernikahan

Izin Pihak Ketiga atau 
Orang Tua untuk 

Remaja Mengakses 
Layanan Kespro

memuaskan dan aman, dan bahwa mereka 
memiliki kemampuan untuk bereproduksi 
dan kebebasan untuk memutuskan kapan 
dan seberapa sering mereka akan 
melakukannya. Yang tersirat dalam kondisi 
terakhir ini adalah hak laki-laki dan 
perempuan untuk mendapatkan informasi 
dan memiliki akses terhadap kontrasepsi 
yang aman, efektif, berbiaya terjangkau 
dan dapat diterima sesuai pilihan mereka, 
dan juga metode-metode lain yang mereka 
pilih untuk pengaturan kesuburan yang 
tidak melanggar hukum, dan hak untuk 
mengakses layanan kesehatan yang 
sesuai, yang memungkinkan perempuan 
untuk melalui kehamilan dan kelahiran 
dengan aman dan memberikan kepada 
pasangan kesempatan terbaik untuk 

3memiliki bayi yang sehat.”

Hak Reproduksi: "[M]encakup hak asasi 
manusia tertentu yang telah diakui dalam 
hukum nasional, dokumen hak asasi 
manusia internasional, dan dokumen 
konsensus lainnya. Hak-hak ini bertumpu 
pada pengakuan hak dasar semua 
pasangan dan individu untuk memutuskan 
secara bebas dan bertanggung jawab 
jumlah, jarak usia, serta kapan mereka 
akan memiliki anak, dan untuk 
mendapatkan informasi dan sarana untuk 
melakukannya, dan hak untuk mencapai 
standar tertinggi kesehatan reproduksi dan 
seksual. Termasuk juga hak mereka untuk 
membuat keputusan tentang reproduksi 
yang bebas dari diskriminasi, paksaan, dan 
kekerasan, seperti yang diungkapkan 

4dalam dokumen hak asasi manusia."

Karakteristik Seks: Ciri fisik setiap orang 
yang berkaitan dengan jenis kelamin, 
termasuk alat kelamin dan anatomi seksual 
dan reproduksi lainnya, kromosom, 
hormon, dan ciri fisik sekunder yang 

5muncul pada masa pubertas.

Kesehatan Seksual: "Kondisi sejahtera 
secara fisik, emosional, mental dan sosial 
dalam kaitannya dengan seksualitas; dan 
bukan hanya mengacu pada ketiadaan 
penyakit, disfungsi atau kelemahan. 
Kesehatan seksual membutuhkan 
pendekatan yang positif dan penuh 
penghargaan terhadap seksualitas dan 
hubungan seksual, serta kemungkinan 
mendapatkan pengalaman seksual yang 
menyenangkan dan aman, bebas dari 
paksaan, diskriminasi, dan kekerasan. 
Agar kesehatan seksual tercapai dan 

terpelihara, hak seksual semua orang 
harus dihormati, dilindungi, dan 

6dipenuhi."

Orientasi Seksual: Mengacu pada 
kapasitas setiap orang akan ketertarikan 
emosional, afeksi dan seksual yang 
mendalam terhadap, dan hubungan intim 
dan seksual dengan, individu dari jenis 
kelamin yang berbeda atau jenis kelamin 
yang sama atau lebih dari satu jenis 

7kelamin.

Hak-Hak Seksual: "[M]encakup hak asasi 
manusia yang telah diakui dalam hukum 
nasional, dokumen hak asasi manusia 
internasional, dan dokumen konsensus 
lainnya. Mencakup hak semua orang, 
untuk bebas dari paksaan, diskriminasi, 
dan kekerasan, dengan standar kesehatan 
tertinggi yang dapat dicapai dalam 
kaitannya dengan seksualitas, termasuk 
akses ke layanan kesehatan seksual dan 
reproduksi; mencari, menerima, dan 
menyebarkan informasi yang berhubungan 
dengan seksualitas; pendidikan 
seksualitas; menghormati integritas tubuh; 
memilih pasangan mereka; memutuskan 
untuk aktif secara seksual atau tidak; 
hubungan seksual suka sama suka; 
perkawinan suka sama suka; memutuskan 
apakah akan atau tidak akan, dan kapan 
memiliki anak; serta mengejar kehidupan 
seksual yang memuaskan, aman, dan 

8menyenangkan."

Seksualitas: "Kesehatan seksual tidak 
dapat didefinisikan, dipahami atau 
dioperasionalkan tanpa pertimbangan 
yang luas tentang seksualitas, yang 
mendasari perilaku dan hal-hal lain yang 
berkaitan dengan kesehatan seksual. 
Definisi seksualitas adalah: ... aspek 
sentral dari menjadi manusia di sepanjang 
hidupnya, meliputi jenis kelamin, identitas 
dan peran gender, orientasi seksual, 
erotisme, kesenangan, keintiman dan 
reproduksi. Seksualitas dialami dan 
diekspresikan dalam pikiran, fantasi, 
keinginan, kepercayaan, sikap, nilai, 
perilaku, praktik, peran, dan hubungan. 
Sementara seksualitas dapat mencakup 
semua dari dimensi ini, tidak semuanya 
selalu dialami atau diungkapkan. 
Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi 
faktor biologis, psikologis, sosial, 
ekonomi, politik, budaya, hukum, sejarah, 

9agama, dan spiritual.”
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yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/ 
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International Human Rights Law in Relation to Sexual 

Orientation, and Gender Identity, 9 November 2006, tersedia 

di: http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/ 
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KERANGKA HUKUM MENGENAI
HAK ATAS SEKSUALITAS

Disusun oleh Samreen Shahbaz d   
Senior Programme Officer, ARROW   
Email: samreen@arrow.org.my           

Pendahuluan. Ada beberapa faktor yang saling berpotongan, mulai dari faktor budaya, keuangan, logistik, kelembagaan, hukum dan 
kebijakan, yang berperan dalam menentukan hak seseorang atas seksualitas. Namun, kerangka hukum suatu negara memberikan 
landasan bagi kebijakan dan ketentuan programatik seputar hak atas seksualitas di negara tersebut. Tabel di bawah ini memberikan 
gambaran umum tentang kerangka hukum seputar usia persetujuan seksual, persyaratan usia untuk menikah, hak hukum untuk 
mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, status hukum hubungan sesama jenis dan seks pranikah konsensual untuk 
menilai bagaimana hukum mengatur hak individu atas seksualitas.

KERANGKA HUKUM MENGENAI HAK ATAS SEKSUALITAS

Pemidanaan 
Homoseksualitas

Pemidanaan Seks 
Pranikah

Usia persetujuan di India 
adalah 18 tahun, menurut 
UU Perlindungan Anak 
dari Kejahatan Seksual 
(2012). Orang berusia 17 
tahun atau lebih muda 
tidak dapat memberikan 
persetujuan terhadap 
aktivitas seksual, dan 
kegiatan demikian dapat 
dituntut karena 
perkosaan statutoris atau 
hukum lokal yang setara.

Menurut UU Pelarangan 
Perkawinan Anak (2006) 
usia perkawinan 
minimum adalah 18 
tahun, tanpa 
pengecualian.

KUHP India menyatakan 
bahwa tidak seorang pun 
di bawah usia 12 tahun 
bisa memberikan 
persetujuan untuk 
mengakses layanan 
kespro secara mandiri. 
Namun secara umum 
remaja boleh 
menggunakan metode 
kontrasepsi apapun dan 
usia bukan merupakan 
halangan hukum dari 
penyediaan layanan.¹

Menurut putusan MA 
2018 Navtej Singh Johar 
v. Pemerintah India, seks 
konsensual antara orang 
dewasa, tanpa 
memandang gender dan 
orientasi seksual adalah 
legal.

Seks di luar perkawinan 
antara dua orang dewasa 
secara suka sama suka 
bukan pelanggaran 
hukum di India. Pada 
tahun 2010, putusan MA 
menegaskan bahwa 
samenleven (tinggal 
bersama) dan hubungan 
seksual pranikah antara 
dua orang dewasa yang 
suka sama suka tidak 
dapat dijadikan 
pelanggaran hukum.²

INDIA

BANGLADESH

Menurut KUHP 1860 usia 
persetujuan untuk 
perkawinan remaja 
adalah 13 tahun. UU tidak 
menyebutkan usia 
persetujuan untuk laki-
laki, namun menurut Nari 
O Shishu Nirjatan Daman 
Ain, 2000 (di 
amandemen 2003) [UU 
Penanggulangan 
Kekerasan terhadap 
Perempuan dan Anak] 
usia persetujuan aktivitas 
seksual untuk anak 
perempuan adalah 16 
tahun.

Usia perkawinan 
minimum di Bangladesh 
adalah 18 tahun untuk 
perempuan dan 21 tahun 
untuk laki-laki. Namun, 
UU Pengurangan 
Perkawinan Anak 2017 
memuat celah yang 
memungkinkan 
pengadilan mengizinkan 
perkawinan anak dalam 
“kasus khusus” tanpa 
secara tegas menjelaskan 
seperti apa kasus khusus 
tersebut.³

Meskipun hukum dan 
kebijakan tidak melarang 
remaja yang belum 
menikah mengakses 
layanan kespro, terdapat 
bias dari penyedia 
layanan secara umum 
dan remaja belum 
menikah sering kali tidak 
diberikan layanan 
kespro.⁴

Aktivitas homoseksual 
dibatasi oleh hukum. 
Menurut Bab 377 KUHP 
1860, hubungan seks 
“melawan kodrat alam” 
dapat dihukum.

Hukum adat dan agama 
berlaku terhadap seks 
pranikah, dan dianggap 
dosa dalam Islam.
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Menurut Pasal 236 KUHP, 
usia persetujuan untuk 
remaja perempuan adalah 
14 tahun, namun hukum 
tidak menyebutkan usia 
persetujuan untuk remaja 
laki-laki.⁵

Menurut UU Perkawinan 
Tiongkok, usia perkawinan 
adalah 22 tahun untuk laki-
laki dan 20 tahun untuk 
perempuan.

Persetujuan orang tua 
bukan syarat untuk 
mengakses kontrasepsi. 
Namun, terdapat bias 
penyedia layanan.

Meskipun tidak ada hukum 
yang memidana 
homoseksualitas, tidak ada 
pengakuan hukum 
terhadap perkawinan 
sesama jenis.

Seks sebelum perkawinan 
tidak dipidana.
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Usia persetujuan di 
Malaysia adalah 16 
tahun. Namun, UU Usia 
Mayoritas 1971 
menyatakan bahwa usia 
18 adalah usia legal 
minimum seseorang 
memiliki kapasitas untuk 
membuat keputusan 
hukum, kecuali 
keputusan terkait 
perkawinan.¹¹

Menurut UU Usia 
Mayoritas 1971,usia legal 
minimum seseorang 
untuk membuat 
keputusan yang memiliki 
implikasi hukum adalah 
18 tahun, Namun, ada 
pengecualian terkait usia 
perkawinan. Menurut UU 
Reformasi Hukum 
Perkawinan dan 
Perceraian 1971, usia 
minimum perkawinan 
adalah 18 tahun, tapi 
dapat diturunkan menjadi 
16 tahun dengan izin 
menteri besar negara 
bagian.12

Menurut UU Hak Anak 
dan UU Usia Mayoritas 
1071, izin orang tua 
diwajibkan untuk segala 
prosedur medis yang 
dijalani individu di bawah 
18 tahun. Ketentuan ini 
berlaku untuk semua 
layanan kespro termasuk 
akses kontrasepsi.

Menurut KUHP, 
hubungan seks sesama 
jenis konsensual dapat 
dipidana.¹³

Seks pranikah tidak 
dipidana di Malaysia. 
Namun, hukum syariah, 
yang berlaku hanya 
bagi Muslim, melarang 
segala kegiatan seksual 
di luar perkawinan 
(pranikah dan di luar 
perkawinan).

MALAYSIA

SRI LANKA

Menurut KUHP, usia 
persetujuan bagi 
perempuan adalah 16 
tahun. Hukum tidak 
menyebutkan usia 
persetujuan bagi laki-
laki.¹⁴

Usia perkawinan 
minimum adalah 18 
tahun, bagi laki-laki dan 
perempuan.

Remaja yang menikah 
dapat mengakses layanan 
kespro dan tidak ada 
batas usia. Remaja yang 
belum menikah dapat 
mengakses layanan SRHR 
meskipun ada bias 
penyedia. Aborsi dibatasi 
oleh hukum, terlepas dari 
status perkawinan.¹⁵,¹⁶

KUHP memidanakan 
hubungan sesama jenis.¹⁷

Seks pranikah tidak 
dipidana oleh hukum.
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INDONESIA

Menurut KUHP, usia 
persetujuan untuk laki-laki 
dan perempuan adalah 15 
tahun.⁶

Usia perkawinan menurut 
UU Perkawinan 1974 
adalah 21 tahun untuk laki-
laki dan perempuan. 
Namun, laki-laki dan 
perempuan berusia 19 dan 
20 tahun boleh menikah 
dengan izin orang tua. 
Indonesia baru-baru ini 
merevisi UU Perkawinan 
untuk menaikkan batasan 
usia legal untuk menikah 
bagi remaja perempuan 
dari 16 ke 19 tahun.⁷

Menurut kebijakan 
kesehatan tahun 2009, hak 
hukum untuk mengakses 
layanan kontrasepsi hanya 
berlaku bagi pasangan 
yang sudah menikah. Lebih 
lanjut layanan kontrasepsi 
dan konseling  kespro 
hanya bisa disediakan oleh 
profesional terlatih. 
Kontrasepsi darurat hanya 
dapat diakses dengan 
resep dokter.

Meskipun tidak ada hukum 
nasional yang memidana 
homoseksualitas, hukum 
lokal di beberapa provinsi 
(Aceh misalnya) melarang 
tindakan homoseksual 
konsensual.⁸

Meskipun tidak ada hukum 
nasional yang memidana 
seks pranikah, hukum lokal 
di Aceh memidana 
hubungan seks pranikah 
dan di luar perkawinan.⁹

NEPAL

Menurut KUHP 2017, usia 
persetujuan bagi 
perempuan adalah 18 
tahun. Hukum tidak 
menyebutkan usia 
persetujuan bagi laki-laki

Menurut KUHP 2017, usia 
minimum perkawinan telah 
dinaikkan dari 18 menjadi 
20 tahun untuk 
perempuan.¹⁰ Usia 
perkawinan minimum 
untuk laki-laki adalah 20 
tahun 

Izin pihak ketiga tidak 
diperlukan bagi remaja 
untuk mengakses layanan 
kespro dan konseling. 
Namun, bias penyedia 
masih menjadi hambatan 
bagi remaja dan orang 
muda untuk mengakses 
layanan ini

Nepal tidak memiliki 
undang-undang yang 
memidana 
homoseksualitas. Namun, 
perkawinan sesama jenis 
belum dilegalisasi.

Seks pranikah konsensual 
antara dua individu yang 
telah mencapai usia legal 
untuk memberikan 
persetujuan pada aktivitas 
seksual selalu legal.

FILIPINA

Usia persetujuan seksual 
adalah 12 tahun, bagi 
laki-laki dan 
perempuan.¹⁸

Menurut UU Keluarga 
1988, usia minimum 
perkawinan adalah 18 
tahun untuk laki-laki 
maupun perempuan. 
Namun, remaja 
perempuan bisa menikah 
lebih awal setelah masa 
akil balik dengan izin 
pengadilan, di bawah 
Hukum Perdata 
Syariah.¹⁹

Di bawah UU Orang Tua 
yang Bertanggung Jawab 
dan Kesehatan 
Reproduksi 2012, anak di 
bawah umur (18 tahun) 
wajib mendapatkan izin 
orang tua untuk 
mengakses 
kontrasepsi.²⁰
Aborsi dibatasi oleh 
hukum terlepas dari 
usia.²¹

Kegiatan seks pribadi 
non-komersial sesama 
jenis antara orang 
dewasa yang konsensual 
tidak dipidanakan.²²

Seks pranikah tidak 
dipidanakan.
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untuk membuat 
keputusan yang memiliki 
implikasi hukum adalah 
18 tahun, Namun, ada 
pengecualian terkait usia 
perkawinan. Menurut UU 
Reformasi Hukum 
Perkawinan dan 
Perceraian 1971, usia 
minimum perkawinan 
adalah 18 tahun, tapi 
dapat diturunkan menjadi 
16 tahun dengan izin 
menteri besar negara 
bagian.12

Menurut UU Hak Anak 
dan UU Usia Mayoritas 
1071, izin orang tua 
diwajibkan untuk segala 
prosedur medis yang 
dijalani individu di bawah 
18 tahun. Ketentuan ini 
berlaku untuk semua 
layanan kespro termasuk 
akses kontrasepsi.

Menurut KUHP, 
hubungan seks sesama 
jenis konsensual dapat 
dipidana.¹³

Seks pranikah tidak 
dipidana di Malaysia. 
Namun, hukum syariah, 
yang berlaku hanya 
bagi Muslim, melarang 
segala kegiatan seksual 
di luar perkawinan 
(pranikah dan di luar 
perkawinan).
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Menurut KUHP, usia 
persetujuan bagi 
perempuan adalah 16 
tahun. Hukum tidak 
menyebutkan usia 
persetujuan bagi laki-
laki.¹⁴

Usia perkawinan 
minimum adalah 18 
tahun, bagi laki-laki dan 
perempuan.

Remaja yang menikah 
dapat mengakses layanan 
kespro dan tidak ada 
batas usia. Remaja yang 
belum menikah dapat 
mengakses layanan SRHR 
meskipun ada bias 
penyedia. Aborsi dibatasi 
oleh hukum, terlepas dari 
status perkawinan.¹⁵,¹⁶

KUHP memidanakan 
hubungan sesama jenis.¹⁷

Seks pranikah tidak 
dipidana oleh hukum.
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INDONESIA
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tahun.⁶
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Namun, laki-laki dan 
perempuan berusia 19 dan 
20 tahun boleh menikah 
dengan izin orang tua. 
Indonesia baru-baru ini 
merevisi UU Perkawinan 
untuk menaikkan batasan 
usia legal untuk menikah 
bagi remaja perempuan 
dari 16 ke 19 tahun.⁷

Menurut kebijakan 
kesehatan tahun 2009, hak 
hukum untuk mengakses 
layanan kontrasepsi hanya 
berlaku bagi pasangan 
yang sudah menikah. Lebih 
lanjut layanan kontrasepsi 
dan konseling  kespro 
hanya bisa disediakan oleh 
profesional terlatih. 
Kontrasepsi darurat hanya 
dapat diakses dengan 
resep dokter.

Meskipun tidak ada hukum 
nasional yang memidana 
homoseksualitas, hukum 
lokal di beberapa provinsi 
(Aceh misalnya) melarang 
tindakan homoseksual 
konsensual.⁸

Meskipun tidak ada hukum 
nasional yang memidana 
seks pranikah, hukum lokal 
di Aceh memidana 
hubungan seks pranikah 
dan di luar perkawinan.⁹

NEPAL

Menurut KUHP 2017, usia 
persetujuan bagi 
perempuan adalah 18 
tahun. Hukum tidak 
menyebutkan usia 
persetujuan bagi laki-laki

Menurut KUHP 2017, usia 
minimum perkawinan telah 
dinaikkan dari 18 menjadi 
20 tahun untuk 
perempuan.¹⁰ Usia 
perkawinan minimum 
untuk laki-laki adalah 20 
tahun 

Izin pihak ketiga tidak 
diperlukan bagi remaja 
untuk mengakses layanan 
kespro dan konseling. 
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Menurut Dekrit Pidana 
2009, usia persetujuan 
seksual bagi laki-laki 
maupun perempuan 
adalah 18 tahun.³⁴

Usia perkawinan  
minimum bagi laki-laki 
dan perempuan adalah 21 
tahun. Namun, individu 
berusia 19-21 tahun boleh 
menikah dengan izin 
orang tua, menurut 
Dekrit Amandemen UU 
Perkawinan 2009.³⁵

Kebijakan Kespro Fiji 
menyatakan bahwa 
remaja dan orang muda 
harus mendapatkan 
akses ke layanan dan 
informasi kespro.³⁶ Izin 
orang tua diwajibkan 
untuk aborsi bagi 
perempuan di bawah 16 
tahun dan pengujian HIV 
bagi individu di bawah 18 
tahun.³⁷

Kegiatan seks sesama 
jenis tidak dipidanakan.

Seks pranikah tidak 
dipidanakan.
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Menurut UU Amandemen 
KUHP (No.19) tahun 
2007, usia persetujuan 
ditetapkan pada 15 tahun 
untuk laki-laki dan 
perempuan

Di bawah KUH Sipil dan 
Komersial Thailand 1985, 
usia minimum adalah 20 
tahun. Orang berusia 17 
tahun atau lebih muda 
boleh menikah dengan 
izin Pengadilan.²³

Persetujuan pihak ketiga 
atau orang tua tidak 
diwajibkan secara hukum 
bagi remaja dan orang 
muda di bawah 18 tahun 
untuk mengakses 
layanan kespro.

Kegiatan seks sesama 
jenis tidak dipidanakan

Seks pranikah tidak 
dipidanakan.

THAILAND

VIETNAM

Menurut KUHP, usia 
persetujuan seksual 
adalah 16 tahun. 
Hubungan seks apapun 
dengan anak di bawah 13 
tahun dianggap sebagai 
perkosaan terhadap anak 
(Pasal 112(4)). Hubungan 
seks dengan anak berusia 
13, 14 atau 15 tahun 
dianggap tindak pidana di 
bawah Pasal 115 KUHP.²⁷

Sesuai UU Perkawinan 
dan Keluarga, usia 
perkawinan minimum 
adalah 18 tahun untuk 
perempuan dan 20 untuk 
laki-laki.²⁸

Izin orang tua tidak 
diwajibkan untuk 
mendapatkan 
kontrasepsi. Namun, izin 
orang tua diperlukan 
untuk pengujian HIV jika 
individu berusia di bawah 
18 tahun.

Kegiatan seks sesama 
jenis yang konsensual 
tidak dipidanakan di 
Vietnam. Pada tahun 
2015 Vietnam 
membatalkan 
pemidanaan perkawinan 
sejenis.

Seks pranikah tidak 
dipidanakan di 
Vietnam.²⁹

PAKISTAN

Menurut KUHP, usia 
persetujuan bagi 
perempuan adalah 16 
tahun. Hukum tidak 
menyebutkan usia 
persetujuan bagi laki-laki.

Menurut UU Pembatasan 
Perkawinan Anak 1929, 
usia perkawinan minimum 
adalah 16 tahun untuk 
perempuan dan 18 tahun 
untuk laki-laki.30 Provinsi 
Sindh telah mengesahkan 
UU Pembatasan 
Perkawinan Anak Sindh 
pada tahun 2014, yang 
menaikkan usia minimum 
perkawinan anak 
perempuan ke 18 tahun.³¹

Orang muda memiliki 
akses legal ke 
kontrasepsi tanpa izin 
orang tua atau pihak 
ketiga. Namun, diskresi 
dan bias penyedia masih 
banyak terjadi. Izin orang 
tua diperlukan oleh 
individu di bawah 18 
tahun untuk mengakses 
layanan pengujian HIV.³²

Aktivitas homoseksual 
dibatasi oleh hukum. 
Menurut Bab 377 KUHP 
1860, hubungan seks 
“melawan kodrat alam” 
dapat dihukum

Menurut Ordonansi 
Hudud 1979, seks 
pranikah dan di luar 
perkawinan 
dipidanakan.³³

berkas fakta berkas fakta 

MONGOLIA

Usia persetujuan seksual 
di Mongolia adalah 16 
tahun.

Sesuai UU Keluarga 1999, 
usia perkawinan 
minimum adalah 18 
tahun, tanpa 
pengecualian.²⁴

Izin orang tua tidak 
diwajibkan untuk 
mengakses layanan 
kespro

Meskipun tidak ada UU 
anti-sodomi, perkawinan 
sesama jenis tidak diakui 
secara hukum oleh 
hukum setempat.²⁵

Seks pranikah tidak 
dipidanakan di 
Mongolia.²⁶
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Usia Persetujuan Usia Pernikahan

Izin Pihak Ketiga atau 
Orang Tua untuk 

Remaja Mengakses 
Layanan Kespro

KERANGKA HUKUM MENGENAI HAK ATAS SEKSUALITAS

Pemidanaan 
Homoseksualitas

Pemidanaan Seks 
Pranikah

Menurut Dekrit Pidana 
2009, usia persetujuan 
seksual bagi laki-laki 
maupun perempuan 
adalah 18 tahun.³⁴

Usia perkawinan  
minimum bagi laki-laki 
dan perempuan adalah 21 
tahun. Namun, individu 
berusia 19-21 tahun boleh 
menikah dengan izin 
orang tua, menurut 
Dekrit Amandemen UU 
Perkawinan 2009.³⁵

Kebijakan Kespro Fiji 
menyatakan bahwa 
remaja dan orang muda 
harus mendapatkan 
akses ke layanan dan 
informasi kespro.³⁶ Izin 
orang tua diwajibkan 
untuk aborsi bagi 
perempuan di bawah 16 
tahun dan pengujian HIV 
bagi individu di bawah 18 
tahun.³⁷

Kegiatan seks sesama 
jenis tidak dipidanakan.

Seks pranikah tidak 
dipidanakan.

FIJI

Usia Persetujuan Usia Pernikahan

Izin Pihak Ketiga atau 
Orang Tua untuk 

Remaja Mengakses 
Layanan Kespro

KERANGKA HUKUM MENGENAI HAK ATAS SEKSUALITAS

Pemidanaan 
Homoseksualitas

Pemidanaan Seks 
Pranikah

Menurut UU Amandemen 
KUHP (No.19) tahun 
2007, usia persetujuan 
ditetapkan pada 15 tahun 
untuk laki-laki dan 
perempuan

Di bawah KUH Sipil dan 
Komersial Thailand 1985, 
usia minimum adalah 20 
tahun. Orang berusia 17 
tahun atau lebih muda 
boleh menikah dengan 
izin Pengadilan.²³

Persetujuan pihak ketiga 
atau orang tua tidak 
diwajibkan secara hukum 
bagi remaja dan orang 
muda di bawah 18 tahun 
untuk mengakses 
layanan kespro.

Kegiatan seks sesama 
jenis tidak dipidanakan

Seks pranikah tidak 
dipidanakan.

THAILAND

VIETNAM

Menurut KUHP, usia 
persetujuan seksual 
adalah 16 tahun. 
Hubungan seks apapun 
dengan anak di bawah 13 
tahun dianggap sebagai 
perkosaan terhadap anak 
(Pasal 112(4)). Hubungan 
seks dengan anak berusia 
13, 14 atau 15 tahun 
dianggap tindak pidana di 
bawah Pasal 115 KUHP.²⁷

Sesuai UU Perkawinan 
dan Keluarga, usia 
perkawinan minimum 
adalah 18 tahun untuk 
perempuan dan 20 untuk 
laki-laki.²⁸

Izin orang tua tidak 
diwajibkan untuk 
mendapatkan 
kontrasepsi. Namun, izin 
orang tua diperlukan 
untuk pengujian HIV jika 
individu berusia di bawah 
18 tahun.

Kegiatan seks sesama 
jenis yang konsensual 
tidak dipidanakan di 
Vietnam. Pada tahun 
2015 Vietnam 
membatalkan 
pemidanaan perkawinan 
sejenis.

Seks pranikah tidak 
dipidanakan di 
Vietnam.²⁹

PAKISTAN

Menurut KUHP, usia 
persetujuan bagi 
perempuan adalah 16 
tahun. Hukum tidak 
menyebutkan usia 
persetujuan bagi laki-laki.

Menurut UU Pembatasan 
Perkawinan Anak 1929, 
usia perkawinan minimum 
adalah 16 tahun untuk 
perempuan dan 18 tahun 
untuk laki-laki.30 Provinsi 
Sindh telah mengesahkan 
UU Pembatasan 
Perkawinan Anak Sindh 
pada tahun 2014, yang 
menaikkan usia minimum 
perkawinan anak 
perempuan ke 18 tahun.³¹

Orang muda memiliki 
akses legal ke 
kontrasepsi tanpa izin 
orang tua atau pihak 
ketiga. Namun, diskresi 
dan bias penyedia masih 
banyak terjadi. Izin orang 
tua diperlukan oleh 
individu di bawah 18 
tahun untuk mengakses 
layanan pengujian HIV.³²

Aktivitas homoseksual 
dibatasi oleh hukum. 
Menurut Bab 377 KUHP 
1860, hubungan seks 
“melawan kodrat alam” 
dapat dihukum

Menurut Ordonansi 
Hudud 1979, seks 
pranikah dan di luar 
perkawinan 
dipidanakan.³³

berkas fakta berkas fakta 

MONGOLIA

Usia persetujuan seksual 
di Mongolia adalah 16 
tahun.

Sesuai UU Keluarga 1999, 
usia perkawinan 
minimum adalah 18 
tahun, tanpa 
pengecualian.²⁴

Izin orang tua tidak 
diwajibkan untuk 
mengakses layanan 
kespro

Meskipun tidak ada UU 
anti-sodomi, perkawinan 
sesama jenis tidak diakui 
secara hukum oleh 
hukum setempat.²⁵

Seks pranikah tidak 
dipidanakan di 
Mongolia.²⁶
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